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KATA PENGANTAR 

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan 

interdependensi antarnegara dan juga mengakibatkan satu negara dengan negara lain 

seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke 

negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat, maka dalam konteks penegakan 

hukum pidana, hal ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus 

operandinya semakin canggih sehingga penanggulangannya atau penegakannya 

diperlukan kerja sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Kementerian Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2012, telah membentuk Tim 

kompendium Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor PHN.155-HN.01.09 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Kompendium Hukum 

tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum. 

Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tim 

Kompendium dapat menyelesaikan laporan hasil kompendium ini dengan baik. Ucapan 

terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang 

telah memberikan kepercayaan kepada Tim Kompendium untuk menyelesaikan 

kompendium ini, dan kepada anggota-anggota tim dan sekretariat tim.  

 Semoga Laporan Hasil Kompendium ini dapat bermanfaat bagi pihak kita semua 

dan kami mohon saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan hasil 

kompendium di masa yang akan datang. 

 Ketua Tim Kompendium, 
 
 
 
 
 

Dr. Mahmud Syaltout, S.H. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan 

nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk 

membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan 

subjek-subjek hukum internasional lain. Perkembangan dunia yang ditandai dengan 

pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas 

hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan 

tersebut, maka makin meningkat pula kerjasama internasional yang dituangkan 

dalam beragam bentuk perjanjian internasional.1 

Semakin besarnya dan semakin meningkatnya kesalingtergantungan antara 

umat manusia di dunia ini, mendorong diadakannya kerjasama internasional yang 

dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. 

Perbedaan falsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau 

kepercayaan, dan lain-lainnya, tidak lagi merupakan faktor penghalang dalam 

mengadakan hubungan dan kerjasama. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi telah mendorong perlunya pengaturan-pengaturannya secara lebih 

tegas dan pasti yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.2 

Memahami konteks kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum, 

maka ada dua variabel yang perlu dipahami, yaitu mengenai penegakan hukum dan 

kerjasama internasional, sehingga pembahasan pokok dari konteks di atas adalah 

dalam hal bagaimana penegakan hukum memerlukan suatu kerjasama internasional 

atau dapat dikatakan pula mengapa penegakan hukum tidak akan berjalan atau 

dapat berjalan namun tidak efektif tanpa adanya suatu kerjasama internasional. 

Penegakan hukum (law enforcement) menurut Jimly Asshiddiqie merupakan 

merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil 

yang sempit  maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku 

                                                           
1 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4012). 
2 I Wayan Pathiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian I, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 2. 
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dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan 

maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan 

oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang 

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.3 Penegakan hukum 

menurut pendapat Satjipto Rahardjo diartikan sebagai suatu proses untuk 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan 

pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-

peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.4 Namun dalam pemikirannya 

yang lebih progresif, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum 

lebih dari sekedar menerapkan undang-undang dan prosedur (black letter law), 

karena kualitas dan intensitas penegakan hukum dapat berbeda-beda, oleh karena 

itu diperlukan penegakan hukum yang mesu budi, yaitu pengerahan seluruh potensi 

kejiwaan dalam diri, sehingga menimbulkan penegakan hukum yang vigilante 

(pejuang) dalam arti menjalankan hukum dengan kecerdasan spiritual.5 Soerjono 

Soekanto mengkonsepsikan penegakan hukum sebagai kegiatan untuk 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang 

mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian 

penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta 

mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional maka inti dan arti 

penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum 

pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor ini 

mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan 

lainnya. Faktor-faktor tersebut yaitu: a) Faktor hukumnya sendiri; b) Faktor penegak 

hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan 

hukum; c) Faktor sarana pendukung penegakan hukum; d) Faktor masyarakat; e) 

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada 

manusia dan pergaulan hidup.6   

                                                           
3 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, sumber: 
www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum, (diakses 30 Juli 2012). 
4 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: Sinar Baru, 
1993), hlm. 15. 
5 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 77-80. 
6 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, Cetakan ke-3, 1993), hlm. 5 
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Beranjak dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas, dan 

juga adanya globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama 

perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu negara 

dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau 

barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat, maka 

dalam konteks penegakan hukum pidana, hal ini mengakibatkan pula perkembangan 

kejahatan dan modus operandinya semakin canggih sehingga penanggulangannya 

atau penegakannya diperlukan kerja sama antara negara yang satu dengan negara 

yang lain.7 

Ruang lingkup kerjasama internasional bukan hanya pada lingkup penegakan 

hukum pidana, namun juga adanya kerjasama internasional yang dirumuskan dalam 

perjanjian internasional yang mencangkup antara lain masalah-masalah politik, 

ekonomi perdagangan, sosial dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis-jenis 

perjanjian internasional pada perkembangannya menunjukan keragaman, 

diantaranya perjanjian tentang persekutuan militer, pengaturan pelucutan senjata, 

perilaku peperangan, membuat perdamaian, jaminan terhadap netralitas, 

penyelesaian sengketa, perbatasan, ekstradisi, hubungan diplomatik dan konsuler, 

pelayaran dan lalu lintas perkapalan, penerbangan, bea cukai, hak cipta, perpajakan, 

imigrasi, kondisi perburuhan, kesejahteraan sosial, pertukaran budaya, bantuan 

ekonomi dan tehnik, masalah pengungsi dan lain sebagainya.8 

Untuk memfokuskan pokok bahasan dalam kompendium hukum ini, maka 

ruang lingkup yang dibahas terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak 

pidana yang bersifat transnasional atau lintas negara.  

Kerjasama penegakan hukum dalam  hubungan internasional  telah  terbukti 

sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan 

transnasional. Keberhasilan kerjasama penegakan hukum tersebut pada umumnya 

tidak akan menjadi kenyataan jika tidak ada perjanjian bilateral atau multilateral 

dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyidikan, penuntutan 

dan peradilan. Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada 

                                                           
7 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik 
Dalam Masalah Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607). 
8  Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta: Tatanusa, 2008), hlm. 6. 
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perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan 

asas resiprositas (timbal balik).9 

Kerjasama penegakan hukum yang tertua adalah ekstradisi, kemudian diikuti 

kerjasama penegakan hukum lainnȅŀ ǎŜǇŜǊǘƛΣ ŘŜƴƎŀƴ άmutual assistance in criminal 

mattersέΣ  ŀǘŀǳ άmutual legal assistance treatyέόa[!¢ΩǎύΤ άtransfer of sentenced 

personέ ό¢{tύΤ άtransfer of criminal proceedingsέό¢/tύΣ Řŀƴ άjoint investigationέ ǎŜǊǘŀ 

άhanding overέΦ YŜǊƧŀǎŀƳŀ ǇŜƴŜƎŀƪŀƴ Ƙukum tersebut secara lengkap diatur dalam 

Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) Tahun 

2003 dan telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang 

Pengesahan United Nations Convention Against Corruption; dan Konvensi PBB Anti 

Kejahatan Transnasional Terorganisasi (United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime) Tahun 2000, sudah ditandatangani Pemerintah 

Indonesi pada bulan Desember tahun 2000, di Palermo, Italia, hanya mengatur 

ketentuan mengenai ekstradisi dan mutual legal assistance dan joint investigation 

saja.10 

Dengan perkembangannya yang demikian pesat, kejahatan lintas negara 

(transnational crimes) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius 

terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah 

Transnational Organized Crimes (TOC) yang disesuaikan dengan instrumen hukum 

internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai 

Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational 

Organized Crime-UNTOC). 

Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks sehingga 

sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional 

untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas 

negara tersebut. 

                                                           
9 Romli Atmasasmita, Kebijakan Hukum Kerjasama Di Bidang Ekstradisi Dalam Era Globalisasi: 
Kemungkinan Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1979, (Makalah disampaikan dalam Seminar 
Ȱ0ÅÒÌÕÎÙÁ 0ÅÒÕÂÁÈÁÎ 55 .ÏÍÏÒ ρ ÔÁÈÕÎ ρωχω ÔÅÎÔÁÎÇ %ËÓÔÒÁÄÉÓÉȱȡ ÄÉÓÅÌÅÎÇÇÁÒÁËÁÎ ÏÌÅÈ Kejaksaan 
Agung RI; tanggal 27 Nopember 2007 di Jakarta. Makalah ini juga merupakan editing atas makalah 
ÙÁÎÇ ÔÅÌÁÈ ÄÉÓÁÍÐÁÉËÁÎ ÐÁÄÁ 3ÅÍÉÎÁÒ Ȱ+ÅÂÉÊÁËÁÎ .ÁÓÉÏÎÁÌ $ÁÌÁÍ 0ÅÍÂÅÎÔÕËÁÎ 0ÅÒÊÁÎÊÉÁÎ 
%ËÓÔÒÁÄÉÓÉ !3%!.ȱȠ ÄÉÓÅÌÅÎÇÇÁÒÁËÁÎ ÏÌÅÈ "0(. ÄÉ *ÁËÁÒÔÁ ÔÁÎÇÇÁÌ ς1-22 Mei 2007). 
10 Ibid. 
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Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations 

Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC) yang telah diratifikasi 

Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United 

Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) 

menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas 

negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan 

satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (cultural property), 

perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan 

gelap senjata api. Konvensi juga mengakui keterkaitan yang erat antara kejahatan 

lintas negara terorganisir dengan kejahatan terorisme, meskipun karakteristiknya 

sangat berbeda. Meskipun kejahatan perdagangan gelap narkoba tidak dirujuk 

dalam Konvensi, kejahatan ini masuk kategori kejahatan lintas negara terorganisir 

dan bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga Konvensi terkait narkoba11 

sebelum disepakatinya UNTOC.12 

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukan bahwa batas-

batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan 

maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Pada dewasa ini, hampir 

dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak dapat lagi hanya 

dipandang sebagai yuridiksi kriminal suatu negara, akan tetapi sering diklaim 

termasuk yuridiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara, sehingga dalam 

perkembangannya kemudian telah menimbulkan masalah konflik yuridiksi yang 

sangat mengganggu hubungan internasional antarnegara yang berkepentingan di 

dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial. Masyarakat 

internasional yang tergabung dalam wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui 

bahwa perkembangan tindak pidana lintas batas teritorial tersebut semakin 

mempertinggi tingkat kesulitan kerjasama antarnegara dalam upaya pencegahan 

                                                           
11 Indonesia telah mengikatkan diri pada konvensi internasional terkait dengan perdagangan 
narkoba dan obat terlarang yaitu: a) United Nations Single Convention on Narcotic Drugs; b) United 
Nations Convention on Psychotropic Substances; dan C) United Nations Convention Against Illicit 
Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. 
12 Kementerian Luar Negeri, Kejahatan Lintas Negara, sumber: http://www.kemlu.go.id/Pages/ 
IissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id, diakses pada tanggal 6 Juli 2012. 
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dan pemberantasannya terutama jika dalam tindak pidana tersebut melibatkan 

warga negara asing.13 

 

B. Pokok Bahasan 

Dari berbagai tinjauan yang dikemukakan di atas, maka bahasan pokok dari 

kompendium tentang kerjasama internasional di bidang penegakan hukum adalah 

tindak pidana yang bersifat transnasional serta tipologi kerjasama internasional yang 

dapat dilakukan untuk menanggulanginya. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Kompendium ini dimaksudkan untuk menggali, menghimpun dan 

menginventarisir pendapat, pemikiran para ahli dalam bidang hukum kerjasama 

internasional di bidang penegakan hukum yang disusun dalam bentuk pandangan 

dan pendapat dari para pakar. 

Sedangkan tujuan disusunnya kompendium ini yaitu sebagai bahan awal untuk 

pembentukan dan juga penyempurnaan substansi peraturan perundang-undangan 

serta pembuatan kebijakan dalam bidang kerjasama internasional di bidang 

penegakan hukum. 

 

D. Metodologi 

Kompendium ini disusun dengan menggunakan metode normatif. Dengan metode 

ini diharapkan dapat menginventarisir dan menjelaskan berbagai teori dan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerjasama internasional di 

bidang penegakan hukum. Data yang digunakan dalam kompendium ini merupakan 

data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan 

analisa yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. 

Kegiatan kompendium ini dilakukan dengan cara: 

1. Inventarisir pendapat para ahli/pakar yang sesuai dengan sistematika 

kompendium bidang kerjasama internasional di bidang penegakan hukum; 

                                                           
13 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 
hlm. 5. 
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2. Inventarisir peraturan-peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian / 

kajian / literatur lain yang membahas tentang kerjasama internasional di bidang 

penegakan hukum; 

3. Penyusunan bahan-bahan yang sudah terinventarisir. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 
A. Latar Belakang 
B. Pokok Bahasan 
C. Maksud dan Tujuan 
D. Metodologi 
E. Sistematika Penulisan 
F. Waktu Pelaksanaan 
G. Personalia Tim 

 
Bab II Kerangka Teoritik Tindak Pidana Transnasional 

A. Kejahatan Transnasional Sebagai Ancaman Nasional 
B. Asumsi Umum Tentang Kejahatan Transnasional 
C. Definisi Kejahatan Transnasional 
D. Aktor Legal dan Illegal 
E. Kejahatan Korporasi, Kejahatan Politik Dan Kejahatan Hibrida 
F. Benturan-benturan Antitesis 
G. Benturan Simbiosis 
H. Tiga Ekstensi Dari Tipologi Benturan: Individu, Organisasi, Dan Yurisdiksi 

Sebagai Benturan 
 

Bab III Konsepsi Hukum Tindak Pidana Transnasional 
A. Latar Belakang, Pengertian dan Istilah Tindak Pidana Transnasional 

A.1. Latar Belakang Tindak Pidana Transnasional 
A.2. Pengertian / Definisi dan Istilah Tindak Pidana Transnasional 

B. Perkembangan Ruang Lingkup / Jenis Tindak Pidana Transnasional 
B.1. Perkembangan Tindak Pidana Transnasional 
B.2. Ruang Lingkup / Jenis Tindak Pidana Transnasional 

B.2.1. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 
B.2.2. Tindak Pidana Korupsi 
B.2.3. Tindak Pidana Narkotika 
B.2.4. Tindak Pidana Perdagangan Orang 

  
Bab IV Kerangka Teoritik Kerjasama Internasional 

A. Landasan Teori Kerjasama Internasional Dalam Penanggulangan Kejahatan 
Transnasional 

B. Tipologi Strategis Kerjasama Internasional (Studi Kasus di ASEAN dan Opsi di 
Indonesia) 
B.1. Pendahuluan 
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B.2. Kerjasama internasional berdasarkan tipologi budaya hukum 
B.3. Kerjasama internasional berdasarkan tipologi dependensi antar Negara 
B.4. Kesimpulan   

 
Bab V Konsepsi Hukum Kerjasama Internasional Dalam Penegakan Hukum Tindak 
Pidana Transnasional 

A. Konsepsi dan Teori Kerjasama Internasional 
A.1.Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Kerjasama 

Internasional  Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Transnasional 
A.2. Unsur-unsur Perjanjian Internasional 
A.3. Macam-Macam Istilah Perjanjian Internasional  

B. Jenis / Ruang Lingkup Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum 
Tindak Pidana Transnasional 
B.1. Kerjasama Bilateral  
B.2. Kerjasama Regional 
B.3. Kerjasama Multilateral 

C. Pandangan Hukum Kerjasama Internasional dalam Penegakan Hukum 
Tindak Pidana Transnasional 
C.1. Tranfer Pelaku Kejahatan / Ekstradisi 
C.2. Transfer Barang Bukti / Mutual Legal Asisstance 
C.3. Transfer Proses Peradilan / Transfer of Proceeding 
C.4. Transfer Narapidana / Transfer of Sentece Person (TSP) 
C.5. Transfer Hasil Kejahatan / Transfer of Asset Recovery 

 
Bab VI Penerapan Kerjasama Internasional di Dalam Hukum Nasional 

A. Mekanisme Pembentukan Kerjasama Internasional  
B. Ratifikasi Kerjasama Internasional Dalam Perjanjian Internasional 
C. Akibat Hukum Kerjasama Internasional terhadap Sistem Hukum Nasional 
D. Kendala Dalam Pelaksanaan Kerjasama Internasional 

 
Bab VII Penutup 

A. Kesimpulan 
B. Rekomendasi 

 

F. Waktu Pelaksanaan 

Penulisan kompendium ini dilaksankan selama 6 (enam) bulan dalam tahun 

anggaran 2012 dengan biaya dibebankan kepada DIPA BPHN Tahun 2012. 

 

G. Personalia Tim 

Kompendium ini dilaksanakan dalam bentuk tim, berdasarkan Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.155-HN.01.09 Tahun 2012 tentang 



13 
 

Pembentukan Tim-Tim Kompedium Hukum, dengan susunan personalia tim sebagai 

berikut: 

Ketua : Dr. Mahmud Syaltout, S.H. 

Sekretaris : Ade Irawan Taufik 

Anggota : 1. Dr. Makmur Keliat  

  2. Dr. Kemal Dharmawan  

  3. Abdul Fickar Hadjar, S.H., M.H. 

  4. Fithriadi, S.H., LL.M. 

  5. Dra. Diana Yusyanti, M.H. 

  6. Yul Ernis, S.H., M.H. 

  7. Teguh Imansyah, S.IP, M.Si. 

Sekretariat : 1. Karno 

  2. Hartono 
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BAB II 
KERANGKA TEORITIK TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL 

 
 
A. Kejahatan Transnasional Sebagai Ancaman Nasional 

Mengacu pada beberapa literatur yang ada, dapat diketahui beberapa alasan 

mengapa kejahatan internasional menjadi pembahasan dalam kompedium ini, salah 

satu yang terpenting adalah alasan keamanan. Potensi ancaman keamanan yang 

ditimbulkan oleh kejahatan transnasional, antara lain: 

1. merusak masyarakat sipil, sistem politik, dan kedaulatan suatu negara, melalui 

pembudayaan kekerasan dan penyuapan, serta mengenalkan suatu kanker 

korupsi ke dalam struktur politik; 

2. membahayakan mekanisme pasar, termasuk aktivitas kebijakan pemerintah dan 

merusak keuntungan sistem ekonomi dan perdagangan yang adil, bebas dan 

aman yang akan diterima oleh produsen maupun konsumen. Bahkan dalam kasus 

yang ekstrim, semua sektor perdagangan yang legal akan terbawa pada aktivitas 

ilegal, cenderung merongrong kedaulatan negara-bangsa dan membiasakan 

individu-individu untuk berbuat sesuatu yang di luar kerangka hukum; 

3. gangguan terhadap sistem lingkungan melalui pengrusakan sistem pengamanan 

dan peraturan lingkungan; 

4. mendestabilisasi secara strategis kepentingan bangsa dan menjatuhkan progres 

dari ekonomi transisi dan ekonomi negara berkembang dan dengan kata lain 

menginterupsi kebijakan luar negeri dan sistem internasional; 

5. memberatkan masyarakat dengan beban sosial dan ekonomi yang tinggi dari 

suatu akibat kejahatan transnasional tersebut. 

Merujuk pendapat Samuel D. Porteous, di dalam The Threat From Transnational 

Crime : An Intelligence Perspective, dalam CSIS Commentary, Winter (1996); 

kejahatan transnasional mengancam sistem politik dan ekonomi/finansial.  

Dengan pertimbangan ini pula, Tim Kompendium BPHN, berusaha lebih fokus 

pada kejahatan transnasional yang tingkat ancaman maupun bahayanya paling tinggi 

bagi keamanan nasional, yaitu korupsi, pencucian uang (khususnya yang terkait 

dengan aktivitas terorisme dan narkotika) dan humantraficking.  
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Jika kejahatan transnasional merupakan ancaman terhadap keamanan nasional, 

maka penanganannya haruslah secara komprehensif, sistematis sekaligus sinergis 

antara beberapa lembaga terkait. Dari kacamata penulis, setidaknya ada beberapa 

lembaga yang berwenang dan/atau dapat diberi kewenangan untuk mengatasi 

kejahatan transnasional yaitu : 

1. POLRI 

2. Interpol/POLRI 

3. Angkatan Laut 

4. Badan Koordinasi Kemanan Laut (BAKORKAMLA) 

5. Kejaksaan Agung 

6. KPK 

7. PPATK 

8. BPK 

9. BNPT 

10. Kemenkopolhukam 

11. Kementerian Luar Negeri 

12. Badan Intelijen Negara 

13. Pemerintah Daerah 

Mengacu pada tulisan Ann Seidmann tentang ROCCIPI Analysis in Legal Drafting, 

maka memetakan fungsi maupun peran dari tiap lembaga tersebut menjadi penting. 

Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi lembaga-

lembaga tersebut secara organisasional, antara lain: 

1. kualitas kepemimpinan dan kultur organisasi; 

2. perilaku korupsi, biasanya dipicu oleh gaji dan/atau honor yang kurang layak bagi 

PNS; 

3. kerangka hukum yang lemah/buruk. 

4. tingkat kepercayaan dan koordinasi antar lembaga yang rendah; 

5. ketidakpercayaan masyarakat atas pemerintah yang berkuasa; 

6. sumber daya yang tidak memadai di tingkat Pemerintah Daerah, maupun di 

Kepolisian. 
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Dengan kondisi permasalahan tersebut di atas, maka pendekatan 

penyelenggaraan keamanan nasional yang dapat dilakukan, yaitu : 

1. Jangka Pendek 

Dalam kerangka ini perlu diupayakan untuk membangun kapasitas Pemerintah 

Daerah, memperbaiki kerjasama dalam tahap perencanaan antar kementerian 

maupun lembaga negara, membangun dan memperkuat kapasitas kementerian 

dan lembaga negara yang menangani kejahatan transnasional, memperjelas 

kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar lembaga negara 

yang ada, pendidikan terkait isu keamanan nasional bagi para politisi, 

memperkuat sumber daya baik secara kualitas maupun kuantitas aparat penegak 

hukum, memperkuat kerangka hukum, dan terakhir yang tak kalah pentingnya 

adalah dengan melibatkan media. 

2. Jangka Panjang 

Pembahasan Undang-Undang Keamanan Nasional, Dewan Keamanan Nasional 

dan pendidikan mengenai keamanan nasional bagi warganegara. Lebih jauh 

terkait dengan Dewan Keamanan Nasional, di sini perlu disampaikan, bahwa 

kehadirannya sebagai jawaban atau tanggapan atas bentuk koordinasi antar 

lembaga seperti yang ada saat ini yang kurang memadai. Dewan Keamanan 

Nasional yang juga berwenang menangani kejahatan transnasional ini berfungsi 

memperkuat kewenangan sekaligus kepemimpinan, mengumpulkan pengetahuan 

maupun keahlian baik formal (institusi pemerintah) maupun informal (di luar 

pemerintah), sekaligus menjaga stabilitas politik lebih baik. Tentu saja, agar 

Dewan Keamanan Nasional ini bisa berjalan efektif, maka perlu diupayakan agar 

para pakar keamanan nasional dapat kesempatan maupun lebih akses 

menyuarakan pandangannya, diperkuat dengan otoritas untuk membuat sebuah 

keputusan final maupun melakukan reformasi hukum yang dirasa penting dan 

perlu bagi penegakan hukum terkait kejahatan transnasional. 
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B. Asumsi Umum Tentang Kejahatan Transnasional14 
 

Sejumlah asumsi tentang kejahatan transnasional dapat ditemukan dibanyak 

publikasi saat ini. Asumsi yang paling penting adalah: (1) kejahatan transnasional 

pada dasarnya merupakan suatu fenomena baru yang muncul pada 1990-an, (2) 

untuk sebagian besar terhubung dengan skala besar organisasi kriminal yang sering 

memiliki latar belakang etnis tertentu, (3) dan secara teratur bekerja bersama-sama 

dengan organisasi kriminal di negara lain, (4) kejahatan transnasional terutama 

disebabkan oleh proses globalisasi selama tiga dekade terakhir dan (5) merembes ke 

dalam bisnis yang sah dan pemerintah. 

Berbagai asumsi di atas akan digunakan untuk merefleksi fenomena kejahatan 

transnasional. Jika kita cermati, berbagai asumsi ini tidak selalu tampak rasional, 

karena terbuka berbagai perubahan yang terjadi sehubungan dengan perkembangan 

kejahatan transnasional itu sendiri. Berbagai asumsi tersebut dapat digunakan untuk 

mengkonfirmasi pengamatan Letzia Paoli,15 yang mengatakan bahwa persepsi 

(transnasional) kejahatan terorganisir tercemar oleh kepanikan moral, dan "isu-isu 

yang dibentuk oleh kepanikan moral tidak mungkin ditangani dengan cara rasional". 

Yang pasti, asumsi tidak harus dilihat sebagai unsur dari perspektif standar tentang 

kejahatan transnasional. Namun, masing-masing asumsi dapat ditemukan sampai 

batas tertentu dalam banyak studi kejahatan transnasional. Alasan itu berguna 

untuk menjelaskan asumsi-asumsi sebelum seseorang mulai mempelajari topik 

penelitian tertentu dalam bidang kejahatan transnasional. 

B.1. Kejahatan Transnasional Sebagai Fenomena Baru 

Asumsi pertama yang mendasari banyak diskusi kejahatan transnasional 

adalah asumsi bahwa seseorang berhadapan dengan fenomena yang relatif 

baru. Di masa lalu, kejahatan terorganisir melakukan kegiatan utamanya dalam 

wilayah lokal dan nasional dengan bisnis barang-barang ilegal seperti narkoba, 

perjudian dan prostitusi. 

                                                           
14 Sub bab ini merupakan terjemahan dari Antonius Johannes Gerhardus Tijhuis, Transnational 
crime and the interface between legal and illegal actors: The case of the illicit art and antiquities trade, 
(Disertasi untuk memperoleh PhD di Universitas Leiden, Belanda, 2006). 
15 Letzia, Paoli. 2002. Organised crime and common transit networks, Trends and Issues in Crime and 
Criminal Justice Working Paper No. 233 (Canberra: Australian Institute of Criminology), hlm. 52. 
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Dalam perkembangannya saat ini, kejahatan terorganisir telah berskala 

global, demikian juga dengan perkembangan barang-barang illegal. Realitas 

tersebut telah mematahkan asumsi bahwa kejahatan transnasional merupakan 

fenomena baru, karena pada faktanya kejahatan transnasional telah ada sejak 

terjadinya kejahatan di berbagai negara. 

Lebih dari itu, kejahatan transnasional saat ini menjelma dalam bentuk 

baru, seperti perdagangan manusia atau penyelundupan manusia dan 

penyeludupan rokok. Sebuah studi yang menarik tentang perdagangan manusia, 

dari perspektif ini, adalah narasi Edward Bristow tentang lalu lintas internasional 

perempuan Yahudi untuk prostitusi di dalam bukunya yang berjudul Prostitution 

and Prejudice: The Jewish Fight against White Slavery 1870-1939 (1982). Dia 

menjelaskan perdagangan secara besar-besaran wanita Yahudi dari daerah di 

Polandia, Rusia dan Kekaisaran Austria-Hungaria, ke tujuan di Afrika, Asia, 

Amerika Serikat, Brazil dan Argentina dari 1870-an sampai dengan 1930-an.  

Dalam literatur kejahatan transnasional menunjukkan bahwa jenis 

kejahatan secara substantif sama tetapi muncul dalam bentuk baru, meskipun 

karakter transnasional yang mungkin telah meningkat bersama-sama dengan 

kegiatan yang sah di seluruh perbatasan. Meskipun kejahatan transnasional 

pada umumnya tidak tampak jauh lebih 'baru' daripada bentuk-bentuk 

kejahatan yang terkadang diasumsikan, namun tidak boleh dilupakan bahwa 

perubahan signifikan telah terjadi berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari 

kejahatan transnasional. Peran global penjahat dari Uni Soviet, serta negara-

negara di Eropa Timur adalah fenomena nyata dan sebagian besar baru.16 

Mereka telah menjadi aktif misalnya dalam perdagangan manusia, perdagangan 

narkoba dan pemerasan. Di Eropa, peran para penjahat telah digambarkan oleh 

laporan tahunan the German Bundeskriminalamt (BKA website: www.bka.de) 

serta publikasi akademik.17 Di AS, fokus terutama pada penjahat Rusia aktif di 

Amerika Serikat dan di tempat lain.18 

                                                           
16 +ÏÃÈÁÎȟ ,ÏÖÅÌÌȢ ςππυȢ ȰEcoɀcrooks Outwitting Law Agenciesȭȟ 2ÅÕÔÅÒÓ .Å×Ó 3ÅÒÖÉÃÅȢ 
<http://www.ecoearth.info.shared.r eader.welcome.aspx?linkid=11490> (diakses 24 Juni 2009). 
17 'ÁÌÅÏÔÔÉȟ +Ȣ ςππςȢ ȬOrganized Crime and Trust: On the conceptualization and empirical relevance of 
trust in the context of criminal networksȭȟ 'ÌÏÂÁÌ #ÒÉÍÅȟ ÖÏÌȢ φȟ ÎÏȢ ςȟ ÐÐȢ ρυω-184. Lihat juga Nozina 
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Asumsi kedua menyatakan bahwa kejahatan transnasional, untuk sebagian 

besar, terhubung dengan skala besar organisasi kriminal dengan latar belakang 

etnis tertentu. Latar belakang etnis ini bisa dilihat, misalnya, menjadi Rusia, 

Italia, Kolombia atau Turki. Menurut Peter Lupsha:19 "sebagian besar kelompok 

kejahatan terorganisasi transnasional memiliki karakter etnis tunggal atau akar 

identitas nasional, meresap ke dalam negara-bangsa, di mana aspek perusahaan 

kriminal mereka berlangsung".  

Pengamatan ini dapat ditemukan di banyak diskusi dan dengan itu, menurut 

Paoli dan Fijnaut,20 perdebatan tentang kejahatan terorganisir telah menjadi 

lingkaran penuh. Sampai tahun 1960-ŀƴΣ άaƻŘŜƭ YƻƴǎǇƛǊŀǎƛ !ǎƛƴƎέ όάAlien 

Conspiracy Modelέύ ŀŘŀƭŀƘ ƳƻŘŜƭ ǳǘŀƳŀ ǳƴǘǳƪ ƳŜƳŀƘŀƳƛ ƪŜƧŀƘŀǘŀƴ 

terorganisir. Menurut mereka : 

"ModŜƭ ǇŜǊǳǎŀƘŀŀƴ ƛƭŜƎŀƭέ όά¢ƘŜ LƭƭŜƎŀƭ 9ƴǘŜǊǇǊƛǎŜ aƻŘŜƭέύ 
ŘƛƪŜƳōŀƴƎƪŀƴ ǇŀŘŀ ǘŀƘǳƴ мфтл ǳƴǘǳƪ ƳŜƴƎƪǊƛǘƛƪ άaƻŘŜƭ 
YƻƴǎǇƛǊŀǎƛ !ǎƛƴƎέ όά!ƭƛŜƴ /ƻƴǎǇƛǊŀŎȅ aƻŘŜƭέύ ƛƴƛΣ ǘŜǘŀǇƛΣ ол ǘŀƘǳƴ 
setelah itu, beberapa pengikut terakhirnya - dengan menggunakan 
analisis perangkat ekonomi - telah mengakhiri keterikatannya 
dengan Model tersebut, dan mempercayai salah satu prinsip dasar 
seperti teori: yaitu, munculnya organisasi birokrasi berskala besar... 
".21 
 

Sehubungan dengan munculnya organisasi birokrasi skala besar seperti, 

jenis organisasi kriminal multinasional, Paoli menunjukkan dua paradoks 

penting, yakni:22  

άPertama-tama, penyediaan komoditas ilegal terutama terjadi dalam 
cara yang tidak teratur dan, karena kendala ilegalitas produk, ada 
kecenderungan yang tetap terhadap pengembangan usaha kejahatan 
skala besar dalam pasar ilegal. Kedua, beberapa organisasi kriminal 
skala besar yang berlangsung memang ada, seperti Cosa Nostra Italia 

                                                                                                                                                                           
#ÌÁÃËȟ 7Ȣ ςππτȢ ȬTransnational Criminality: An Analysis of the Illegal Wildlife Market in Southern 
Africaȭȟ )ÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌ #ÒÉÍÉÎÁÌ *ÕÓÔÉÃÅ 2ÅÖÉÅ×ȟ ÖÏÌȢ ρσȟ ÎÏȢ ρȟ ÐÐȢ ρ-27. 
18 &ÉÎÃËÅÎÁÕÅÒȟ (ÏÆÆÍÁÎȢ Ǫ .ÅÌÓÏÎȟ 6ÏÒÏÎÉÎȢ ςππρȢ Ȭ"ÏÄÙ 0ÁÃËÉÎÇȡ 4ÈÅ )ÎÔÅÒÎÁÌ Concealment of Illicit 
$ÒÕÇÓȭȟ .Å× %ÎÇÌÁÎÄ *ÏÕÒÎÁÌ ÏÆ -ÅÄÉÃÉÎÅȟ ÖÏÌȢ στωȟ ÎÏȢ ςφȟ ÐÐȢ ςυρω-2526. Lihat juga Williams, P. 
ρωωχȢ Ȭ2ÕÓÓÉÁÎ ÏÒÇÁÎÉÚÅÄ ÃÒÉÍÅȡ ÔÈÅ ÎÅ× ÔÈÒÅÁÔȩȭ (Frank Cass, London). 
19 ,ÕÐÓÈÁȟ 0Ȣ!Ȣȟ ρωωφȟ Ȭ4ÒÁÎÓÎÁÔÉÏÎÁÌ /ÒÇÁÎÉÚÅÄ #ÒÉÍÅ 6ÅÒÓÕÓ ÔÈÅ .ÁÔÉÏÎ 3ÔÁÔÅȭ Transnational 
Organized Crime, vol. 2(1), pp. 21-48, hlm. 22. 
20 &ÉÊÎÁÕÔȟ #Ȣ Ǫ ,Ȣ 0ÁÏÌÉ ɉÅÄÉÔÏÒÓɊȢ ςππτȢ ȬOrganised Crime in Europe ɀ Concepts, Patters and Control 
Policies in the European Union and Beyond (Springer, Dordrecht), hlm. 30. 
21 Ibid. 
22 Letzia, Paoli. 2002. Organised crime and common transit networks, Trends and Issues in Crime 
and Criminal Justice Working Paper no. 233 (Canberra: Australian Institute of Criminology), hlm. 52. 
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..... Meskipun kelompok-kelompok ini biasanya disajikan sebagai pola 
dasar dari kejahatan terorganisir, mereka tidak secara eksklusif terlibat 
dalam kegiatan pasar ilegal, juga perkembangan dan konfigurasi 
internal mereka bukanlah hasil dari dinamika pasar illegalέΦ 
 

B.2. Kolaborasi Antara Organisasi Kejahatan Transnasional Sebagai Cara Membagi  
Dunia Kriminal Bawah Tanah 

Selain asumsi sebelumnya, beberapa penulis berpendapat bahwa 

perusahaan kejahatan multinasional berkolaborasi dan membagi dunia kegiatan 

terlarang antara mereka. Thomas Naylor merangkum asumsi yang diajukan 

berbagai penulis dengan pengamatan bahwa:23 

"Jika tahun 1950 dan 1960-an adalah era ketika musuh utama yang 
dihadapi Barat seharusnya adalah komunisme internasional monolitik, 
pada 1980-an dan 1990-an ancaman nyata yang dimiliki menjadi 
semacam kejahatan dalam negeriΦέ  

Studi kriminologi dari dekade terakhir belum menghasilkan bukti 

substansial untuk memvalidasi asumsi Naylor di atas. Sejauh organisasi berskala 

besar memang ada, dan sejauh mereka dapat berkolaborasi, mereka hanya 

bagian dari berbagai aktor yang terlibat dalam kejahatan transnasional. Hal yang 

jauh lebih penting dari organisasi ini adalah semua jenis jaringan dan kolaborasi 

yang longgar di antara penjahat, mengorganisir kejahatan transnasional seperti 

perdagangan narkoba dan penyelundupan rokok. 

B.3. Globalisasi Sebagai Penyebab Utama Kejahatan Transnasional 

Asumsi keempat menyatakan bahwa proses umum globalisasi dekade 

terakhir memberikan penjelasan utama bagi munculnya kejahatan 

transnasional. Karena liberalisasi pasar dan penurunan kepentingan perbatasan 

antar negara, kejahatan transnasional telah meningkat secara dramatis. Asumsi 

ini sampai batas tertentu menyederhanakan penyebab dan perkembangan 

kejahatan transnasional. Hal itu sudah menunjukkan bahwa kejahatan 

transnasional selalu terjadi. Bagaimanapun, kejahatan transnasional tidak hanya 

terjadi karena orang, barang dan jasa bisa menyeberang perbatasan. Mereka 

hanya melintasi perbatasan ketika ada alasan untuk itu. Hal yang 

memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional adalah bahwa barang-barang 

                                                           
23 .ÁÙÌÏÒȟ $ÉÁÎÅȢ ρωωυȢ Ȭ)ÎÔÒÏÄÕÃÔÉÏÎȡ ÇÌÏÂÁÌ ËÎÏ×ÌÅÄÇÅ ÁÎÄ ÁÄÖÏÃÁÃÙ ÎÅÔ×ÏÒËÓȭȟ  'ÌÏÂÁÌ .ÅÔ×ÏÒËÓ ς 
(1): 1-11, hlm. 38. 
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tertentu yang tersedia di beberapa negara dan tidak pada negara lain (meskipun 

ada permintaan untuk mereka), atau bahwa perbedaan harga membuat 

penyelundupan menguntungkan. Jika alasan seperti itu ada, dan peluang 

transportasi meningkat maka lalu lintas dapat membuat arus perdagangan 

kejahatan transnasional lebih mudah. 

Namun, beberapa aspek globalisasi sebenarnya dapat mengurangi 

penyebab kejahatan transnasional. Liberalisasi pasar, misalnya, menyebabkan 

deregulasi arus modal di banyak negara. Hal ini menyebabkan penurunan 

otomatis dalam pelarian modal, karena banyak kegiatan yang pernah dicap 

sebagai pelarian modal sekarang menjadi transaksi keuangan legal melintasi 

perbatasan internasional. Di sisi lain, kejahatan transnasional banyak 

disebabkan atau setidaknya dirangsang oleh negara-negara yang 

mempertahankan undang-undang yang berbeda sehubungan dengan komoditas 

tertentu. Skala penyelundupan rokok saat ini, misalnya, tidak bisa dibayangkan 

ketika negara-negara yang sama tidak akan mempertahankan perbedaan besar 

seperti di bidang perpajakan. Harmonisasi peraturan antar negara, sebagai 

bagian dari proses globalisasi, bisa membatalkan setidaknya sebagian dari 

eksternalitas negatif (seperti kejahatan transnasional) dari proses globalisasi. 

B.4. Kejahatan Transnasional Sebagai Penyebab Penyusupan Kejahatan Dalam 
Bisnis Sah Dan Pemerintah 

Asumsi terakhir tentang kejahatan transnasional adalah bahwa kejahatan 

transnasional adalah salah satu jenis penyusupan kejahatan dalam organisasi 

yang sah serta pemerintah. Ini adalah salah satu alasan mengapa pemerintah 

demokratis dan perusahaan yang sah terancam. Meskipun bukti ancaman yang 

dirasakan tidak banyak dihasilkan selama dekade terakhir ini, namun 

penyusupan dalam skala luas oleh pelaku kejahatan transnasional memang 

terjadi.  

Banyak kejahatan transnasional dapat dijalankan tanpa penyusupan 

substansial atau korupsi.24 Menghindari penegakan hukum seringkali lebih 

                                                           
24 Lihat misalnya (ÕÉÓÍÁÎȟ 7ÏÏÄÉ×ÉÓÓȟ -Ȣ Ǫ 9ÏÕÎÇÂÌÏÏÄȢ ςππτȢ ȬTransnational Organized Crime: The 
Strange C areer of an American Conceptȭȟ ÉÎ -Ȣ%Ȣ "ÅÁÒÅ ɉÅÄȢɊȟ Critical Reflections on Transnational 
Organized Crime Money Laundering and Corruption, University of Toronto Press, Toronto, ONT, pp. 
3-στȢ ,ÉÈÁÔ ÊÕÇÁ 6ÁÎ ÄÅ "ÕÎÔ Ǫ #ÈÁÒÌÏÔÔÅȟ 3ÔÒÅÃË +ÌÅÅÍÍÁÎÓȢ ςππτȢ ȬGlobal public policy networks as 
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mudah daripada mencoba untuk merusak mereka. Selain itu, layanan yang 

disediakan oleh perusahaan dan instansi pemerintah yang sah dapat digunakan 

oleh penjahat tanpa diketahui oleh perusahaan dan lembaga tertentu. 

Kejahatan transnasional yang paling meresahkan, salah satunya mungkin senada 

dengan kesimpulan Alan Blok, yakni perdagangan obat-obatan ilegal: 

"hubungan antara keamanan negara-bangsa dan narkotika, mendorong 

terutama masalah suburnya korupsi di Dunia Ketiga".25 

Berpendapat bahwa penyusupan sebagaimana dimaksud di atas bukan 

merupakan fenomena yang sangat umum adalah tidak untuk menyatakan 

bahwa pelaku legal dan ilegal dapat dan tidak akan terhubung ke semua jenis 

kejahatan transnasional. Namun, banyak dari benturan antara pelaku legal dan 

ilegal diselimuti oleh lingkup kejahatan transnasional yang dibahas dalam 

banyak studi dan laporan pemerintah. Mereka biasanya berfokus pada penjahat 

yang terlibat dalam perdagangan narkoba, penyelundupan manusia dan 

kejahatan lainnya yang terkenal. Kejahatan lainnya, yang setidaknya sama 

banyak benturan dapat diharapkan, sering diabaikan atau dikecualikan melalui 

definisi yang mengecualikan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh aktor 

legal atau di mana para aktor memainkan peran penting. 

Untuk itu, kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar 

(seperti produsen rokok atau bank) atau lembaga negara (seperti badan-badan 

intelijen) tidak termasuk dalam diskusi tentang penyusupan atau benturan 

lainnya antara pelaku legal dan ilegal. Namun demikian, sejumlah studi dapat 

ditemukan yang berfokus pada kejahatan-kejahatan ini dan memberikan 

wawasan dalam benturan.26  

                                                                                                                                                                           
coalitions for changeȭ ÉÎ $ÁÎÉÅÌ #Ȣ %ÓÔÙ ÁÎÄ -ÁÒÉÁ (Ȣ )vanova (eds). Global environmental governance: 
options and opportunities (New Haven, CT: Yale School of Forestry & Environmental Studies) dan 
Zaitch, D. 2001. Traquetos - Columbians involved in the cocaine business in the Netherlands (UvA, 
Amsterdam). 
25 BlÏÃËȟ !Ȣ!Ȣȟ ρωωωȢ ȬBad Business: A commentary on the criminology of organized crime in the United 
Statesȭ ÉÎȡ &ÁÒÅÒ ɉÅÄɊ Transnational Crime in the Americas ɀ An Inter-American Dialogue Book 
(Routledge, New York), pp. 217-244, hlm. 222. 
26 Lihat misalnya: BlÏÃËȟ -ÁÎÈÅÉÍ ÁÎÄ 7ÅÁÖÅÒȟ 4ÈÏÍÂÓȢ ςππτȢ ȬThe New European Criminology: 
Crime and Social Order in Europeȟȭ 2ÏÕÔÌÅÄÇÅȟ ,ÏÎÄÏÎȟ ÐÐȢ ςψω-302; lihat juga McCoy, Naím. 1972. 
Ȱ4ÈÅ &ÉÖÅ 7ÁÒÓ ÏÆ 'ÌÏÂÁÌÉÚÁÔÉÏÎȟȱ &ÏÒÅÉÇÎ 0ÏÌÉÃÙȟ *ÁÎȾ&ÅÂȡ φύɀ36 Office of the Prime Minister of 
!ÕÓÔÒÁÌÉÁȱ (2009), The First National Security Statement to the Parliament, Address by the Prime 
Minister of Australia, The Hon. Kevin Rudd MP http://www.pm.gov.au/node/5424; Naylor, 
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C. Definisi Kejahatan Transnasional27 
Kejahatan transnasioal, secara umum didefinisikan oleh Passas28 sebagai: 

"Kesalahan yang harus dihindari, yang menyebabkan bahaya cukup serius 
untuk menjamin intervensi negara dan mirip dengan jenis lain dari tindakan 
kriminal di negara-negara yang bersangkutan atau oleh hukum 
internasional (...) Apa yang membuat kejahatan transnasional adalah 
bahwa pelaku atau korban menemukan dirinya dalam - atau beroperasi 
melalui - yurisdiksi yang berbeda. " 

 
Definisi di atas bukanlah sepenuhnya legal maupun sosiologis. Dengan demikian, 

definisi ini menghindari kelemahan dari definisi hukum semata-mata meskipun pada 

saat yang sama tampaknya perlu untuk memasukkan unsur moral atau politik. Frase 

άōŀƘŀȅŀ ŘƛƘƛƴŘŀǊƛ Řŀƴ ǘƛŘŀƪ ǇŜǊƭǳ ǎŜǊǘŀ cukup serius untuk menjamin intervensi 

ƴŜƎŀǊŀέ ōƛǎŀ ǊǳƳƛǘ ōƛƭŀ ŘƛƎǳƴŀƪŀƴ ŘŀƭŀƳ ǎǘǳŘƛ ŜƳǇƛǊƛǎΦ 5ŀƭŀƳ ƪŀǊȅŀ tŀǎǎŀǎ ȅŀƴƎ 

paling baru pada benturan, istilah kejahatan lintas batas digunakan sebagai 

pengganti kejahatan transnasional dengan definisi lain: 

"Kejahatan lintas batas adalah perilaku yang membahayakan kepentingan 
yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan yang 
dikriminalisasi dalam setidaknya satu dari negara yang bersangkutan."29 

 

Dengan definisi ini, nilai-nilai yang mungkin sebagian besar menyusup ke definisi 

mungkin dihindari. Namun, dalam beberapa kasus seperti definisi, jika diambil 

secara literal, akan meninggalkan beberapa contoh perilaku yang biasanya dilihat 

sebagai kejahatan lintas batas atau transnasional. Dalam hal ini, beberapa contoh 

kejahatan transnasional belum tentu sesuai dengan definisi di atas. Penggelapan 

pajak, pelarian modal dan penggunaan pekerja anak tidak menurut definisi 

membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi. 

Selain itu, banyak transaksi dalam seni terlarang dan perdagangan barang antik 

                                                                                                                                                                           
Wolfgang. 2001. Critical choices: the United Nations, networks and the future of global governance 
(Ottawa: IDRC).; 0ÁÓÓÁÓȟ .Ȣ ÁÎÄ 'ÏÏÄ×ÉÎȟ .Ȣ2Ȣ ɉÅÄÓɊ ɉςππτɊȢ Ȭ)ÔȭÓ ,ÅÇÁÌ ÂÕÔ ÉÔ !ÉÎȭÔ 2ÉÇÈÔȡ (ÁÒÍÆÕÌ 
Social Consequences of Legal Industries. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.; Von Bulow, 
+ÌÁÕÓȢ ςππσȢ Ȭ&ÏÒÅ×ÏÒÄȭ in Networking counts: Montreal Protocol experiences in making multilateral 
evironmental agreements work (Paris: UNEP Division of Technology, Industry and Economics). 
27 Sub bab ini merupakan terjemahan dari Antonius Johannes Gerhardus Tijhuis, Transnational 
crime and the interface between legal and illegal actors: The case of the illicit art and antiquities trade, 
(Disertasi untuk memperoleh PhD di Universitas Leiden, Belanda, 2006). 
28 0ÁÓÓÁÓȟ .Ȣȟ ρωωψȟ Ȭ4ÒÁÎÓÎÁÔÉÏÎÁÌ #ÒÉÍÅȡ 4ÈÅ ÉÎÔÅÒÆÁÃÅ ÂÅÔ×ÅÅÎ ÌÅÇÁÌ ÁÎÄ ÉÌÌÅÇÁÌ ÁÃÔÏÒÓȭ Presented at 
the NRC workshop on Transnational Organized Crime,Washington, D.C., hlm. 3. 
29 0ÁÓÓÁÓȟ .Ȣȟ ςππσȟ ȬCross-border crime and the interface between legal and illegal actorsȭ Security 
Journal, vol. 16(1), pp. 19-38., hlm. 20. 
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memberikan contoh tambahan. Banyak karya seni yang tidak diizinkan untuk 

meninggalkan sumber negara akhir mereka di tempat-tempat seperti Swiss atau 

Hong Kong karena kehadiran mereka di sana tidak melakukan intervensi dengan 

kepentingan yang dilindungi oleh hukum di yurisdiksi tersebut. Hal yang sama 

berlaku untuk banyak contoh untuk apa yang sering dianggap sebagai pencucian 

uang. Ketika tujuan atau negara sumber arus modal tertentu misalnya Panama atau 

Bahama, orang dapat dengan mudah akan menghindari definisi di atas jika hanya 

ada dua negara yang terlibat.30 

Bagi banyak kejahatan transnasional lainnya, masalah yang sama dapat 

digambarkan. Jika seseorang mengambil daftar PBB kejahatan transnasional sebagai 

titik awal, seseorang dapat menyebutkan (setidaknya): kejahatan komputer, 

pencurian kekayaan intelektual, peredaran senjata gelap, kegiatan terorisme, dan 

kejahatan lingkungan. Kelemahan dari definisi mungkin disembuhkan dengan variasi 

ŜƭŜƳŜƴ ŘŀǊƛ ŘŜŦƛƴƛǎƛ ƭŀƳŀ άƳƛǊƛǇ ŘŜƴƎŀƴ ƧŜƴƛǎ ƭŀƛƴ ŘŀǊƛ ǘƛƴŘŀƪŀƴ ƪǊƛƳƛƴŀƭ Řƛ ƴŜƎŀǊŀ-

ƴŜƎŀǊŀ ȅŀƴƎ ōŜǊǎŀƴƎƪǳǘŀƴέΦ ±ŀǊƛŀǎƛ ǇŀŘŀ ŜƭŜƳŜƴ ƛƴƛ ƳǳƴƎƪƛƴ άŀǘŀǳ ŘŀƭŀƳ ǎŀǘǳ 

yurisdiksi bersangkutan saat ini mirip dengan tindakan yang membahayakan 

kepentingan yang dilindungi oleh hukum di sebagian besar negara-ƴŜƎŀǊŀέΦ Lƴƛ ŀƪŀƴ 

mengarah pada definisi seperti: 

άKejahatan Transnasional adalah perilaku, yang dikriminalisasi dalam 
setidaknya satu dari yuridiksi dan membahayakan kepentingan yang 
dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi yang bersangkutan atau 
dalam satu yurisdiksi sementara itu mirip dengan tindakan yang 
membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di sebagian besar 
negaraέ.31 

 
D. Aktor Legal dan Illegal32 

Karakteristik penting dari semua definisi yang disebutkan adalah bahwa tidak 

terpisah antara kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan hukum atau aktor negara, 

dan kejahatan yang dilakukan oleh aktor-aktor lain. Alasan penggunaan definisi yang 

                                                           
30 .ÁÙÌÏÒȟ 2Ȣ4Ȣȟ ρωψχȢ Ȭ(ÏÔ ÍÏÎÅÙ ÁÎÄ ÔÈÅ ÐÏÌÉÔÉÃÓ ÏÆ ÄÅÂÔȭ (The Linden Press, New York); lihat juga 
.ÁÙÌÏÒȟ 2Ȣ4Ȣȟ ςππρȟ ȬEconomic warfare ɀ ÓÁÎÃÔÉÏÎÓȟ ÅÍÂÁÒÇÏ ÂÕÓÔÉÎÇ ÁÎÄ ÔÈÅÉÒ ÈÕÍÁÎ ÃÏÓÔȭ 
(Northeastern University Press, Boston). 
31 0ÁÏÌÉȟ ,Ȣ ρωωυȢ ȬThe Banco Ambrosiano case ɀ An investigation into the underestimation of the 
relations between organized and economic crimeȭ Crime, Law & Social Change, vol. 23, pp. 345-36. 
32 Sub bab ini merupakan terjemahan dari Antonius Johannes Gerhardus Tijhuis, Transnational 
crime and the interface between legal and illegal actors: The case of the illicit art and antiquities trade, 
(Disertasi untuk memperoleh PhD di Universitas Leiden, Belanda, 2006). 
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inklusif terletak pada kenyataan bahwa banyak kegiatan sebaiknya didefinisikan 

sebagai kejahatan transnasional dalam praktek yang diselenggarakan oleh, atau 

dengan, aktor legal. Oleh karena itu, setiap definisi yang menarik garis yang jelas 

antara kejahatan terorganisir dan kejahatan, misalnya kejahatan koorporasi, akan 

sulit untuk membenarkannya secara empiris. 

Penggunaan definisi termasuk kejahatan transnasional juga dapat mempersulit 

pembahasan pada benturan antar aktor. Ketika definisi yang lebih terbatas 

digunakan, kejahatan transnasional hanya kejahatan lintas perbatasan yang 

dilakukan oleh penjahat terorganisir. Dalam hal pelaku legal akan terlibat dengan 

para penjahat, benturan legal-ilegal akan ada dengan definisi tertentu. Hal ini 

kemudian diasumsikan bahwa para pelaku legal adalah kurang tepat dibandingkan 

dengan penjahat yang sesungguhnya. Namun, dalam kasus yang menggabungkan 

kejahatan yang dilakukan oleh pelaku legal, muncul dua masalah. Pertama, 

kejahatan ini sering tidak berkomitmen bekerja sama dengan pelaku ilegal tetapi 

dengan aktor legal lainnya. Kedua, kita harus memutuskan apakah para aktor legal 

sebagai entitas organisasi, terlibat dalam kejahatan transnasional, harus disebut 

legal sama sekali. Terutama ketika pelaku dihukum karena bertindak sebagai pihak 

ŘŀǊƛ ǎŜōǳŀƘ ƻǊƎŀƴƛǎŀǎƛ ƪǊƛƳƛƴŀƭΣ Ƴŀƪŀ ŀŘŀ ŀƭŀǎŀƴ ǳƴǘǳƪ ƳŜƳŀƴƎƎƛƭ ƳŜǊŜƪŀ άƛƭŜƎŀƭέ 

atau lebiƘ ǎǇŜǎƛŦƛƪ άƪǊƛƳƛƴŀƭέΦ  

Sehubungan dengan (awalnya) aktor legal melakukan kejahatan transnasional, 

seseorang dapat berargumentasi bahwa para pelaku harus dilihat sebagai legal, 

meskipun aktivitas dan keyakinan ilegal mereka sebagai anggota dari organisasi 

kriminal. Hal ini memiliki keuntungan bahwa kita tidak mengabaikan fakta bahwa 

menjadi bagian dari kegiatan perusahaan atau lembaga negara adalah sah. Namun, 

saat ini aktor legal yang melakukan kejahatan bekerjasama dengan aktor legal 

lainnya, tidak ada benturan legal-ilegal. Hal ini akan meninggalkan sejumlah besar 

contoh kejahatan transnasional seperti penyelundupan rokok, perdagangan limbah 

beracun dan perdagangan senjata ilegal. 

5ƛ ǎƛǎƛ ƭŀƛƴΣ ƻǊŀƴƎ ōƛǎŀ ƳŜƴȅŜōǳǘƴȅŀ ŀƪǘƻǊ άƭŜƎŀƭέ ƛƭŜƎŀƭ ƪŜǘƛƪŀ ƳŜǊŜƪŀ ǘŜǊƭƛōŀǘ 

dalam kejahatan transnasional. Apalagi ketika aktor dihukum, ini tampaknya 

menjadi solusi yang masuk akal. Dalam kasus seorang aktor yang disebut ilegal 
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melakukan kejahatan bersama-sama dengan penjahat lainnya, maka benar-benar 

tidak ada benturan legal-ilegal. Ketika misalnya, produsen rokok bekerja sama 

dengan para penyelundup, ini akan berada di luar studi benturan karena mereka 

ŀƪŀƴ ŘƛƭƛƘŀǘ ǎŜōŀƎŀƛ ŀƪǘƻǊ άƛƭŜƎŀƭέΦ Iŀƭ ȅŀƴƎ ǎama berlaku untuk kejahatan yang 

dilakukan oleh pelaku legal. Ketika mereka akan juga didefinisikan sebagai aktor 

άƛƭŜƎŀƭέ ǎŀŀǘ ƳŜǊŜƪŀ ǘŜǊƭƛōŀǘ ŘŀƭŀƳ ƪŜƧŀƘŀǘŀƴΣ ǘƛŘŀƪ ŀƪŀƴ ŀŘŀ ƭŀƎƛ ōŜƴǘǳǊŀƴΦ {ŀǘǳ Ƙŀƭ 

ȅŀƴƎ ƘŀǊǳǎ ŘƛǇŜǊƘƛǘǳƴƎƪŀƴ ŀŘŀƭŀƘ ƪŜȅŀƪƛƴŀƴ ŀƪŀƴ ǎǳŀǘǳ άƻǊƎŀƴƛǎŀǎƛ ƪǊƛƳƛƴŀƭέ 

ǎŜōŜƭǳƳ ƳŜƳŀƴƎƎƛƭ ŀƪǘƻǊ ƭŜƎŀƭ άƛƭŜƎŀƭέΦ bŀƳǳƴΣ ƛƴƛ ŀƪŀƴ ƳŜƳōǳŀǘ ōŜǊōŀƎŀƛ ƳŀŎŀƳ 

kasus yang bisa dipelajari tergantung pada keberhasilan dan prioritas dari sistem 

peradilan pidana. Hal ini tidak sulit untuk membayangkan bahwa, misalnya, lembaga 

ƛƴǘŜƭƛƧŜƴ ǘƛŘŀƪ ŀƪŀƴ ŘƛƘǳƪǳƳ ǎŜōŀƎŀƛ άƻǊƎŀƴƛǎŀǎƛ ƪǊƛƳƛƴŀƭέΣ ƳŜǎƪƛǇǳƴ ƪŜǘŜǊƭƛōŀǘŀƴ 

mereka dalam transaksi senjata ilegal atau perdagangan narkoba. 

Meskipun ada definisi tentang kejahatan transnasional dan penggunaan 

fleksibel konsep benturan, masih ada beberapa keterbatasan. Banyak kasus yang 

memiliki karakteristik transnasional tidak jatuh ke dalam kategori kejahatan 

transnasional. Seringkali aktor, misalnya perusahaan multinasional, beroperasi di 

banyak yurisdiksi. Namun, ini tidak membuat semua kejahatan korporasi terlibat 

dalam kejahatan transnasional oleh definisi. Selain itu, ketika perusahaan atau aktor 

negara melakukan kejahatan transnasional sendiri, tanpa koneksi ke aktor legal atau 

ilegal lainnya, benturan dapat berkurang. Namun, dalam banyak kasus akan ada 

setidaknya terjadi hubungan yang tidak langsung dengan aktor-aktor lain. 

 

E. Kejahatan Korporasi, Kejahatan Politik Dan Kejahatan Hibrida33 

Passas membedakan antara tiga jenis kejahatan transnasional: kejahatan 

korporasi, kejahatan politik dan kombinasi dari dua jenis kejahatan tersebut, 

kejahatan hibrida. Perbedaan ini didasarkan pada motivasi yang berbeda untuk 

pelaku kejahatan transnasional. Menurut Passas, perbedaan ini penting untuk alasan 

baik teoritis dan kebijakan. Pertama, tidak ada perhatian yang lengkap tentang akar 

penyebab kejahatan seperti ini yang dapat ditawarkan tanpa perhatian ke motif 

                                                           
33 Sub bab ini merupakan terjemahan dari Antonius Johannes Gerhardus Tijhuis, Transnational 
crime and the interface between legal and illegal actors: The case of the illicit art and antiquities trade, 
(Disertasi untuk memperoleh PhD di Universitas Leiden, Belanda, 2006). 
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kejahatan itu sendiri. Kedua, berbagai jenis intervensi kebijakan akan diperlukan 

untuk solusi jangka panjang yang efektif. Hal ini dapat dihipotesiskan bahwa masing-

masing dari ketiga jenis kejahatan (korporasi, politik dan hibrida) menumbuhkan 

berbagai jenis hubungan antara pelaku legal dan ilegal.34 Ketiga jenis yang berbeda 

akan dijelaskan secara singkat dengan menggunakan kutipan dari artikel Passas. 

Kejahatan korporasi mengacu pada tindak pidana yang dilakukan dalam struktur 

kewirausahaan, termotivasi terutama oleh keuntungan finansial. Ini adalah jauh 

jenis kejahatan transnasional yang paling umum. Pelaku ilegal jenis ini mengambil 

keuntungan dari permintaan untuk barang dan jasa tertentu. Di ujung lain dari 

kontinum legal-ilegal, kegiatan kriminal pelaku yang sah dapat mencerminkan 

kemampuan organisasi atau tingkat perusahaan mereka. Karena aktor legal, 

pelanggaran mereka cukup sering bersifat predator. Dalam hal ini, ada kejutan kecil 

ketika pengusaha yang sah dan ilegal bertindak bersama-sama.35 

Kejahatan politik mengacu pada kejahatan transnasional yang dimotivasi oleh 

tujuan-tujuan politik atau agama. Tujuan utama berkisar dari menggulingkan 

pemerintah untuk kemerdekaan politik atau hak atas tanah. Ketika datang ke 

kejahatan transnasional politik, kita harus mengharapkan hubungan dengan agen-

agen politik dan pemerintah dan lembaga. Contoh umum dapat ditemukan dalam 

kasus negara-negara yang dituduh mendukung terorisme.36 

Kejahatan hibrida, sebesar kombinasi kejahatan perusahaan dan politik, akan 

memiliki motif keuangan dan politik sangat penting yang hampir sama besarnya.37 

Hal ini dapat lebih mencerahkan kita untuk menunjuk pada tujuan yang berbeda dari 

para pelaku transnasional. Hal ini menekankan cakupan yang luas dari kejahatan 

transnasional, di luar kendala pasar ilegal transnasional. 

Selanjutnya, untuk tujuan heuristik, perbedaan ini dapat berguna untuk 

memahami jenis kejahatan yang berbeda serta menimbulkan pertanyaan penelitian 

baru. Namun, dalam makalah ini tujuan dari analisis tipologi lebih terbatas, seperti 

yang ditunjukkan sebelumnya. Selain itu, definisi kejahatan transnasional yang 

                                                           
34 0ÁÓÓÁÓȟ .Ȣȟ ςππσȟ ȬCross-border crime and the interface between legal and illegal actorsȭ Security 
Journal, vol. 16(1), pp. 19-38, hlm. 22. 
35 Ibid., hlm. 22. 
36 Ibid., hlm. 23. 
37 Ibid., hlm. 23. 
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digunakan di sini sudah menggabungkan jenis yang berbeda dan sisanya dari 

penelitian ini akan menarik cukupan pada semua tiga jenis kejahtan transnasional. 

Selain itu, tujuan yang berbeda tidak selalu mengarah pada benturan yang berbeda. 

Mereka akan menuju benturan antara aktor-aktor yang berbeda tapi itu tidak berarti 

bahwa berbagai jenis benturan yang ditemukan antara aktor. 

 

F. Benturan-benturan Antitesis38 

Di antara keterlibatan aktor legal dan ilegal dalam kejahatan transnasional, 

beberapa jenis benturan dapat ditemukan. Passas membagi benturan ini dalam dua 

kategori besar: benturan antitesis dan simbiosis. Perbedaan antara antitesis dan 

simbiosis dapat dibandingkan dengan melihat perbedaan antara benturan parasit 

dan simbiosis yang dijelaskan oleh Bruinsma dan Bovenkerk, dan model 

perkembangan yang dijelaskan oleh Lupsha, dari tahap predator, parasit melalui 

tahap ke tahap simbiosis.39 Namun, berbeda dengan Lupsha, Passas tidak 

menggambarkan proses perkembangan yang bertentangan dengan simbiosis 

melainkan dua jenis hubungan antara perusahaan legal dan illegal. 

F.1. Hubungan Antagonis 
Hubungan antagonis diperoleh ketika ada persaingan antara pelaku legal 

dan ilegal. Aktor dapat bersaing untuk pangsa pasar bertindak secara 

independen, seperti dalam kasus lotere, kasino, dan operasi perjudian ilegal. 

Demikian independennya hubungan dapat dilihat dari hubungan antagonis 

antara lembaga keuangan yang tidak jelas identitasnya di internet menawarkan 

jasa ilegal untuk klien yang dinyatakan akan melakukan bisnis dengan bank 

konvensional (misalnya Bank Uni Eropa di Karibia). Dalam bidang politik, 

ideologi atau agama, kompetisi mungkin untuk legitimasi. Aktor mungkin 

berusaha untuk mendapatkan dukungan populer dan berikut di daerah 

geografis yang sama dengan cara legal. Ilustrasi dari antagonisme tersebut 

                                                           
38 Sub bab ini merupakan terjemahan dari Antonius Johannes Gerhardus Tijhuis, Transnational 
crime and the interface between legal and illegal actors: The case of the illicit art and antiquities trade, 
(Disertasi untuk memperoleh PhD di Universitas Leiden, Belanda, 2006). 
39 "ÒÕÉÎÓÍÁȟ "ÒÏÍÌÅÙȟ Ǫ 3ÏÕÔÈȟ .Ȣ "ÏÖÅÎËÅÒËȢ ρωωφȢ ȬChild prostitution in Thailandȭȟ *ÏÕÒÎÁÌ ÏÆ #ÈÉÌÄ 
Health Care, vol. 12, no. 2, pp. 144-ρυυȢ ,ÉÈÁÔ ÊÕÇÁ ,ÕÐÓÈÁȟ 0Ȣ!Ȣρωωφ ȬTransnational Organized Crime 
Versus the Nation Stateȭ Transnational Organized Crime, vol. 2(1), pp. 21-48. 
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dapat ditemukan dalam konflik politik, seperti di Irlandia Utara, Timur Tengah, 

mantan Republik Soviet, Angola, Peru, bagian Utara India atau Sri Lanka.40 

Benturan antagonis seperti yang dikembangkan oleh Passas adalah analitis 

berguna untuk memperjelas hubungan antara aktor legal dan ilegal di banyak 

situasi kejahatan transnasional. Ada banyak situasi di mana kelompok-kelompok 

politik lokal terkait dengan pelaku kejahatan lintas-perbatasan. Konflik baru-

baru ini, seperti perang di bekas Yugoslavia, telah menunjukkan jaringan yang 

rumit antara pemerintah dan kejahatan terorganisir.41 Menurut beberapa 

penulis, jaringan ini tidak harus dilihat sebagai contoh atipikal, melainkan 

sebagai versi umum perang modern.42 Perdagangan ilegal banyak juga 

melibatkan hubungan antagonis. Penyelundupan senjata, barang antik, dan 

rokok yang tidak kena pajak menyebabkan persaingan antara pelaku legal dan 

ilegal. 

Namun, beberapa contoh yang disebutkan di atas tidak sesuai dengan 

definisi benturan ini. Alasannya adalah tidak adanya karakter transnasional. 

Perjudian, misalnya, tidak menurut definisi aktivitas transnasional. Hal yang 

sama berlaku untuk konflik politik, meskipun akan sering ada koneksi dengan 

aktor luar negeri. Jika demikian, hal ini perlu dibuat eksplisit, jika contoh 

tampaknya melibatkan kejahatan semata-mata nasional. Terutama selama 

Perang Dingin, AS dan Uni Soviet mendukung semua jenis organisasi politik luar 

negeri, baik aktor politik yang sah atau 'teroris' atau 'pemberontakan' menurut 

pihak berwenang di negara-negara yang bersangkutan. 

F.2. Benturan Predator dan Parasit 
Hubungan itu predator ketika tujuan atau efek adalah untuk 

menghancurkan organisasi atau sampai mati, misalnya untuk mengontrol dan 

menipu bisnis agar bangkrut. Hubungan adalah parasit ketika tujuannya adalah 

                                                           
40 Passas, N., 2003, Op.Cit., hlm. 24.  
41 +ÅÌÌÙȟ *ÏÈÎȢȟ -ÕÒÒÁÙ 4ÈÏÍÁÓ Ǫ 9ÏÕÎÇ ,Á×ÓÏÎȢςππυȢ ȬInternational environmental crime: data 
ÃÏÌÌÅÃÔÉÏÎȟ ÔÒÁÎÓÐÁÒÅÎÃÙ ÁÎÄ ÁÕÄÉÔÉÎÇȭ ÉÎ 4ÈÅ 'ÒÏ×ÔÈ ÁÎÄ #ÏÎÔÒÏÌ ÏÆ )ÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌ Environmental 
Crime: report of a Chatham House workshop, 10ɀ11 December 2007 (London: Royal Institute of 
)ÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌ !ÆÆÁÉÒÓȾ#ÈÁÔÈÁÍ (ÏÕÓÅɊȢ ,ÉÈÁÔ ÊÕÇÁ 4ÈÁÍÍȟ "Ȣ'Ȣ ρωωωȢ ȬThe destruction of the cultural 
heritage of Thailand and Cambodiaȭȭ -Ã$ÏÎÁÌÄ )ÎÓÔÉÔute Press, Cambridge), pp. 7-18. 
42 #ÒÅÆÅÌÄȟ ,ÅÅȢ ρωωψȢ ȬTransnational Organized Crime: An Overviewȭȟ ÉÎ 4Ȣ &ÁÒÅÒ ɉÅÄȢɊȟ Transnational 
Crime in the Americas: An Inter-American Dialogue Book, Routledge, New York, pp. 1-38. Lihat juga 
2ÕÆÉÎȟ 'ÅÏÒÇÅȢ ρωωωȢ ȬTransnational networks and security threatsȭȟ #ÁÍÂÒÉÄÇÅ 2ÅÖÉÅ× ÏÆ 
International Affairs 18 (1): 7-13. 
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untuk melestarikan kelangsungan hidup target, sehingga manfaat ilegal dapat 

diperas secara teratur. Misalnya anggota triad menjual perlindungan bagi 

pemilik bisnis di Asia, atau perusahaan asuransi menjual kebijakan campuran 

dan palsu untuk lembaga asing tertarik memasuki pasar AS".43 

Kedua benturan yang dijelaskan oleh Passas memiliki beberapa tumpang 

tindih satu sama lain dan berpotensi dengan benturan lainnya. Tujuan 

melestarikan kelangsungan hidup target tidak mengesampingkan bahwa 

efeknya mungkin bahwa target hancur atau berdarah sampai mati. Selain itu, 

tujuannya mungkin untuk menghancurkan target sementara efeknya mungkin 

bahwa target bertahan. Untuk alasan ini, banyak pakar sarankan definisi yang 

lebih terbatas dari benturan predator. Benturan predator melibatkan hubungan 

di mana tujuannya adalah untuk menghancurkan organisasi atau sampai mati. 

Secara empiris, lebih sulit untuk menemukan contoh dari benturan ini 

daripada benturan antagonis. Passas tidak menyebutkan contoh-contoh empiris 

dari benturan predator dan ini mungkin menyarankan kejadian langka dari 

benturan ini. Upaya untuk menghancurkan organisasi atau sampai mati, jika hal 

ituterjadi tidak bukanlak menurut definisi transnasional.  

Dalam beberapa kasus mungkin ada beberapa jaringan ke kegiatan atau 

kebijakan luar negeri dari aktor legal. Pada 1980-an, berbagai insiden 

pembakaran di toko milik SHV (perusahaan Belanda) oleh organisasi teroris 

sayap kiri (RARA) di Belanda memaksa perusahaan untuk berhenti melakukan 

bisnis di Afrika Selatan. Namun, dapat dipertanyakan apakah ini harus ditunjuk 

sebagai contoh benturan predator atau lebih sebagai merugikan atau parasit. 

Tujuannya tidak terutama untuk menghancurkan aktor yang sah yang terlibat 

melainkan untuk memeras aktor ini untuk memaksa aktor untuk mengubah 

kebijakannya. 

Benturan parasit dapat digunakan untuk menafsirkan kasus pemerasan. 

Pada tingkat lokal, banyak contoh organisasi kriminal, seperti mafia di AS atau 

Italia, dapat ditunjuksebagai pihak yang memeras perusahaan yang sah.44 

                                                           
43 Passas, N., 2003, Op.Cit., hlm. 23. 
44 Lihat misalnya: Jacobs, J. 2001 Gotham Unbound ɀ How New York City was liberated from the grip 
of organized crime (New York University Press, New York). 
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Namun, dalam makalah ini harus jelas bahwa kasus tersebut memiliki beberapa 

koneksi transnasional. Anggota Triad menjual perlindungan bagi pemilik bisnis 

Asia tidak menurut definisi melibatkan kejahatan transnasional. Bahkan jika 

memang ada unsur transnasional, kejahatan ini sering akan melibatkan aktor 

ŘŀǊƛ ƭŀǘŀǊ ōŜƭŀƪŀƴƎ Ŝǘƴƛǎ ȅŀƴƎ ǎŀƳŀΦ 5ŀƭŀƳ ƪƻƴǘŜƪǎ ƛǘǳ ŘŜƴƻǘŀǎƛ άǘǊŀƴǎƴŀǎƛƻƴŀƭέ 

kehilangan beberapa maknanya. Laporan dari komisi penyelidikan parlemen di 

Belanda (the parliamentary inquiry commission in the Netherlands) 

menggambarkan bagaimana kelompok Cina yang berbeda di satu sisi keras 

berperang satu sama lain, sementara di sisi lain terlibat (di antara banyak hal 

lainnya) dalam pemerasan terhadap pemilik restoran Cina dan bisnis Cina 

lainnya.45 

F.3. Benturan yang Merugikan 
Merusak hubungan terjadi ketika pelaku merusak, menyerang atau 

menyakiti satu sama lain. Hal ini ditandai oleh kelompok-kelompok, yang dapat 

menyabotase perusahaan asing yang mereka anggap sebagai eksploitatif. 

Contoh lain adalah ketika pelaku melakukan perampokan untuk membiayai 

gerilyawan. Benturan merugikan dan antagonis di atas mungkin tumpang tindih 

dalam praktek: kombinasi hubungan antagonis dan merugikan adalah ketika 

para aktivis menggunakan cara-cara kekerasan terhadap negara, simbol atau 

warga negara".46 

Benturan merugikan sampai batas tertentu termasuk semua benturan 

antitesis lainnya. Semua benturan antitesis melibatkan situasi di mana aktor 

membahayakan atau menyerang satu sama lain. Oleh karena itu, untuk tujuan 

analisis, baik benturan merugikan harus didefinisikan lebih sempit atau 

benturan lain harus dihilangkan. Karena ada perbedaan besar antara hubungan 

yang dapat dipahami sebagai benturan bertentangan, tampaknya paling 

produktif untuk mendefinisikan benturan merugikan lebih sempit, sementara 

meninggalkan benturan lainnya utuh. Untuk alasan itu banyak pakar 

mendefinisikan benturan merugikan seperti: benturan yang melibatkan aktor 

                                                           
45 &ÉÊÎÁÕÔȟ (ÏÍÅȢ -ÉÓÓÈÅÌ Ǫ 2ÕÇÇÉÅÒÏȟ 6ȢρωωφȢ ȬTransnational crime: Official and alternative fearsȭȟ 
International Journal of the Sociology of Law, vol. 28, no. 3, pp. 187-199. 
46 Passas, N., 2003, Op.Cit., hlm. 25. 
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yang merugikan, serangan atau melemahkan satu sama lain, dengan cara lain 

selain ditutupi oleh predator, benturan parasit atau antagonis. 

Sehubungan dengan contoh yang disebutkan dalam kutipan di atas, sifat 

transnasional dari kejahatan membutuhkan beberapa penjelasan. Kelompok 

yang menyabotase perusahaan asing pada prinsipnya hanya terlibat dalam 

(lokal) vandalisme. Fakta bahwa sebuah perusahaan beroperasi di lebih dari 

satu negara tidak berarti bahwa setiap tindakan melawan itu ilegal, atau, 

perusahaan ini melibatkan kejahatan transnasional. Para pelaku yang 

melakukan perampokan untuk membiayai gerilya tidak terlibat dalam kejahatan 

transnasional selama perampokan dan gerilya berlangsung di negara yang sama. 

 
G. Benturan Simbiosis47 

G.1. Outsourcing 
Outsourcing mengacu pada pembagian kerja antara pelaku legal dan ilegal, 

di mana salah satu pihak menawarkan layanan khusus ke pihak lain. Ini 

terutama mencakup kasus-ƪŀǎǳǎ Řƛ Ƴŀƴŀ άǇŜƪŜǊƧŀŀƴ ƪƻǘƻǊέ Řƛƭŀƪǳƪŀƴ ŘŜƴƎŀƴ 

άǇŜƴƧŀƘŀǘέΣ ǎŜŘŀƴƎƪŀƴ ƳŀƴŦŀŀǘ ǳǘŀƳŀ ƳŜƴƛƪƳŀǘƛ ƻƭŜƘ aktor legal. Hubungan ini 

bisa menjadi berhenti atau berkelanjutan antara klien dan penyedia. Pekerjaan 

kotor dapat didelegasikan kepada aktor luar organisasi atau badan untuk alasan 

kenyamanan, efisiensi atau penyangkalan yang masuk akal. Kesalahan, dengan 

demikian, tereksternal, jika kelakuan buruk atau pelaku yang pernah 

ditemukan,48 penggunaan agen atau anak perusahaan untuk menyuap pejabat 

asing dalam rangka untuk menghindari pemeriksaan di bawah hukum. Dalam 

kasus di atas, aktor legal adalah klien. Namun mugkin juga sebaliknya. 

Pelaku legal dapat memberikan bantuan keuangan atau lainnya kepada 

kelompok-kelompok kriminal. Ada kemungkinan bahwa hanya salah satu pihak 

menyadari hubungan kuasi-kontrak. Organisasi Abu Nidal, misalnya, telah 

menggunakan jaringan perusahaan yang sah yang dibiayai dana kegiatan teroris 

                                                           
47 Sub bab ini merupakan terjemahan dari Antonius Johannes Gerhardus Tijhuis, Transnational 
crime and the interface between legal and illegal actors: The case of the illicit art and antiquities trade, 
(Disertasi untuk memperoleh PhD di Universitas Leiden, Belanda, 2006) 
48 "ÏÖÅÎËÅÒËȢȟ 3ÏÕÔÈȟ .Ȣ Ǫ 9ÅÓÉÌÇÏÚȟ4ÁÙÌÏÒȢ ρωωψȢ ȬEconomic Liberalization and Cross-Border Crime: 
4ÈÅ .ÏÒÔÈ !ÍÅÒÉÃÁÎ &ÒÅÅ 4ÒÁÄÅ !ÒÅÁ ÁÎÄ #ÁÎÁÄÁȭÓ "ÏÒÄÅÒ ×ÉÔÈ ÔÈÅ 5Ȣ3Ȣ!Ȣ 0ÁÒÔ ))ȭȟ )ÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌ 
Journal of the Sociology of Law, vol. 26, no. 3, pp. 285-319. 
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tanpa sepengetahuan manajer dan pekerja dari perusahaan-perusahaan".49 

Benturan ini melibatkan hubungan antara pelaku legal dan ilegal yang sangat 

sering ditemukan dalam studi kejahatan transnasional. 

Selain contoh-contoh yang disebutkan di atas, contoh lain banyak 

ditemukan di bidang organisasi intelijen dan perdagangan senjata internasional 

serta perdagangan transnasional, dan pembuangan, limbah beracun. Mengacu 

salah satu jenis kejahatan tersebut sudah bisa membayangkan contoh aktor 

legal yang menyediakan layanan khusus untuk penjahat. Perdagangan manusia 

dari Cina ke AS tergantung pada layanan dari pejabat negara, paspor dan 

pemberian izin keluar.50 

G.2. Kolaborasi 
Dalam hal kolaborasi, jaringan menjadi lebih kuat dan lebih langsung 

sebagai perusahaan legal dan ilegal atau pelaku bekerja sama untuk 

pelaksanaan tindak pidana yang sama. Misalnya, petugas polisi bisa bekerja 

dengan pengedar narkoba atau pemilik galeri seni yang mungkin mencuri pagar 

kekayaan budaya. Dalam kategori ini, kita juga dapat memeriksa berbagai jenis 

profesional - seperti pengacara, politisi, akuntan, bankir atau manajer kasino - 

yang dengan sengaja menawarkan jasa mereka kepada operator kriminal.51 

Kolaborasi, seperti outsourcing, adalah jenis benturan yang sering dapat 

ditemukan dalam studi terhadap kejahatan transnasional. Analitis benturan ini 

jelas juga. Namun demikian, contoh terakhir yang disebutkan di atas, sekitar 

profesional menawarkan jasa mereka, tidak menurut definisi sesuai dengan 

definisi kolaborasi. Para profesional pada dasarnya menawarkan layanan khusus 

kepada para penjahat dan lebih suka menjadi contoh outsourcing daripada 

kolaborasi. Jika para profesional benar-benar bekerja sama dengan klien 

mereka, hal ini dapat didefinisikan sebagai kolaborasi. Pengecualian hanya bisa 

menjadi politisi. Orang bisa membayangkan bahwa politisi mungkin kadang-

                                                           
49 Passas, N., 2003, Op.Cit., hlm. 25. 
50 :ÈÁÎÇȟ 3Ȣ8Ȣ Ǫ 'ÁÙÌÏÒÄȟ -Ȣ3Ȣ ρωωφȢ ȬBound for Golden Mountain: The social organization of Chinese 
alien smugglingȭ Crime, Law & Social Change, nr. 25, pp. 1-16. Lihat juga Ghosh, Williams, P. 1998. 
Ȭ4ÒÁÎÓÎÁÔÉÏÎÁÌ #ÒÉÍÉÎÁÌ .ÅÔ×ÏÒËÓȭ, in J. Arquilla, D.F. Ronfeldt (eds.), Networks and Netwars: The 
Future of Terror, Crime, and Militancy, Rand, Santa Monica, CA, pp. 61-97. 
51 Passas, N., 2003, Op.Cit., hlm. 26. 
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kadang tulus berbagi tujuan para penjahat dan lebih dari penyedia layanan 

tertentu. Misalnya ketika kelompok teroris dan aktor legal (politisi) dapat saling 

membantu. Apakah seseorang memilih untuk merujuk pada contoh-contoh ini 

hanya sebagai kolaborasi atau juga sebagai outsourcing tergantung pada 

inklusifitas definisi outsourcing. Ketika outsourcing mengacu situasi di mana 

ǇŜƴƧŀƘŀǘ ƳŜƭŀƪǳƪŀƴ άǇŜƪŜǊƧŀŀƴ ƪƻǘƻǊέ ōŀƎƛ ǇŀǊŀ ǇŜƭŀƪǳ ƭŜƎŀƭΣ Ƴŀƪŀ ŎƻƴǘƻƘ 

untuk kolaborasi jelas berbeda. 

G.3. Kooptasi 
Dalam kategori ini, mungkin ada beberapa interaksi sukarela. Jadi, 

sementara itu melibatkan benturan yang saling menguntungkan, ada hubungan 

kekuasaan yang tidak merata antara para pihak. Misalnya, kesepakatan dapat 

dibuat bagi sebuah perusahaan untuk beroperasi tanpa hambatan di suatu 

negara atau sama sekali, jika instansi pemerintah diperbolehkan untuk 

memonitor komputer dan mengumpulkan informasi tentang klien. Misalnya, 

BCCI telah dituduh sebagai kawan dari badan intelijen di beberapa negara. 

Beberapa manajer BCCI berpendapat bahwa ini adalah satu-satunya cara BCCI 

bisa berharap untuk bertahan hidup dan melakukan bisnis internasional ... .52 

Kooptasi bisa menjadi konsep yang berguna untuk membedakan beberapa 

hubungan dari kolaborasi atau outsourcing. Banyak contoh yang dapat 

disebutkan dari perusahaan-perusahaan transnasional yang terlibat dalam 

beberapa jenis kejahatan transnasional, seperti misalnya pencucian uang, 

penyelundupan rokok, dan penyelundupan limbah beracun. Soudijn 

menggambarkan kasus seorang pejabat pabean tinggi ditempatkan di bandara 

Paris yang memungkinkan penyelundupan setidaknya 30 imigran Cina ilegal 

oleh organisasi penyelundupan. 

"Pejabat ini telah secara resmi telah ditunjuk untuk mencegah imigrasi 
ilegal ke Amerika Serikat dan Kanada. Berdasarkan posisinya, ia 
berkonsultasi secara teratur dengan personel Kedutaan Besar AS dan 
pihak pabean. Dia bahkan memiliki hak untuk menolak migran izin untuk 
melanjutkan perjalanan mereka jika ia memiliki keraguan".53  

                                                           
52 Ibid. 
53 3ÏÕÄÉÊÎȟ 0ÉÃÁÒÅÌÌÉȢ ςππφȢ ȬMethods not motives: implications of the convergence of international 
organized crime and terrorismȭȟ  0ÏÌÉÃÅ 0ÒÁÃÔÉÃÅ ÁÎÄ 2ÅÓÅÁÒÃÈ σ ɉτɊȡ σπφ-19., hlm. 69. 
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Untuk setiap imigran ilegal yang diselundupkan dia membayar biaya 

sebesar $ 2.000. Karena hubungan kekuasaan yang tidak merata, hal ini dapat 

dipahami dengan benturan kooptasi, bukan kasus korupsi.  

G.4. Timbal Balik 
Benturan timbal balik atau resiprositas adalah kasus ketika ada kesadaran 

akan manfaat saling menguntungkan antara pelaku legal dan ilegal (misalnya 

manager bordil legal bekerja dengan penyelundup atau pekerja seks asing). Tipe 

ini termasuk kemungkinan benturan yang paling umum, dimana aktor yang sah 

atau konvensional adalah klien untuk barang dan jasa yang ditawarkan oleh 

penjahat (misalnya obat, perjudian, senjata, pelacur, dan lain-lain). Contoh lain 

dari timbal balik termasuk diktator atau pejabat pemerintah, yang menerima 

komisi dan suap dalam pertukaran untuk kenikmatan dari perusahaan 

transnasional. Yang terakhir ini kemudian dibiarkan untuk mengeksploitasi 

tanah, orang atau seluruh negeri untuk keuntungan finansial. Penawaran serupa 

jaminan keamanan dan perlindungan dibuat untuk pengusaha ilegal dan 

organisasi kriminal juga (contoh dapat ditemukan di Bolivia, Aruba, Italia atau 

Rusia)".54 

Benturan timbal balik memiliki satu masalah analitis yang besar, mirip 

dengan benturan merugikan yang dibahas di atas. Definisi dari benturan timbal 

balik mencakup hampir semua benturan simbiosis lain karena benturan ini 

melibatkan situasi saling menguntungkan yang disadari oleh kedua pelaku, baik 

legal maupun ilegal. Satu-satunya pengecualian adalah benturan sinergi yang 

akan dibahas selanjutnya.  

Untuk membedakan antara banturan timbal balik dan benturan lain, definisi 
harus lebih terbatas. Karena itu banyak pakar menyarankan definisi sebagai 
berikut:  

άbenturan timbal balik dari bertujuan benturan yang melibatkan 
situasi saling menguntungkan sadar, tidak tercakup oleh salah satu 
benturan simbiosis lainnya.έ55 

Contoh-contoh empiris yang disebutkan oleh Passas56 menggambarkan 

tumpang tindih antara benturan yang berbeda. Seorang manajer rumah bordil 

                                                           
54 Passas, N., 2003, Op.Cit., hlm. 26. 
55 Soudijn, Picarelli. 2006. Op.Cit., hlm. 73. 
56 Passas, N., 2003, Op.Cit., hlm. 27 
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bekerja dengan penyelundup pekerja seks asing, misalnya, juga dapat diartikan 

sebagai outsourcing. Para penyelundup asing adalah menyediakan layanan 

khusus secara ilegal memberikan perempuan untuk pelacuran. Diktator atau 

pejabat pemerintah, yang juga dihargai dengan komisi dan suap dalam 

pertukaran untuk bantuan kepada perusahaan transnasional, dapat dilihat 

sebagai contoh terbaik untuk hubungan kooptasi. Selain itu, meskipun dilakukan 

oleh aktor transnasional, contoh-contoh ini tidak melibatkan kejahatan 

transnasional sesuai dengan definisi yang ada. Ketika komisi menyebabkan izin 

terbatas untuk merusak lingkungan, hal ini dapat menyebabkan kejahatan 

lingkungan di beberapa negara. Namun, membayar komisi hanya dapat 

beroperasi di negara, tanpa manfaat, tidak menurut definisi yang mengarah 

pada kejahatan transnasional. 

G.5. Sistemik / Sinergis 
Pakar bisa berbicara tentang sinergi ketika aktor legal dan ilegal 

menguntungkan satu sama lain sementara mereka beraktivitas dengan bisnis 

mereka secara mandiri mempromosikan kepentingan mereka dan tujuan. Efek 

praktis dari sinergis ini sebenarnya mirip dengan outsourcing. Dalam kasus ini, 

bagaimanapun, tidak ada hubungan konspirasi atau klien-penyedia. Sinergis 

adalah konsekuensi dari faktor-faktor struktural. Aktor legal hanya meraup 

keuntungan dari kegiatan kriminal lain. Sebagai contoh, lembaga keuangan di 

Barat dapat menerima dana yang cukup besar dari luar negeri yang merupakan 

hasil kejahatan. Dalam kasus tersebut, pencucian telah terjadi di tempat lain, 

dan transaksi perantara telah menyembunyikan jejak ilegalitas. Penyelundupan 

rokok melintasi perbatasan untuk menghindari pajak dan iuran bea cukai pada 

akhirnya membantu perusahaan rokok menjual produk lebih murah untuk klien 

mereka dan dengan demikian meningkatkan pangsa pasar mereka, yang pada 

akhirnya menciptakan ekonomi bawah tanah yang rumit. Sebaliknya juga 

mungkin, artinya, pelaku kriminal bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan 

dan praktek-praktek legal. Misalnya, kerahasiaan yurisdiksi dan bebas pajak 

tidak hanya melayani para penjahat. Jika itu terjadi, akan ada sedikit 

perlawanan panggilan untuk tindakan terhadap yurisdiksi tersebut oleh 
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penjahat.57 Situasi ini memperluas jangkauan dari benturan ke sejumlah besar 

pelaku legal. Kasino, sewa perusahaan, bank, perusahaan asuransi, dan 

produsen rokok adalah salah satu aktor yang terhubung dengan pelaku ilegal 

melalui berbagai benturan sinergi. 

Analisis benturan sinergis jelas. Namun, dalam praktiknya, seperti benturan 

lainnya, akan sulit untuk menarik garis antara sinergis dan beberapa benturan 

lainnya. Secara khusus outsourcing dan kolaborasi kadang-kadang juga sulit 

untuk dipisahkan dari sinergis. Penyelundupan rokok internasional 

menunjukkan variasi yang berbeda. Produsen rokok tahu bahwa secara umum 

sejumlah produk mereka diselundupkan di seluruh dunia dan bahwa mereka 

mendapatkan keuntungan dari penyelundupan ini. Dalam kasus beberapa 

negara tertentu, di mana pajak yang luar biasa tinggi (absolut atau relatif), 

penyelundupan menjadi mustahil untuk diabaikan bagi produsen. 

Sinergis dimulai pada saat ini dan bergerak ke arah kolaborasi sebagai 

hubungan antara penyelundup dan produsen semakin ketat. Salah satu contoh 

kasus antara sinergis dan kolaborasi adalah ekspor rokok dari produsen Inggris 

ke Andorra. Antara tahun 1993 dan 1997 ekspor meroket dari 13 juta menjadi 

1.520 juta paket. Bahkan mempertimbangkan penjualan akun untuk wisatawan 

dalam surga pajak, tidak ada cara bahwa 60.000 penduduk Andorra bisa 

melewati mereka kuantitas. Hal ini tanpa diragukan lagi banyak yang mereka 

rokok diekspor kembali ke Inggris dan produsen menyadari hal ini dan secara 

sadar terlibat dalam memasok jaringan penyelundupan besar. Kerjasama yang 

sebenarnya terbukti dalam gugatan terhadap cabang Kanada Reynolds Tobacco. 

Mereka mengaku terlibat dalam mendirikan garis penyelundupan antara AS dan 

Kanada. 

G.6. Pendanaan 
Hubungan Pendanaan juga mungkin, dengan organisasi yang sah 

menyediakan, secara sadar atau tidak, dukungan keuangan penting untuk 

operasi kelompok kriminal. Contoh terbaru terlihat setelah 11 September 2001 

serangan terhadap Amerika Serikat oleh lembaga di seluruh dunia, yang 

                                                           
57 Ibid., hlm. 26-27. 
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mencari amal dan badan hukum lainnya (misalnya usaha peternakan) yang 

mungkin telah memicu jaringan Al-Qaeda."58 

Tampaknya dana yang harus terbelah dua untuk menghindari tumpang 

tindih dengan outsourcing, atau outsourcing harus didefinisikan lebih sempit. 

Dalam hal organisasi yang sah tidak sadar memberikan dukungan keuangan 

untuk kelompok-kelompok kriminal, situasi yang sama muncul seperti dalam 

contoh organisasi Abu Nidal. Menurut Passas,59 ini adalah contoh dari 

outsourcing. Namun, hubungan ini juga dapat digambarkan sebagai parasit. 

Dalam pandangan pakar, tampaknya tidak sepenuhnya konsisten untuk label 

pemerasan uang dari sebuah organisasi hukum dalam kasus kelompok teroris 

sebagai outsourcing, ketika dalam situasi lain ini berarti perilaku parasit. 

Dalam hal organisasi yang sah dengan sadar dan rela memberikan 

dukungan keuangan, seseorang dapat berdebat tentang benturan yang tepat. 

Dalam kasus mereka berdua berbagi tujuan yang sama, dapat disebut 

kolaborasi. Ketika tujuan mereka berbeda, itu juga bisa disebut kolaborasi tapi 

satu dapat memilih dana untuk menekankan pemisahan tugas dan tujuan yang 

mungkin. Sebagai contoh teoritis, salah satu bahkan bisa membayangkan 

seorang individu atau perusahaan yang dana terorisme untuk membuat uang 

dengan itu. Dalam hal ini mereka membeli sejumlah besar opsi saham, 

sementara mengetahui bahwa serangan teroris yang direncanakan akan sangat 

mengganggu pasar saham serta pasar lainnya. 

G.7. Hukum Interaksi 
Tidak ada aktor kriminal yang hanya atau selalu melakukan kejahatan. 

Diversifikasi diperlukan tidak hanya untuk tujuan pencucian uang, tetapi juga 

untuk pengurangan risiko dan memaksimalkan manfaat. Beberapa di antaranya 

mungkin melakukannya untuk meninggalkan kehidupan kejahatan pada 

akhirnya, yang lain mencari perisai pelindung, sementara yang lain berusaha 

untuk mendapatkan kehormatan secara ilegal. Jadi mereka semua memiliki 

                                                           
58 Ibid., hlm. 27. 
59 Ibid., hlm. 28. 
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aspek legal (misalnya Cali pengedar narkoba). Tak pelak lagi, kemudian, mereka 

berinteraksi dengan aktor konvensional.60 

Contoh-contoh dari interaksi legal menggambarkan sifat beragam kegiatan 

dan hubungan pelaku kriminal. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan untuk 

melihat pelaku kriminal seperti bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas 

yang aktor legal merupakan bagian tak terpisahkan. Namun, tidak sepenuhnya 

jelas bagaimana benturan ini dianalisis dapat menambahkan sesuatu ke orang 

lain. Pada dasarnya, ada benturan tetapi tidak ada kejahatan transnasional 

dalam kasus interaksi legal. Contoh dari pencucian uang adalah pengecualian di 

sini karena itu tidak sah. Oleh karena itu harus berada di bawah jenis 

outsourcing, kolaborasi atau sinergis. Dalam hal pelaku ilegal berinvestasi dalam 

organisasi yang sah ini baik ilegal (dan dengan demikian melibatkan salah satu 

benturan lainnya) atau legal karena dana telah berhasil dicuci sebelum dan 

dengan demikian tidak ada benturan legal-ilegal lagi. 

G.8. Pelaku Legal Melakukan Kejahatan Terorganisir 
Dalam hal pelaku legal melakukan kejahatan terorganisir, tidak ada 

benturan antara aktor legal dan ilegal. Sebaliknya, aktor legal sendiri terlibat 

dalam kejahatan terorganisir dan canggih, aktor legal berperilaku dengan cara 

ilegal.61 

Memahami adanya aktor legal yang melakukan kejahatan terorganisir 

adalah sangat penting bagi upaya mendekati benturan antara legal dan ilegal. 

Namun, analitis benturan ini tampaknya tidak konsisten atau setidaknya tidak 

perlu dalam tipologi umum benturan dan definisi kejahatan transnasional yang 

digunakan. Definisi ini tidak membedakan antara pelaku legal dan ilegal. Oleh 

karena itu, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku legal tidak memerlukan 

perhatian khusus. Selain itu, karena Passas menyebutkan, tidak ada benturan 

antara legal dan ilegal dalam konteks ini. 

G.9. Kesimpulan: Tipologi Benturan 
Tipologi yang dibahas di atas, menyediakan alat analisis untuk menafsirkan 

berbagai hubungan antar aktor legal dan ilegal. Kebanyakan dari mereka tidak 

                                                           
60 Ibid., hlm. 27. 
61 Ibid., hlm. 27. 
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dapat didefinisikan secara cermat dan hanya ada garis tipis yang memisahkan 

beberapa benturan. Beberapa benturan tampaknya tidak sepenuhnya konsisten 

dengan tipologi, dalam interaksi legal tertentu dan pelaku legal melakukan 

kejahatan terorganisir. Benturan pendanaan sebagian tumpang tindih dengan 

benturan parasit, sejauh organisasi yang sah tidak tahu atau bertentangan 

dengan penyadapan dana dari sumber dayanya. Selain itu, sejauh organisasi 

yang sah secara sukarela mendanai organisasi kriminal, tampaknya ada situasi 

kolaborasi. Namun, seseorang dapat memilih untuk menggunakan benturan 

pendanaan untuk situasi di mana aktor yang sah secara sukarela mendanai 

aktor kriminal tapi melakukan hal ini untuk mengejar tujuan lain. 

Empat benturan antitesis dan enam simbiosis menyediakan kerangka kerja 

untuk mendefinisikan dan memahami contoh pembenturan hubungan dalam 

literatur tentang kejahatan transnasional atau dalam studi empiris. Namun 

demikian, banyak studi tidak dapat berhubungan dengan hanya satu benturan. 

Seringkali, seseorang dapat membedakan benturan yang berbeda dalam satu 

kasus. 

 
H. Tiga Ekstensi Dari Tipologi Benturan: Individu, Organisasi, Dan Yurisdiksi Sebagai 

Benturan62 
Banyak organisasi yang sah memelihara hubungan pembenturan berbeda 

dengan banyak pelaku ilegal (atau melakukannya di masa lalu). Contoh yang dapat 

disebutkan di sini adalah badan intelijen seperti CIA atau lembaga keuangan seperti 

BCCI.63 Selain pelaku utama ada individu tunggal yang bertindak sebagai perantara 

antara pelaku legal dan ilegal. Banyak benturan dapat ditemukan dalam 

perdagangan seni terlarang, tetapi juga dalam perdagangan senjata atau dalam 

perdagangan limbah beracun.64 Akhirnya, pada tingkat makro, seseorang dapat 

                                                           
62 Sub bab ini merupakan terjemahan dari Antonius Johannes Gerhardus Tijhuis, Transnational 
crime and the interface between legal and illegal actors: The case of the illicit art and antiquities trade, 
(Disertasi untuk memperoleh PhD di Universitas Leiden, Belanda, 2006). 
63 Block, Manheim and Weaver, Thombs. 2004. ȬThe New European Criminology: Crime and Social 
Order in Europe, Routledge, London, pp. 289-302. Lihat juga Passas, N., 1996. ȬThe Genesis of the BCCI 
Scandalȭ Journal of Law and Society, vol. 23(1), pp. 57-72. 
64 Gerstenblith van der Laan, F.J. 2004. ȬCrime without frontiers: Crime pattern analysis Eastern 
Europe 2002-2003, Korps Landelijke Politiediensten, Driebergen, NL. Lihat juga Phytian, William. 
ςπππȢ ȬShadow states and the political economy of civil warsȭȟ ÉÎ -ÁÔÓ "ÅÒÄÁÌ ÁÎÄ $ÁÖÉÄ -Ȣ -ÁÌÏÎÅ 
(eds)  Greed and grievance: economic agendas in civil wars (Boulder: Lynne Rienner) dan Szasz, 
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memahami seluruh negara sebagai benturan antara struktur engsel legal dan ilegal 

atau antara sisi legal dan ilegal dari penawaran transnasional di bidang senjata, seni, 

rokok atau limbah.65  

Dari perspektif ini, tipologi benturan terdiri dari sejumlah batu bata dengan 

mana keseluruhan benturan legal-ilegal dibangun. Selanjutnya, upaya akan 

dilakukan untuk menunjukkan bagaimana beberapa batu bata dapat diatur pada 

beberapa tingkat yang berbeda. Pada setiap tingkat proses yang sama dapat 

ditemukan. Proses ini melibatkan transformasi legal dalam kegiatan ilegal atau 

transformasi ilegal ke dalam kegiatan legal. 

Biasanya, benturan dianggap terletak di antara aktor legal di satu sisi dan aktor 

ilegal di sisi lain. Tipologi yang dibahas di atas memberikan label untuk membedakan 

benturan yang berbeda antara pelaku legal dan ilegal. Namun, seringkali individu, 

organisasi atau yurisdiksi dapat dilihat terletak antara domain legal di satu sisi dan 

domain ilegal di sisi lain. Melalui entitas ini, aktivitas bisa menjadi legal atau malah 

ilegal. Organisasi, misalnya, dapat menjadi bank di mana dana hasil kejahatan dicuci, 

atau sebuah negara yang secara resmi bertindak sebagai pengguna akhir untuk 

senjata pada akhirnya ditujukan untuk tujuan terlarang. 

H.1. Individu Dalam Kejahatan Transnasional 

Salah satu isu utama dalam studi kejahatan transnasional adalah terkait 

dengan organisasi kejahatan. Berbagai rentang ide dapat ditemukan dari ide 

Donald Cressey yang menganalisis kelompok kriminal terorganisir secara hirarki 

dengan ide Peter Reuter tentang pasar ilegal fleksibel yang tidak teratur.66 

Selama 1990-an, gagasan kejahatan transnasional sebagai organisasi kejahatan 

multinasional menjadi populer. Sedangkan pada tahun 1960, kejahatan 

terorganisir dipahami sebagai semacam pasar kriminal ilegal, selama tahun 

                                                                                                                                                                           
Anneɀ-ÁÒÉÅȢ ρωψφȢ ȬGoverning the global economy through government networksȭ ÉÎ -ÉÃÈÁÅÌ "ÙÅÒÓ 
(ed.) Role of law in international politics (Oxford: Oxford University Press). 
65 Blum, (ÏÒÎÓÂÙȟ 2Ȣȟ -ÏÏÎÒÏÅȟ "ÅÎÎ Ǫ (ÏÂÂÓȟ $Ȣ ρωωψȢ ȬA Zone of Ambiguity: The Political Economy 
of Cigarette Bootleggingȭȟ "ÒÉÔÉÓÈ *ÏÕÒÎÁÌ ÏÆ #ÒÉÍÉÎÏÌÏÇÙȟ ÖÏÌȢ τχȟ ÎÏȢ τȟ ÐÐȢ υυρ-571. Lihat juga Von 
"ÕÌÏ×ȟ +ÌÁÕÓȢ ςππσȢ ȬForewordȭ ÉÎ  .ÅÔ×ÏÒËÉÎÇ ÃÏÕÎÔÓȡ -ÏÎÔÒÅÁÌ Protocol experiences in making 
multilateral evironmental agreements work  (Paris: UNEP Division of Technology, Industry and 
Economics). 
66 Cressey, D., 1969. ȬThe theft of the nationȭ (Harper & Row, New York). Lihat juga Reuter, Gregory. 
ρωψσȢ ȬPrior Informed Consent: Hazardous Chemicalsȭȟ 2ÅÖÉÅ× ÏÆ %ÕÒÏÐÅÁÎ #ÏÍÍÕÎÉÔÙ ÁÎÄ 
International Environmental Law 1(1): 64-8. 
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1990-an, kejahatan terorganisir, oleh beberapa pakar lain, digambarkan sebagai 

versi kejahatan korporasi multinasional yang fleksibel dan kuat.67 

Selain ide-ide di atas, saat ini, ide-ide lain tentang struktur dalam kejahatan 

terorganisir transnasional banyak ditemukan dalam literatur. Salah satu 

perspektif bersaing adalah ide yang didasarkan pada teori jaringan. Jumlah 

artikel dan studi pada jaringan dalam kejahatan transnasional terorganisir telah 

meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di Belanda, 

sejumlah penulis telah menggunakan teori jaringan untuk memperkaya studi 

tentang kejahatan terorganisir dan transnasional, terutama didasarkan pada 

data kepolisian.68 

Meskipun perbedaan antara pendekatan yang disebutkan di atas, mereka 

memiliki setidaknya satu elemen penting yang sama. Semua pendekatan yang 

berbeda cenderung berfokus pada pelaku, bukan kegiatan. Mereka berbeda 

sehubungan dengan struktur yang diasumsikan terkait dengan posisi dan peran 

para pelaku. Obyek penelitian, sebenarnya, sebagian ditentukan oleh harapan 

untuk menemukan struktur seperti organisasi kriminal, jaringan kriminal, atau 

kelompok seperti mafia. 

Selain itu, orang cenderung untuk fokus terutama pada penjahat yang 

sesungguhnya. Unsur-unsur kriminal di dalam lembaga-lembaga negara, 

perusahaan legal atau entitas non-kriminal dipandang sebagai fenomena yang 

luar biasa di luar lingkup kejahatan terorganisir, atau sebagai fasilitator 

membantu klien kriminal mereka tanpa menjadi bagian dari organisasi 

kejahatan yang sebenarnya. Melalui definisi kejahatan terorganisir, kerah putih, 

dan perusahaan, batas cenderung ditarik antara kegiatan yang tidak dapat 

dipisahkan dalam praktek tanpa membawa unsur sewenang-wenang ke dalam 

                                                           
67 3ÔÅÒÌÉÎÇȟȟ *Ȣ 7Ȣ %Ȣ ρωωτȢ ȬTransnational policing and the makings of a postɀmodern stateȭȟ "ÒÉÔÉÓÈ 
Journal of Criminology 35 (4): 613-35. ELLIOTT WP1-2011. Lihat juga Williams, P. 1994. 
ȬTransnational criminal organizations and international security Survivalȭ, vol. 36(1), pp. 96-113. 
68 Kleemans, E. et al., 1998. ȬGeorganiseerde criminaliteit in Nederland ɀ Rapportage op basis van de 
WODC monitorȭ (WODC, Den Haag) dan Kleemans, E. et al., 2002. ȬGeorganiseerde criminaliteit in 
Nederland : Tweede rapportage op basis van de WODC-monitorȭ (WODC, Den Haag). Lihat juga 
"ÒÕÉÎÓÍÁȟ "ÒÏÍÌÅÙȟ Ǫ "ÅÒÎÁÓÃÏȟ -ÁÈÏÎÅÙȟ *Ȣ3Ȣ ςππτȢ ȬTime Crime: The Transnational Organization of 
Art and Antiquities Theftȭȟ *ÏÕÒÎÁÌ ÏÆ #ÏÎÔÅÍÐÏÒÁÒÙ #ÒÉÍÉÎÁÌ *ÕÓÔÉÃÅȟ ÖÏÌȢ ςτȟ ÎÏȢ σȟ ÐÐȢ ςτσ-262. 
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definisi. Kecenderungan yang diberikan dapat ditentang dengan melihat 

terutama pada kegiatan bukan aktor.  

Ketika fokus digeser ke kegiatan, subjek seluruh benturan cenderung 

bergeser dari sisi pinggir ke pusat, karena pasar ilegal hanya memiliki batas 

kabur dengan dunia legal. Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua aktor yang 

berbeda tidak lagi relevan untuk dibahas. Sebaliknya, tanpa aktor adalah 

mustahil untuk membahas kegiatan ilegal dan terutama cara di mana mereka 

kadang-ƪŀŘŀƴƎ ƳŜƴŘŀǇŀǘƪŀƴ ŎŀǊŀ άǇŜƴŎǳŎƛŀƴέ ŀǘŀǳ ƳŀƭŀƘ ƳŜƴƧŀŘƛ ƛƭŜƎŀƭΦ tŀŘŀ 

saat itulah terdapat pergeseran fokus pada pelaku kegiatan, peran sejumlah 

operasi individu independen dapat diberikan tempat yang layak dalam seluruh 

kejahatan transnasional. Dalam sejumlah kejahatan transnasional, individu-

individu ini memainkan peran penting yang jelas berbeda dari organisasi 

kriminal yang khas. 

H.2. Organisasi Sah Sebagai Benturan 

Dalam situasi yang dijelaskan di atas, broker bertindak sebagai benturan 

antara aktor legal dan pasar gelap di bidang senjata, seni atau berlian, misalnya. 

Untuk beberapa alasan, pelaku legal dan ilegal tidak dapat melakukan bisnis 

tanpa menghadapi kesulitan legal, atau setidaknya ke dalam situasi memalukan. 

Sebagian situasi sebaliknya dapat ditemukan dengan sejumlah aktor yang sah. 

Para pelaku melakukan bisnis dengan pelaku ilegal lentur seperti dengan yang 

legal. Namun, status mereka adalah sah, seperti biasanya penampilan mereka.  

Transaksi dengan kedua sisi hukum tidak berhubungan, tetapi merupakan 

bagian dari proses di mana barang-barang ilegal diubah menjadi barang legal. 

Analog dengan pencucian uang, barang-barang ini dengan cara dicuci sehingga 

mereka bisa masuk dalam perdagangan legal lagi, dan dijual untuk harga reguler 

yang biasanya jauh lebih tinggi daripada di pasar gelap. Aktor yang sah dapat 

digambarkan sebagai sebuah organisasi yang melakukan pembenturan antara 

domain legal dan ilegal. 

Organisasi-organisasi yang sah memberikan pintu terbuka bagi pelaku ilegal 

untuk mendapatkan barang-barang mereka ke pasar legal, mencuci barang 
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mereka dalam proses.69 Kegiatan ini biasanya dilihat sebagai kejahatan 

terorganisir itu sendiri, dan adalah sangat penting untuk banyak penjahat 

transnasional.70  

Meskipun ada banyak cara bagi penjahat untuk mencuci uang hasil 

kejahatan mereka sendiri, sektor perbankan mungkin bertanggung jawab atas 

bagian terbesar dari bisnis ini. Dalam beberapa kasus, kegiatan bank telah 

menjadi publik dan menyebabkan skandal besar. Contohnya adalah Nugan Hand 

Bank, Banco Ambrosiano, the BCCI dan the European Union Bank.71 Baru-baru 

ini, contoh baru ditambahkan ke daftar ini dalam kaitannya dengan praktik 

pencucian uang oleh penjahat Rusia dan bank-bank AS.72 

Akhirnya, ada peran spesifik dari badan-badan intelijen. Meskipun lembaga 

ini tidak secara langsung masuk dalam kategori organisasi yang disebutkan 

sebelumnya, peran mereka dalam cara yang sebanding. Badan-badan intelijen 

sering memberikan struktur perantara atau benturan antara semua jenis 

penjahat dan pejabat Negara.73  

                                                           
69 .ÉÚÁȟ 2ÏÓÁÌÉÎÄȢ ςππρȢ ȬWildlife trade, sanctions and compliance: lessons from the CITES regimeȭȟ 
International Affairs 82(5) : 881-97. Lihat juga Tailby, R. 2002. ȬThe illicit market in diamondsȭ 
(Australian Institute of Criminology, Camberra). 
70 "ÅÁÒÅȟ 4ÈÏÍÁÓȢ ςππσȢ ȬGoing Down the Glocal: The Local Context of Organised Crimeȭȟ (Ï×ÁÒÄ 
Journal, vol. 37, no. 4, pp. 407-422. Lihat juga "ÌÉÃËÍÁÎȟ (Ï×ÁÒÄȢ ρωωχȢ ȬGlocal Organised Crime: 
Context and Pretextȭȟ ÉÎ (Ï×ÁÒÄ *ÏÕÒÎÁÌȟ ÖÏÌȢσφȢ ÐÐȢ στς-434; .ÁÙÌÏÒȟ 2Ȣ4Ȣȟ ρωωφ ȬFrom underworld to 
underground Crimeȭ Law & Social Change, vol. 24, pp. 79-150; dan 0ÁÓÓÁÓȟ .Ȣȟ ρωωυȢ ȬThe Mirror of 
Global Evils: A Review Essay on the BCCI Affairȭ Justice Quarterly, vol. 12(2), pp. 377-405. 
71 "ÌÕÍȟ (ÏÒÎÓÂÙȟ 2Ȣȟ -ÏÏÎÒÏÅȟ "ÅÎÎ Ǫ (ÏÂÂÓȟ $Ȣ ρωωψȢ ȬA Zone of Ambiguity: The Political Economy 
of Cigarette Bootleggingȭȟ "ÒÉÔÉÓÈ *ÏÕÒÎÁÌ ÏÆ #ÒÉÍÉÎÏÌÏÇÙȟ vol. 47, no. 4, pp. 551-571. Lihat juga Henry, 
+ÏÕÌÍÁÎȢ ςππσȢ Ȭ'ÌÏÂÁÌÉÚÁÔÉÏÎȟ "ÏÒÄÅÒ 2ÅÃÏÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎ 0ÒÏÊÅÃÔÓȟ ÁÎÄ 4ÒÁÎÓÎÁÔÉÏÎÁÌ #ÒÉÍÅȭ, Social 
Justice, vol. 34, no. 2, pp. 33-46.; +×ÉÔÎÙȟ $ÁÖÉÄȢ ρωψχȢ ȬOverview: dismantling illicit networks and 
corruption nodesȭȟ ÐÒÅÓÅÎÔÁÔÉÏÎ ÁÔ ÔÈÅ ρσÔÈ )ÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌ !ÎÔÉ-Corruption Conference, Athens, 2 
November.; Paoli, L. 1995. ȬThe Banco Ambrosiano case ɀ An investigation into the underestimation of 
the relations between organized and economic crimeȭ Crime, Law & Social Change, vol. 23, pp. 345-36; 
dan 0ÁÓÓÁÓȟ .Ȣȟ ςππρȟ ȬOverseeing and overlooking: The US federal authoritiesȭ ÒÅÓÐÏÎÓÅ ÔÏ ÍÏÎÅÙ 
ÌÁÕÎÄÅÒÉÎÇ ÁÎÄ ÏÔÈÅÒ ÍÉÓÃÏÎÄÕÃÔ ÁÔ "##)ȭ Crime, Law & Social Change, vol. 35 (1-2), pp. 141-175. 
72 +ÏÃÈÁÎȟ ,ÏÖÅÌÌȢ ςππυȢ ȰEcoɀcrooks Outwitting Law Agenciesȭȟ 2ÅÕÔÅÒÓ .Å×Ó 3ÅÒÖÉÃÅȢ 
<http://www.ecoearth.info.shared.reader.welcome.aspx?linkid=11490> (diakses tanggal 24 Juni 
2009). Lihat juga Block, Manheim and Weaver, Thombs. 2004. ȬThe New European Criminology: 
Crime and Social Order in Europeȭ, Routledge, London, pp. 289-302. 
73 !ÕÃÈÉÎȟ -ÏÏÒÅ ÁÎÄ 'ÁÂÅÒÌÙȢ ρωωπȢ ȬFrom the economy of deficit to the black-market: car theft and 
trafficking in Bulgariaȭȟ 4ÒÅÎÄÓ ÉÎ /ÒÇÁÎÉÚÅÄ #ÒÉÍÅȟ ÖÏÌȢ ρρȟ ÎÏȢ τȟ ÐÐȢ τρπ-429. Lihat juga Block, 
Manheim and Weaver, Thombs. 2004. ȬThe New European Criminology: Crime and Social Order in 
Europeȭ, Routledge, London, pp. 289-302.; Bülow, A. von., 2003, ȬIn Names des Staates ɀ CIA, BND und 
die kriminellen Machenschaften der Geheimdiensteȭ (Piper, München).; -Ã#ÏÙȟ .ÁþÍȢ ρωχςȢ ȰThe Five 
Wars of Globalizationȟȱ &ÏÒÅÉÇÎ 0ÏÌÉÃÙȟ *ÁÎȾ&ÅÂȡ ςωɀ36 Office of the Prime Minister of Australia 
(2009), The First National Security Statement to the Parliament, Address by the Prime Minister of 
Australia, The Hon. Kevin Rudd MP http://www.pm.gov.au/node/5424. ; Naylor, R.T., 2001, 
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H.4. Yurisdiksi Sebagai Benturan 

Dalam paragraf sebelumnya, beberapa lubang dalam batas-batas kabur 

ŀƴǘŀǊŀ άŘǳƴƛŀ ŀǘŀǎ όupperworldύέ Řŀƴ άŘǳƴƛŀ ōŀǿŀƘ όunderworldύέ ŘƛōŀƘŀǎΦ 

Organisasi yang melakukan pembenturan menunjukkan batas yang dapat 

ditembus antara legal dan ilegal. Selain benturan insidental antara pelaku legal 

dan ilegal, apa yang terdapat dalam organisasi sebenarnya menyediakan 

benturan kurang lebih dilembagakan. Namun, meskipun skala sering 

mengesankan kegiatan tidak sah di organisasi-organisasi ini, seseorang dapat 

bergerak melampaui tingkat ini berkaitan dengan benturan yang ada. Di luar 

organisasi individu, terdapat yurisdiksi banyak yang dapat dilihat sebagai tingkat 

ōŜƴǘǳǊŀƴ ƳŀƪǊƻΦ YŀǊŜƴŀ ŀŘŀ άƭǳōŀƴƎέ Řƛ ŎŀōŀƴƎ-cabang ekonomi seperti 

perdagangan seni atau industri perbankan, ada juga yurisdiksi keseluruhan yang 

ōŜǊŦǳƴƎǎƛ ǎŜōŀƎŀƛ άƭǳōŀƴƎέ ŘŀƭŀƳ ǎƛǎǘŜƳ ƎƭƻōŀƭΦ 

H.5. Kesimpulan  

Bagian uraian di atas dimulai dengan diskusi tentang tipologi benturan yang 

dikembangkan oleh Passas. Dia mendefinisikan tipologi dengan empat benturan 

antitesis dan delapan simbiosis, antara pelaku legal dan ilegal. Setiap jenis dari 

tipologi ini dijelaskan dan dibahas. Sebagai hasilnya, saya memutuskan untuk 

meninggalkan dua benturan simbiosis keluar dari tipologi. Definisi dari benturan 

lain diklarifikasi meskipun batas-batas antara berbagai jenis tidak dapat ditarik 

cermat dalam praktek. 

Di luar benturan tertentu antara aktor legal dan ilegal tunggal, seseorang 

dapat melihat benturan di sejumlah tingkatan lainnya. Pertama, ada kategori 

individu yang bertindak sebagai perantara atau broker antara pelaku legal dan 

ilegal. Kedua, ada organisasi yang sah yang menghubungkan bagian legal dan 

ilegal dari transaksi transnasional. Sementara itu, ada juga orang-orang atau 

organisasi mencuci barang dagangan yang merupakan subjek transaksi. 

                                                                                                                                                                           
Economic warfare ɀ sanctions, embargo busting and their human cost (Northeastern University Press, 
Boston).; dan Roth, Gregory. 2000. ȬComparative Analysis of Compliance Mechanisms. In Envisioning 
the Next Steps for MEA Compliance Enforcement: Background Documents, United Nations 
Environment Programme, Division of Environmental Conventions, available at 
http://www.unep.org/dec/support/mdg_meeting_col.htm.  
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Organisasi-organisasi yang sah dapat dilihat sebagai sebuah organisasi 

ǇŜƳōŜƴǘǳǊŀƴ  ŀƴǘŀǊŀ άŘǳƴƛŀ ŀǘŀǎέ Řŀƴ άŘǳƴƛŀ ōŀǿŀƘέΦ 5ŜƴƎŀƴ ƛƴƛΣ ƳŜǊŜƪŀ 

dapat dipahami sebagai lubang dalam batas-batas antara bagian sah dan tidak 

sah dari lini bisnis. Ketiga, ada wilayah, atau negara bahkan keduanya, yang juga 

memberikan celah dalam sistem internasional. Wilayah tersebut dapat dilihat 

sebagai tingkat makro benturan antara pelaku legal dan ilegal yang berbeda. 
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BAB III 
KONSEPSI HUKUM TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL 

 
A. Latar Belakang, Pengertian dan Istilah Tindak Pidana Transnasional 

A.1. Latar Belakang Tindak Pidana Transnasional 
Tindak pidana transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang 

mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian 

dunia. Perkembangan tindak pidana transnasional ini tidak dapat dilepaskan 

dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping 

dapat memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya, 

dari satu negara ke negara lain, ilmu pengetahuan dan teknologi juga 

menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam dan 

maraknya tindak pidana. Pada saat ini tindak pidana transnasional telah 

berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari 

lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.74  

Globalisasi dan interdependensi ekonomi suatu negara dengan negara lain 

disamping melahirkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban, membawa 

dampak negatif antara lain telah mendorong lahirnya kejahatan lintas batas di 

seluruh belahan dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 

dan komunikasi, seolah mengaburkan batas-batas negara, mendorong semakin 

mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. 

Perkembangan global telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula 

dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau 

ǘǊŀƴǎƴŀǎƛƻƴŀƭΦ 5ŜƴƎŀƴ ŘŜƳƛƪƛŀƴ άnatureέ ŘŀǊƛ ƪŜƧŀƘŀǘŀƴ ǘǊŀƴǎƴŀǎƛƻƴŀƭΣ ōŀƛƪ 

yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi, tidak dapat dipisahkan dari 

fenomena globalisasi. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan konvensi mengenai 

Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir atau United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), yang dikenal 

dengan sebutan Palermo Convention pada Plenary Meeting ke-62 tanggal 15 

November 2000. Konvensi ini memiliki 3 (tiga) Protokol yang melengkapi 

                                                           
74 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nation 
Convention Against Transnasional Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana 
Transnational yang Terorganisasi). 
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Konvensi dimaksud, yaitu: (i) Protocol against the Smuggling of Migrants by 

Land, Air and Sea, supplementing the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime; (ii) Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the 

United Nations Convention against Transnational Organized Crime; (iii) Protocol 

against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and 

Components and Ammunition, supplementing United Nations Convention 

against Transnational Organized Crime.  

Adapun substansi dan struktur UNTOC meliputi:  

1) Definisi dan terminologi standar; 

2) Persyaratan agar setiap negara memiliki specific crime; 

3) Langkah-langkah khusus untuk memonitor korupsi, money laundering, dan 

sebagainya; 

4) Perampasan hasil kejahatan (proceeds of crime); 

5) Kerjasama internasional yang mencakup antara lain ekstradisi, mutual legal 

assistance, penyelidikan/penyidikan dan bentuk lainnya;  

6) Pelatihan dan penelitian;  

7) Langkah Pencegahan; 

8) Penandatanganan, ratifikasi, dan sebagainya. 

Sementara itu, negara-negara ASEAN dalam pertemuan tingkat tinggi pada 

tahun 1997 di Malaysia menyepakati Deklarasi ASEAN tentang Pemberantasan 

Kejahatan Transnasional. ASEAN menyetujui pembentukan forum khusus 

pembahasan kejahatan transnasional yaitu ASEAN Ministerial Meeting on 

Transnational Meeting on Transnational Crime (AMMTC) yang bersidang setiap 

dua tahun, dan Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC) yang 

mengadakan pertemuan rutin tiap tahun. Negara-negara ASEAN selanjutnya 

diminta untuk menyusun plan of action pemberantasan kejahatan 

transnasional. ASEAN menyetujui delapan jenis kejahatan transnasional yang 

dibahas dalam forum AMMTC dan SOMTC yaitu terrorism, money laundering, 

drug trafficking, arms smuggling, sea piracy, cyber crime, trafficking in person 

(especially women and children), dan international economic crime. Fora ASEAN 
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ini lebih difokuskan pada pertukaran informasi, pengalaman, bantuan teknis dan 

forum kerjasama diantara negara-negara anggota ASEAN. Secara rutin, fora 

dimanfaatkan pula untuk berdialog dengan negara mitra dialog seperti Cina, 

Korea, Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan sebagainya. Negara-negara 

ASEAN memandang agar pertemuan rutin dapat lebih memfokuskan diri pada 

upaya penegakan hukum. 

Alasan mengapa kejahatan transnasional harus diperangi di Indonesia, 

antara lain melemahkan sistem hukum karena apabila dilakukan oleh organized 

criminal group dapat mengancam integritas dan independensi penegak hukum 

dengan mempengaruhi proses penegakan hukum termasuk putusan hakim yang 

objektif dan berkeadilan, merusak sistem perekonomian karena pada umumnya 

kejahatan transnasional bertujuan mendapatkan uang dan keuntungan materiil 

lainnya dalam jumlah signifikan yang berpotensi mengganggu pengendalian 

moneter (inflasi, jumlah uang beredar) dan kebijakan fiskal, penerimaan pajak, 

integritas lembaga keuangan, dan persaingan usaha yang sehat, mengganggu 

sistem sosial dan sistem budaya apabila kejahatan transnasional tumbuh marak 

di tengah masyarakat dan merajalela tidak terkendali sehingga masyarakat 

menjadi permisif terhadap pelanggaran hukum dan yang paling parah tidak 

berani membela kebenaran dan keadilan, merusak tatanan pemerintah, 

kehidupan politik dan penyelenggaraan negara karena organized criminal group 

akan berusaha mempengaruhi keputusan lembaga eksekutif dan legislatif untuk 

mengamankan eksistensinya, dan mengancam souvereignity (kedaulatan 

negara) karena organized criminal group dapat mengendalikan aktivitasnya dari 

luar jurisdiksi negara tanpa perlu eksis di negara yang bersangkutan. Aktivitas 

άŎǊƻǎǎ ōƻǊŘŜǊέ ini kecil kemungkinan lolos dari jangkauan aparat negara, dan 

mengingat kejahatan yang dilakukan άƳŀǎǎƛǾŜέ akan berdampak pada 

terancamnya kedaulatan negara. 

Masyarakat dan negara dunia sudah menjadi satu, perubahan terjadi sangat 

cepat, disertai keterbukaan hubungan antar bangsa dan negara, yang tiada 

batas-batas kekuasaan, pasar, pemanfaatan teknologi, aliran barang dan jasa, 

serta pengetahuan manusia. Perubahan di suatu wilayah dapat ikut 



50 
 

menentukan perubahan di wilayah lain secara global. Norma-norma, tatanan, 

ikatan yang mendunia menelusup dan menguasai segala kompleksitas dan 

keanekaragaman lokal, identitas etnik ς bangsa, sehingga melahirkan 

penyeragaman, yang barang tentu berakibat ketidakseimbangan terjadi di 

antara negara-negara, komunitas-komunitas kekuasaan dan penguasaan aneka 

sumber daya. 

Perkembangan globalisasi, khususnya ekonomi bermuatan ekses positif 

maupun negatif. Dalam hal ini perlunya peran hukum dalam kehidupan 

perekonomian, yang bersifat nasional maupun internasional, yang tidak dapat 

dibedakan lagi karena pengaturan hukum sudah menjadi global. Sehubungan 

dengan potensi kriminal terkait dengan pendayagunaan hukum pidana untuk 

menanggulangi kejahatan. 

Globalisasi yang didasarkan pada model ekonomi baru, bercorak 

neoliberalisme berjalan sangat lancar bagi kepentingan negara-negara besar. 

Doktrinnya telah mendorong negara-negara mengintegrasikan ekonominya ke 

dalam satu ekonomi global tunggal. Doktrin ini meliputi liberalisasi perdagangan 

dan arus keuangan, deregulasi produksi, modal dan pasar tenaga kerja, serta 

merampingkan peran negara, terutama yang berkaitan dengan progam 

pembangunan sosial dan ekonomi. Globalisasi dirasakan sebagai suatu kekuatan 

άyang menggilas segala sesuaǘǳ ȅŀƴƎ ŀŘŀ Řƛ Ƨŀƭŀƴƴȅŀέ όjuggernaut). Kekuatan ini 

membawa perubahan sosial besar yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi 

dan kultural dunia. Di Indonesia ketidakpastian ini sudah terasa antara lain 

terlihat pada keprihatinan terhadap kedaulatan ekonomi dan kebudayaan 

LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ ƧǳƎŀ ƳŜƴƎŀƴŎŀƳ άƴŜƎŀǊŀ ƪŜōŀƴƎǎŀŀƴέ Indonesia dengan konsepnya 

ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kekuatan globalisasi melalui kesepakatan dagang, deregulasi, dan 

privatisasi, sangat melemahkan negara-bangsa dalam bertindak menurut 

kebebasan politiknya. Kemudian menyusul kevakuman politik, yang kemudian 

dipenuhi alternatif-alternatif moderen yang sudah nyata, yaitu perusahaan 

multinasional/transnasional. Perusahaan tersebut lebih kaya melampaui 

negara-negara bangsa, akan mampu mengatasi persoalan-persoalan dunia 
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secara lebih rasional dan efsien. Sehubungan perusahaan tersebut terbebas dari 

beban kewajiban yang dipikul negara bangsa (yang sudah melemah), seperti 

tuntutan nasionalisme, dan emosional warga negara. Dalam dunia ekonomi 

sangat dipengaruhi oleh global capitalism yang dikendalikan dan dimanipulasi 

oleh perusahaan-perusahaan multinasional atau transnasional (MNC dan TNC). 

Yang turut juga mendorong perubahan-perubahan sosial di negara berkembang 

adalah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, yang tentunya 

juga mempengaruhi kecepatan transaksi dalam pasar uang dunia (global finance 

market). 

Berdasarkan laporan Konggres PBB VI tentang The Prevention of Crime and 

The Treatment of Offenders (1980 di Caracas), diidentifikasikan bentuk-bentuk 

penyimpangan di bidang ekonomi (economic abuse). Guiding principles for 

Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New 

International Economic Order (United Nation Congres VII on The Prevention of 

Crime and Treatment of Offenders) menentukan protection against industrial 

crime, economic crime. Pada 1991 diselenggarakan Konggres PBB: The 

Prevention of the Treatment of Offenders ke VIII, yang dalam rekomendasinya 

mengenai Crime prevention and criminal justice in the context of development. 

Dalam Konggres PBB ke VIII tersebut dirumuskan problem corruption in public 

administration menyebabkan kerusakan dan melemahnya ekonomi. 

Keprihatinan dikemukakan Kongres PBB Ke VIII mengenai the increase in the 

abuse of computers, pengakuan secara serius terhadap kejahatan transnational 

crimes, yang merusak the political and economical stability of nation, yang 

perkembangannya sophisticated and dynamic.  

Hukum pidana dan penegakannya merupakan bagian dari politik kriminal 

(criminal policy), politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan 

hukum (law enforcement policy) yang mencakup pula penegakan hukum 

perdata dan penegakan hukum administrasi. Politik penegakan hukum 

merupakan bagian politik sosial (social policy) yang merupakan usaha setiap 

masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Hal ini 

sejalan dengan a systematic approach to crime prevention planning 
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sebagaimana diintroduksi Kongres PBB VIII mengenai The Prevention of Crime 

and the Treatment of Offenders (1990). Konggres PBB ke IX tahun 1995 

menyepakati perlunya memerangi organized crime. Pada tahun 2000 

diselenggarakan Konggres PBB menentukan International Cooperation in 

Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century. 

Sehubungan dengan organized crime, sebagaimana mafia, dijelaskan 

Raymond P. Green, bahwa dalam perundang-undangan Amerika Serikat atau 

United State of America Code (US Code), ada pengaturan yang disebut dengan 

Racketeer Influenced and Corrupt hǊƎŀƴƛȊŀǘƛƻƴǎ όάwL/hέύ !Ŏǘ. Pengaturan ini 

ditujukan untuk memerangi organized crime dengan tindakan baik secara 

hukum pidana maupun hukum perdata, agar dapat memecah kekuatan 

organisasi kejahatan, seperti mafia, dari berbagai perusahaan yang sah maupun 

yang terlarang. Peningkatan kejahatan terorganisasi menjadi dikenal berkaitan 

dengan korporasi.  Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk white 

collar crime (WCC), yang mewujud dalam berbagai jenis kejahatan ekonomi. 

Kejahatan korporasi pada hakikatnya merupakan WCC, yang mencakup tindakan 

ilegal yang dilakukan secara akal-bulus, penipuan, penyembunyian dan tidak 

digantungkan pada penindakan paksaan fisik maupun ancaman kekerasan. 

Dalam hal ini lebih sering disebut sebagai economic crime sebagai perbuatan 

pelanggaran hukum dalam arti luas terhadap kehidupan perekonomian. 

Potensi Indonesia bagi perkembangan organized crime, Adrianus Meliala 

menjelaskan, bahwa dalam memenuhi kebutuhan dunia akan narkoba, sindikat 

narkoba internasional memisahkan tempat-tempat untuk kultivasi dan produksi. 

Untuk itu, mereka mencari tempat yang dikategorikan sebagai soft state, yakni 

negara-negara yang pemerintahannya lemah, aparat penegak hukum dan 

birokrasinya mudah ditembus, serta administrasi kependudukannya kacau. 

Indonesia dapat termasuk dalam kategori ini. 

Kemudian paparan Ronny Nitibaskoro, bahwa di Indonesia telah hidup 

jaringan sindikat narkoba yang sangat sistematis, yang menyerupai organisasi 

kejahatan yang selama ini dikenal di berbagai negara, seperti Mafia Sisilia, Triad 

China, Yakuza Jepang, atau Kartel-kartel di Kolombia. Organisasi kejahatan itu 
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juga dijalankan oleh warga negara Indonesia yang menjadi kepanjangan dan 

binaannya, yang bermarkas besar di negara lain. Transnasionalisasi organisasi 

kejahatan itu didukung juga oleh perdagangan bebas, sistem keuangan global, 

kemudahan transportasi, dan teknologi komunikasi.  

Sehubungan dengan ini, Mardjono Reksodiputro mengetengahkan adanya 

άƪŜƧŀƘŀǘŀƴ ǘŜǊƻǊƎŀƴƛǎŀǎƛ ōŜǊŘƛƳŜƴǎƛ Ǝƭƻōŀƭέ όY¢h Global) yang harus diwaspadai 

karena merupakan kelompok yang bisa jadi menguasai kekuasaan ekonomi 

maupun politik pada masyarakat yang sedang dalam masa transisi demokrasi. 

Mereka menginfiltrasi pemerintahan dan menyuap para pejabat, hakim, dan 

penegak hukum lainnya, dan juga di Indonesia bisa mengobarkan konflik antar 

golongan, mempersenjatai kelompok yang bertikai melalui penjualan senjata 

ilegal, mencari dana dengan menjual narkoba, trafficking, korupsi (penyuapan 

pejabat publik), serta membantu melarikan asset korupsi ke luar negeri (money 

laundering). 

 
A.2. Pengertian / Definisi dan Istilah Tindak Pidana Transnasional 

Menurut I Wayan Parthiana dalam bukunya, Pengantar Hukum 

Internasional, secara teoritis ada beberapa istilah yang dikenal untuk 

menggambarkan perbuatan yang merupakan tindak pidana menurut hukum 

internasional, yaitu: 

1. Tindak Pidana yang Berdimensi Internasional: 

Ini untuk menggambarkan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah suatu 

negara dan akibat yang ditimbulkan juga masih terbatas di wilayah negara 

yang bersangkutan, tetapi dalam hal tertentu melibatkan negara lain. 

Misalnya pelaku melarikan diri ke negara lain atau pelakunya warga negara 

asing, maka dalam kasus-kasus seperti ini negara lain juga akan terlibat. 

2. Tindak Pidana Transnasional: 

Adalah tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara atau 

negara-negara lain, tetapi akibat yang ditimbulkannya terjadi di negara atau 

negara-negara lain, atau tindak pidana yang pelaku-pelakunya berada 

terpencar di wilayah dua negara atau lebih, dan melakukan satu atau lebih 
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tindak pidana serta baik pelaku maupun tindak pidananya itu sendiri saling 

berhubungan, yang menimbulkan akibat pada satu negara atau lebih;    

3. Tindak Pidana Internasional.  

Yaitu tindak pidana yang menimbulkan akibat yang sangat luas tanpa 

mengenal batas-batas wilayah negara. Akibat dari tindak pidana tersebut 

membahayakan seluruh umat manusia di bumi ini. Tindak Pidana 

Internasional bisa saja dilakukan di dalam wilayah satu negara dan juga 

akibatnya hanya pada wilayah negara yang bersangkutan. Namun, karena 

perbuatannya berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, tindak 

pidana tersebut bukan hanya menjadi masalah dari negara yang 

bersangkutan, melainkan juga menjadi masalah internasional.  

Ketiga pembagian tersebut sesungguhnya masih dapat disederhanakan menjadi: 

tindak pidana internasional dan tindak pidana transnasional, dimana butir 1 

dikelompokkan ke dalam tindak pidana transnasional. Ada persamaan dan ada 

perbedaan keduanya, persamaan tampak pada sisi praktis. Dalam praktek 

penegakan hukum pidana internasional perbedaan antara tindak pidana 

transnasional dan tindak pidana internasional tidak memiliki arti yang signifikan. 

Oleh karena itu, kedua bentuk tindak pidana ini membutuhkan kerjasama 

internasional, baik bilateral maupun multilateral, dalam penanggulangannya.75  

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang 

selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat, seperti matahari yang 

setiap bagi terbit dari ufuk timur, atau bak musim yang selalu berganti seiring 

dengan irama dalam semesta.76 Karena itu kejahatan merupakan fenomena 

sosial yang bersifat universal (a univerted social phenomenon) dalam kehidupan 

manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi the oldest social problem of 

human kind.77 

                                                           
75 Shinta Agustina, Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek), (Padang: Andalas 
University Press, 2006), hlm. 56. 
76 Schur, Edwin. (1965) Crimes without victims: Deviant behavior and public policy: Abortion, 
homosexuality, drug addiction. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 
77 Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1960). Principles of criminology (6th ed.). Philadelphia: 
Lippincott. Lihat juga Taft, Donald R & England, Ralph W, Criminology (Macmillan (New York), 1964, 
4th edition. 
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Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat 

menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi 

transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi 

kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat 

dapat melintasi batas-batas negara (borderless countries). Inilah yang dikenal 

sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (transnational criminality). 

Belum terdapat satu ketentuan di dalam hukum internasional baik dalam 

perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional yang menetapkan 

ƛǎǘƛƭŀƘ άinternational crimesέΦ78 tŜƴƎŜǊǘƛŀƴ ƛǎǘƛƭŀƘ άtransnationalέ ŀǘŀǳ 

άtransnasionalέΣ ǳƴǘǳƪ ǇŜǊǘŀƳŀ ƪŀƭƛ ŘƛǇŜǊƪŜƴŀƭƪŀƴ ƻƭŜƘ tƘƛƭƭƛǇ /Φ ¸ŜǎǎǳǇΣ 

seorang ahli hukum internasional. Yessup menegaskan bahwa, selain istilah 

hukum internasional atau international law, digunakan istilah nasional atau 

transnasional yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua tindakan 

atau kejadian yang melampaui batas terotorial.79 

Oppenheim dan Sir Arnold Mc Nair, telah membedakan secara tajam antara 

ǇŜƴƎŜǊǘƛŀƴΣ άinternational delinquenciesέ Řƛ Ƴŀƴŀ ǇŜƴƎŜǊǘƛŀƴ ƛƴƛ ŘƛƳŀƪǎǳŘƪŀƴ 

ǎŜōŀƎŀƛ Ƙŀƭ ȅŀƴƎ ōǳƪŀƴ ƳŜǊǳǇŀƪŀƴ ǎǳŀǘǳ ƪŜƧŀƘŀǘŀƴΣ ǎŜŘŀƴƎƪŀƴ άinternational 

crimesέ ŘƛŀǊǘƛƪŀƴ ǎŜōŀƎŀƛ ƪŜƧŀƘŀǘŀƴΦ tŜƴƎŜǊǘƛŀƴ άinternational delinquenciesέΣ 

Řƛŀƪǳƛ Řƛ ŘŀƭŀƳ ƘǳƪǳƳ ƪŜōƛŀǎŀŀƴ ƛƴǘŜǊƴŀǎƛƻƴŀƭ Řŀƴ ǇŜƴƎŜǊǘƛŀƴ άinternational 

crimesέ ōŜǊƪŀƛǘŀƴ ŘŜƴƎŀƴ ǎǘǊǳƪǘǳǊ ƘǳƪǳƳ ƛƴǘŜǊƴŀǎƛƻƴŀƭΦ80 

Pengertian kejahatan internasional atau international crimes adalah 

international crimes is any conduct which is designated as a crime in a 

multilateral convention with asignificant number of state parties to it, provided 

the instrument contains one of ten penal characteristic. Kejahatan internasional 

dapat diartikan sebagai semua perbuatan yang dilarang oleh hukum 

internasional, baik yang diatur di dalam konvensi maupun kebiasaan 

internasional. Ciri-ciri terpenting dari kejahatan internasional adalah berlakunya 

                                                           
78 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 
2000), hlm. 35 
79 Romli Atmasasmita, Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjsama Penegakan Hukum, Jurmal Hukum 
Internasional, Lembaga Kajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Internasional Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Vol. 5 Nomor 1 Oktober 2007, hlm. iii . 
80 M Cheriff Bassiouni, International Criminal Law, Vol. I: Crimes, (New York: Transnational 
Publishers, 1986), hlm. 2-3. 
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asas universal, dimana setiap negara berwenang untuk menangkap, menahan, 

dan menuntut para pelaku kejahatan internasional.  

Secara konseptual, transnational crime atau kejahatan transnasional adalah 

tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini 

diperkenalkan pertama kali secara internasional di tahun 1990-an dalam The 

Eigth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of 

Offenders.81 Sebelumnya istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah 

organized crime. PBB sendiri menyebut organized crime sebagai the large-scale 

and complex criminal activity carried on by groups of persons, however loosely 

or tightly organized, for the enrichment of those participating and at the 

expense of the community and its members.82 Pada perkembangannya PBB 

menambahkan bahwa istilah ini seringkali diartikan sebagai the large-scale and 

complex criminal activities carried out by tightly or loosely organized 

associations and aimed at the establishment, supply and exploitation of illegal 

markets at the expense of society.83 

Menurut Mueller dalam transnational crime: Definitions and Concepts, pada 

pertengahan tahun 1990-an, banyak peneliti mendefinisikan "kejahatan 

transnasional" untuk menyebut offences whose inception, prevention, and/or 

direct or indirect effects involve more than one country.84 Mueller sendiri 

menggunakan istilah kejahatan transnasional untuk mengidentifikasi certain 

criminal phenomena transcending international borders, trans-gressing the laws 

of several states or having an impact on another country.85 

Bassiouni menunjukkan adanya sepuluh karakter kejahatan internasional 

sebagai berikut:86 

                                                           
81 John R. Wagley, Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses 
(Congressional Research Service, The Library of Congress, 2006). 
82 United Nations, Changes in Forms and Dimensions of Criminality - Transnational and National, 
Working paper prepared by the Secretariat for the Fifth United Nations Congress on the Prevention 
of Crime and the Treatment of Offenders (Toronto, Canada, 1-12 September 1975). 
83 United Nations, Eigth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of 
Offenders, Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990, A/Conf.144/7, 26 July 1990. 
84 Gerhard O. W. Mueller, Transnational Crime: Definitions and Concepts, Transnational Organized 
Crime 4, no. 1998 (n.d.). 
85 Ibid. 
86 M Cheriff Bassiouni, Op.Cit. 
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a. explicit recognition of proscribed conduct as constituting an international 

crime a crime under international law; 

b. implicit recognition of the penal nature of an act by establishing a duty to 

prohibit, prevent, prosecutor, punish, or the like; 

c. criminalization of the proscribed conduct; 

d. duty or right to prosecute; 

e. duty and right to punish the proscribed conduct; 

f. duty or right to extradite; 

g. duty or right to cooperation in prosecution, punishment (including judicial 

assistance in penal prceeding); 

h. establishment of a criminal jurisdiction basis; 

i. reference to the establishment of an international criminal court; 

j. elimination or the defense of superior order. 

Dengan demikian apabila karakteristik di atas terpenuhi maka organisasi 

transnasional tersebut dipandang telah melakukan kejahatan transnasional 

yang terorganisasi. Keterlibatan multinational enterprise dapat dalam bentuk 

pencucian uang hasil kejahatan, khususnya dalam bentuk integrasi. 

Istilah kejahatan transnasional juga dimaksudkan untuk menunjukkan 

adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional yang mengandung aspek 

transnasional atau lintas batas negara. Terjadinya kejahatan itu sendiri 

sebenarnya di dalam batas-batas wilayah negara (nasional) tetapi dalam 

beberapa hal terkait kepentingan ngara-negara lain, sehingga tampak adanya 

dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan 

itu. Dalam prakteknya, terdapat banyak faktor yang menyebabkan terkaitnya 

kepentingan lebih dari satu negara dalam suatu kejahatan. Misalnya kejahatan 

yang terjadi di suatu negara ternyata menimbulkan korban, tidak saja di dalam 

batas wilayah negara yang bersangkutan tetapi juga di wilayah negara 

tetangganya. 

Kejahatan transnasional merupakan fenomena sosial yang melibatkan 

orang, tempat dan kelompok, yang juga dipengaruhi oleh berbagai sosial, 
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budaya, faktor ekonomi.87 Akibatnya, berbagai negara cenderung memiliki 

definisi kejahatan transnasional yang sangat berbeda tergantung pada filosofi 

tertentu. Menurut Martin dan Romano, transnational crime may be defined as 

the behavior of ongoing organizations that involves two or more nations, with 

such behavior being defined as criminal by at least one of these nations.88 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, kejahatan transnasional pada 

hakikatnya merupakan kejahatan yang terjadi antar lintas negara yang dapat 

dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisasi dengan baik dan penuh 

dengan perencanaan matang. Dalam setiap peristiwa kejahatan transnasional 

aktornya tidak selalu berkaitan dengan άƴŀǘƛƻƴ-ǎǘŀǘŜ ŀŎǘƻǊέ, melainkan individu, 

dan kelompok. Dalam setiap aksinya para mereka tidak hanya berperan sebagai 

pelaku tetapi juga sebagai penyumbang dana maupun pikiran untuk 

melancarkan aksinya. Latarbelakang kejahatan ini juga cukup luas, menyangkut 

bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Banyak juga 

kejahatan transnasional yang tidak terkait dengan latar belakang tersebut. 

Suatu kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional atau 

bukan, dapat dilihat dari: 

1. melintasi batas negara, 

2. pelaku lebih dari satu, bisa nation-state actor ataupun yang lain, 

3. memiliki efek terhadap negara ataupun aktor internasional (misalnya 

individu dalam pandangan kosmopolitan) di negara lain, 

4. melanggar hukum di lebih dari satu negara, 

Bassiouni mengatakan, bahwa kejahatan transnasional adalah kejahatan 

yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan 

atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, dan 

sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui 

batas-batas teritorial suatu negara. Jadi istilah kejahatan transnasional 

dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya 

                                                           
87 Mark Findlay, The globalization of Crime: Understanding Transnational Relationship in Context 
(Cambridge University Press, 2003). 
88 Martin, J. M. and Romano, A. T., Multinational Crime-Terrorism, Espionage, Drug & Arms Trafficking 
(SAGE Publications, 1992). 
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nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait 

kepentingan negara-negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara 

yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Kejahatan 

transnasional jelas menunjukkan perbedaannya dengan kejahatan atau tindak 

pidana dalam pengertian nasional semata-mata. Demikian pula sifat 

internasionalnya mulai semakin kabur oleh karena aspek-aspeknya sudah 

meliputi individu, negara, benda, publik dan privat. Sifatnya yang transnasional 

yang meliputi hampir semua aspek nasional maupun internasional, baik privat 

maupun publik, politik maupun bukan politik.89 

Menurut Bassiouni, kejahatan-kejahatan yang unsur transnasionalnya 

signifikan yaitu:90 

1. Aircraft hijacking (pembajakan udara); 

2. Threat and use of force against internationally protected person 

(membahayakan dan menyerang orang yang dilindungi secara 

internasional); 

3. Taking of civilian hostage (membawa pengungsi sipil); 

4. Drug offence (penyalahgunaan obat-obatan terlarang); 

5. International traffic in obsence publication (peredaran publikasi pornografi); 

6. Destruction and / or theft of national treasure (penghancuran dan atau 

pencurian harta karun suatu negara); 

7. Environmental protection (perusakan lingkungan); 

8. Theft of nuclear materials (pencurian bahan-bahan nuklir); 

9. Unlawfull use the mail (penggunaan surat secara melanggar hukum); 

10. Interference of submarine cables (perusakan kabel bawah laut); 

11. Falsifaction and counterfighting (pemalsuan mata uang); 

12. Bribery of foreign public officials (penyuapan pegawai publik asing). 

Pada tahun 1995, PBB telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan 

transnasional, yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan 

budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, 

pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan 
                                                           
89 M. Cheriff Bassiouni, Op.Cit. 
90 Ibid. 
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komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian 

tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis, 

korupsi, dan penyuapan pejabat publik atau pihak tertentu. 

PBB mengidentifikasi jenis-jenis kejahatan yang melintasi batas negara dan 

pelaku lebih dari satu memiliki efek terhadap aktor di negara lain melanggar 

hukum di lebih dari satu negara seperti, pencucian uang, terorisme, pencurian 

benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata 

gelap, pembajakan pesawat, pembajakan tanah, serta pembajakan laut. 

Dalam konteks Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak 

Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (United Nation Convention Against 

Transnasional Organized Crime) tindak pidana transnasional yang terorganisasi 

itu dikualifikasi antara lain: (a) Tindak Pidana atas Kesertaan (partisipasi) dalam 

Kelompok Pelaku Tindak Pidana Terorganisasi91, (b) Tindak Pidana atas 

Pencucian Hasil Tindak Pidana (termasuk, tidak terbatas pencucian uang)92, (c) 

Tindak Pidana Korupsi,93 (d) Tindak Pidana  yang berkaitan dengan gangguan 

proses peradilan.94 

Berdasarkan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang 

Terorganisasi (United Nations Nations Convention against Transnational 

Organized Crime), Tindak Pidana adalah bersifat transnasional,95 jika: 

(a) dilakukan di lebih dari satu negara; 

                                                           
91 Pasal 5 United Nation Convention Against Transnational Organized Crime. Dalam konteks 
Indonesia ada beberapa tindak pidana yang  sangat mungkin dilakukan secara terorganisasi 
diantaranya: Tindak Pidana  (TP) Narkotika (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009),  TP Pencucian 
Uang, TP. Terorisme, TP. Pembalakan liar / illegal Loging (Undang-Undang Kehutanan), TP. 
Perdagangan Orang dan sebagainya.  
92 Pasal 6 United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, Untuk tindak pidana 
pencucian hasil kejahatan, Indonesia sendiri telah mempunyai Undang-undang tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 25 Tahun 2003) terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan 
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkannya. 
93 Pasal 8 United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime. Untuk tindak pidana 
Korupsi, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
94 Pasal 23 United Nation Convention Against Transnational Organized Crime. Dalam konteks 
gangguan terhadap proses peradilan utamanya yang berkaitan dengan ancaman dan intimidasi 
terhadap saksi-saksi, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. 
95 Pasal  3 ayat 2 United Nation Convention Against Transnational Organized Crime. 
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(b) dilakukan di satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, 

perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain; 

(c) dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat 

terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; 

atau 

(d) dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain. 

Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai 

tindak pidana transnasional ini, KUHP di Indonesia sudah mengaturnya. Hal ini 

terlihat dari bunyi ketentuan dalam beberapa pasal di dalamnya, yaitu antara 

lain: 

Pasal 2 KUHP :  
άAturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi 
setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesiaέ 

Ketentuan ini selain menunjukan penganutan terhadap azas teritorialitas 

(wilayah) dimana hukum pidana berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak 

pidana di wilayah suatu negara tertentu dalam hal ini Indonesia, juga berarti 

bahwa orang yang melakukan kejahatan tidak mesti secara fisik betul-betul 

berada di Indonesia, tetapi deliknya (strafbaar feit) terjadi diwilayah 

Indonesia.96 Demikian juga orang atau subjek hukum yang melakukannya juga 

tidak terbatas hanya pada warga negara Indonesia. 

Pasal  3 KUHP : 
άAturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi 
setiap orang yang di luar Indonesia, melakukan perbuatan pidana 
didalam perahu Indonesia.έ  

Demikian juga ketentuan ini selain menunjukan penganutan azas teritorialitas 

ŘƛƳŀƴŀ ƘǳƪǳƳ LƴŘƻƴŜǎƛŀ ōŜǊƭŀƪǳ Řƛ ǿƛƭŀȅŀƘ LƴŘƻƴŜǎƛŀ ǘŜǊƳŀǎǳƪ Řƛŀǘŀǎ άǇŜǊŀƘǳ 

LƴŘƻƴŜǎƛŀέ Řƛ ƭǳŀǊ LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ  ǘŀǇƛ ƧǳƎŀ ƳŜƴǳƴƧǳƪŀƴ  ōŀƘǿŀ ƪŜōŜǊƭŀƪǳŀƴ ƘǳƪǳƳ 

nasional juga bagi kejahatan-kejahatan yang melintasi batas negara atau 

transnasional. 

                                                           
96  AZ. Abidin & Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 
2010), hlm. 84. 
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Demikian juga ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam KUHP, 

yaitu Pasal 4 KUHP97 yang diperluas dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 

tentang Kejahatan Penerbangan menunjukan bahwa pengaturan tentang tindak 

pidana yang melintasi batas negara telah diatur sejak lama meskipun belum 

disebut dengan terminologi transnasional. Pasal 5 KUHP pun mengatur tentang 

berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia, bagi warga negara 

Indonesia yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia. 

Pengaturan tentang kejahatan transnasional sebagaimana dimuat dalam 

KUHP dilandasi oleh asas-asas berlakunya hukum pidana98, dalam hal ini 4 

(empat) asas berlakunya hukum pidana nasional99: yaitu asas teritorial (Pasal 2 

& 3), asas nasional aktif (Pasal 5), asas nasional pasif (Pasal 4 ke 1, 2 dan 4) dan 

asas universal (Pasal 4 ke 2 dan ke 4).  

Namun demikian asas-asas berlakunya hukum pidana berdasarkan KUHP 

tersebut juga dibatasi pemberlakuan ketentuan hukum internasional yang telah 

diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 9 KUHP100. 

Bunyi ketentuan Pasal 9 KUHP tersebut mengandung makna yang mendalam 

dan luas, dalam arti bahwa, praktisi penegak hukum di Indonesia termasuk juga 

pembentuk undang-undang harus memahami sungguh-sungguh kekuatan 

hukum mengikat dari suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh 

Indonesia.101  

Demikian juga halnya, yuridiksi dalam hukum pidana Internasional, Lotika 

Sarker membedakannya dengan pembagian yang klasik, yaitu  asas teritorial, 

                                                           
97 Pasal 4 ke1 KUHP mengenai orang Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia melakukan 
tindak pidana terhadap keamanan negara yang tersebut dalam pasal 104, 106, 107, 108,111, 127 
dan 131 KUHP; Pasal 4 ke 2 mengenai orang Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia  
melakukan kejahatan tentang mata uang, uang kertas negara atau uang kertas Bank tentang materi 
atau merek yang dikeluarkan  atau digunakan oleh Pemerintah Indonesia; Pasal 4 ke 3 mengenai 
orang Indonesia yang melakukan pemalsuan surat utang atau sertifikat-sertifikat utang yang 
ditanggung Pemerintah Indonesia.  
98 Jan Remeling, Hukum Pidana, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 355-389, menggunakan istilah 
ÂÅÒÌÁËÕÎÙÁ ÈÕËÕÍ ÐÉÄÁÎÁ ÄÅÎÇÁÎ Ȱ+ÅÂÅÒÌÁËÕÁÎ ÈÕËÕÍ ÐÉÄÁÎÁȱ ÙÁÎÇ ÄÉÂÅÄÁËÁÎ ÄÁÌÁÍ ς ÈÁÌ ÙÁÉÔu, 
keberlakuan yang terkait dengan waktu tindak pidana (tempus delicti) dan keberlakuan yang terkait 
dengan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti).  
99  Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 38-53.  
100 Pasal 9 KUHP berbunyi: Berlakunya Pasal 2 s/d 5, 7dan 8 dibatasi oleh pengecualian-
pengecualian yang diakui oleh hukum internasional. 
101 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), 
hlm. 114. 
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asas nasional, dan asas perlindungan dan tidak secara khusus membahas asas 

universal. Bertolak dari referensi mengenai berlakunya hukum pidana dapat 

dikatakan bahwa, pembedaan yuridiksi ke dalam 4 (empat) lingkup tersebut 

termasuk pembagian yang bersifat tradisional atau konvensional.102 Selain 

yuridiksi konvensional tersebut, berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi 

mengenai kejahatan transnasional/internasional, juga terdapat pembedaan 

yuridiksi kriminal yang dilaksanakan dalam praktek hukum internasional. Cryer 

Frima, Robinson dan Wilmshurst, telah membedakan 3 (tiga) bentuk yuridiksi 

kriminal103Σ ȅŀƛǘǳΥ άlegislative juridictionέ104 όȅǳǊƛŘƛƪǎƛ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛŦύΣ άadjudicative 

jurisdictionέ105 όȅǳǊƛŘƛƪǎƛ ǇŜƴƎŀŘƛƭŀƴύ Řŀƴ άŜȄŜŎǳǘƛǾŜ ƧǳǊƛǎŘƛŎǘƛƻƴέ (yuridiksi 

eksekutif).106 

Dari rangkaian uraian diatas, bagian tulisan ini hendak mengatakan: 

1. Perbedaan antara tindak pidana internasional dengan tindak pidana 

transnasional terletak pada unsur internasional yang tidak dimiliki tindak 

pidana transnasional. Unsur internasional yaitu sifat mengancam (langsung 

maupun tak langsung) perdamaian dan keamanan  dunia atau 

menggoyahkan rasa kemanusiaan; 

                                                           
102 Romli Atmasasmita, Ibid., hlm. 116. 
103 2ÏÂÅÒÔ #ÒÙÅÒȟ (ÁËÁÎ 2ÉÍÁÎȟ$ÁÒÒÙÌ 2ÏÂÉÎÓÏÎȟ %ÌÉÚÁÂÅÔÈ 7ÉÌÍÓÈÕÒÓÔȟ ȰAn Introduction to 
International Criminal Law and Procedur, (Cambridge University Press: 2007), hlm. 37-39 (dikutip 
dari Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, hlm. 116). 
104Yuridiksi Legislatif adalah wewenang badan legislatif  untuk menentukan/mengatur 
pemberlakuan suatu undang-undang keluar batas teritorial dari negara yang bersangkutan. Sebagai 
contoh  pemberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme Indonesia (2003) khusus 
ketentuan mengenai  penyertaan dan pembantuan. Undang-undang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  Indonesia (2010) yang memberlakukan ketentuan  
yang sama.    
105Yuridikasi Pengadilan adalah putusan pengadilan terhadap kasus-kasus  kejahatan transnasional 
atau kejahatan internasional seperti: penangkapan &penahanan Adolf Eichman atas perintah Jaksa 
Agung Israel, penagkapan & penahanan Noriega oleh DEA Amerika Serikat, dan penangkapan & 
penahanan Pinochet atas perintah pengadilan Inggris.  
106 Yuridiksi Eksekutif adalah kebijakan eksekutif (Presiden) untuk memerintahkan penangkapan 
dan penahanan seseorang pelaku kejahatan yang merupakan ancaman terhadap keamanan & 
kedaulatan  suatu negara. Yuridiksi ini model pendekatan baru yang progresif/agresif, dan 
dilaksanakan atas perintah lembaga eksekutif yang kemudian dituntut dan diadili di negara yang 
memiliki yuridiksi atas kejahatan pelaku yang bersangkutan. Model ini terjadi dalam penangkapan 
pelaku terorisme secara luas yang dilakukan Amerika Serikat dan ditempatkan di camp tahanan 
Guantanamo tanpa diadili,  penyerahan Hambali kepada Amerika Serikat oleh Pemerintah Kerajaan 
Thailand. Pembentukan peradilan Nuremberg, disusul dengan pembentukan Mahkamah Adhoc di 
Rwanda dan bekas jajahan Yugoslavia.  
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2. Suatu tindak pidana internasional belum tentu atau tidak serta merta disebut 

sebagai tindak pidana transnasional. Demikian juga sebaliknya tindak pidana 

transnasional tidak serta merta dapat disebut sebagai tindak pidana 

internasional; 

3. Dalam keadaan tertentu tindak pidana internasional berkarakter tindak 

pidana transnasional jika locus delicti-nya terjadi di dua negara atau lebih. 

Demikian pun tindak pidana transnasional merupakan tindak pidana 

internasional karena dikualifikasi sebagai kejahatan internasional baik oleh 

konvensi maupun oleh hukum kebiasaan internasional. 

4. Tindak pidana transnasional adalah tindak pidana yang terjadi lintas negara 

yang tidak mengandung unsur internasional (mengancam perdamaian dan 

keamanan dunia atau menggoyahkan rasa kemanusiaan). 

 
 

B. Perkembangan Ruang Lingkup / Jenis Tindak Pidana Transnasional 
B.1. Perkembangan Tindak Pidana Transnasional 

Perkembangan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional 

merupakan karakteristik perkembangan hukum pidana dewasa ini. 

Perkembangan kejahatan tersebut telah memberikan dampak luas dan 

mendasar, selain terhadap kehidupan manusia, juga terhadap asas-asas hukum, 

norma dan lembaga yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam 

menanggulangi kejahatan tersebut. Dilihat dari perkembangan dan asal usul 

kejahatan internasional dapat dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 

1. kejahatan internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang dalam 

praktik hukum internasional; 

2. kejahatan internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional; 

3. kejahatan internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi 

mengenai HAM. 

Pada era global dewasa ini, batas-batas negara sudah sangat maya, dalam 

arti hubungan internasional telah sangat dinamis sehingga batas nasional 

seolah-olah dengan mudah dapat ditembus dalam hitungan waktu yang sangat 

cepat. Masyarakat internasional dalam era globalisasi seperti sekarang ini 

dengan didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, 
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telekomunikasi, dan transportasi, timbulnya kejahatan-kejaharan yang 

berdimensi internasional ini akan semakin meningkat baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Untuk mengatasinya tidaklah cukup hanya dilakukan oleh 

negara secara sendiri-sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama yang terpadu baik 

secara bilateral maupun multilateral. 

 
B.2. Ruang Lingkup / Jenis Tindak Pidana Transnasional 
 

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) 

secara garis besar membahas dua substansi, yaitu: 

a. Kaedah hukum materiil-substansial yakni kejahatan-kejahatan sebagaimana 

dijumpai dalam Pasal 5, 6, 8, 9 dan 23 tentang yuridiksi (Pasal 15) maupun 

hal-hal terkait dengan itu, antara lain tentang istilah-istilah  yang digunakan 

(pasal 2), ruang lingkup berlakunya Konvensi (Pasal 3), prinsip perlindungan 

dan penghormatan atas kedaulatan negara-negara peserta atau pihak pada 

Konvensi (Pasal 4); 

b. Kaedah hukum formal-prosedural, yakni tentang masalah-masalah 

prosedural penanganan perkara, yang meliputi kerjasama international 

antara negara-negara peserta Konvensi, seperti Ekstradisi (Pasal 16), 

pemindahan narapidana (pasal 17), dan kerjasama timbal balik dalam 

masalah pidana yang disebut juga dengan bantuan hukum timbal balik (Pasal 

18) ataupun pasal-pasal lainnya yang berkenaan dengan kerjasama 

international. 

Dari dua substansi tersebut berdasarkan ruang lingkup berlakunya UNTOC 

(Pasal 3) ada lima jenis tindak pidana transnasional yang terorganisasi, yaitu: 

1. Berpartisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi (Pasal 5); 

2. Tindak pidana yang merupakan pencucian hasil tindak pidana (Pasal 6); 

3. Tindak Pidana Korupsi (Pasal 8); 

4. Tindak Pidana yang merupakan gangguan terhadap proses peradilan (pasal 

23). 
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5. Tindak pidana serius (serious crime) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 

huruf b.107 

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum semua jenis 

tindak pidana diatur dalam UNTOC dapat dipenuhi, namun secara sporadis 

pengaturan hal tersebut ada pada beberapa undang-undang, antara lain: 

Ad 1. Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana 

terorganisasi; 

Ketentuan ini menyiratkan bagaimana seseorang atau beberapa orang 

melibatkan diri dalam kegiatan dari kelompok terorganisasi yang sudah ada dan 

diketahuinya beraktivitas melakukan tindak pidana.   

            Ketentuan tentang penyertaan maupun permufakatan jahat yang ada dalam 

perundang-undangan Indonesia, dapat dikatakan belum memenuhi kriteria 

tindak pidana dalam kelompok pelaku yang terorganisasi, karena: 

a. Penyertaan dan permufakatan jahat  bukan merupakan tindak pidana108; 

b. Penyertaan dan permufakatan jahat selama ini digunakan dalam hal 

keterlibatan orang-perorangan, bukan untuk keterlibatan seseorang dalam 

hubungannya dengan kelompok terorganisasi. 

Pasal 169 KUHP melarang keterlibatan seseorang dalam perkumpulan yang 

bertujuan melakukan  kejahatan. Meski ketentuan tersebut sesungguhnya telah 

sejalan dan memenuhi unsur semangat Pasal 5 Konvensi, namun ketentuan ini 

masih bersifat sangat umum dan pada prakteknya pasal 169 KUHP hampir tidak 

pernah digunakan lagi. 

Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) & Undang-

Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang109 telah mengakomodasi sebagian ketentuan Pasal 5 Konvensi dalam 

                                                           
107 Pasal 2 huruf b UNTOC : Tindak pidana serius berarti tindakan yang berarti suatu tindak pidana 
yang dapat dihukum dengan maksimum penghilangan kemerdekaan paling kurang empat tahun 
atau sanksi yang lebih berat.  
108 Diatur dalam Bab V (Psl 55 s/d Psl 62) KUHP tentang penyertaan (deelneming) dan Pasal 88 
KUHP tentang permufakatan jahat serta dalam perundang-undangan pidana lainnya seperti 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan lain-lain. 
109 Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010  tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang : Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat 
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memaknai permufakatan jahat, namun ketentuan ini hanya berlaku bagi tindak 

pidana narkotika, sedangkan bentuk keterlibatan lainnya belum diatur secara 

khusus.  

       

Ad.2. Tindak pidana yang merupakan pencucian hasil tindak pidana; 

Tindak pidana ini sudah diatur dalam undang-undang, terakhir Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah merumuskan perbuatan 

pemindahan kekayaan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan 

asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil 

tindak pidana sebagai tindak pidana pencucian uang. Selain telah merinci tindak 

pidana asal yang termasuk  dalam lingkup tindak pidana pencucian uang, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini juga telah memperluas pengertian 

tindak pidana asal sebagai tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun atau 

lebih. 

Undang-Undang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang 

ini secara tegas menyatakan menganut asas kriminalitas ganda (double 

criminality) yaitu perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, sepanjang 

dikualifikasi sebagai tindak pidana menurut hukum di negara yang besangkutan, 

dan menurut hukum Indonesia juga merupakan tindak pidana maka dianggap 

termasuk dalam katagori tindak pidana asal sebagai dirinci dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010. 

 

Ad.3. Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
                                                                                                                                                                           
untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. 
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Demikian juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan 

United Nations Convention against Corruption. 

  

Ad.4. Tindak Pidana yang merupakan gangguan terhadap proses peradilan  

Ada 2 (dua) bentuk perbuatan yang dipandang sebagai bentuk gangguan proses 

peradilan, yaitu: 

a. Objek gangguannya: Saksi dan Bukti 

Setiap perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik ancaman 

atau intimidasi atau janji, menawarkan atau memberi keuntungan yang tidak 

semestinya untuk membujuk, memberikan kesaksian palsu atau mencampuri 

dalam pemberian satu kesaksian atau pembuatan bukti dalam proses 

beracara. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban secara khusus mengatur perlindungan saksi dan korban, tidak saja 

mengatur perlindungan secara fisik tapi juga perlindungan dalam bentuk 

pemberian keterangan kesaksian yang memungkinkan tidak perlu hadir di 

pengadilan. 

b. Objek gangguannya Pejabat Peradilan atau Penegak Hukum         

Setiap perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik ancaman 

atau intimidasi mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau 

penegak hukum. Ketentuan ini tidak mengurangi hak negara (dalam 

perundang-undangan) untuk melindungi pejabat publik dalam katagori lain. 

 

Jenis / ruang lingkup tindak pidana transnasional yang menjadi fokus 

pembahasan tim kompedium ini, yaitu: Tindak Pidana Pencucian Uang, 

Narkotika; Korupsi dan Perdagangan orang. 

 B.2.1. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 
 

Negara-negara berkembang dan negara transisi ekonomi menghadapi 

persoalan yang sama dalam menghadapi kejahatan transnasional seperti 

kejahatan pencucian uang, yaitu: (i) legitimasi pemerintah lemah; (ii) 

pengawasan perbatasan lemah; (iii) hukum tidak efektif; (iv) skala prioritas 
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rendah; (v) regulasi bisnis lemah; (vi) kontrol sosial melalui sistem peradilan 

pidana yang adil dan efisien tidak tersedia; dan (vii) penyelenggaraan 

pemerintahan yang tidak efektif dan efisien. Lemahnya pemerintahan 

menyebabkan munculnya jurang kapasitas (capacity gap), yang pada gilirannya 

mengarah pada terjadinya hambatan fungsional berupa kegagalan pemerintah 

dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan sebagaimana yang 

diharapkan masyarakat. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh organisasi 

kejahatan dengan cara mengisi kekosongan tersebut dengan limpahan dana 

sehingga pada akhirnya dapat mendikte penyelenggara negara. Organisasi 

kejahatan lokal misalnya menyediakan jasa sebagai perlindung dunia bisnis, 

sedangkan kejahatan terorganisir internasional memanfaatkan penjaga 

perbatasan untuk menjaga kepentingan mereka. 

Melalui tindakan pencucian uang para pelaku kejahatan berusaha untuk 

menyembunyikan hasil kejahatannya agar tidak dilacak oleh aparat penegak 

hukum, sehingga uang hasil kejahatan tersebut seakan-akan merupakan uang 

legal yang tidak terkait dengan kejahatan asal (predicate crime), seperti 

perdagangan narkotika, perdagangan manusia, korupsi, penyelundupan senjata 

yang merupakan kejahatan lintas batas negara. Kebanyakan kejahatan 

pencucian uang dilakukan oleh kelompok pelaku kejahatan bisnis atau business 

crime yang tergabung dalam sindikat kejahatan. Money laundering atau 

pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional yang sangat 

merugikan banyak negara, karena pencucian uang mempunyai dampak global 

bagi perkembangan ekonomi makro yang mengakibatkan hilangnya 

kepercayaan negara lain akibat keterkaitannya dengan kegiatan pencucian 

uang. Pencucian uang dikatakan bersifat transnasional, karena kejahatan ini 

tidak hanya melibatkan satu warga negara dari suatu negara, namun lebih dari 

beberapa negara. Cara dan sarana untuk melakukan kejahatannya melampui 

batas-batas wilayah negara lain. Disamping itu, sebagai bentuk kejahatan 

transnasional money laundering cenderung merupakan bentuk kejahatan 

transnasional terorganisir, dengan melibatkan kelompok-kelompok kejahatan 

yang tersebar di berbagai negara. 
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Money laundering merupakan delik khusus di luar Kitab Undang- Undang 

Hukum Pidana (KUHP), yang pada awalnya bersumber pada instrument 

internasional seperti konvensi tentang perdagangan narkotika dan bahan 

psikotropika 1988, International Convention for the Suppression of the Financing 

of Terrorism 1998. Convention against Transnational Organized Crime 2000 

(Palermo Convention). Instrumen-instrumen internasional tersebut lebih lanjut 

diimplementasikan ke dalam hukum pidana internasional, khususnya untuk 

memberantas kejahatan internasional, yang bersifat transnasional.  

Berbicara mengenai money laundering, maka pembahasan ini tidak dapat 

dilepaskan dari berbagai instrumen internasional yang mempunyai konstribusi 

penting bagi pemberantasan money laundering. Adapun konvensi-konvensi 

internasional tersebut adalah: 

1. Convention against illicit traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substance 

1988, (UN Drug Convention 1988) yang merumuskan tentang kejahatan 

money laundering dalam article 3 sub b ( i ) dan (1) berbunyi sebagai berikut: 

(i) The conversion or transfer of property; knowing that such of 
property is derived from any offence or offence establish in 
accordance with subparagraph (a) of his paragraph, or from an act 
of participation in such offence or offences, for the purpose of 
concealing or disguising the illicit origin or the property of the 
property or of assisting any person who is involve in the 
commission of such an offences to evade the legal consequences of 
his action': 

(ii)  The concealment or disguise of the true nature, source, location, 
disposition, movement, right with respect to, or ownership of 
property, knowing that such property is derived from an offence or 
offences establish in accordance with subparagraph (a) of this or 
from an act of participation in such offence of offence. 

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberantas pencucian uang 

(money laundering) dari hasil perdagangan gelap narkotika dan bahan 

psikotropik lainnya. Dengan tujuan agar hasil kejahatan narkotika sebagai 

asal kejahatan (predicate crime) dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. 

2. Convention against Transnational Organized Crime (Palmero Convention) 

2000. 

Dalam konvensi tentang kejahatan transnasional terorganisir tahun 2000 ini, 

ditegaskan bahwa money laundering merupakan salah satu bentuk 
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kejahatan transnasional yang terorgansisir. Sebagaimana disebutkan dalam 

article 3 bahwa ruang lingkup dari penerapan Konvensi Transnational 

Organized Crime 2000 mencakup:110 

Mendasari ketentuan tersebut, maka money laundering merupakan salah 

satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir, disamping kejahatan 

lainnya yang merupakan scope dari penerapan Konvensi Palmero 2000 

tersebut. Selanjutnya pengertian money laundering disebutkan dalam article 

6 paragraph (1) yang dirumuskan sebagai berikut: 

Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental 
principle if its domestic law, such legislative and other measures as 
maybe necessary to establish as criminal offences, when committed 
intentionally: 
(a) ( i ) The conversion or transfer of property, knowing that such 
property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or 
disguising the illicit origin of the property or of helping any persons 
who is involved in the commission of the predicate offence to evade 
the legal consequences of his or her action. (Perubahan atau 
transfer kekayaan yang diketahui berasal atau merupakan hasil 
kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau 
mengaburkan asal-usul kejahatan dengan maksud membantu 
pelaku tindak pidana menghindar dari konsekuensi hukum atas 
tindakannya). 
(ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, 
disposition, movement or ownership of or rights with respect to 
property, knowing that such property is the proceed of crime; 
(penyembunyian atau pengaburan sumber, lokasi, penarikan, 
pemindahan hak-hak yang berhubungan dengan kekayaan atau 
kepemilikan dari suatu kekayaan). 
(b) (i) The acquisition, possession or use of property, knowing at 
time of receipt knowing that such property is the proceeds of crime; 
(Akuisisi kepemilikan atau penggunaan kekayaan yang diketahui 
berasal dari atau merupakan hasil kejahatan). 
(ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, 
attempt to commit and aiding abetting, facilitating and councelling 
the commission of any of the offences established in accordance 
with the article. (keikutsertaan, kerjasama atau persekongkolan, 
percobaan untuk melakukan atau memberikan bantuan, 
mempermudah dan menyuruh lakukan kejahatan tersebut sesuai 
dengan pasal ini). 

                                                           
110 Convention Against Transnational Organized Crime, (Palmero Convention), 2000. 
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Konvensi tentang Transnational Organized Crime 2000 tersebut, 

mewajibkan bagi setiap negara peserta konvensi untuk 

mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang dalam hukum pidana 

nasionalnya. Adapun definisi tentang kejahatan pencucian uang 

rumusannya tidak berbeda dengan pengertian kejahatan pencucian uang 

sebagaimana dimaksud dalam UN Drug Convention 1988. Dari kedua 

pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa money laundering merupakan 

suatu upaya atau proses untuk merubah harta tunai yang didapat dari hasil 

suatu kejahatan asal (predicate crime), dan dimanipulasinya menjadi 

property yang seakan-akan merupakan harta legal atau sah. Hal ini 

sebagaimana dikemukakan oleh Welling sebagai berikut: 

"Money laundering is the process by which one conceals the 
existence illegal source, or illegal application of income, and than 
disguised that income to make appear legitimate".111 

Sedangkan Chakin memberikan definisinya secara sederhana sebagai 
berikut: 

"Money laundering is the process by which one conceals or 
disguises that true nature source, disposition, movement or 
ownership of money for whatever reason.  

Selanjutnya, money laundering dikatakan sebagai kejahatan transnasional 

yang terorganisir, karena memenuhi kriteria transnational crime 

sebagaimana tersebut dalam Konvensi Transnational Organized Crime 2000. 

Kriminalisasi tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Cakupan pengaturan sanksi pidana 

dalam UU TPPU meliputi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh 

orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bagi korporasi, dan 

tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.  

Secara umum, rumusan TPPU cukup banyak unsurnya, namun pada 

dasarnya apabila dikelompokkan atau diidentifikasi, unsur-unsur tersebut 

tidak ada bedanya dengan tindak pidana pada umumnya, seperti unsur 

subyektif dan unsur obyektif, maupun actus reus dan mens rea-nya. Untuk 

                                                           
111 Sutan Rerny Sjahdeini, SelukBeluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan, (Jakarta: 
Grafiti, 2004), hlm. 1. 
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memudahkan dalam pemahaman rumusan TPPU sebagaimana diatur dalam 

Pasal 3, 4, dan 5, dalam bahasan berikut TPPU dapat dikelompokkan dalam 

2 klasifikasi, yaitu TPPU Aktif dan  TPPU Pasif. Pengelompokan ke dalam dua 

klasifikasi ini bukan dimaknai, bahwa apabila aktif berarti melakukan 

perbuatan yang dilarang (commission), sedangkan pasif berarti tidak 

melakukan perbuatan yang diwajibkan (ommission). 

Secara garis besar, dasar pembedaan klasifikasi tersebut, penekanannya 

pada: 

1. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih 

menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi: 

a. pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal, 

b. pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga 

bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana 

2. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih 

menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi : 

a. pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan, dan 

b. pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal 

usul harta kekayaan.  

 

Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif 

Tindak pidana Pencucian Uang dilakukan secara aktif dalam hal pelaku 

tindak pidana melakukan perbuatan pencucian uang sebagaimana dimaksud 

dalam pasal-pasal berikut: 

a. Pasal 3, mengatur tentang setiap orang yang menempatkan, 

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah 

bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau 

perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. 
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Dari rumusan TPPU dalam Pasal 3,  terdapat unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1) Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;  

2) menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar 

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 

surat berharga, atau perbuatan lainnya; 

a) menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar  

penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, 

seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan 

sejumlah uang. 

b) mentransfer adalah perbuatan pemindahan dana dari penyedia 

jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik didalam 

maupun diluar negeri, atau dari satu rekening ke rekening lainnya 

di kantor bank yang sama. 

c) mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta 

Kekayaan. 

d) membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi 

jual beli.  

e) membayarkan adalah penyerahan sejumlah uang dari satu pihak 

kepihak lain atas prestasi tertentu.  

f) menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan 

kebendaan secara hibah (cuma-uma) atau sering disebut dengan 

pemberian secara cuma-cuma, sebagaimana yang telah dikenal 

dalam pengertian hukum keperdataan.  

g) menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan 

atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau 

sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.  

h) membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang 

secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia. 
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i) mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, 

volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda. 

j) menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah 

transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta 

Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi 

mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang 

lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, 

sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar 

modal dan pasar uang.  

k) perbuatan lain adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan 

yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan 

maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta 

Kekayaan. 

3) Harta Kekayaan  adalah semua benda bergerak atau benda tidak 

bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang 

diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. 

4) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana: 

a) diketahuinya, maksudnya adalah suatu keadaan dimana 

seseorang dapat dinilai secara jelas dan pasti mengetahui bahwa 

suatu Harta Kekayaan tertentu berasal dari hasil tindak pidana. 

Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat 

diklasifikasikan sebagai dolus (sengaja). Untuk menilai adanya 

unsur kesengajaan ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang 

dalam tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan. Apabila 

seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam perbuatan pidana 

dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan 

atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana 

ŘƛƳŀƪǎǳŘ ŘƛƪǳŀƭƛŦƛƪŀǎƛƪŀƴ ǘŜƭŀƘ άŘƛƪŜǘŀƘǳƛƴȅŀέΦ 
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b) patut diduganya, maksudnya adalah suatu keadaan dimana 

seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkan data atau 

informasi yang dimiliki atau berdasarkan kelaziman umum 

seseorang tersebut dapat menilai bahwa sejumlah uang atau 

Harta Kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana. 

Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat 

diklasifikasikan sebagai culpa (lalai). Untuk menilai adanya unsur 

kealfaan ini dapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki 

dan juga kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat. 

Kewajaran ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya 

transaksi dan juga underlying transaksinya (transaksi yang 

mendasari). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penegak 

hukum dalam membuktikan pelanggaran pada Pasal 3 ini harus dapat 

memahami adanya unsur umum, yaitu : 

1) objek dari perbuatan Pasal 3 adalah Harta Kekayaan yang berasal 

dari kejahatan, baik diketahuinya maupun patut diduganya. 

2) Tujuan dari aktifitas/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Pasal 3 

adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari 

Harta Kekayaan yang berasal dari kejahatan tersebut. 

Sedangkan aktifitas/perbuatan yang termasuk dalam rumusan Pasal 3, 

misalnya menempatkan, mentransfer, dan seterusnya, serta bersifat 

khusus dalam arti tergantung kepada kasus yang sedang ditangani.  

b. Pasal 4, mengatur tentang setiap orang yang menyem-bunyikan atau 

menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-

hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. 

Unsur-unsur rumusan Pasal 4 adalah : 

1) Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi; 
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2) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, 

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya 

: 

a) menyembunyikan, sebagaimana telah diuraikan di atas. 

b) menyamarkan, sebagaimana telah diuraikan di atas. 

c) asal usul, mengarah pada risalah  Transaksi dari mana 

sesungguhnya harta kekayaan berasal. 

d) sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil 

usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan 

sebagainya. 

e) lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta 

Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya. 

f) peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan. 

g) pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara 

formal atas kepemilikan Harta Kekayaan. 

h) kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya 

terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas 

kepemilikan Harta kekayaan. 

3) Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan 

hasil tindak pidana. Unsur ini telah dijelaskan dalam uraian Pasal 3 

UU TPPU di atas. 

Pasal 4 ini untuk mengakomodir adanya aktifitas/perbuatan yang 

memenuhi unsur Pasal 3, yang diketahui oleh seseorang, namun orang 

tersebut tidak ikut mengungkap asal usul Harta Kekayaan dimaksud 

padahal dia mengetahuinya. 

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif 

Tindak pidana Pencucian Uang dilakukan secara pasif dalam hal pelaku 

melakukan perbuatan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) yaitu bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai 

penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 
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penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. 

Dari rumusan ini, terdapat unsur-unsur : 

a. setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. 

b. menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang 

memperoleh harta kekayaan dari orang lain.  

c. menguasai adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya 

pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang 

atau harta kekayaan. 

d. penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan 

atau penukaran, sebagaimana telah diuraikan di atas. 

e. menggunakan adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh 

manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran. 

f. harta kekayaan, sebagaimana telah diuraikan di atas. 

g. yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, 

sebagaimana telah diuraikan di atas.  

Dari rumusan Pasal 5 tersebut, untuk tindak pidana pencucian uang yang 

pasif seluruhnya bersifat objektif, artinya penuntut umum tidak perlu 

mencari dan membuktikan aspek mens rea (unsur batin), cukup apabila 

perbuatan pelaku dimaksud memenuhi aspek actus reus (perbuatan nyata) 

yang bersifat limitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan 

ketentuan unsur objektifnya yaitu objek perbuatan tersebut adalah harta 

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana. 

Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi 

Tindak pidana Pencucian Uang oleh Korporasi secara tegas diatur dalam 

Pasal 6 bahwa dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, 

pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali 

Korporasi. Persyaratan pemidanaan dijatuhkan terhadap Korporasi (Pasal 6 

Ayat 2), apabila tindak pidana Pencucian Uang: 
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a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;  

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; 

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; 

dan 

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. 

Yang dimaksud dengan Korporasi menurut UU TPPU adalah kumpulan orang 

dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum 

maupun bukan badan hukum (Pasal 1 Ayat 10).  

Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok 

terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya 

untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau 

lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan 

memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  

Sedangkan Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang  yang memiliki 

kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau 

memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa 

harus mendapat otorisasi dari atasannya Pasal 1 Ayat 14). 

Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan Jahat  

UU TPPU juga mengatur masalah percobaan, pembantuan dan 

Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang 

dianggap sebagai delik telah selesai dan dihukum sama dengan delik selesai. 

Pasal 10 mengatur bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan 

percobaan, Pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak 

pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. 

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 tersebut, pengaturan ini 

dimaksudkan untuk mengedepankan sifat perbuatannya yang diperberat, 

atau ancaman pidananya disamakan dengan perbuatan sempurna (selesai), 

sedangkan pengertian percobaan mengacu kepada pasal 53 KUHP, demikian 
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pula dengan perbuatan pembantuan yang menginduk kepada pasal 56 

KUHP. Sedang khusus untuk permufakatan jahat, yang menurut pasal 103 

KUHP hanya diperuntukkan kepada pasal pokok yang diatur dalam KUHP, 

maka dibuat pengertian sendiri oleh UU TPPU, namun maknanya tetap 

sama, yaitu dianggap delik selesai dan dengan ancaman yang disamakan. 

Salah satu contoh yang termasuk jenis tindak pidana pencucian uang dan 

juga tindak pidana korupsi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana 

transnasional, yaitu kasus Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizfi.112 Dalam 

kasus tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis mantan pemilik 

Bank Century, Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizfi, masing-masing 15 tahun 

penjara. Persidangan berlangsung secara in absensia menyatakan, kedua 

terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian 

uang, yang menimbulkan kerugian bagi negara sebesar Rp. 3,1 triliun. Selain 

menjatuhkan hukuman penjara, kedua terdakwa juga diharuskan membayar 

uang pengganti sebesar Rp. 3,1 triliun, plus denda Rp. 15 miliar dengan 

subsider enam bulan kurungan. Majelis hakim dalam pertimbangannya 

menyatakan, perbuatan kedua terdakwa yang melanggar Undang-Undang 

Perbankan telah menyebabkan Bank Century mengalami kesulitan likuiditas, 

sehingga Bank Indonesia menggulirkan dana talangan sebesar Rp. 6,7 triliun, 

pada dua tahun yang lalu. Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan 

menemukan fakta bahwa Rp. 6,7 triliun kebutuhan dana talangan Bank 

Century penuh dengan rekayasa. Sebesar Rp. 5,8 triliun sebenarnya dipakai 

untuk menutupi kewajiban para pemegang saham. Pengadilan menganggap 

keduanya merupakan "double criminality" sehingga meskipun asetnya ada 

yang dikuasai oleh pihak ketiga yakni Robert Tantular, tetap ikut serta 

dirampas untuk negara. Aset Robert Tantular beserta istrinya, Tan Chi Fang 

ikut serta dirampas karena Robert Tantular ikut bersama-sama dengan 

Hesham-Rafat menandatangani letter of commitment tertanggal 16 

November 2008 untuk mengatasi permasalahan Bank Century. 

 

                                                           
112 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 00399/PID.B/2010/PN.JKT.PST. 
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 B.2.2. Tindak Pidana Korupsi 
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana 

khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi 

tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan 

hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin 

terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan 

perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 

2003 (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003)113 

mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap 

stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan 

institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan 

berkelanjutan maupun penegakan hukum. 

Arti penting dari dilakukannya ratifikasi konvensi ini adalah merupakan 

komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam 

percaturan politik internasional. Adapun arti penting lainnya dari ratifikasi 

konvensi tersebut adalah:114 

a. Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, 

membekukan, menyita dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana 

korupsi yang ditempatkan di luar negeri. 

b. Untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik. 

c. Untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian 

ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan 

proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum.  

d. Untuk mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi 

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah 

                                                           
113 Romli Atmasasmita, Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB 
Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 1; dan 
Romli Atmasasmita, Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan 
Kejahatan Korporasi di Indonesia: Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB 
Menentang Korupsi Tahun 2003, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 1. 
114 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention 

Against Corruption, 2003. 
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payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup 

bilateral, regional dan multilateral. 

e. Untuk harmonisasi peraturan perundangan-undangan nasional dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan 

konvensi ini. 

Selain itu, dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi 

merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi White Collar Crime dan 

mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional. 

Konggres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 mengenai άtǊŜǾŜƴǘƛƻƴ ƻŦ /ǊƛƳŜ ŀƴŘ 

¢ǊŜŀǘƳŜƴǘ ƻŦ hŦŦŜƴŘŜǊǎέ yang mengesahkan resolusi ά/ƻǊǊǳǇǘƛƻƴ ƛƴ DƻǾŜǊƳŜƴǘέ 

di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa: 

1. Korupsi dikalangan pejabat publik (corrupt activities of public official): 

a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program 

pemerintah όάŎŀƴ ŘŜǎǘǊƻȅ ǘƘŜ ǇƻǘŜƴǘƛŀƭ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜŜƴŜǎǎ ƻŦ all types of 

ƎƻǾŜǊƳŜƴǘŀƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎέύ; 

b. Dapat menghambat pembangunan όάƘƛƴŘŜǊ ŘŜǾŜƭƻǇƳŜƴǘέύ; 

c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat όάǾƛŎǘƛƳƛȊŜ 

ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭǎ ŀƴŘ ƎǊƻǳǇǎέύ. 

2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan 

ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.115 

Dalam persfektif internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang 

sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. Centre for Crime Prevention 

(CICP) sebagai salah satu organ PBB secara luas mendefinisikan korupsi sebagai 

άƳƛǎǎǳǎ ƻŦ όǇǳōƭƛŎύ ǇƻǿŜǊ ŦƻǊ ǇǊƛǾŀǘŜ ƎŀƛƴέΦ Menurut CICP korupsi mempunyai 

dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (bribery), penggelapan 

(emblezzlement), penipuan (fraud), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan 

(exortion), penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), pemanfaatan 

kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan 

yang bersifat ilegal (exploiting a conflict interest, insider trading), nepotisme, 

komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (illegal commission) dan 
                                                           
115 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, 
(Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 69. 
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kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, 

korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (transnational border crime), dan 

mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, tindak pidana korupsi 

merupakan extra ordinary crimes sehingga diperlukan penanggulangan yang 

bersifat luar biasa (extra ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan yang luar 

biasa pula (extra ordinary measures). Dari dimensi ini maka fungsi Hukum 

Pidana Internasional adalah sangat penting. Sebagai kejahatan yang bersifat 

transnasional maka kebijakan legislasi di Indonesia haruslah mengacu kepada 

tindak pidana korupsi yang terdapat di negara lain sepanjang hal tersebut relatif 

sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan kultur orang Indonesia. 

Korupsi terjadi hampir di semua negara-negara sedang berkembang, 

termasuk Indonesia, selain Nigeria, Peru, Filipina. Kini berkembang suatu issue 

bahwa korupsi mempunyai kaitan pula dengan kejahatan-kejahatan lain yang 

terorganisasi, khususnya dalam upaya koruptor menyembunyikan hasil 

korupsinya melalui pencucian uang (money laundering) dengan pemanfaatan 

transaksi derivatif yakni melalui transfer-transfer internasional yang efektif. 

Sebagai suatu kejahatan yang melintasi batas teritorial suatu negara (trans-

nasional) dan sebagai kejahatan terorganisasi (organized crime), bahkan korupsi 

seringkali melibatkan korporasi sebagai pelaku. Gambaran ini mengingatkan 

kepada kita bahwa penanganan korupsi menjadi semakin rumit. Persoalan ini 

akan menjadi semakin rumit, dengan semakin banyaknya aset publik yang 

dikorup kemudian disimpan pada sentra-sentra finansial di negara-negara maju 

terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di Negara tersebut, ditambah lagi 

dengan jasa para professional yang disewa oleh koruptor sehingga tidak mudah 

untuk melacak, apalagi memperoleh kembali aset tersebut. Pengembalian aset 

menjadi issue penting karena pencurian aset negara di negara-negara 

berkembang yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah berkuasa di negara 

yang bersangkutan merupakan masalah serius.116 

                                                           
116 I Gusti Ketut Ariawan, ȬStolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset 

.ÅÇÁÒÁȭȟ Jurnal Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008). 
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Korupsi dalam bahasa Latin disebut Corruptio ς corruptus, dalam Bahasa 

Indonesia disebut corruptie, dalam Bahasa Inggris disebut corruption, dan dalam 

Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti 

harfiah corrupt menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak 

jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.117 

Korupsi di dalam .ƭŀŎƪΩǎ [ŀǿ 5ƛŎǘƛƻƴŀǊȅ ŀŘŀƭŀƘ άǎǳŀǘǳ ǇŜǊōǳŀǘŀƴ ȅŀƴƎ 

dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak 

sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah 

menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu 

keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan 

kewajibannya dan hak-Ƙŀƪ ŘŀǊƛ ǇƛƘŀƪ ƭŀƛƴέΦ118 

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak 

mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, 

baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, 

menyimpang dari aturan yang berlaku.119 Hakekat korupsi berdasarkan hasil 

penelitian World Bank adalah άAn Abuse of Public Power for Private Gainsέ120 

(penyalahgunaan kewenangan / kekuasaan untuk kepentingan pribadi). 

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah 

dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. 

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada 

perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negaara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang 

memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang 

perseorangan. 

Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

                                                           
117 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, Cetakan Keempat, 1996), hlm. 115. 
118 Black, Henry Campbell, "ÌÁÃËȭÓ ,Á× $ÉÃÔÉÏÎÁÒÙ, Edisi VI, (St. Paul Minesota: West Publishing, 
1990). 
119 Vito Tanzi, Corruption, Governmental Activities, and Markets, IMF Working Paper, Agustus 1994. 
120 World Bank, World Development Report ɀ The State in Changing World, Washington, DC, World 
Bank, 1997. 
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1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 

Negara, (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 

2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang 

disuap) serta gratifikasi. (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) dan ayat 

(2), Pasal 6 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta 

Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Piddana Korupsi). 

3. Kelompok delik penggelapan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 

huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 

4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion). 

(sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 

5. Kelompok delik pemalsuan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi). 

6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan 

rekanan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 

huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi). 

Dari 6 (enam) kelompok delik di atas, hanya 1 (satu) kelompok saja yang 

memuat unsur merugikan negara diatur di dalam 2 pasal yaitu pasal 2 dan 3, 

sedangkan 5 kelompok lainnya yang terdiri dari 28 pasal terkait dengan perilaku 

menyimpang dari penyelenggara negara atau pegawai negeri dan pihak swasta. 
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Kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi, meliputi: 
Pasal 2: 

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat 
dijatuhkan. 

Pasal 3: 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dan paling  banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah). 

 

Pasal 4: 
Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara 
tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

 

Pasal 5:  
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah). 

 

Pasal 6: 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 
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Pasal 7: 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 

 

Pasal 8: 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 

 

Pasal 9: 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah). 

 

Pasal 10: 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 
(tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh 
juta rupiah). 

 

Pasal 11: 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah). 

 

Pasal 12: 
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab 
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Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Pasal 13: 
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri 
dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada 
jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji 
dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda 
paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

 

Pasal 14: 
Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara 
tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-
undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan 
yang diatur dalam Undang-undang ini. 

 

Pasal 15: 
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau 
pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana 
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. 

 

Pasal 16: 
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang 
memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk 
terjadi` tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama 
sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. 

 
  
 B.2.3. Tindak Pidana Narkotika 

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata marke (Bahasa Yunani) 

yang berarti terbius sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa 

lagi. Yang dimaksud dengan narcotic adalah a drug that dulls the sense, relieves 

pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees (Sudargo, 

1981). Karena itu, penggunaan karkotika di luar tujuan-tujuan pengobatan 

dapat menimbulkan ketergantungan (addiction/craving) karena menimbulkan 

kaidah-kaidah ilmu kedokteran. 
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Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi 

sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan narkotika 

menurut undang-undang ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman  

atau bukan dari tanaman, baik sintetis maupum maupun semi sintetis yang 

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana 

terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan 

keputusan menteri kesehatan. 

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan 

suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. 

Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan 

yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan 

ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan 

tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika 

apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat 

menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat 

menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri, artinya keinginan 

sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut 

secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. 

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, 

melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata 

kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu 

bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang 

kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra 

suatu negara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan berbagai 
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kegiatan yang bersifat internasional, termasuk konferensi yang telah diadakan 

baik dibawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan 

Peserikatan Bangsa-Bangsa.  

Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina telah 

diselenggarakan persidangan yang membicarakan cara-cara pengawasan 

perdagangan gelap obat bius, selanjutnya pada persidangan komisi opium 

(Opium Commision) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan 

obat bius, yaitu Konvensi Internasional tentang Opium (International Opium 

Convention) di Den Haag Belanda pada tahun 1912.  

Pertemuan antara para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, 

Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961 telah dihasilkan Konvensi Tunggal 

Narkotika 1961 (Single Convention Narcotic Drugs, 1961) dan telah diubah 

dengan tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (Protocol 

Amending The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) dan Konvensi 

Psikotropika 1971 (Convention on Psychotropic Sucstances, 1971), di Austria 

pada tanggal 25 Maret 1972 dan terakhir adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Gelap 

Narkotika 1988 (United Nation Convention Againts Illicit Traffic on Narcotic 

Drugs and Psychotropic Substances, 1988).  

Bertolak dari upaya badan-badan internasional dalam mencegah dan 

upaya memberantas kejahatan narkotika yang bersifat Internasional tersebut, 

Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna 

mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.  

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, pada zaman 

Penjajah Hindia Belanda telah dikeluarkan undang-undang tentang obat bius 

yang dikenal dengan Verdoovende Middelen Ordonnantie Stbl 1927 No. 278 jo. 

536 telah diubah dan ditambah kemudian dikenal dengan Undang-Undang Obat 

Bius. Undang-Undang obat bius (Verdoovende Middelen Ordonnatie S. 27-278 jo 



91 
 

536 tanggal 12 Mei 1927 mulai berlaku 1 Januari 1928). Undang-Undang obat 

bius ini dimuat seluruhnya untuk menunjukkan bahaya narkoba pada waktu itu 

(1927).  

Mengingat Stbl 1927 No. 278, jo. No 536 tentang obat bius tersebut sudah 

terlampau lama, sehingga tidak bisa di terapkan untuk menanggulangi 

kejahatan penyalahgunaan narkotika dewasa ini, mengingat modus operandi 

yang dilakukan oleh para pelaku yang makin canggih. Menanggapi hal tersebut, 

guna menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikeluarkan 

Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 1971, yang mengatur mengenai usaha-saha 

penanggulangan masalah-masalah sosial, diantaranya berkenaan dengan 

narkotika. Namun dalam pemberlakuannya terdapat kelemahan-kelemahan 

yang terletak pada dasar hukum pengaturan narkotika, sehingga Instruksi 

Presiden tersebut tidak diberlakukan lagi sekaligus mencabut pemberlakuan 

Verdoovenden Middelen Ordonantie dan yang terakhir dikeluarkanlah Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan 

dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia 

Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, 

sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di 

bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika 

sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.  

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan 

sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran 

narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan 

perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat 

menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya 

bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.  

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya 

penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
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narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak 

dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara 

bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine 

yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.  

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan 

menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk 

pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan 

narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan 

umat manusia.  

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

tersebut di dorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan 

serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 

peredaran narkotika, di perlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang 

baru yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, 

hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan 

baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan 

peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika. 

Dengan demikian Undang-Undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif 

untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dijadikan ajang transito sasaran peredaran narkotika.  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, mempunyai 

cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun 

ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain 

didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan 

kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai 

lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika. Beberapa materi baru antara lain mencakup 
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pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika. Label dan 

publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan 

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu 

penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan, penyerahan yang 

diawasi (controlled delivery) dan pembelian terselubung, serta permufakatan 

jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah 

mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika 

melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan 

pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk 

kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi 

medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di 

dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di 

kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab 

itu, Undang-undang ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. 

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 

tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek 

psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana 

narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan 

maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan 

nasional.  

Salah satu contoh kasus tindak pidana narkotika yang juga terkait dengan 

tindak pidana pencucian uang, yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana 

transnasional, adalah kasus Agbashi Chika.121 Dalam kasus tersebut Terdakwa 

Agbasi Chika ditangkap oleh saksi Sutikno dan saksi Bambang Supriyadi. 

Keduanya petugas Kepolisian dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Badan 

Reserse Kriminal Polri karena menerima aliran dan atau mentransfer dana hasil 

                                                           
121

 Putusan Mahkamah Agung  No. 1105 K / Pid.Sus / 2010. 
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tindak pidana dari Joseph Nsubuga alias JO. Setelah beberapa kali pertemuan, 

Terdakwa mengetahui bahwa bisnis Joseph Nsubuga alias JO adalah Illegal Drug 

Trafiking, yang diketahui dari Amechi teman dari Joseph Nsubuga alias JO dan 

uang berasal dari Amechi. Pada tahun 2007 Joseph Nsubuga alias JO 

memberikan dua nomor rekening antara lain Oceanix Bank milik Phinex 

Investment di Nigeria dan Zenith Bank kepada Terdakwa melalui SMS ke 

handphone Terdakwa dimana kedua rekening tersebut untuk menampung 

aliran dana dan atau kiriman uang. Terdakwa telah mentransfer uang ke Nigeria 

atas suruhan Joseph Nsubuga alias JO sebagaimana yang tercatat dalam e-mail 

milik Terdakwa ke Rekening di Oceanic Bank dan Rekening di Zenith Bank.  

Selanjutnya Terdakwa juga terbukti membawa uang tersebut dengan cara 

meletakkannya di dalam kantong celana dan jas, dan ketika masih di dalam 

pesawat, Terdakwa telah mengisi formulir isian dari pihak Bea Cukai dan 

menyatakan bahwa Terdakwa membawa uang lebih dari Rp.100.000.000,- 

(seratus juta rupiah). 

Terdakwa telah memiliki rekening atas nama Agbasi Chika serta 

menguasai rekening Bank BCA atas nama Cruspina Maria yang sebelumnya 

Terdakwa peroleh dari Sdr. Jubai atau JEO yang merupakan Narapidana di LP 

Cipinang dalam kasus Narkoba, yang mana rekening atas nama Cruspina Maria 

digunakan untuk menerima dan/atau mengirim transfer dari : Heny Avalidia 

Siboro alias Anna, Zalman alias Zacky Idris melalui rekening atas nama Erica 

Sundary, Rasyi Yolanda, Oktavia Darmansyah alias Hana Silvy Agustine alias 

Jumaini, dan Blessing Mariska alias Grace Mary Jones alias Stella Maris CT. 

Rekening atas nama Cruspina Maria yang dikuasai Terdakwa adalah untuk 

pemindahan dana/pentransferan ke-3 (tiga) rekening atas nama Terdakwa 

sendiri, kemudian ke-3 (tiga) rekening atas nama Terdakwa Agbasi Chika 

digunakan untuk melakukan pentransferan kembali diantaranya kepada Bank 

Bumi Artha dan melakukan penarikan-penarikan tunai. Di dalam buku tabungan 

milik Terdakwa terbukti Terdakwa menerima mutasi pentransferan dari 

rekening Cruspina Maria. Rekening-rekening milik Terdakwa telah melakukan 

pendebetan atau pentransferan dan atau penarikan tunai sejumlah uang. 
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Rekening milik Terdakwa juga menampung hasil penjualan dollar, dimana 

terdapat mutasi masuk sejumlah uang Rp.401.220.000,- dan Rp.350.000.000,-  

dengan keterangan penjualan dollar, serta rekening lainnya terdapat mutasi 

masuk berupa setoran tunai sejumlah Rp.450.000.000,- dan Rp.450.000.000,- 

dengan keterangan penjualan dollar. 

Majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Agbasi Chika terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : 

Á Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, mengimpor, 

mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, 

menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar 

Narkotika Golongan I secara terorganisasi  (terbukti Tindak Pidana 

Narkotika). 

Á Dengan sengaja, menempatkan, mentransfer, membayarkan atau 

membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau 

perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana (terbukti Tindak Pidana Pencucian 

Uang). 

Á Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 

(dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 

 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek ς aspek yang direformasi 

dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan Undang-Undang nomor 5 

tahun 1997 yang dimaksud adalah :  

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkotika dengan ancaman 

hukuman yang berbeda dengan golongan 1 yang terberat di susul dengan 

golongan II dan III (tidak di pukul rata), suatu yang patut di puji justru dalam 

pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). 

Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.  
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2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa 

dalam penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh kelompok melalui 

permufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang 

dengan konspirasi sanksi hukumnya di perberat.  

3. Demikian pula Penanggulangan dan Pemberantasan di lakukan bila pelaku 

penyalahgunaan narkoba terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa 

penyalahgunaan narkotika telah ada sindikat ς sindikat yang terorganisasi 

rapi dalam operasionalnya.  

4. Demikian pula apabila koporasi yang terlibat maka pidana dendanya di 

perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas, apakah 

direkturnya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus 

melalui yurisprudensi. 

 
 B.2.4. Tindak Pidana Perdagangan Orang 
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(amandemen kedua) dalam Pasal 28A menyebutkan bahwa, setiap orang 

berhak untuk hidup dan kehidupannya. Selanjutnya Pasal 28B setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Dalam era globalisasi saat ini, transportasi baik di dalam negeri suatu 

negara maupun lintas negara baik transportasi dengan peralatan sederhana 

(perahu, sepeda, kereta kuda/sapi, dan lain-lain) maupun dengan alat 

transportasi dengan peralatan anggih (pesawat terbang, kapal bermesin 

modern dan lain-lain), menyebabkan timbulnya roda perekonomian suatu 

negara mempunyai variable dan memungkinkan bermunculan berbagai industri 

barang maupun industri jasa. Perdagangan manusia memanfaatkan kemajuan 

industri jasa sebagai salah satu cara untuk mengeruk keuntungan secara terus 

menerus, dan merupakan industri yang paling menguntungkan diantara 

berbagai kejahatan trans nasional lainnya termasuk trafficking of drugs and 

arms. 
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Berbeda halnya dengan kejahatan untuk komoditi barang yang habis 

sekali dipakai sebagaimana narkoba, komoditi manusia dapat dibeli, dijual dan 

diperlakukan secara kejam dan berulang-ulang untuk meningkatkan margin 

keuntungan. Kejahatan ini mencari mangsa pada mereka yang lemah secara 

pisik, emosional atau ekonomi, mengekploitasi aspirasi dan mimpi-mimpi 

mereka yang tidak berdosa, dalam situasi ini maka tidak akan terjadi 

kekurangan calon korban.122 Tindak pidana Perdagangan Orang dilakukan oleh 

berbagai kelompok besar dan kecil, terorganisasi atau tidak, bahkan oleh 

anggota keluarga sekalipun.123 

Definisi perdangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, 

ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan 

protocol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas 

manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal 

dengan sebutan έtǊƻǘƻŎƻƭ tŀƭŜǊƳƻέ. Protokol ini merupakan sebuah perjanjian 

yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban 

bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya. 

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo tertuang di dalam Pasal 

3124 yang berbunyi: 

a. Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, 

pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan 

melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, 

penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk 

mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. 

Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui 

bentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek- 

praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui 

pemindahan organ tubuhnya. 

                                                           
122 Nugroho, Susanti, Adi, Gambaran Umum Tentang Manusia/Trafficking In Person, Ceramah di 
Hotel 
Quality Makassar, tanggal 2 Juli 2007. 
123 IOM Indonesia, Fenomena Traficking Manusia dan Konteks Hukum Internasional, Jakarta, 2006, 
hlm. 11. 
124 IOM, Combating Trafficking in Person in Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 4. 
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b. Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang dimaksud pada 

Pasal 3 sub (a), pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana 

yang dimaksud pada sub (a). 

c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan 

seorang anak untuk ƳŀƪǎǳŘ ŜƪǎǇƭƻƛǘŀǎƛ Řƛ ŀƴƎƎŀǇ ǎŜōŀƎŀƛ έǇŜǊŘŀƎŀƴƎŀƴ 

ƻǊŀƴƎέ ƳŜǎƪƛǇǳƴ ŀǇŀōƛƭŀ Ƙŀƭ ƛƴƛ ǘƛŘŀƪ ƳŜƴŎŀƪǳǇ ǎŀƭŀƘ ǎŀǘǳ ǎŀǊŀƴŀ ȅŀƴƎ 

termaktub pada sub (a) pasal ini. 

d. έ!ƴŀƪέ ōŜǊŀǊǘƛ ǎŜǎŜƻǊŀƴƎ ȅŀƴƎ ƳŀǎƛƘ ŘƛōŀǿŀƘ ǳƳǳǊ му όŘŜƭŀǇŀƴ ōŜƭŀǎύ 

tahun. Berpokok pangkal dari definisi tersebut diatas dalam Pasal 3 sub (a), 

maka dapat di lihat unsur pokoknya, yaitu : 

1) Proses: terdiri dari perekrutan, pengangkutan, pemindahan, 

penampungan atau penerimaan orang. 

2) Cara: ancaman, atau paksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara 

kekerasan lain, penculikan, penipuan, penyiksaan/penganiayaan, 

pemberian atau penerimaan pembayaran tertentu untuk persetujuan 

atau mengendalikan orang lain. 

3) Tujuan: Eksploitasi (setidaknya melalui eksploitasi melalui pelacuran, 

melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau 

memberikan pelayanan paksa, melalui perbudakan, melalui praktek-

praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui 

pemindahan organ tubuh)125. 

Selanjutnya ŘŀǎŀǊ ǇŜƳƛƪƛǊŀƴ ŘƛƪŜƭǳŀǊƪŀƴƴȅŀ άtǊƻǘƻƪƻƭ tŀƭŜǊƳƻέ ŀŘŀƭŀƘ: 

- Untuk memperkenalkan definisi internasional pertama tentang perdagangan 

orang. 

- Menjabarkan suatu pendekatan yang komprehensif untuk menunjukan 

kejahatan perdagangan orang. 

- Menggariskan dan menyarankan upaya-upaya kooperasi antar negara guna 

memerangi perdagangan orang dan melindungi serta melayani korban126. 

Di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam 

Rapat Paripurna Terbuka tanggal 20 maret 2007 telah menyetujui Rancangan 
                                                           
125 IOM, Ibid., hlm. 5. 
126 IOM, Ibid., hlm. 6. 
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Undang-undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (PTPPO) untuk disahkan menjadi Undang-undang dengan Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4720. Undang-Undang ini merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia 

untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tersebut dan telah diundangkan 

pada tanggal 19 April 2007. Sebagai perbandingan dengan protokol palermo, 

maka definisi perdagangan orang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 

NƻƳƻǊ нм ¢ŀƘǳƴ нллт ŀŘŀƭŀƘ έ¢ƛƴŘŀƪŀƴ ǇŜǊŜƪǊǳǘŀƴΣ ǇŜƴƎŀƴƎƪǳǘŀƴΣ 

penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang 

denganancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik 

yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi 

ŀǘŀǳ ƳŜƴƎŀƪƛōŀǘƪŀƴ ƻǊŀƴƎ ǘŜǊŜƪǇƭƻƛǘŀǎƛέ 

Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang nomor 21 tahun 

нллт Řƛ ǎŜōǳǘƪŀƴ ōŀƘǿŀ έ9ƪǎǇƭƻƛǘŀǎƛ ŀŘŀƭŀƘ ǘƛƴŘŀƪŀƴ ŘŜƴƎŀƴ ŀǘŀǳ ǘŀƴǇŀ 

persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau 

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik berupa perbudakan, penindasan, 

pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan 

hukum memindahkan atau mentransplantasi organ/ atau jaringan tubuh atau 

memenfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 

ƳŜƴŘŀǇŀǘƪŀƴ ƪŜǳƴǘǳƴƎŀƴ ōŀƛƪ ƳŀǘŜǊƛƛƭ ƳŀǳǇǳƴ ƛƳƳŀǘŜǊƛƛƭέΦ 

Ketentuan mengenai larangan perdagangan manusia pada dasarnya telah 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 yang 

ƳŜƴȅŀǘŀƪŀƴΥέtŜǊŘŀƎŀƴƎŀƴ ǿŀƴƛǘŀ Řŀƴ ǇŜǊŘŀƎŀƴƎŀƴ ŀƴŀƪ ƭŀƪƛ-laki yang belum 

dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama eƴŀƳ ǘŀƘǳƴέΣ juga 

didalam Pasal 324 Y¦It Řƛƴȅŀǘŀƪŀƴ έ.ŀǊŀƴƎ ǎƛŀǇŀ ŘŜƴƎŀƴ ōƛŀȅŀ ǎŜƴŘƛǊƛ ŀǘŀǳ 

dengan biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau dengan sengaja 

turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan 

tersebut diatas, di ancam deƴƎŀƴ ǇƛŘŀƴŀ ǇŜƴƧŀǊŀ ǇŀƭƛƴƎ ƭŀƳŀ Řǳŀ ōŜƭŀǎ ǘŀƘǳƴέ 



100 
 

Disamping di dalam KUHP, perdagangan orang juga telah diatur dalam 

Pasal 65 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, 

ȅŀƴƎ ƳŜƴȅŀǘŀƪŀƴ έ{ŜǘƛŀǇ ŀƴŀƪ ōŜǊƘŀƪ ǳƴǘǳƪ ƳŜƳǇŜǊƻƭŜƘ ǇŜǊƭƛƴŘǳƴƎŀƴ dari 

kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, 

serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan, narkotika, psikotropika, dan zat 

ŀŘƛƪǘƛŦ ƭŀƛƴƴȅŀέΦ {Ŝƭŀƛƴ ƛǘǳ ƧǳƎŀ ŘƛŘŀƭŀƳ ¦ƴŘŀƴƎ-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perdagangan anak dan 

eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 

88. Di dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

tŜǊƭƛƴŘǳƴƎŀƴ !ƴŀƪΣ ŘƛǎŜōǳǘƪŀƴ ōŀƘǿŀ έ{ŜǘƛŀǇ ƻǊŀƴƎ ȅŀƴƎ ƳŜƳŜǇŜǊŘŀƎŀƴƎƪan, 

menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 

banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Pasal 88 Undang-Undang 

Nomor 23 TŀƘǳƴ нллн ǘŜƴǘŀƴƎ tŜǊƭƛƴŘǳƴƎŀƴ !ƴŀƪ ƳŜƴȅŀǘŀƪŀƴΣ έ{ŜǘƛŀǇ ƻǊŀƴƎ 

yang mengekploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, 

ōŀƘǿŀ ȅŀƴƎ ŘƛƳŀƪǎǳŘ ŘŜƴƎŀƴ ŀƴŀƪ ŀŘŀƭŀƘ έǎŜǎŜƻǊŀƴƎ ȅŀng belum berusia 18 

όŘŜƭŀǇŀƴ ōŜƭŀǎύ ǘŀƘǳƴΣ ǘŜǊƳŀǎǳƪ ŀƴŀƪ ȅŀƴƎ ƳŀǎƛƘ ŘŀƭŀƳ ƪŀƴŘǳƴƎŀƴέΣ ¦ƴŘŀƴƎ-

undang tersebut tidak bisa diterapkan kepada pelaku perdagangan orang yang 

korbannya bukan anak-anak. 

Di dalam praktek pasal-pasal pemidanaan tersebut sulit untuk diterapkan, 

sebagaimana prediksi pihak kepolisian, bahwa pelaku perdagangan orang 

seringkali terdiri dari orang-orang yang berbeda pada tahapan perdangan orang 

seperti misalnya Orang yang merekrut berbeda dengan orang yang mengantar 

atau membawa korban. Upaya penuntutan kepada germo yang sering berlaku 

sebagai pelaku perdagangan orang menggunakan Pasal 333 KUHP tentang 

έƳŜǊŀƳǇŀǎ ƪŜƳŜǊŘŜƪŀŀƴ ǎŜǎŜƻǊŀƴƎέ ƧǳƎŀ ǎǳƭƛǘ ŘƛƭŀƪǳƪŀƴΣ ƪŀǊŜƴŀ έŀƴŀƪ 
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ŀǎǳƘƴȅŀέ ōŜǊǎŜŘƛŀ έƳŜƳōŜǊƛƪŀƴέ ǇŜǊƴȅŀǘŀŀƴ ǘŜǊǘǳƭƛǎ ōŀƘǿŀ ƳŜǊŜƪŀ ŘŀǘŀƴƎ 

atas kemauan sendiri dan seijin orang tua.127 

YŜǊŀƴŎǳŀƴ ǇŜƴŀŦǎƛǊŀƴ ƳŜƴƎŜƴŀƛ άŀƴŀƪέ di bawah umur, di dalam Pasal 45 

Y¦It ŘƛǎŜōǳǘ ōŀƘǿŀ άDalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang 

belum dewasa, karena melakukan sesuatu tindak pidana sebelum umur 16 

(enam) belas tahunέ. 

Anak adalah orang yang dalam masalah anak nakal telah mencapai 8 

(delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum 

pernah kawin, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dalam Pasal м ŀȅŀǘ όмύ Řƛƴȅŀǘŀƪŀƴ έ!ƴŀƪ ŀŘŀƭŀƘ 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

ƳŀǎƛƘ ŘŀƭŀƳ ƪŀƴŘǳƴƎŀƴέΣ ŘŀƭŀƳ Ƙŀƭ ƛƴƛ ƳŀǎƛƘ ōŜƭǳƳ ŀŘŀ ǇŜǊǎŀƳŀŀƴ ŀƴǘŀǊŀ 

Undang-undang yang satu dan Undang-undang yang lainnya, yang bisa 

berpengaruh terhadap penindakan hukum bagi pelaku perdagangan orang. 

Selanjutnya dalam Pasal 297 KUHP mengenai larangan perdagangan 

wanita dan perdagangan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan 

tindakan tersebut sebagai suatu kejahatan yang sanksinya di nilai terlalu ringan 

yang tidak sebanding dengan dampak yang di derita korban akibat perdagangan 

orang, yakni dengan di pidana penjara paling lama enam tahun, sedangkan pada 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (PTPPO) dipidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 

15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 

(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam 

ratus juta rupiah), Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

ǘŜƴǘŀƴƎ t¢tth ƳŜƴȅŜōǳǘƪŀƴ έWƛƪŀ ƳŜƴȅŜōŀōƪŀƴ ƪƻǊōŀƴ ŜƪǎǇƭƻƛǘŀǎƛ ǘŜǊǎŜōǳǘ 

menderita luka berat, terganggu jiwanya, hilangnya fungsi reproduksi, 

kehamilan maka ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana seperti 

tersebut di atas, dan apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur 

                                                           
127 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan Perdagangan 
orang/trafficking in person di Indonesia Tahun 2003-2004, Jakarta, 2004. hlm. 11. 
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hidup dan dipidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang di lakukan suatu korperasi 

(korperasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroorganisasi baik 

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum)- selain pidana penjara 

dan denda terhadap pengurusnya juga dipidana denda dan pemberatan 3 (tiga) 

kali lipat dari pidana denda sebagaimana di atur dalam Pasal 2,3,4,5 dan 6 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, dan pencabutan ijin 

usaha, perampasan kekayaan hasil tinda pidana pencabutan status badan 

hukum (Pasal 15 ayat (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang 

PTPPO). 

Di samping Undang-undang tersebut diatas, sebagai dasar hukum nasional 

untuk menindak pelaku perdagangan orang, dapat diperinci sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 26,28 

dan 29 ayat(2)). 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Nomor 

138/1973 tentang usia minimum di perbolehkan bekerja. 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang HAM. 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO RI 182 

tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk 

Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak. 

7. Keppres RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak-

anak (Convention the Right of Child). 

8. Keppres RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi 

kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara (Pasal 5). 

9. Keppres RI Nomor 87 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan. 

10. Keppres RI Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan TKI. 
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BAB IV 
KERANGKA TEORITIK KERJASAMA INTERNASIONAL 

 

A. Landasan Teori Kerjasama Internasional Dalam Penanggulangan Kejahatan 
Transnasional  

Interaksi antar negara tidak dipahami sebagai sesuatu kondisi yang statis. 

Aturan-aturan, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi 

internasional bukanlah sesuatu yang terjadi dalam kehampaan tetapi merupakan 

hasil dari proses panjang dan dinamis yang dihasilkan oleh dinamika dalam interaksi 

antarnegara. Ini tentu saja berbeda dengan lensa dan cara pandang hukum 

internasional yang cenderung untuk melihat aturan, norma-norma dan prinsip-

prinsip itu yang dikembangkan di tingkat internasional sebagai sesuatu variabel yang 

independen yang mempolakan perilaku antarnegara.  

Karena itu pemikiran yang akan diuraikan dalam tulis dalam sub bab ini 

bukanlah dengan membahas dokumen-dokumen hukum internasional yang telah 

dihasilkan dari perspektif hukum internasional, yang lebih dikupas dalam 

pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan pertanyaan mengapa terdapat 

keenderungan untuk membicarakan kejahatan internasional? Kesulitan-kesulitan 

apakah yang muncul terkait dengan konsep kejahatan transnasional itu? Pilihan-

pilihan apakah yang tersedia bagi Indonesia terkait dengan isu kejahatan 

transnasional ini. 

Istilah kejahatan transnasional mulai muncul secara resmi dan banyak 

digunakan sejak tahun 2000 ketika PBB mengeluarkan The UN Convention Against 

Transnational Organized Crime. Menurut kajian yang dilakukan oleh John 

McFarlane128 terhadap dokumen ini, istilah transnasional dalam konteks kejahatan 

itu menunjukkan empat hal  (1) bahwa kejahatan itu  dilakukan tidak hanya di suatu 

negara (2) kejahatan itu dilakukan di suatu negara tetapi sebagian besar 

perencanaan, pelaksanaan dan  pengendaliaannya terjadi di negara lain (3) 

kejahatan dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok kriminal yang 

melakukan kegiatan-kegiatan kriminal di lebih satu negara (4) kejahatan itu 

dilakukan di suatu negara tetapi membawa akibat yang besar pada negara lain. 

                                                           
128 *ÏÈÎ -Ã&ÁÒÌÁÎÅȟ ςππυȢ ȬRegional and international cooperation in tackling transnational crime, 
terrorism and the problems of disrupted statesȭ, Journal of Financial Crime, Vol. 12 Iss: 4, pp.301 ɀ 
309. 
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Dengan karakeristik seperti ini istilah transnasional menggambarkan adanya suatu 

jaringan (network) yang melintasi batas nasional.    

Walau baru dikeluarkan dan dipopulerkan sejak tahun 2000, namun tindakan-

tindakan apa yang dimaksud dengan kejahatan transnasional mengalami 

perkembangan. Kalau kita merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Abdullahhi Y 

Sehhu, ada beberapa hal yang menarik yang dapat  kita petik. Pertama,  pada 

awalnya fokus perhatian dari kejahatan internasional adalah pada drug trafficking, 

people smuggling, illegal trafficking in fire arms dan money laundry. Namun 

kemudian korupsi dan terrorisme internasional ƧǳƎŀ ƳŜƴƧŀŘƛ ōŀƎƛŀƴ ŘŀǊƛ άƪŜƧŀƘŀǘŀƴ 

ǘǊŀƴǎƴŀǎƛƻƴŀƭέŘŜƴƎŀƴ ƪŜƭǳŀǊƴȅŀ ǘƘŜ ¦b /ƻƴǾŜƴǘƛƻƴ !Ǝŀƛƴǎǘ /ƻǊǊǳǇǘƛƻƴ  ǇŀŘŀ 

Desember 2004 dan resolusi DK PBB  1373 pada 28 September 2001 menyusul 

terjadinya persitiwa 11 yang mewajibkan negara-negara untuk mengambil tindakan-

tindakan untuk membekukan dana-dan dan asset keuangan dari orang-orang yang 

memiliki kaitan dengan tindakan-tindakan teroris. 

Dalam kaitan ini menarik mencatat fakta bahwa ASEAN telah memberikan 

perhatian terjadap kejahatan transnasional jauh lebih dulu daripada PBB. Tiga tahun 

sebelum dikeluarkannya Konvensi PBB tentang kejahatan transnasional, ASEAN telah 

mengeluarkan ASEAN Delaration on Transnational Crime. Sejak dikeluarkannya 

deklarasi ini pada 1997, ASEAN  telah pula melaksanakan secara rutin pertemuan 

ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime dan telah pula membuat ASEAN 

Plan of Action to combat Transnational Crime dan Treaty on Mutual Legal Assistance 

in Criminal Matters. Cakupan yang termasuk dalam kejahatan transnasional ASEAN 

ini cukup luas yaitu perdagangan obat terlarang, penyeludupan dan perdagangan 

senjata ringan dan manusia, bajak laut, pencucian uang, kejahatan internet dan dan 

kejahatan ekenomi internasional.  

Di luar mekanisme internasional, dan regional, mekanisme bilateral juga telah 

dilakukan untuk mecegah dan memberantas kejahatan transnasional ini. Studi yang 

dilakukan oleh Louise Shelley (2002) misalnya memaparkan secara rinci bagaimana 

kerjasama bilateral telah dilakukan antara Amerika Serikat dengan Rusia untuk 
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menghadapi kejahatan transanasional ini sebagai bagian dari apa yang disebut 

penulisnya sebagai kerjasama penegakan hukum (law enforcement cooperation).129  

Terdapat dua alasan utama mengapa kerjasama internasional, regional, dan 

bilateral ini dilakukan. Alasan pertama tentu saja adalah karena proses globalisasi. 

Globalisasi tentu saja telah memudahkan kehidupan kita. Perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya teknologi komunikasi dan transportasi, telah membuat 

semakin mudahnya setiap orang berhubungan dengan orang lain. Globalisasi telah 

membuat tidak ada satupun negeri dapat menutup dirinya dari bagian lain dunia ini. 

Kita --seperti yang diyakini oleh kalangan pendukung globalisasi (hyperglobalizers)-- 

ƪƛƴƛ ōŀƪ ƘƛŘǳǇ ŘŀƭŀƳ ǎǳŀǘǳ άŘŜǎŀ Ǝƭƻōŀƭέ ŘƛƳŀƴŀ ǎŜǘƛŀǇ ƻǊŀƴƎ ǎŜŀƪŀƴ ƳŜƴƧŀŘƛ ƪŀǊƛō 

Řŀƴ ŀƪǊŀō ŘŜƴƎŀƴ ƪŜƘƛŘǳǇŀƴ ƻǊŀƴƎ ƭŀƛƴΦ YƛǘŀΣ ǘŜƭŀƘ ƘƛŘǳǇ ŘŀƭŀƳ άŘǳƴƛŀ ǘŀƪ ōŜǊǘŜǇƛ-

ōŀǘŀǎέ όborderless worldύΦ  !ǇŀƪŀƘ ǇŜǊŀŘŀōŀƴ άŘǳƴƛŀ ǘŀƪ ōŜǊǘŜǇƛ-ōŀǘŀǎέ ƛǘǳ ŀƪŀƴ 

terus berlangsung, masihlah problematik. Namun yang pasti adalah bahwa 

globalisasi juga memunculkan tantangan-tantangan baru.  

Salah satu tantangan itu adalah dalam bidang penegakan hukum. Globalisasi 

tidak hanya dimanfaatkan oleh orang yang taat hukum. Dalam arus gelombang 

perpindahan modal, barang dan manusia itu yang semakin cepat dengan intensitas 

yang semakin tinggi itu, pelaku-pelaku kejahatan juga ikut serta bersileweran 

memanfaatkan gelombang kemudahan itu. Para pelaku kriminal lintas nasional 

memahami benaǊ ǘŜƴǘŀƴƎ άŀǎǇŜƪ ƴŜƎŀǘƛŦέ ŘŀǊƛ ŀȊŀǎ ƪŜŘŀǳƭŀǘŀƴ ōŀƎƛ ƻǇŜǊŀǎƛ ƪŜǊƧŀ 

mereka, Mereka memahami benar bahwa otoritas penegak hukum hanya bekerja 

dalam kerangka batas-batas nasional. Mereka juga memahami benar bahwa 

terdapat perbedaan di antara sistem hukum  dan cara kerja birokrasi antar negara. 

Celah-celah di antara sistem hukum dan operasi birokrasi itu yang dimanfaatkan 

semaksimal mungkin oleh para kriminal lintas nasional untuk meloloskan diri dari 

jerat hukum. Situasi inilah yang membatasi kapasitas lembaga-lembaga penegak 

hukum untuk memberi hukuman bagi para pelaku kejahatan lintas nasional kecuali 

jika para penegak hukum itu juga melakukan kerjasama seperti halnya kerjasama 

yang dilakukan oleh para pelaku kriminal lintas nasional itu.     

                                                           
129 Louise Shelley, Ȱ#ÁÎ 2ÕÓÓÉÁ &ÉÇÈÔ /ÒÇÁÎÉÚÅÄ #ÒÉÍÅ ÁÎÄ #ÏÒÒÕÐÔÉÏÎȟȱ The Tocqueville Review/La 
Revue Tocqueville Vol. XXIII, No.2, 2002, pp.37-55. 
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Di samping alasan praktis seperti disebutkan di atas, terdapat alasan lainnya 

yaitu keyakinan dari kaum liberal institutionalis. Di dalam kajian studi hubungan 

internasional, pandangan dari liberal institusionalis sangat mempengaruhi kuatnya 

dorongan untuk melakukan kerjasama. Pandangan ini pada dasarnya menyatakan 

bahwa walau kedaulatan hanya dimiliki negara --yang berarti tidak ada otoritas yang 

lebih tinggi daripada negaraτnamun peluang untuk kerjasama tetap terbuka lebar. 

Bagi pendukung liberal-institusionalis, kerjasama itu dapat dilakukan melalui 

kesepakatan dalam pembentukan norma-norma tertentu (norms building) dan 

melalui pembuatan prosedur-prosedur baku untuk melakukan kerjasama hingga 

penyeleseaian sengketa (mechanism for dispute resolution). Insipirasi dari gagasan 

liberal institusionalis inilah yang memberikan inspirasi bagi penciptaan kerjasama 

regional dan internasional, termasuk dalam bidang penegakan hukum. 

Dalam kaitan ini patut pula mencatat kerjasama-kerjasama itu memiliki dua 

tipe. Pertama, kerjasama yang hanya melibatkan cabang-cabang pemerintahan yang 

kerap disebut dengan disebut dengan intergoverntalism. Kedua, kerjasama yang 

juga melibatkan kelompok di luar pemerintah yang sering disebut dengan istilah 

people centered regionalism. Kerjasama penegakan hukum dalam menghadapi 

kejahatan transnasional pada dasarnya termasuk dalam tipe yang pertama. Hal ini 

disebabkan ranah penegakan hukum hanya ada di tangan negara dimana 

pemerintah menjadi representasi dari wibawa dan otoritas negara itu. Sebagai 

bagian dari intergoverntalism, kerjasama internasional dalam penegakan hukum 

yang dilakukan Indonesia dengan pihak luar teroperasionalisasikan melalui tiga 

lembaga yaitu kejaksaan, polisi dan KPK. Tiga lembaga inilah yang secara ketentuan 

hukum memiliki otoritas dalam bidang penegakan hukum di Indonesia dan yang 

karena itu secara operasional dimungkinkan untuk melaksanakan kerjasama 

internasional dan regional untuk menghadapi kejahatan internasional.  Pengaturan 

tentang bagaimana kerjasama itu dilakukan berada di bawah koordinasi 

Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai regulatory body dalam pengembangan 

hukum di Indonesia. 



108 
 

Identifikasi dan lacakan awal terhadap praktik-pratik yang telah dilakukan 

Indonesia dalam kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum  

menunjukkan beberapa hal menarik.   

Pertama, landasan hukum untuk melakukan kerjasama dalam bidang hukum, 

yang sering disebut dengan istilah Mutual Legal Assistance (MLA), telah dirumuskan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam 

Masalah Pidana.  

Kedua, Indonesia telah menandatangani sejumlah MLA bilateral dengan 

beberapa negara  (dengan Australia, dengan China,  dengan Hongkong dan Korea) 

Tiga yang disebut pertama telah disetujui oleh parlemen masing-masing melalui 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara 

Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah 

Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual 

Asisstance in Criminal Matters); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat 

China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty 

.ŜǘǿŜŜƴ ǘƘŜ wŜǇǳōƭƛŎ LƴŘƻƴŜǎƛŀ ŀƴŘ ǘƘŜ tŜƻǇƭŜΩǎ Republic of China on Mutual Legal 

Assistance in Criminal Matters); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah 

Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan 

Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Agreement Between The Government 

Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hong Kong Special 

!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜ wŜƎƛƻƴ hŦ ¢ƘŜ tŜƻǇƭŜΩǎ wŜǇǳōƭƛŎ hŦ /Ƙƛƴŀ /ƻƴŎŜǊƴƛƴƎ aǳǘǳŀƭ [ŜƎŀƭ 

Assistance In Criminal Matters), dan satu yang terakhir masih menunggu 

persetujuan DPR.  

Ketiga, disamping yang bersifat bilateral, Indonesia juga telah menjadi salah 

pihak dalam kesepakatan regional. Pada 29 November 2004, Indonesia salah satu 

penandatangan dari ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty  dan telah disahkan 

menjadi bagian ketentuan hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal 

Matters (Perjanjian ttg Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).  
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Keempat, di tataran internasional, ada dua momen penting yang patut dicatat. 

Yang pertama pada tahun 2006, Indonesia menghasilkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 

2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) untuk menunjukkan 

komitmen Indonesia yang kuat terhadap UN Convention Against Corruption 

(UNCAC). Yang kedua, tiga tahun kemudian, tepatnya pada 12 Januari 2009. 

Indonesia telah mengadopsi UN Convention Against Transnational Organized Crime. 

Salah satu tekanan penting dari  Konvensi ini adalah keharusan untuk melakukan 

MLA dalam menghadapi kejahatan yang teroganisir lintas-nasional.  

Kelima, sebenarnya jauh sebelum munculnya isu kejahatan transnasional 

LƴŘƻƴŜǎƛŀ ǘŜƭŀƘ ƳŜƴǳƴƧǳƪƪŀƴ άƪŜǇŜŘǳƭƛŀƴƴȅŀέ  ŘŜƴƎŀƴ ƪŜƘŀŘƛǊŀƴ ¦ndang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Ada tiga poin penting dari ketentuan 

hukum ini (1) negara pemohon (requesting state) dapat meminta kepada negara 

yang dimohon (requested state) untuk mengekstradisi  seseorang yang menjadi 

tersangka dan terdakwa kejahatan dengan syarat seseorang itu tidak menjadi 

tersangka atau terdakwa di negara yang dimohon; (2) ekstradisi dapat dilakukan  

melalui kerangka bilateral, multilateral; (3) azas untuk melakukan ekstradisi adalah 

atas dasar prinsip timbal balik (reciprocity) dan atas dasar kepentingan nasional 

(national interest). Dalam kaitan ini menarik mencatat bahwa Indonesia telah 

menandatangani kesepakatan ekstradisi dengan beberapa Negara. (Dengan 

Malaysia pada tahun 1974  melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974, dengan 

Filipina melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1976, dengan Thailand  melalui 

Undang-Undang Nomor  2  Tahun 1978, dengan Australia melalui Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1999, dengan Hongkong pada tahun 2001 melalui Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2001 dan dengan Republik Korea melalui Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2007).  

Keenam, di luar jalur-jalur formal di atas, dalam praktik Indonesia juga telah 

berupaya untuk menghadapi kejahatan-kejahatan transnasional ini melalui jalur-

jalur informal. Dalam hal ini ada dua ciri khas dari jalur informal ini. Pertama, 

kerjasama itu dilakukan tanpa harus terlebih dahulu menghasilkan kesepakatan 

(treaty). Kedua, kerjasama ini dilakukan atas dasar permintaan. Ketiga, kerjasama ini 
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dilakukan secara langsung antara lembaga penegak hukum. Sebagai contoh menarik 

untuk menjelaskan jalur informal ini. Tahun 2010 misalnya, Kejaksaan Agung 

Indonesia Indonesia telah menerima rogatory letter dari Rumania dan Belanda 

walupun Indonesia tidak memiliki MLA formal dengan kedua negara. Dalam kaitan 

ini, ada  dua manfaat dari jalur informal ini. Pertama untuk mengatasi kemacetan 

birokrasi (bureaucratic hurdles) dan proses panjang diplomatik dalam pembuatan 

MLA. Kedua, untuk memberikan efek deterrence yang lebih tinggi bagi pelaku 

kejahatan transnasional, khususnya dalam konteks ekstradisi. Ketujuh, muatan dari 

karakter atau watak dari seluruh kerjasama-kerjasama  ini sangat luas. Ia dapat 

bergerak mulai dari yang sangat lembut yaitu konferensi dan pertemuan reguler, 

exchange of  information, human reseources development, technical cooperation, 

hingga yang sangat operasional seperti pembekuan asset (asset frozen) dan 

ekstradisi. 

 

B. Tipologi Strategis Kerjasama Internasional (Studi Kasus di ASEAN dan Opsi di 

Indonesia) 

B.1. Pendahuluan 

Tulisan ini disusun untuk memberikan sebuah panduan bagi Pemerintah 

Indonesia untuk menyusun strategi kerjasama internasional dalam penegakan 

hukum kejahatan transnasional. Dalam tulisan ini, digunakan pendekatan 

menggunakan dua tipologi, yaitu berdasarkan budaya hukum dan dependensi antar 

ƴŜƎŀǊŀΦ 5ƛ ǎƛƴƛΣ ŘƛƎǳƴŀƪŀƴ ŎƻƴǘƻƘ ƪŀǎǳǎ ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ !{9!bΣ ƳŜƴƎƛƴƎŀǘ ƴŜƎŀǊŀ-

negara tersebut berada di lingkar dekat sekaligus prioritas kebijakan luar negeri 

Indonesia dan termasuk dalam satu kawasan regional yang sama. Lebih jauh, tulisan 

ini akan memberikan tawaran pilihan rasional atas beberapa skenario kerjasama 

internasional dalam penegakan hukum dengan negara-negara di ASEAN demi 

menunjang kepentingan nasional Indonesia. 

 

B.2. Kerjasama internasional berdasarkan tipologi budaya hukum 

Disini, diasumsikan bahwa kerjasama internasional akan bisa terjadi dengan 

baik, apabila terjadi rekonsiliasi budaya. Rekonsiliasi budaya terjadi dengan baik 

apabila terjadi pemahaman akan tipologi budaya hukum negara yang bersangkutan 
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dengan tipologi budaya hukum mitra kerjasamanya, dan keinginan yang kuat untuk 

bekerjasama atau bertemu di suatu titik, daripada mempertahankan ego atau 

interest belaka. 

B.2.1. Variabel-variabel pembentuk tipologi budaya hukum 

Disini, digunakan tipologi budaya hukum dengan mendasarkan pada dua 

variabel dalam dilema kultural, yaitu : (1) Power Distance, sebuah konsep yang 

dituliskan oleh Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede dan Michael Minkov dalam 

Cultures and Organizations π Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its 

Importance for Survival (Hofstede et al., 2010) ; dan (2) Universalism versus 

Particularism, sebuah konsep yang dituliskan oleh Charles Hampden-Turner dan 

Fons Trompenars dalam Building Cross-Cultural Competence : How to create wealth 

from conflicting values. (Hampden-Turner and Trompenaars, 2000). Selanjutnya, dua 

variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Pertama, Power Distance mengindikasikan tentang dependensi suatu hubungan 

dalam relasi kuasa di suatu negara.  

Di suatu negara dengan tingkat power distance rendah, terdapat dependensi 

yang terbatas dari bawahan terhadap atasan, dan ada preferensi untuk terjadinya 

konsultasi yang hal ini mengindikasikan adanya interdependensi antara bawahan 

dan atasan. Jarak emosional antara bawahan dan atasan relatif rendah, bawahan 

dapat dengan mudah menegur atau berseberangan pendapat dengan atasan 

mereka. Dengan kata lain, negara dengan tingkat power distance rendah lebih 

cenderung egaliter.  

Sedangkan negara dengan tingkat power distance tinggi, terdapat dependensi 

yang tinggi dari bawahan terhadap atasan. Di sini, secara umum, tanggapan 

bawahan ada 2, yaitu menerima dependensi yang totalitas, bahkan dalam suatu 

bentuk kepemimpinan yang otoriter dan paternalistik, atau menolak sama sekali 

dependensi, yang secara psikologis dikenal sebagai counterdependence ς hal ini 

mengindikasikan dependensi dalam pengertian yang negatif. Negara dengan tingkat 

power distance tinggi menunjukkan secara tegas polarisasi antara dependence dan 

conterdependence. Dalam hal ini, jarak emosional antara bawahan dan atas menjadi 

sangat lebar, di mana bawahan cenderung tak akan menegur atau berseberangan 
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pendapat dengan atasannya secara langsung. Dengan kata lain, negara dengan 

tingkat power distance tinggi lebih cenderung hierarkis.  

Dengan demikian, power distance dapat didefinisikan sebagai perluasan 

terhadap pengharapan dan penerimaan anggota masyarakat yang lebih kecil 

kekuasaannya dalam suatu institusi dan organisasi di suatu negara terhadap 

distribusi kekuasaan yang tidak setara. Institusi menjadi dasar yang penting dari 

masyarakat, baik itu keluarga, sekolah, dan komunitas. Dengan kata lain, organisasi 

ƳŜƴƧŀŘƛ ǎŜōǳŀƘ ǿŀƘŀƴŀ Řƛ Ƴŀƴŀ ƻǊŀƴƎπƻǊŀƴƎ ōŜƪŜǊƧŀΦ 

Kedua, Universalism versus Particularism mengindikasikan tentang orientasi 

ƳŀǎȅŀǊŀƪŀǘ ŀǘŀǎ ǇǊŜŦŜǊŜƴǎƛ ǘŜǊƘŀŘŀǇ ŀǘǳǊŀƴπŀǘǳǊŀƴ ȅŀƴƎ ōŜǊƭŀƪǳ ǳƴƛǾŜǊǎŀƭ 

(universalism) atau hubungan personal yang berlaku khusus (particularism) di suatu 

negara.  

Negara yang memiliki karakter Universalism lebih fokus pada aturan-aturan 

ŘŀǊƛǇŀŘŀ ƘǳōǳƴƎŀƴπƘǳōǳƴƎŀƴ ǇŜǊǎƻƴŀƭΦ 5ƛ ƴŜƎŀǊŀ ƛƴƛΣ ƪƻƴǘǊŀƪπƪƻƴǘǊŀƪ ƘǳƪǳƳ ǎƛŀǇ 

untuk disepakati dan ditaati pelaksanaanya. Orang yang dapat dipercaya adalah 

seseorang yang dapat menjaga kata-katanya atau menepati janjinya atau mereka 

yang menaati kontrak. Hanya ada satu kebenaran atau realitas di negara dengan 

karakter ini, yaitu segala sesuatu yang telah disepakati. Dengan kata lain, 

kesepakatan adalah kesepakatan (a deal is a deal).  

Sedangkan negara yang memiliki karakter Particularism lebih fokus pada 

ƘǳōǳƴƎŀƴπƘǳōǳƴƎŀƴ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ŘŀǊƛǇŀŘŀ ŀǘǳǊŀƴπŀǘǳǊŀƴΦ 5ƛ ƴŜƎŀǊŀ ƛƴƛΣ ƪƻƴǘǊŀƪ-

kontrak hukum siap untuk dimodifikasi atau diubah isinya. Orang yang dapat 

dipercaya adalah seseorang yang mementingkan perubahan hubungan yang saling 

berketergantungan (mutualities). Ada beberapa perspektif terhadap realitas dan hal 

itu bergantung secara relatif terhadap setiap partisipan. Dengan kata lain, hubungan 

antar persona berkembang atau berevolusi. 

B.2.2. Tipologi budaya hukum 

Dari kedua variabel tersebut di atas dan dari data yang diperoleh dari dua buku 

ǊǳƧǳƪŀƴ Řƛ ŀǘŀǎΣ ǎŜǊǘŀ ŘŜƴƎŀƴ ƳŜƴƎŀŘŀǇŀǘŀǎƛƴȅŀ ǳƴǘǳƪ ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊa ASEAN 

dengan rentang nilai 0 sampai 1, maka didapatkan hasil perhitungan dalam bentuk 

diagram tipologi sebagai berikut: 
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Diagram I. Tipologi Budaya Hukum Negara-Negara ASEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (SYALTOUT et al., 2012 (forthcoming)) 

 

Dari diagram di atas, dapat dibuat tipologi budaya hukum negara-negara ASEAN 

sebagai berikut :  

Kuadran I, ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ ŘŜƴƎŀƴ Power Distance dan Universalism versus 

Particularism ȅŀƴƎ ǘƛƴƎƎƛΦ YŀǊŀƪǘŜǊ ōǳŘŀȅŀ ƘǳƪǳƳ ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ ƛƴƛ ōŜǊǎƛŦŀǘ person--

πoriented culture. Negara-negara ini memiliki kesenjangan kekuasaan yang tinggi 

atau dengan kata lain sangat hierarkis, dan di lain sisi juga sangat mengedepankan 

kedekatan hubungan personal yang khusus (particular) daripada aturan hukum yang 

bersifat umum dan menyeluruh (universal). Di negara-negara tersebut, pemimpin 

sering dianggap sebagai seorang figur ayah yang baik, yang mengetahui dengan baik 

apa yang harus dilakukan dan apa yang baik bagi bawahannya. Di negara-negara ini, 

tekanan lebih berupa moral dan sosial, daripada finansial atau hukum. Kekuasaan 

dan perbedaan status dilihat sebagai sesuatu yang alamiah, suatu karakter dari para 

pemimpin itu sendiri yang penting, dan tidak terkait dengan berhasil atau tidaknya 

mereka melakukan sesuatu. Bagi masyarakat negara di kuadran ini, pertanyaan siapa 

lebih penting daripada apa, maksudnya siapa yang melakukan sesuatu lebih penting 

daripada apa yang telah dikerjakan. Berdasarkan diagram di atas, negara-negara 

yang termasuk dalam kuadran ini adalah Malaysia, Brunei dan Philippines. 
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Kuadran II, negara-negara dengan Power Distance tinggi namun Universalism versus 

Particularism yang rendah. Karakter budaya hukum negara-negara ini bersifat 

roleπoriented culture. Negara-negara ini memiliki karakter di mana suatu pembagian 

kerja secara irokratis dengan beberapa peran dan fungsi diatur lebih dulu dan sangat 

maju. Struktur-struktur tersebut bertahap, simetris, terarah di atas dan sangat luas 

di bawah, stabil, rigid dan kuat. Hierarkinya sangat berbeda jika dibandingkan 

dengan hierarki dalam keluarga. Setiap hierarki yang lebih tinggi memiliki fungsi 

yang jelas dan dapat dibuktikan menciptakan manfaat sekaligus kestabilan dari 

seluruh hierarki yang ada. Para bawahan mengikuti atasan, lebih karena peran 

atasan yang memang memiliki kewenangan untuk memerintah mereka, bukan 

karena status atasan belaka. Status tidak melekat secara personal, tetapi pada 

sebuah peran. Berdasarkan diagram di atas, tidak ada satu pun Negara di ASEAN 

yang termasuk dalam kuadran ini.  

Kuadran III, ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ ŘŜƴƎŀƴ Power Distance rendah namun Universalism 

versus Particularism yang tinggi. Karakter budaya hukum negara-negara ini bersifat 

fulfilment-oriented culture. bŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ ƛƴƛ ƳŜƳƛƭƛƪƛ ƪŀǊŀƪǘŜǊ ōǳŘŀȅŀ ȅŀƴƎ 

didasarkan pada ide bahwa organisasi merupakan suatu upaya sekunder untuk 

melengkapi hal-hal yang bersifat individual. Organisasi seharusnya dipandang untuk 

berperan sebagai inkubator dari ekspresi diri dan penyempurnaan diri. Karakter 

masyarakat di negara ini sangat personal dan egaliter secara bersamaan. Dengan 

demikian, hampir tidak ada struktur sama sekali, atau apabila ada struktur, itu lebih 

merupakan untuk kenyamanan tiap orang. Dengan mengedepankan hubungan yang 

sangat personal daripada sebuah aturan yang berlaku umum namun sekaligus 

egaliter, membuat budaya hukum, konsultan hukum, para penegak hukum dan 

semua orang yang terlibat dengan hukum menjadi inovatif, namun memiliki 

kecenderungan bekerja sendiri-sendiri. Di sini, pemimpin lebih dilihat performa 

kinerjanya, daripada statusnya. Di kuadran ini, kerjasama mengikuti siapa yang 

dapat memberikan impresi atau kesan akan progresifitas atau kemajuan hukum dan 

ide siapa yang berjalan dengan baik. Artinya, pertarungan ide atau usulan kerjasama 

internasional dalam penegakan hukum, hanya akan diterima apabila penegakan 

hukum di negara mitra dinilai progresif dan telah terbukti baik, jika tidak, maka 
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ǊŜǎƛǎǘŜƴǎƛ ǎŀƴƎŀǘ ōŜǎŀǊΦ .ŜǊŘŀǎŀǊƪŀƴ ŘƛŀƎǊŀƳ Řƛ ŀǘŀǎΣ ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ ȅŀƴƎ ǘŜǊƳŀǎǳƪ 

dalam kuadran ini adalah Indonesia, Singapura, Vietnam dan Myanmar.  

Kuadran IV, ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ ŘŜƴƎŀƴ Power Distance dan Universalism versus 

Particularism ȅŀƴƎ ǊŜƴŘŀƘΦ YŀǊŀƪǘŜǊ ōǳŘŀȅŀ ƘǳƪǳƳ ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ ƛƴƛ ōŜǊǎƛŦŀǘ 

project-oriented culture. Negara-negara ini memiliki karakter yang egaliter, namun 

berbeda dengan karakter dalam kuadran I dan menggabungkan karakter dalam 

kuadran II yang lebih personal sekaligus berorientasi tugas. Jika orientasi dalam 

kuadran II adalah cara (means), maka orientasi dalam kuadran ini adalah tujuan 

akhir (ends) dari suatu kerjasama internasional. Segala sesuatu harus dilakukan 

untuk menjaga intensitas atau kepentingan strategis dan capaian terhadap suatu 

ǘŀǊƎŜǘΦ bŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ Řƛ ƪǳŀŘǊŀƴ ƛƴƛ ōŜǊƻǊƛŜƴǘŀǎƛ ǇŀŘŀ ǘǳƎŀǎ ŀǘŀǳ ǘŀƴƎƎǳƴƎ ƧŀǿŀōΣ 

secara khusus ditangani oleh team atau kelompok proyek (project groups), artinya 

kerjasama internasional dalam penegakan hukum di kuadran ini sangat 

mengandalkan pada task-forces groups. Di kuadran ini, biasanya peran-peran dari 

tiap anggota dalam suatu kerjasama internasional sudah ditentukan terlebih dahulu. 

Kriteria yang penting adalah bagaimana performa kinerja mitra dalam kerjasama 

internasional dan bagaimana kontribusinya dalam luaran yang diinginkan (desired 

outcome). Berdasarkan diagram di atas, negara-negara yang termasuk dalam 

kuadran ini adalah Cambodia, Laos dan Thailand. 

 

B.2.3. Skenario kerjasama internasional berdasarkan tipologi budaya hukum 

Dengan tipologi budaya hukum di atas, maka dapat diprediksikan skenario 

terbaik dari kerjasama internasional antara negara-negara tersebut adalah sebagai 

berikut : 

Pertama, kerjasama internasional yang berbasiskan budaya hukum yang paling 

mudah sekaligus menguntungkan adalah dengan negara-negara berkuadran sama, 

karena tidak terjadi perbedaan yang besar dalam karakter budaya hukumnya. Jadi 

bagi suatu negara di kuadran I, paling mudah melakukan kerjasama intenasional 

dengan negara-negara lain di kuadran I. Begitu pula bagi negara yang berada di 

kuadran III, paling mudah bekerjasama dengan negara di kuadran III juga. Serta 
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tentu saja, bagi negara di kuadran IV, paling menguntungkan bila bekerja sama 

dengan negara di kuadran IV juga.  

Kedua, kerjasama internasional yang berbasiskan budaya hukum di ASEAN, 

memberikan kemungkinan sekaligus keuntungan paling besar di  kuadran III, di 

mana negara-negara yang berada di kuadran III tetap, sedangkan negara-negara 

yang berada di kuadran I dan kuadran IV berpindah ke kuadran III. Dalam skenario 

ini, negara-negara yang berskala di kuadran III mendapatkan temptation atau 

absolute gain, sedangkan negara-negara yang berasal dari kuadran I dan kuadran IV 

mendapatkan reward, dimana temptation dan reward bernilai positif. Diskenario ini, 

kerjasama internasional yang terjadi haruslah fulfilment-oriented culture. Di sini, 

ƪŜŎŜƴŘŜǊǳƴƎŀƴƴȅŀ ǘƛŀǇ ƴŜƎŀǊŀ ŀƪŀƴ ōŜƪŜǊƧŀ ǎŜƴŘƛǊƛπǎŜƴŘƛǊƛΦ tŜndekatan yang harus 

dilakukan adalah yang personal sekaligus egaliter. Diskenario ini, tiap negara ASEAN 

harus berlomba untuk menunjukkan performa kinerja penegakan hukumnya yang 

ōŀƛƪΣ ŀƎŀǊ ōƛǎŀ ŘƛǘŜǊƛƳŀ Řŀƴκŀǘŀǳ Řƛŀƪǳƛ ƻƭŜƘ ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ ƭŀƛƴƴȅŀΦ !ǊǘƛƴȅŀΣ upaya 

kerjasama internasional dalam penegakan hukum hanya akan bisa tercapai dengan 

ōŀƛƪΣ ŀǇŀōƛƭŀ ǳǇŀȅŀ ǇŜƴŜƎŀƪŀƴ ƘǳƪǳƳ ƴŀǎƛƻƴŀƭ Řƛ ƳŀǎƛƴƎπƳŀǎƛƴƎ ƴŜƎŀǊŀ ǎǳŘŀƘ ōŀƛƪΦ 

Dengan demikian, pendekatan sharing and comparing experiences menjadi sangat 

efektif bagi terciptanya kerjasama internasional ini. Lebih jauh, forum pembelajaran 

bersama (learning communityύ ŀƴǘŀǊ ǇŜƴŜƎŀƪ ƘǳƪǳƳ ŘŀǊƛ ƳŀǎƛƴƎπƳŀǎƛƴƎ ƴŜƎŀǊŀΣ 

atau pertukaran maupun pengiriman pengajar atau pelatih penegakan hukum dari 

satu negara ke negara ASEAN lainnya, menjadi lebih penting dan sangat efektif.  

Ketiga, kerjasama internasional yang berbasiskan budaya hukum di ASEAN, akan 

ƳŜƳōŜǊƛƪŀƴ ƪŜǳƴǘǳƴƎŀƴ ǇŀƭƛƴƎ ōŜǎŀǊ ōŀƎƛ ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ Řƛ ƪǳŀŘǊŀƴ LΣ ƪƻƳǇŜƴǎŀǎƛ 

yang baik bagi negara-negara di kuadran III, namun ōƛŀȅŀ ǘƛƴƎƎƛ ōŀƎƛ ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ 

di kuadran IV, apabila kerjasama internasional diarahkan pada kuadran I. Diskenario 

ƛƴƛΣ ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ Řƛ ƪǳŀŘǊŀƴ L ƳŜƴŘŀǇŀǘƪŀƴ temptation, negara di kuadran III 

mendapatkan reward dan negara di kuadran IV cenderung menjadi pecundang. Bagi 

ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ Řƛ ƪǳŀŘǊŀƴ LLLΣ ǘƛŘŀƪ ǘŜǊƧŀŘƛ ƪŜǎǳƭƛǘŀƴ ŀŘŀǇǘŀǎƛ ŘŀƭŀƳ ǊŀƴƎƪŀ 

rekonsiliasi budaya hukum, mereka hanya perlu mengubah pendekatan yang selama 

ini personal dan egaliter, menjadi pendekatan kerjasama yang personal dan 

hierarkis. Sedangkan bagi Negara-negara di kuadran IV, mereka harus melakukan 
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ΨǊŜǾƻƭǳǎƛ ōǳŘŀȅŀ ƘǳƪǳƳΩ ŘŜƴƎŀƴ ƳŜƴƎǳōŀƘ ǇŜƴŘŜƪŀǘŀƴ ȅŀƴƎ ǎŜƭŀƳŀ ƛƴƛ ōŜǊōŀǎƛǎ 

aturan dan egaliter, menjadi pendekatan yang personal dan hierarkis. Diskenario 

dengan karakter person-oriented culture ini, kerjasama internasional sejatinya 

ŀŘŀƭŀƘ ƪŜǊƧŀǎŀƳŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ŀƴǘŀǊŀ Ŝƭƛǘ ŘŀǊƛ ƳŀǎƛƴƎπƳŀǎƛƴƎ ƴŜƎŀǊŀΦ 5ƛǇƻƭŀ ƛƴƛΣ 

ǇŜǊǘŜƳǳŀƴ ǘƛƴƎƪŀǘ ǘƛƴƎƎƛ ǇŀǊŀ ǇŜƳƛƳƛǇƛƴ ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ !{9!b όASEAN Summit) 

menemukan elan vitalnya.  

Keempat, kerjasama internasional yang berbasiskan budaya hukum di ASEAN, akan 

memberikan keuntungan paling besar bagi Negara-negara di kuadran IV, kompensasi 

yang baik bagi negara-negara di kuadran III, namun biaya tinggi bagi negara-negara 

di kuadran I, apabila kerjasama internasional diarahkan pada kuadran IV. Di skenario 

ini, negara-negara di kuadran IV mendapatkan temptation, negara di kuadran III 

mendapatkan reward dan negara di kuadran I cenderung menjadi pecundang. Bagi 

negara-negara di kuadran III, tidak terjadi kesulitan adaptasi dalam rangka 

rekonsiliasi budaya hukum, mereka hanya perlu mengubah pendekatan yang selama 

ini personal dan egaliter, menjadi pendekatan kerjasama yang berdasarkan aturan-

aturan yang berlaku universal dan egaliter. Sedangkan bagi negara-negara di 

kuadran IΣ ƳŜǊŜƪŀ ƘŀǊǳǎ ƳŜƭŀƪǳƪŀƴ ΨǊŜǾƻƭǳǎƛ ōǳŘŀȅŀ ƘǳƪǳƳΩ ŘŜƴƎŀƴ ƳŜƴƎǳōŀƘ 

pendekatan yang selama ini personal dan hierarkis, menjadi pendekatan yang 

berbasis aturan dan egaliter. Diskenario dengan karakter project-oriented culture ini, 

kerjasama internasional dalam penegekan hukum sejatinya adalah membentuk task-

force groups untuk menangani suatu penegakan hukum dalam menangani suatu 

kejahatan transnasional tertentu (a specific transnational crime) secara bersama-

sama. Di pola ini, hasil dari kerjasama internasional antar lembaga penegak hukum 

ŘŀǊƛ ǎŜƭǳǊǳƘ ƴŜƎŀǊŀ ǇŜǎŜǊǘŀ ŀƎŀǊ ƳŜƳƛƴƛƳŀƭƛǎƛǊ ǎŜōŜǎŀǊπōŜǎŀǊƴȅŀ ƪŜƧŀƘŀǘŀƴ 

transnasional lebih penting daripada pembahasan suatu mekanisme internasional 

dalam pemberantasan kejahatan transnasional, terlebih lagi yang ditentukan dalam 

ǎǳŀǘǳ ŦƻǊǳƳ Ŝƭƛǘ ŘŀǊƛ ƳŀǎƛƴƎπƳŀǎƛƴƎ ƴŜƎŀǊŀ ǎŜǇŜǊǘƛ ASEAN Summit.  

Kelima, kerjasama internasional yang berbasiskan budaya hukum di ASEAN, akan 

memberikan kompensasi yang baik bagi negara-negara di kuadran I dan IV, namun 

biaya tinggi bagi negara-negara di kuadran III, apabila kerjasama internasional 

diarahkan pada kuadran II. Di skenario ini negara-negara di kuadran I dan IV 
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mendapatkan reward, sedangkan negara-negara di kuadran III cenderung menjadi 

pecundang. Dalam skenario ini, terjadi rekonsiliasi yang baik antara negara-negara di 

kuadran I dan kuadran IV. Di skenario ini negara-negara di kuadran I, harus 

mengubah pola pendekatan yang sebelumnya personal dan hierarkis, menjadi 

pendekatan yang berbasis aturan dan hierarkis. Begitu pula negara-negara di 

kuadran IV, harus mengubah pola pendekatan yang sebelumnya berbasis aturan dan 

egaliter menjadi pendekatan yang berbasis aturan dan hierarkis. Sedangkan negara-

ƴŜƎŀǊŀ Řƛ ƪǳŀŘǊŀƴ LLLΣ ƘŀǊǳǎ aŜƭŀƪǳƪŀƴ ΨǊŜǾƻƭǳǎƛ ōǳŘŀȅŀ ƘǳƪǳƳΩΣ ŘŜƴƎŀƴ ƳŜƴƎǳōŀƘ 

pendekatan yang selama ini personal dan egaliter, menjadi pendekatan berbasis 

aturan dan hierarkis. Di skenario dengan karakter role-oriented culture ini, kerjasama 

internasional dalam penegakan hukum hakikatnya adalah sinkronisasi dan/atau 

pembentukan aturan bersama, sekaligus pembentukan mekanisme serta pembagian 

peran masing-masing negara dalam suatu penegakan hukum atas kejahatan 

transnasional. Sebenarnya, Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 

yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 20 November 2004, maupun 

kesepakatan bersama untuk mengadopsi sebuah konvensi internasional, termasuk di 

dalamnya ratifikasi bersama Unitede Nation Convention Against Transnational 

Organized Crime (UNTOC) merupakan salah satu bentuk dari pendekatan kerjasama 

internasional berdasarkan skenario ini. Dengan kata lain, skenario ini menghendaki 

pendekatan yang sangat legalis, strukturalis dan institusionalis.  

Jika melihat pilihan skenario di atas, maka Pemerintah Indonesia disarankan untuk 

memprioritaskan skenario yang berkarakter fulfilment-oriented culture. 

 

B.3. Kerjasama internasional berdasarkan tipologi dependensi antar Negara 

Dalam konteks ini, kerjasama internasional dilihat berdasarkan tipologi 

dependensi atau ketergantungan satu negara dengan negara yang lain. Tipologi 

dependensi ini berguna untuk menentukan apakah kerjasama internasional tersebut 

berbentuk unilateral, bilateral, regional atau multilateral. 

B.3.1. Variabel-variabel pembentuk tipologi dependensi antar Negara 

Dalam konteks ini, dependensi yang akan diukur adalah dependensi 

perdagangan antar negara, seperti yang digunakan oleh Katherine Barbieri dalam 
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disertasinya yang telah dibukukan dengan judul The liberal illusion: Does trade 

promote peace? (BARBIERI, 2008). Dependensi perdagangan merupakan rasio 

besaran kontribusi perdagangan antara suatu negara dengan negara lain, terhadap 

nilai total perdagangan internasional negara tersebut. Sehingga, dependensi 

perdagangan antar negara tersebut dapat dihitung sebagai berikut : 

Ὀ  
ὢ ὢ

ὢ ὓ
 ὸ 

Di mana  
DA          : Dependensi A terhadap B 
DB          : Dependensi B terhadap A 
XA-B     : Export A ke B  
XB-A       : Export B ke A 
XA-W    : Export A ke seluruh dunia 
MA-W   : Import A dari seluruh dunia 
XB-W    : Export B ke seluruh dunia  
MB-W  : Import B dari seluruh dunia 
t = n    : Seri waktu sejumlah n 

 

Setelah mendapatkan nilai dependensi masing-masing negara, maka dapat dihitung 

kemudian Symmetry dan Salience dari relasi tersebut. Symmetry menunjukkan 

keseteraan relasi dependensi antar kedua negara. Jika semakin mendekati nilai 

dependensi yang sama, maka nilai Symmetry dari relasi dependensi tersebut 

semakin besar.  Sehingga Symmetry dapat dihitung sebagai berikut :  

ʍ ρ ȿЎὈȿ ρ ȿὈ Ὀ ȿ 

 

Di mana  
ʍ : Symmetry antara relasi A dan B 
Ὀ  : Dependensi A terhadap B 
Ὀ  : Dependensi B terhadap A 

 

Sedangkan Salience menunjukkan seberapa penting relasi dependensi tersebut bagi 

suatu negara. Esensinya Salience ini mengukur berapakah besaran jarak antar 

dependensi suatu negara terhadap dependensi negara lainnya. Sehingga Salience 

dapat dihitung sebagai berikut :  

—  Ὀ Ὀ  
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Di mana  
— : Symmetry antara relasi A dan B 
Ὀ  : Dependensi A terhadap B  
Ὀ  : Dependensi B terhadap A 
 

B.3.2. Tipologi dependensi antar Negara 

Jika rumus-rumus di atas, dipakai untuk mengukur Symmetry dan Salience negara-

negara ASEAN terhadap ASEAN pada periode 2000-2010, maka didapatkan hasil 

perhitungan dalam bentuk diagram tipologi sebagai berikut : 

 

Diagram II. Tipologi Dependensi Negara--πNegara ASEAN terhadap ASEAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sumber : (SYALTOUT, 2011)  

 

Dari diagram di atas, dapat dibuat tipologi dependensi negara-negara ASEAN 

terhadap ASEAN sebagai berikut :  

Kuadran I, negara-negara dengan Symmetry dan Salience ȅŀƴƎ ǘƛƴƎƎƛΦ bŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ 

ini memiliki daya tawar yang baik secara regional sekaligus keterikatan yang kuat 

dengan perdagangan atau hubungan ekonomi regional. Dengan posisi seperti ini, 
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negara-negara yang berada di kuadran ini memiliki semua kemungkinan skenario 

strategi bergantung pada kepentingan ekonomi-politiknya, baik menggunakan 

pendekatan unilateral (khususnya terhadap negara-negara yang memiliki Symmetry 

dan Salience yang rendah), ōƛƭŀǘŜǊŀƭ ǘŜǊƘŀŘŀǇ ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ ȅŀƴƎ ƳŜƳƛƭƛƪƛ 

Symmetry rendah namun Salience yang relatif sama tingginya terhadap stabilitas 

regional. Berdasarkan diagram di atas, maka diketahui negara-negara ASEAN yang 

termasuk dalam kuadran ini adalah Singapura dan Malaysia (beririsan pula dengan 

kuadran II).  

Kuadran II, negara-negara dengan Symmetry tinggi namun Salience yang rendah. 

Negara-negara ini memiliki daya tawar yang baik secara regional namun memiliki 

keterikatan yang lemah dengan perdagangan atau hubungan ekonomi regional. 

Dengan bertumpu pada Symmetry ȅŀƴƎ ōŀƛƪΣ ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ ƛƴƛ ǎŜŎŀǊŀ ŀƭŀƳƛŀƘ ƭŜōƛƘ 

menghendaki kerjasama berbentuk bilateral. Namun demikian, kerjasama 

internasional dalam forum regional dan multilateral yang direncanakan dengan 

matang dan cermat, dapat bermanfaat bagi negara-negara tersebut untuk 

meningkatkan Salience mereka yang sebelumnya cenderung rendah. Berdasarkan 

ŘƛŀƎǊŀƳ Řƛ ŀǘŀǎΣ Ƴŀƪŀ ƳŀȅƻǊƛǘŀǎ ƴŜƎŀǊŀπƴŜƎŀǊŀ !{9!b ōŜǊŀŘŀ Řƛ ƪǳŀŘǊŀƴ ƛƴƛΣ 

tepatnya adalah Indonesia (berisan pula dengan kuadran I), Philippines, Thailand, 

Cambodia dan Brunei.  

Kuadran III, negara-negara dengan Symmetry rendah namun Salience yang tinggi. 

Negara-negara ini memiliki daya tawar yang rendah secara regional namun memiliki 

keterikatan yang tinggi dengan perdagangan atau hubungan ekonomi regional. 

Dengan bertumpu pada Salience yang tinggi, negara-negara ini secara alamiah lebih 

menghendaki kerjasama berbentuk regional. Namun demikian, kerjasama 

internasional berbentuk bilateral yang disusun secara hati-hati dapat bermanfaat 

bagi negara-negara tersebut untuk meningkatkan Symmetry mereka yang 

sebelumnya cenderung lemah. Berdasarkan diagram di atas, maka diketahui negara-

negara ASEAN yang termasuk dalam kuadran ini adalah Laos, Vietnam dan 

Myanmar.  

Kuadran IV, negara-negara dengan Symmetry dan Salience yang rendah. Negara-

negara ini memiliki daya tawar yang rendah secara regional dan memiliki keterikatan 
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yang lemah dengan perdagangan atau hubungan ekonomi regional. Dengan keadaan 

seperti ini, negara-negara yang berada di kuadran ini cenderung pasif atau bahkan 

acuh dalam upaya pembentukan suatu kerjasama internasional di tingkat regional. 

Jika melihat kecenderungan negara-negara ini yang tak dapat memanfaatkan 

Symmetry maupun Salience mereka di tingkat regional, maka pilihan menyusun 

kerjasama internasional secara multilateral bersama-sama negara lain di luar region 

menjadi lebih besar. Berdasarkan diagram di atas, tidak ada satu pun Negara ASEAN 

yang termasuk dalam kuadran ini. 

B.3.3. Skenario berdasarkan tipologi dependensi antar Negara 

Dengan tipologi dependensi antara negara di atas, maka dapat diprediksikan 

skenario terbaik dari kerjasama internasional antara negara-negara tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, kerjasama internasional yang mempertimbangkan dependensi antar 

negara di ASEAN yang paling menguntungkan adalah double track dengan 

pendekatan bilateral dan regional sekaligus, di mana dalam kerjasama ini, negara-

negara ASEAN seluruhnya tanpa terkecuali, di kuadran I, II dan  III, mendapatkan 

keuntungan. Negara-negara di kuadran I dalam pola ini akan mendapatkan 

keuntungan absolut, sedangkan negara-negara di kuadran II dan III akan 

mendapatkan keuntungan relatif sebagai hasil rekonsiliasi strategi kebijakan ini. 

Secara praksis, kerjasama dengan pola ini menghendaki agar kerjasama 

internasional dalam penegakan hukum atas kejahatan transnasional dibahas dan 

disepakati di forum regional ASEAN, namun juga diiringi dengan forum-forum 

bilateral antar negara-negara ASEAN, khususnya terkait pelaksanaan teknis dan 

operasional penegakan hukum yang melibatkan dua negara, baik dalam konteks 

locus delicti, pelaku, maupun korban, serta kemungkinan pelaksanaan penegakan 

hukum represifnya, mulai dari penyidikan dan bersama (joint investigation), 

ekstradisi hingga proses peradilan, pemidanaan maupun pembekuan serta 

pengembalian aset. Kerangka mutual legal assistance yang diatur di ASEAN yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan mutual antar 2 negara ASEAN adalah 

contoh ideal menurut skenario ini.  
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Kedua, kerjasama internasional yang mempertimbangkan dependensi antar negara 

di ASEAN yang memberikan keuntungan sangat besar bagi negara di kuadran I dan 

III, namun moderat bagi negara di kuadran II adalah yang berbentuk kerjasama 

regional yang bersifat umum dan mengikat seluruh negara ASEAN tanpa terkecuali 

(legal binding). Hal ini mengingat kondisi alamiah di mana negara-negara di kuadran 

I dan kuadran III memiliki preferensi kerjasama internasional dalam tingkat regional 

untuk mengoptimalkan Salience yang mereka miliki. Sedangkan negara-negara di 

kuadran II, lebih cenderung tidak mendapatkan keuntungan yang besar, karena 

mereka tidak dapat memanfaatkan Symmetry mereka yang tinggi secara optimum 

demi kepentingan nasional mereka. Dalam hal ini, Treaty on Mutual Legal Assistance 

in Criminal Matters (2004) di tingkat ASEAN belaka tanpa diiringi kesepakatan-

kesepakatan bersifat operasional bilateral, menjadi contoh yang baik bagi 

penerapan skenario ini.  

Ketiga, kerjasama internasional yang mempertimbangkan dependensi antar negara 

di ASEAN yang memberikan keuntungan sangat besar bagi Negara di kuadran I dan 

II, namun moderat bagi negara di kuadran III adalah yang berbentuk kerjasama 

bilateral.  Hal ini mengingat kondisi alamiah di mana negara-negara di kuadran I dan 

kuadran II memiliki preferensi kerjasama internasional berbentuk kerjasama 

bilateral untuk mengoptimalkan Symmetry yang mereka miliki. Sedangkan negara-

negara di kuadran III, lebih cenderung tidak mendapatkan keuntungan yang besar, 

karena mereka tidak dapat memanfaatkan Salience mereka yang tinggi secara 

optimum demi kepentingan nasional mereka. Dalam kerangka ini, kerjasama 

bilateral dalŀƳ ƛǎǳπƛǎǳ ǘŜǊǘŜƴǘǳ ƳŀǳǇǳƴ ǇǊƻǎŜǎπǇǊƻǎŜǎ ǇŜƴŜƎŀƪŀƴ ƘǳƪǳƳ ǘŜǊǘŜƴǘǳ 

baik antar negara maupun antar lembaga penegak hukum antar negara, semisal 

perjanjian ekstradisi, perjanjian pembekuan dan pengembalian aset, perjanjian dan 

kerjasama penanggulangan money laundering antara 2 negara ASEAN, menjadi 

contoh yang baik dalam skenario ini. 

Keempat, kerjasama internasional yang mempertimbangkan dependensi antar 

negara di ASEAN yang paling menguntungkan khusus bagi negara di kuadran I 

namun berisiko tinggi bagi negara di kuadran lain adalah dengan pendekatan 

unilateral dan/atau multilateral. Hal ini mengingat, yang dapat memanfaatkan 
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skenario ini dengan baik secara alamiah adalah negara kuadran I. Sedangkan bagi 

negara-negara lain, skenario ini mengandung risiko yang lebih besar dan lebih sulit 

dimitigasi. Dalam konteks ini, maka dapat dipahami keengganan Singapore untuk 

berkerjasama dengan Indonesia dalam pembekuan dan pengembalian asset yang 

patut diduga dari hasil tindak pidana (korupsi) atau dengan kata lain Singapore 

memilih kebijakan unilateral adalah dalam rangka memaksimalkan keuntungan 

(gain) bagi kepentingan nasional Singapore, dan bukan sebaliknya. Selanjutnya, 

penandatanganan kesepakatan dalam forum multilateral yang lebih luas seperti 

UNTOC, hakikatnya tidak member keuntungan besar bagi negara-negara di ASEAN, 

kecuali Singapore dan Malaysia, yang secara ekonomi berada di posisi yang 

menguntungkan dan siap secara operasional untuk menerapkan konvensi ini. Jika 

melihat pilihan skenario di atas, maka Pemerintah Indonesia disarankan untuk 

memprioritaskan skenario kerjasama bilateral. 

 

B.4. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka diketahui bahwa dalam tipologi budaya 

hukum yang berdasarkan 2 variabel determinan (Power Distance dan Universalism 

versus Particularism), Indonesia termasuk kategori Kuadran III, yang berarti memiliki 

Power Distance rendah namun Universalism versus Particularism yang tinggi, 

sedangkan dalam tipologi berdasarkan dependensi antar Negara yang dilihat dari 2 

variabel independen pembentuknya (Symmetry dan Salience), Indonesia masuk 

kategori Kuadran II, yang berarti memiliki Symmetry tinggi namun Salience yang 

rendah. Dari sini, Indonesia direkomendasikan untuk memilih strategi kerjasama 

bilateral yang berorientasi pada fulfilment-oriented. Di mana upaya kerjasama 

internasional dalam penegakan hukum hanya akan bisa tercapai dengan baik, 

apabila upaya penegakan hukum nasional di Indonesia sudah baik.  Indonesia 

melalui pendekatan sharing and comparing experiences dengan mitra kerjasama 

bilateral, secara operasional dapat  membentuk sebuah forum pembelajaran 

bersama (learning community) antara penegak hukum Indonesia dengan penegak 

hukum Negara anggota ASEAN lainnya, secara teknis misalnya dalam bentuk Focus 
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Group Discussion (FGD) atau Training for Indonesian and Malaysian Law 

Enforcement Agency on Corruption and Money Laundring, dan seterusnya. 
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BAB V 
KONSEPSI HUKUM KERJASAMA INTERNASIONAL  

DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL 
 

A. Konsepsi dan Teori Kerjasama Internasional 
Dalam konteks penegakan hukum pidana transnasional maupun internasional, 

kerjasama internasional merupakan sesuatu yang conditio cine qua non. Kebutuhan 

akan kerjasama internasional berkaitan dengan sifat tindak pidana yang terjadi tidak 

hanya melibatkan dua yuridiksi hukum atau lebih bagi tindak pidana transnasional, 

juga mempunyai aspek internasional yaitu ancaman terhadap keamanan dan 

perdamaian dunia ataupun menggoyahkan rasa kemanusiaan bagi tindak pidana 

internasional. Perbedaan falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa serta 

perbedaan-perbedaan lainnya, tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan 

hubungan dan kerjasama antar negara. Globalisasi dan kemajuan teknologi dengan 

ikutan positif negatifnya telah mendorong perlunya pengaturan-pengaturan yang 

tegas dan pasti dalam bentuk rumusan perjanjian-perjanjian. Karenanya tidaklah 

mengherankan jika dewasa ini dan masa-masa yang akan datang akan semakin 

banyak tumbuhnya perjanjian-perjanjian internasional. 

Dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-

perjanjian internasional. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa perjanjian 

internasional telah mendesak dan menggeser kedudukan dan peranan hukum 

kebiasaan internasional yang pada awal sejarah pertumbuhan dan perkembangan 

hukum internasional menduduki tempat yang utama. G.I. Tunkin mengatakan bahwa 

secara proporsional perjanjian internasional pada masa kini menduduki tempat yang 

utama dalam hukum internasional sebagai akibat dari munculnya secara meluas 

persetujuan-persetujuan internasional.130  

Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian 

perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang 

diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses 

perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling 

tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan. Kerjasama dapat 

                                                           
130 I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 
hlm. 3. 
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didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada 

kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah 

organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun 

hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasinal dan rezim internasional, 

yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-

regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana 

harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam 

suatu lingkup hubungan internasional.131  

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap 

kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci 

dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang 

lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah 

didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang 

menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerjasama dari pada 

dengan usaha sendiri atau dengan persaingan. Ada beberapa alasan mengapa 

negara melakukan kerjasama dengan negara melakukan kerjasama dengan negara 

lainnya:132  

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara 

yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang 

harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan 

bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.  

2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.  

3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.  

4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-

tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain. 

Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang 

bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang 

                                                           
131 Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff,. Contending Theories, (New York: Harper and Row 
Publisher, 1997), dalam Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1985), hlm: 418. 
132 Kalevi J. Holsti, International Politics : A Framework for Analysis, (USA: Prentice Hall, 1994), hlm. 
362-363. 
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efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, 

sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang 

memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai 

pihak sangatlah penting.  

Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, berkembangnya komunikasi 

dan transportasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi mengenai tujuan-

tujuan kerjasama, dan pertumbuhan berbagai institusi yang walaupun belum 

sempurna dimana pola-pola kerjasama menggambarkan unsur-unsur dalam teori 

kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri dalam sistem internasional.  

Diskusi kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antara dua 

negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar disebut juga dengan 

multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai diantara dua 

negara, namun fokus utama dari kerjasama internasional adalah kerjasama 

multilateral. Multilateralisme didefinisikan oleh John Ruggie sebagai bentuk 

institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan 

pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai 

bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim internasional, 

dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional.133  

Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, 

dengan aturan-aturan yang disetujui, norma-norma yang disetujui, norma-norma 

yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Teori 

kerjasama internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan 

kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional sebagai 

dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik 

mengenai dasar susunan internasional dimana perilaku muncul dan berkembang. 

Melalui multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional, dan aktor 

internasional meletakan konsep masyarakat politik dan proses integrasi dimana 

kesatuan diciptakan. Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:  

                                                           
133 Ibid., hlm . 420. 



129 
 

1. Kemajuan di bidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan 

yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu 

dengan yang lainnya.  

2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan 

negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-

bangsa.  

3. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk 

saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.  

4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode 

kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi 

akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.134  

lndonesia sebagai anggota masyarakat internasional dan dengan kondisi 

geografis sebagai negara kepulauan, tentunya tidak ada pilihan lain, kecuali 

mengikuti perkembangan lingkungan strategis tersebut secara serius, sebab 

pengaruh kejahatan transnasional sangat buruk dan akan mengganggu tujuan 

pembangunan baik nasional, regional maupun internasional. Permasalahan hukum 

yang timbul bertalian dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan 

transnasional karena melibatkan lebih dari satu negara yang berwenang mengadili si 

pelaku, dalam hal pelaku berada di negara lain (bukan negara korban dan tempat 

kejahatan dilakukan) upaya apa yang dapat dilakukan agar si pelaku dapat diadili 

atau dihukum. Apakah aparat dan perangkat penegakan hukum Indonesia serta 

aturan hukum yang ada sudah cukup memadai dalam melakukan pencegahan dan 

penanggulangan jenis-jenis kejahatan yang tergolong dalam kejahatan 

transnasional. 

 
A.1.Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Kerjasama Internasional   

Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Transnasional 
Penegakan hukum kejahatan transnasional yang melibatkan lebih dari satu 

sistem hukum yang berbeda, mau tidak mau akan menimbulkan saling 

ketergantungan antar negara di dunia ini, yang kemudian mendorong 

                                                           
134 Koesnadi Kartasasmita, Organisasi dan Administrasi Internasional, (Bandung: PT. Angkasa, 1998), 
hlm. 19. 
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dilakukannya kerjasama-kerjasama internasional yang dalam banyak hal 

dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. 

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota 

masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum 

tertentu.135 Ada juga yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah 

kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional (negara, tahta 

suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu obyek 

tertentu yang dirumuskan secara tertulis dengan maksud untuk membentuk 

hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum 

internasional.136 Sajana hukum internasional lainnya Oppenheimer-Lauterpacht, 

menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar 

negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang 

mengadakannya.137 

Perjanjian internasional secara bebas dapat diartikan sebagai hubungan 

kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara yang berdaulat untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing negara, 

diantaranya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara, 

untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi, atau untuk mempererat 

hubungan antar negara di berbagai bidang. Kerjasama yang dilakukan oleh dua 

negara, kemudian menggariskan dasar kerjasamanya melalui perjanjian 

internasional, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah 

demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, tidak ada satu  

negara yang tidak mempunyai perjanjian kerja sama dengan negara lain yang 

juga dalam arti lain, tidak ada satu negarapun yang tidak diatur oleh perjanjian 

dalam kehidupan internasionalnya.138 

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa:  

                                                           
135 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, edisi kedua cetakan 
I, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 117. 
136 I Wayan Parthiana, Perjanjian Internasional, bagian 1, cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 
11. 
137 http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_internasional , diunduh tanggal 10 Oktober 2012. 
138 Boer Mauna, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, 
(Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 83. 
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"Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama 
tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara 
tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum 
publik." 
 

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 

mengamanatkan, bahwa dalam membuat perjanjian internasional baik dengan 

satu negara maupun dengan organisasi internasional atau subjek hukum 

internasional lainnya, wajib  memperhatikan dan memenuhi:139 

1) harus didasarkan pada  kesepakatan para pihak, dan para pihak 
berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan 
iktikad baik. 

2) harus berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan 
prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, 
dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum 
internasional yang berlaku. 

Ketentuan ini mengamanatkan bahwa meski perjanjian international sebagai 

wujud kerjasama internasional utamanya di bidang penegakan hukum sebagai 

keniscayaan, namun dalam setiap proses pembuatannya tetap harus berangkat 

dari kepentingan nasional dan memperhatikan prinsip-prinsip kesamaan 

kedudukan, saling menguntungkan dan prinsip-prinsip yang dianut oleh hukum 

nasional maupun internasional. 

Demikian juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 9, bahwa 

dalam kontekǎ ǘƛƴŘŀƪ ǇƛŘŀƴŀ ǘǊŀƴǎƴŀǎƛƻƴŀƭ ǎŜƭŀƛƴ ƳŜƴƎŀǘǳǊ άƪŜŘŀǳƭŀǘŀƴ 

ȅǳǊƛŘƛƪǎƛ ƘǳƪǳƳ ƴŀǎƛƻƴŀƭέ ƧǳƎŀ ǘŜƭŀƘ ƳŜƴŜƳǇŀǘƪŀƴ ǇŜǊƧŀƴƧƛŀƴ ƛƴǘŜǊƴŀǎƛƻƴŀƭ 

sebagai pengecualiannya. Artinya dalam hal perjanjian internasional mengatur 

yuridiksi yang lain selain yang telah diatur oleh KUHP (Pasal 2 s.d. 8), maka 

perjanjian internasional itulah yang akan digunakan. Ketentuan ini juga 

menyiratkan bahwa terhadap penegakan hukum tindak pidana transnasional 

hukum Indonesia terbuka lebar untuk bekerjasama dalam penegakannya 

Konvensi Wina Tahun 1969, dalam Pasal 2 ayat 1 butir a merumuskan 

perjanjian internasional antara negara dan negara, yang menyatakan: Treaty 

means an international agreement concluded between States in written form 

and governed by international law, whether embodied in a single instrument or 

                                                           
139 Pasal 4 Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 
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in two or more related instruments and whatever its particular designation 

(Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diadakan antara 

negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik 

yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang 

saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya). 

 Konvensi Wina 1986, dalam Pasal 2 ayat 1 butir a merumuskan perjanjan 
antara negara dengan organisasi internasional serta antara organisasi 
internasional dan organisasi internasional, yang menyatakan: Treaty means 
international agreement governed by international law and concluded in written 
form (Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum 
internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis):  

a. between one or more States and one or more international 
organizations; or (antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih 
organisasi internasional; atau) 

b. between international organizations, whether that agreement is 
embodied in a single instrument or in two or more related 
instruments and whatever its particular designation (sesama 
organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa satu 
instrumen atau lebih dari suatu instrument yang saling berkaitan 
tanpa memandang apapun juga namanya). 

 
A.2. Unsur-unsur Perjanjian Internasional 

Berdasarkan pengertian para sarjana serta Konvensi Wina tersebut, maka 

dapat dijabarkan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi suatu 

perjanjian internasional, yaitu:140 

a. Kata sepakat, unsur yang esensial dalam sebuah perjanjian termasuk 

perjanjian internasional, sekaligus sebagai inti dari perjanjian. Kesepakatan 

inilah yang dirumuskan dalam pasal-pasal perjanjian yang mencerminkan 

kesepakatan para pihak; 

b. Subjek-subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan mengadakan 

perjanjian internasional. Dalam sejarah perkembangan hukum internasional, 

semula hanya negaralah yang diakui sebagai subjek hukum internasional, 

tetapi pada awal abad keduapuluh setelah Perang Dunia II dengan 

meningkatnya hubungan-hubungan internasional dan lahirnya organisasi 

internasional yang bersifat permanen, maka subjek hukum internasional 

tidak hanya negara, tetapi juga organisasi internasional dan subjek hukum 

                                                           
140 I Wayan Parthiana, Op.Cit., hlm. 14. 
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internasional selain negara (non-state entities). Lengkapnya subjek hukum 

internasional yang memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian 

internasional, adalah: Negara, Negara Bagian, Tahta Suci atau Vatikan, 

Wilayah Perwalian, Organisasi Internasional, Kelompok yang sedang 

Berperang / Kaum Belligerensi dan Bangsa yang sedang memperjuangkan 

haknya. 

c. Berbentuk tertulis. Bentuk tertulis merupakan perwujudan kesepakatan 

dalam bahasa yang dipahami para pihak, dan umumnya digunakan bahasa 

Inggris sebagai bahasa pergaulan internasional. 

d. Objek tertentu. Objek adalah hal tertentu yang diatur di dalam perjanjian 

internasional dan biasanya langsung menjadi nama dari perjanjian tersebut. 

Sebagai contoh konvensi hukum laut yang berarti objeknya laut. 

e. Tunduk pada hukum internasional. Sejak perundingan untuk merumuskan 

naskah, pemberlakuan, pelaksanaannya dengan segala permasalahannya 

serta pengakhiran berlakunya perjanjian, seluruhnya tunduk pada hukum 

internasional maupun hukum perjanjian internasional. Inilah yang 

membedakan perjanjian internasional yang bersifat publik dengan perjanjian 

atau kontrak-kontrak yang bersifat perdata atau perdagangan. 

Mengenai ketundukan terhadap hukum internasional, maka Piagam PBB 

ƳŜǊǳǇŀƪŀƴ ǇŜǊƧŀƴƧƛŀƴ ƛƴǘŜǊƴŀǎƛƻƴŀƭ ȅŀƴƎ ƳŜƳƛƭƛƪƛ ƪŜŘǳŘǳƪŀƴ άǎǳǇŜǊƛƻǊέΦ141 

Karena Pasal 103 Piagam PBB menyatakan :     

άIn the event of a conflict between obligations of the Members of the 
United Nations under the present Charter and their obligations under 
any other international agreement, their obligations under the present 
Charter shall preǾŀƛƭΦέ 

Dengan demikian negara-negara peserta Piagam PBB telah membatasi diri 

untuk tidak membuat perjanjian-perjanjian internasional yang bertentangan 

dengan piagam PBB.142 Dalam kaitan ini Oppenheim mengatakan:143  

                                                           
141 Hikmahanto Juwana, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional dengan sub judul: 
Studi Awal tentang Perjanjian Internasional yang Bertentangan. Lentera Hati 2001, hlm. 123ɀ124. 
142 Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa konsekwensi lain dari perjanjian-perjanjian 
internasional yang telah dibuat sebelum lahirnya Piagam PBB apabila setelah berlakunya Piagam 
mempunyaiisi yang bertentangan, maka perjanjian internasional tersebut dinyatakan tidak berlaku. 
143 L. Oppenheim, International Law A Treaties Ed by Lauterpacht, 8th ed. (Great Britain: Longman, 
Green and Co, 1995) hlm. 896 dikutip dari Hikmahanto Juwana, ibid., hlm. 123. 
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άThe Charter (thus) establishes a significant hierarchy in the system of 
conventional rules of international law. It constitutes what may be 
ŎŀƭƭŜŘ ŀ άƘƛƎƘŜǊ ƭŀǿέ ǿƛǘƘ ŀ ǊŜǎǳƭǘƛƴƎ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ƻŦ ǘƘŜ ŎƻƴǘǊŀŎǘǳŀƭ 
ŎŀǇŀŎƛǘȅ ƻŦ ǘƘŜ ƳŜƳōŜǊǎ ƻŦ ǘƘŜ ¦ƴƛǘŜŘ bŀǘƛƻƴǎΦέ 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Piagam PBB, walaupun juga 
merupakan perjanjian internasional, memiliki kedudukan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian internasional pada umumnya. 

 
A.3. Macam-Macam Istilah Perjanjian Internasional 

Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam prakteknya cukup 

beragam, antara lain: treaty; convention, agreement, memorandum of 

understanding, protocol, charter, dedaration, final act; arrangement, exchange 

of notes, agreed minutes, summary records, process verbal, modus vivendi, dan 

letter of intent. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan 

bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama 

yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan 

tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di 

dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama 

tertentu bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan 

dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak 

tersebut.144 

Di bawah ini akan diuraikan secara singkat tentang pengertian dari 

beberapa istilah yang secara umum sudah digunakan, namun demikian uraian 

ini bukanlah suatu pengertian umum atau kriteria yang berlaku umum, jadi 

terbuka untuk dikritik dan disanggah: 

a. Traktat (Tractaat atau Treaty) 

Traktat atau treaty adalah istilah yang umum dipergunakan untuk perjanjian-

perjanjian internasional antara negara negara yang substansinya tergolong 

penting bagi para pihak. Sebagai Contoh: 

- United Nation Model Treaty on Extradition (1990); 

- Treaty on Extradition Between the United States of America and Japan of 

March 1978.  

                                                           
144 Penjelasan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 
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b. Konvensi (convention) 

Konvensi juga salah satu istilah perjanjian internasional, biasanya digunakan 

untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat multilateral yang mengatur tentang 

masalah besar dan penting dan dimaksudkan untuk berlaku sebagai kaedah 

hukum internasional yang berlaku secara luas baik regional maupun umum. 

Sebagai contoh: 

- United Nations Convention Against Corruption (2003); 

- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. 

c. Deklarasi (declaration) 

Deklarasi atau dalam bahasa Indonesia pernyataan atau pengumuman, 

biasanya digunakan bagi kesepakatan yang masih sangat bersifat umum dan 

berisi hal-hal pokok saja.  Tetapi ada pula deklarasi yang berisi kaedah hukum 

yang mengikat (Declaration of Human Right 10 Desember 1948), ada 

deklarasi yang menjadi lampiran perjanjian internasional (konvensi/traktat) 

sebagai penafsiran / penjelasan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian 

(Declaration Concerning the Aims and Purposes of the International Labour 

Organisation), dan ada juga deklarasi sebagai sebuah resolusi yang 

dikeluarkan dalam sebuah pertemuan diplomatik. 

d. Statuta (statute) 

Statuta biasanya digunakan dalam perjanjian-perjanjian international yang 

dijadikan konstitusi sebuah organisasi internasional, seperti: Statute of 

Permanent Court of International Justice dan Statute of International Court of 

Justice. 

e. Piagam (charter) 

Charter atau piagam juga digunakan untuk perjanjian-perjanjian 

internasional yang digunakan sebagai konstitusi organisasi organisasi 

internasional, seperti: Charter of United Nation. 

f. Protokol (protocol) 

Istilah protokol digunakan untuk perjanjian internasional yang kurang formal 

jika dibandingkan dengan traktat atau konvensi, karenanya Protokol bisa 

sebagai instrumen tambahan konvensi, Protokol bisa sebagai instrumen 
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pembantu pada suatu konvensi, Protokol bisa sebagai suatu perjanjian yang 

sifat dan derajatnya sama dengan konvensi, dan Protokol juga bisa 

merupakan rekaman atas saling pengertian antara para pihak mengenai 

masalah-ƳŀǎŀƭŀƘ ǘŜǊǘŜƴǘǳ ȅŀƴƎ ŘƛǎŜōǳǘ ǎŜōŀƎŀƛ άproces verbalέΦ145    

g. Persetujuan (agreement) 

Agreement merupakan perjanjian-perjanjian internasional yang digunakan 

untuk hal-hal yang dilihat dari isinya lebih bersifat teknis. 

h. Pakta (Pact)  

Pakta merupakan istilah perjanjian internasional yang digunakan dalam 

bidang militer, pertahanan keamanan. Misalnya Pakta Atlantik untuk 

perjanjian tentang organisasi kerjasama pertahanan keamanan Atlantik Utara 

(Nort Atlantic Treaty Organisation / NATO) atau Pakta Warsawa : Perjanjian 

kerjasama pertahanan dan keamanan negara-negara Eropah Timur 

berkedudukan di Warsawa (Polandia). 

 
B. Jenis / Ruang Lingkup Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Transnasional 
Dari perspektif ruang lingkupnya, kerjasama international dapat dibedakan 
berdasarkan jumlah negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada suatu 
perjanjian international. Berdasarkan kelaziman dapat dibedakan, antara lain: 
B.1. Kerjasama Bilateral 

Perjanjian internasional bilateral ini, pihak-pihak atau negara-negara yang 

menjadi peserta yang terikat adalah hanya dua pihak atau dua negara saja. 

Perjanjian internasional bilateral ini sering juga disebut sebagai Perjanjian 

Internasional Khusus, yaitu perjanjian yang substansinya merupakan kaedah hukum 

yang khusus berlaku bagi para pihak yang bersangkutan saja, oleh karena memang 

perjanjian ini hanya mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terikat. 

Sering disebut pula sebagai perjanjian tertutup, karena tertutup bagi pihak lain 

untuk menjadi pihak. Sebagai contoh Perjanjian garis batas wilayah, garis batas 

landas kontinen, atau Perjanjian kerjasama bidang perdagangan antar dua negara. 

Perjanjian Bilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam hal kerjasama di 

bidang Mutual Legal Assistance, antara lain: 

                                                           
145 JG Starke, Introduction to International Law, Seventh Edition, (London: Butterworths, 1977) 
dikutip dari I Wayan Parthiana, Op.Cit., 2002. 
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1. Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in 

Criminal Matters telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999; 

2. Perjanjian MLA RI-RRC telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2006; 

3. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah 

Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum 

Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2012; 

4. Perjanjian MLA RI-Korea, sedang dalam proses ratifikasi; 

5. Perjanjian MLA RI-India, sedang dalam proses ratifikasi. 

Sedangkan dalam hal kerjasama di bidang ekstradisi, perjanjian bilateral Indonesia 

dengan negara lain, antara lain: 

1. Perjanjian Bilateral dengan Pemerintah Malaysia, ditandatangani di Jakarta 7 

Januari 1974, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974; 

2. Perjanjian Bilateral dengan Republik Philippina, ditandatangani di Jakarta 10 

Pebruari 1976, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976  

3. Perjanjian Bilateral dengan Pemerintah Kerajaan Thailand, ditandatangani di 

Bangkok 29 Juni 1976, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1978; 

4. Perjanjian Bilateral dengan Australia, ditandatangani di Jakarta tanggal 22 April 

1992, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994; 

5. Perjanjian Bilateral dengan Hong Kong, ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1997, 

telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001; 

6. Perjanjian Bilateral dengan Republik Korea, ditandatangani di Jakarta tanggal 28 

Nopember 2000, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2007; 

7. Perjanjian Bilateral dengan Singapura, ditandatangani pada tanggal 27 April 2007, 

belum diratifikasi. 

8. Perjanjian Bilateral dengan India, ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2011 

 
B.2. Kerjasama Regional 
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Perjanjan Regional ini adalah perjanjian internasional yang ruang lingkup 

berlakunya terbatas pada suatu kawasan tertentu saja. Berbeda dengan perjanjian 

internasional bilateral / khusus, perjanjian internasional regional ini berlaku dan 

mengikat negara-negara yang berada dalam satu kawasan, yang sekaligus 

mencirikan regionalnya, misalnya: perjanjian internasional antar negara-negara 

kawasan Amerika Latin, kawasan Afrika, kawasan Timur Tengah dan kawasan 

lainnya. Namun demikian, suatu perjanjian internasional sudah dapat dipandang 

sebagai perjanjian internasional regional, meskipun tidak / belum seluruh negara 

dalam kawasan itu menandatanganinya, yang penting perjanjian itu sudah 

memperlihatkan ciri dan corak regionalnya. Sebagai contoh Deklarasi Bangkok 8 

Agustus 1976 tentang pembentukan ASEAN sudah dapat dipandang sebagai 

perjanjian internasional regional, meskipun tidak / belum semua negara-negara Asia 

Tenggara menandatanganinya dan belum menjadi anggota ASEAN.  

Dalam hal kerjasama regional di bidang bantuan timbal balik, Indonesia telah 

meratifikasi Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, 2004 dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008. Treaty on MLA ini melibatkan 8 (delapan) 

negara di kawasan ASEAN ditandatangani pada tanggal 29 November 2004. 

 

B.3. Kerjasama Multilateral 
Perjanjian Internasional Multilateral ini adalah suatu perjanjian internasional yang 

pihak-pihak atau negara-negara yang menjadi peserta lebih dari dua negara dan 

tidak terikat pada kawasan tertentu. Perjanjian ini terbuka bagi negara-negara yang 

semula tidak ikut dalam proses perundingan yang melahirkan perjanjian ini. Jika 

suatu negara ingin menjadi pihak atau peserta, dapat melakukannya dengan jalan 

menyatakan persetujuan untuk terikat (consent to be bound) pada perjanjian itu. 

Karena keterbukaannya disebut juga universal, karena perjanjian internasional ini 

melahirkan kaedah-kaedah hukum yang berlakunya universal tidak hanya pada 

negara-negara yang terlibat proses perundingannya (negotiating states), tetapi juga 

bagi negara-negara yang tidak ikut dan berkeinginan menjadi pihak. Sebagai contoh: 

Konvensi Hukum Laut 1982, Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948, dan lain-lain. 

Kerjasama multilateral yang telah diikuti Indonesia terkait dengan penegakan 

hukum, baik dalam bentuk mutual legal assistance maupun ekstradisi antara lain: 
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1. Dalam hal pemberantasan narkotika dan obat terlarang, Indonesia merupakan 

Negara Pihak (State Party) dari instrumen 1961, 1971 dan 1988. Secara historis, 

perjanjian internasional yang telah ditandatangani Indonesia, antara lain: 

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya, 

diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976; Convention On 

Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), diratifikasi dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996; United Nations Convention Against Illicit 

Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 

Dan Psikotropika, 1988), diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1997. Konvensi PBB ini bertujuan untuk meningkatkan kerjsama internasional 

termasuk yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika 

dan psikotropika.  

2. Dalam hal pemberantasan teroris, Indonesia merupakan anggota dari 4 

instrumen (3 penerbangan sipil dan bahan nuklir). Indonesia telah 

menandatangani sejumlah perjanjian internasional, antara lain, International 

Convention for The Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi 

Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997), diratifikasi 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006; International Convention for The 

Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional 

Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999), diratifikasi dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2006; 

3. Dalam hal pemberantasan perdagangan orang, Indonesia telah meratifikasi 

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 

and Children, Supplementing The United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan 

Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, 

Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana 

Transnasional Yang Terorganisasi) dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 

dan juga telah meratifikasi Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land, 

Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational 
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Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, 

Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang 

Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) dengan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2009. 

4. Dalam hal pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah menjadi 

anggota Asia Pacific Group on Money Laundering (ditetapkan dengan Keputusan 

Presiden Nomor 23 Tahun 2011) dan anggota Egmont Group (ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden Nomor  24 Tahun 2011). 

5. Dalam hal pemberantasan korupsi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB 

Menentang Korupsi Tahun 2003 (United Nation Convension against 

Corruption/UNCAC, 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 

Pengaturan tentang pranata hukum ekstradisi di dalam UNCAC cukup 

komprehensif yang pada hakekatnya merupakan pemadatan/ pemampatan dari 

asas-asas dam kaidah-kaidah hukum internasional tentang ekstradisi yang sudah 

lazim dicantumkan di dalam perjanjian dan perundang-undangan tentang 

ekstradisi. Beberapa asas ekstradisi tersebut, antara lain dapat dijumpai dalam 

Pasal 44 ayat (1) tentang asas kejahatan ganda (dual criminality), Pasal 44 ayat 

(11) tentang tidak menyerahkan warganegara (non extradition of nationals), Pasal 

44 ayat (15) tentang tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (non extradition 

of political criminal). 

6. Dalam hal kejahatan internasional teroganisir Indonesia telah menandatangani 

Konvensi TOC dan 2 dari 3 Protokol dari Konvensi TOC tersebut pada Tahun 2000. 

Konvensi tersebut telah pula diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime, 2000 (Palermo Convention). Jenis kejahatan yang diatur dalam 

konvensi ini, yaitu: 

1. Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang diatur di dalam Article 3, 

yang terdiri dari dua ayat yaitu: 

a. Ayat 1 (a) yaitu kejahatan-kejahatan yang meliputi: 

¶ Turut serta di dalam kelompok kejahatan terorganisir (Pasal 5),  

¶ Perbuatan untuk mencuci (laundering) hasil dari kejahatan (Pasal 6), 



141 
 

¶ Korupsi (Pasal 8),  

¶ Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (Pasal 23) mengenai 

kriminalisasi menghalang-halangi proses peradilan, 

b. Ayat 1 (b) yaitu tindak pidana yang merupakan kejahatan yang serius;  

2. Yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir;  

3. Orang yang dimintakan ekstradisinya berada di wilayah negara yang 

diminta;  

4. Perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan di kedua wilayah, baik 

negara peminta dan negara diminta. 

 
C. Pandangan Hukum Kerjasama Internasional dalam Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Transnasional 
C.1. Tranfer Pelaku Kejahatan / Ekstradisi 

Ekstradisi berasal dari kata latin άŀȄǘǊŀŘŜǊŜέ όŜȄǘǊŀŘƛǘƛƻƴ Ґ Inggris) yang 

berarti ex adalah keluar, sedangkan tradere berarti memberikan yang 

maksudnya ialah menyerahkan. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya 

digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara 

kepada negara peminta. 

Menurut I Wayan Parthiana,146 Ekstradisi adalah Penyerahan yang 

dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan 

sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang 

tertuduh (terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas 

kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya 

melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki 

yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya atas permintaan dari negara 

tersebut, dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.  

Kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi disertai 

dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran yang baru dalam bidang politik, 

ketatanegaraan dan kemanusiaan turut pula memberikan dorongan terhadap 

perkembangan lembaga ekstradisi dalam konteks hukum internasional. 

Memang kita akui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan pada satu sisi dapat 

                                                           
146 I Wayan Pharthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, (Bandung: 
Alumni, 1993), hlm. 16. 
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meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, namun pada sisi lain timbul 

pula efek-efek negatifnya. Misalnya timbulnya kejahatan-kejahatan dalam 

bidang keuangan, perbankan, kejahatan komputer dan lain-lain yang dapat 

menimbulkan akibat yang cukup meresahkan masyarakat tidak saja pada satu 

negara tetapi juga berpengaruh pada negara-negara lain. Dengan demikian 

untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang berkembang tersebut sangat 

diperlukan adanya kerja sama antara negara-negara dalam menanggulanginya. 

Hal ini dapat diwujudkan misalnya, dengan menangkap pelaku kejahatan yang 

melarikan diri dan menyerahkannya kepada negara yang mempunyai yurisdiksi 

untuk mengadili dan menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut. 

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa ekstradisi adalah merupakan sarana 

yang ampuh untuk memberantas kejahatan. 

Untuk lebih mengenali tentang lembaga ekstradisi ada beberapa asas 

dalam ekstradisi, semua asas ini secara akumulatif disamping ketentuan-

ketentuan tentang ekstradisi lainnya, harus dipenuhi, jika dua negara atau lebih 

menghadapi kasus tentang ekstradisi. Asas-asas tersebut, antara lain adalah:147  

1. Asas Kejahatan Ganda atau Double Criminality;  

2. Asas kekhususan atau spesialitas; 

3. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik;  

4. Asas tidak menyerahkan warga negara;  

5. Asas Non Bis In Idem atau Ne Bis In Idem;  

6. Asas daluwarsa.148 

Ekstradisi merupakan jembatan yang yang dapat menghubungkan dua 

negara atau lebih dalam menghadapi pelaku-pelaku tindak pidana yang 

menyangkut kepentingan dari dua negara atau lebih. Khususnya bagi indonesia 

yang wilayahnya terletak di persimpangan lalu lintas internasional, merupakan 

sarang empuk bagi para pelaku tindak pidana seperti penyeludupan, 

perdagangan gelap manusia dan tenaga kerja, terorisme dan lainnya. Oleh 

karena itu perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga dan 

                                                           
147 I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, (buku 
2) (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hlm.171. 
148 Ibid, hlm 172. 
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negara lainnya, merupakan salah satu kebutuhan yang cukup mendesak. 

Demikian juga bagi para ahli hukum sudah selayaknya juga memahami tentang 

ekstradisi sebab ekstradisi sebagian merupakan hukum nasional khususnya 

berhubungan erat dengan hukum pidana.  

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, bahwa 

pengertian Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang 

meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan 

kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yuridiksi 

wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk 

mengadili dan memidananya.  

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi juga 

terdapat asas resiprositas (timbal balik) yang meliputi 3 hal:149 

(1) Ada kepentingan politik yang sama (mutual interest); 

(2) Ada keuntungan yang sama (mutual advantages); 

(3) Ada tujuan yang sama (mutual goals), dan penghormatan atas asas "state 

ǎƻǾŜǊŜƛƎƴǘȅέΦ 

Selain asas-asas tersebut, terdapat pula ketentuan-ketentuan yang belum 

atau bukan merupakan asas ekstradisi, tetapi secara umum (meskipun ada 

pengecualiannya) dicantumkan dalam perjanjian ataupun peraturan 

perundangan-undangan menyangkut ekstradisi nasional negara-negara. 

Ketentuan-ketentuan tersebut misalnya sebagai berikut:150 

a. Tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Dalam perjanjian 

internasional ataupun perundang-undangan tentang ekstradisi, terdapat 

suatu pasal yang mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan 

hukuman mati, dengan menyatakan jika kejahatan yang dijadikan alasan 

untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta diancam dengan hukuman 

mati menurut hukum negara peminta tetapi tidak diancam hukuman mati 

menurut hukum negara diminta, maka permintaan ekstradisi itu dapat 

ditolak, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang dipandang 

                                                           
149 Ekstradisi, sumber: http://www.interpol.go.id , (diakses 20 Oktober 2012). 
150 I Wayan Parthiana, Op.Cit., hlm. 132. 

http://www.interpol.go.id/
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cukup, bahwa hukuman mati tidak akan diancam ataupun tidak akan 

dilaksanakan. 

b. Tentang permintaan dari dua negara atau lebih dalam hal ada dua negara 

atau lebih yang mengajukan permintaan ekstradisi atas diri seseorang yang 

diminta kepada negara diminta, negara diminta dalam mengambil 

keputusannya untuk memenuhi permintaan dari salah satu negara peminta 

tersebut, akan memperhatikan beberapa faktor antara lain tentang waktu 

pengajuan permintaan (negara mana yang meminta paling dahulu), berat 

ringannya kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi, 

kewarganegaraan orang yang diminta, tempat dilakukannya kejahatan, ada 

atau tidaknya perjanjian ekstradisi antara negara diminta dengan negara-

negara peminta, dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-

undangan maupun perjanjian ekstradisi tersebut. 

c. Tentang permohonan untuk menahan sementara apabila negara peminta 

mengajukan permohonan untuk melakukan penahanan sementara atas diri 

orang yang diminta, permohonan itu harus diajukan sesuai dengan prosedur 

yang ditentukan di dalam perjanjian ekstradisi itu sendiri (jika ada), atau 

diajukan sesuai dengan praktik yang sudah umum berlaku (jika antara para 

pihak belum terikat pada perjanjian ekstradisi). 

d. Tentang tempat dilakukannya kejahatan. Dalam beberapa perjanjian 

ekstradisi ada ketentuan yang menegaskan tentang tempat atau wilayah 

dilakukannya kejahatan, yaitu jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk 

meminta penyerahan atas diri orang yang diminta ternyata dilakukan di 

wilayahnya atau di suatu tempat yang diperlakukan sebagai wilayahnya, baik 

untuk seluruhnya maupun sebagian, maka negara diminta "dapat" menolak 

permintaan negara peminta tersebut. Hal ini berkaitan dengan yurisdiksi 

teritorial yang dimiliki suatu negara yang memang diakui dalam hukum 

pidana nasional. Jika negara yang bersangkutan menolak permintaan 

ekstradisi dari negara peminta, negara diminta tersebut berkewajiban untuk 

mengadili dan atau menghukum sendiri orang yang diminta itu berdasarkan 

hukum nasionalnya. 
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Dalam United Nations Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition 

1990 terdapat pembagian dalam asas-asas penolakan terhadap ekstradisi, yaitu: 

a. Pasal 3 Dasar-Dasar Penolakan yang Wajib Dilakukan Negara-Negara 

(Mandatoty Grounds For Refusal) Ekstradisi harus ditolak dalam keadaan-

keadaan sebagai berikut:  

1) Apabila kejahatan yang dimintakan untuk diekstradisikan dianggap 

sebagai kejahatan politik oleh negara diminta. Kejahatan politik tidak 

termasuk kejahatan yang telah disepakati oleh kedua negara sebagai 

suatu kewajiban, menurut suatu konvensi multilateral apapun, untuk 

mengadili kejahatan yang tidak dapat mereka ekstradisikan, atau 

kejahatan lain yang para pihak sepakati bukan suatu kejahatan yang 

memiliki karakteristik politik untuk tujuan ekstradisi; 

2) Apabila negara diminta memiliki keyakinan bahwa kejahatan yang 

dimintakan untuk diekstradisikan bertujuan untuk menghukum orang 

berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, etnis, pendapat politik, jenis 

kelamin atau status dari orang yang diminta untuk diekstradisikan, atau 

bahwa posisi orang tersebut disangka melakukan perbuatan yang 

termasuk hal-hal diatas; 

3) Apabila kejahatan yang dimintakan untuk diekstradisikan termasuk 

dalam hukum militer, dimana hal tersebut tidak termasuk dalam hukum 

pidana biasa; 

4) Apabila telah ada putusan akhir terhadap peiaku yang berada di negara 

diminta, atas dasar kejahatan yang diminta untuk diekstradisikan; 

5) Apabila orang yang diminta untuk diekstradisikan, berdasarkan hukum 

kedua negara, teiah kebal untuk diadili atau dihukum karena alasan 

apapun, termasuk daluwarsa atau amnesti; 

6) Apabila orang yang diminta untuk diekstradisikan, di negara peminta, 

telah atau akan menerima perlakuan atau hukuman kekerasan atau 

kekejaman, tidak manusiawi atau menurunkan martabat, atau jika orang 

tersebut belum menerima atau tidak akan menerima jaminan minimun 
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dalam proses pengadilan, seperti dalam Pasal 14 International Covenant 

on Civil and Political Rights; 

7) Apabila putusan telah diberikan dalam keadaan in absentia, pelaku 

belum mendapatkan keterangan yang cukup mengenai peradilan atau 

kesempatan untuk melakukan pembelaan dan pelaku belum atau tidak 

akan mendapat kesempatan untuk menjaiani peradilan ulang dengan 

kehadirannya; 

b. Pasal 4 Dasar-dasar Penolakan Pilihan (Optional Grounds for Refusal). 

Ekstradisi dapat ditolak dalam keadaan-keadaan sebagai berikut: 

1) Apabila orang yang diminta untuk diekstradisikan adalah warga Negara 

negara diminta. Dalam kondisi ini, negara diminta harus, apabila negara 

lain memintanya, mengajukan kasus tersebut ke dalam kewenangan 

kompetensinya, dengan mengambil tindakan yang sesuai terhadap orang 

yang diekstradisi sesuai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya; 

2) Apabila kewenangan kompetensi negara diminta telah memutuskan untuk 

tidak menginstitusi atau mengakhiri proses peradilan terhadap orang yang 

diekstradisi; 

3) Apabila penuntutan terhadap kejahatan yang dimintakan untuk ekstradisi, 

ditunda di negara diminta terhadap orang yang diminta untuk diekstradisi; 

4) Apabila kejahatan yang dimintakan untuk ekstradisi diancam hukuman 

mati di negara peminta, kecuali negara peminta memberikan jaminan 

bahwa negara diminta cukup mempertimbangkan bahwa hukuman mati 

tidak akan dijatuhkan, atau ataupun dijatuhkan, tidak akan dilakukan. 

Dalam kondisi ini, negara diminta harus, apabila negara lain memintanya, 

mengajukan kasus tersebut ke dalam kewenangan kompetensinya, 

dengan mengambil tindakan yang sesuai terhadap orang yang diekstradisi 

sesuai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya; 

5) Apabila kejahatan yang dimintakan untuk ekstradisi telah dilakukan di luar 

wilayah kedua negara dan hukum negara diminta tidak mengatur 

yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya dalam 

keadaan yang sama; 
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6) Apabila kejahatan yang dimintakan untuk ekstradisi menurut hukum 

negara diminta telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di dalam negara 

tersebut. Dalam kondisi ini, negara diminta harus, apabila negara lain 

memintanya, mengajukan kasus tersebut ke dalam kewenangan 

kompetensinya, dengan mengambil tindakan yang sesuai terhadap orang 

yang diekstradisi sesuai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya; 

7) Apabila orang yang diminta untuk diekstradisi telah dihukum atau akan 

dihukum di negara peminta oleh suatu pengadilan luar biasa atau ad hoc; 

8) Apabila negara diminta, selagi memeriksa suatu kejahatan dan 

kepentingan negara peminta, mempertimbangkan bahwa, dalam kondisi 

kasus tersebut, ekstradisi terhadap pelaku akan bertentangan dengan 

pertimbangan kemanusiaan dalam hal usia, kesehatan atau kondisi pribadi 

orang tersebut. 

Perjanjian Ekstradisi yang telah dihasilkan Pemerintah Indonesia dengan 

negara lain adalah sebagai berikut: 

a. Rl ς Malaysia: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974; 

b. Rl ς Philipina: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976; 

c. Rl ς Thailand: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978; 

d. Rl ς Australia: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994; 

e. Rl-Hong Kong: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001; 

f. Rl - Korea Selatan: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007; 

g. Rl - Singapura (ditandatangani, belum diratifikasi). 

Adanya permintaan ekstradisi oleh suatu negara ke negara lain didasarkan 

pada 4 (empat) hal yaitu: 

a. Perundang-undangan Nasional 

Pada abad ke-19 banyak negara yang telah menetapkan undang-undang 

ekstradisi. Dalam penetapan tersebut, sebagian mereka dipengaruhi 

keinginan untuk menyelamatkan kemerdekaan seseorang dan sebagian lagi 

oleh pandangan mereka bahwa segala hukum pidana dan prosedur harus 

didasarkan pada perundang-undangan. 

b. Perjanjian Ekstradisi 
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Setelah menetapkan Perjanjian Ekstradisi, selanjutnya diteruskan dengan 

usaha membuat perjanjian atau konvensi untuk mengadakan keseragaman 

ekstradisi dan prosedurnya, yang terdiri dari: 

(1) Perjanjian bilateral yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh 2 (dua) 

negara, dimana masing-masing negara harus memenuhi ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

(2) Perjanjian multilateral dan konvensi yaitu suatu perjanjian yang 

ditandatangani oleh lebih dari 2 (dua) negara. Sejumlah negara yang 

mempunyai hubungan geografis, historis atau kebudayaan atau 

mempunyai kepentingan bersama dalam bidang ekonomi telah 

mengambil ketentuan guna membuat standar undang-undang ekstradisi 

dengan menandatangani konvensi. 

c. Perluasan Konvensi Internasional 

Ekstradisi dapat didasarkan atas perluasan suatu Konvensi tertentu yang 

menyatakan bahwa ekstradisi dapat diberikan dalam hal peianggaran yang 

disebut dalam perjanjian. Contohnya sebagai berikut: 

1) Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 tentang 

Pemberantasan Perdagangan Wanita dan Anak-anak. Dalam Pasal 4 

menyatakan bahwa dalam persoalan dimana tidak ada Konvensi 

Ekstradisi, maka akan diambil segala cara untuk mengekstradisikan 

tersangka. 

2) Konvensi Tahun 1929 tentang Pemberantasan Pemalsuan Uang (Pasal 9 

dan 10). 

d. Tata Krama Internasional. 

Dalam hal tidak terdapat hukum, perjanjian atau konvensi yang mengatur 

sebagaimana tersebut diatas, ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar suatu 

tata krama oleh Negara terhadap negara lain yang disebut "Disguished 

Extradition". 

C.2. Transfer Barang Bukti / Mutual Legal Asisstance 
Menurut Siswanto Sunarso, Mutual Legal Assistance, yakni suatu perjanjian 

yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain-lain, 
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dari Negara Diminta dengan Negara Peminta151. Mutual Legal Assistance (MLA) 

atau perjanjian saling bantuan hukum adalah perjanjian antara dua negara asing 

untuk tujuan informasi dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan 

hukum pidana.152  

Bantuan ini dapat berlangsung berupa memeriksa dan mengidentifikasi 

orang, tempat dan sesuatu, transfer kustodi, dan memberikan bantuan dengan 

immobilization dari alat-alat kegiatan kriminal. Bantuan mungkin ditolak oleh 

salah satu negara (sesuai dengan perjanjian rincian) untuk politik atau alasan 

keamanan, atau jika pelanggaran pidana dalam pertanyaan tidak dihukum sama 

di kedua negara. Beberapa perjanjian dapat mendorong bantuan dengan 

bantuan hukum bagi warga negara di negara-negara lain153. 

MLA ini sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan 

Konvensi PBB, misalnya dalam United Nations Convention Against Corruption 

(UNCAC). Negara penandatangan dianjurkan untuk memiliki kerjasama 

interasional, antara lain dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi. 

Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung dari MLA, 

yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik 

Dalam Masalah Pidana yang berlaku sejak 3 Maret 2006. didasarkan pada 

perjanjian MLA atau atas dasar hubungan baik timbal balik (resiprositas) dua 

negara. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerjasama 

MLA Bilateral dengan Australia, China, Korea, dan AS. Sementara itu, MLA 

Multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah 

ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.  

Objek MLA, antara lain, pengambilan dan pemberian barang bukti. Ini 

termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan 

seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan 

penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, 

                                                           
151 Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen 
Penegakan Hukum Pidana Internasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 133. 
152 Perbandingan Ekstradisi dan MLA, sumber: http.mekar-sinurat.blogspot.com, (diakses 20 Oktober 
2012). 
153 Ibid. 



150 
 

mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau 

membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA.  

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, yang dimaksud Bantuan 

Timbal Balik Dalam Masalah Pidana adalah: permintaan bantuan kepada negara 

asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan.154 Frase "timbal balik" mengindikasikan bahwa bantuan hukum 

tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan akan ada timbal balik bantuan 

dalam suatu kondisi tertentu, meskipun tidak selalu timbal-balik tersebut 

menjadi prasyarat untuk pemberian bantuan155. Sedangkan bentuk-bentuk dari 

bantuan dapat berupa :  

a. mengidentifikasi dan mencari orang; 

b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya; 

c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya; 

d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau 

membantu 

e. penyidikan; 

f. menyampaikan surat; 

g. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan; 

Hal-hal tersebut di atas erat kaitannya dengan sistem pembuktian. Sistem 

pembuktian di dalam KUHAP adalah system negatief wettelijk untuk dapat 

dijadikan alat bukti pada tahap penyidikan, penuntutan, dan proses di sidang 

pengadilan, jika dalam tahap tersebut belum ditemukan 2 (dua) alat bukti yang 

sah menurut undang-undang maka pelaku tidak dapat di hukum walaupun 

hakim berkeyakinan bahwa pelaku bersalah atau sebaliknya jika hakim yakin 

terdakwa bersalah tetapi 2 (dua) alat bukti tidak dipenuhi. Untuk mengambil 

bukti-bukti berupa aset yang berada di negara asing maka diperlukan kerjasama, 

tidak hanya dengan negara asing melalui bantuan hukum timbal balik, 

melainkan juga di dalam negeri sendiri instansi terkait harus berkoordinasi dan 

                                                           
154 Adi Ashari, Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi, 
sumber: www.legalitas.org, (diakses 20 Oktober 2012). 
155 Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, sumber: www.cifor.cgiar.org/ilea, (diakses 20 
Oktober 2012). 
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bekerjasama. Menurut Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah 

Pidana, kerjasama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh sebuah Central 

Authority sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau 

sebaliknya.156  

Tugas Central Authority untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing maka 

diperlukan kerjasama di dalam negeri yang meliputi Departemen Luar Negeri 

(Diplomatic Channel), POLRI, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, Kementerian Hukum 

dan HAM (central authority) untuk mengetahui aset-aset yang dapat di sita, di 

geledah, di blokir oleh instansi-instansi yang berwenang di negara asing157.  

Asas atau prinsip dalam Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, yaitu: 

1. Bantuan dapat dilakukan atas dasar perjanjian atau hubungan baik 

berdasarkan prinsip resiprositas; 

2. Bantuan yang diberikan, SEBESAR YANG DIMUNGKINKAN; 

3. Menjunjung tinggi kedaulatan hukum nasional atau kerjasama MLA harus 

ǎŜƧŀƭŀƴ ŀǘŀǳ άin-lineέ Řŀƴ ƳŜƴƧǳƴƧǳƴƎ ǘƛƴƎƎƛ ǎƛǎǘŜƳ ƘǳƪǳƳ ȅŀƴƎ ōŜǊƭŀƪǳ Řƛ 

masing-masing negara; 

4. Relatifitas pemenuhan prinsip double criminality ŀǘŀǳ άƪŜƧŀƘŀǘŀƴ ƎŀƴŘŀέΦ 

Yang dimaksud dengan kejahatan ganda adalah kejahatan atau peristiwa 

pidana menurut sistem hukum kedua belah pihak (negara yang meminta dan 

negara yang diminta). Dalam perkembangannya, masyarakat internasional 

mulai menyadari bahwa pemenuhan prinsip double criminality sebaiknya 

bersifat relatif (optional). Permintaan bantuan timbal balik atau MLA tidak 

serta merta harus di tolak hanya karena tidak terpenuhinya prinsip double 

criminality. Penolakan permintaan bantuan tersebut menghilangkan hakikat 

atau tujuan dasar dari kerjasama MLA, yaitu menegakan hukum dan keadilan 

serta memastikan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan 

berikut hasil-hasil kejahatan; 

5. Penolakan permintaan bantuan dapat ditolelir hanya karena alasan (i) apabila 

pelaksanaan permintaan akan melanggar hukum domestik/nasional; dan (ii) 

!Ǉŀōƛƭŀ ƳŜƳōŀƘŀȅŀƪŀƴ ƪŜŀƳŀƴŀƴ ƴŀǎƛƻƴŀƭ ŘŀǊƛ άǊŀƪȅŀǘέ ŀǘŀǳ ƪŜǇŜƴǘƛƴƎŀƴ 
                                                           
156 Ibid. 
157 Ibid. 
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ǇŜƴǘƛƴƎ ƭŀƛƴƴȅŀΦ tŜƴƻƭŀƪŀƴ ōŀƴǘǳŀƴ ά¢L5!Y 5Lt9w.h[9IY!bέ ƪŀǊŜƴŀ ŀƭŀǎŀƴ 

pelanggaran politis, Pelanggaran fiskal, Kerahasiaan bank dan keharusan 

adanya dual kriminalitas (untuk tindakan non-koersif). Namun demikian 

negara bisa menunda pemberian bantuan, bila hal ini menggangu proses 

penyelidikan yang sedang berjalan. Negara harus melakukan konsultasi 

sebelum menolak atau menunda permintaan, dan memberikan alasannya. 

6. Kerjasama MLA yang harus efektif. Karena itu disarankan penunjukan atau 

pembentukan Otoritas Sentral (central authority); 

7. Terkait pengembalian aset (asset recovery), sesuai prinsip dasar Konvensi 

Merida, HARUS DIKEMBALIKAN untuk kasus-kasus tertentu (contohnya 

penggelapan uang rakyat). Untuk kasus lainnya, diberikan prioritas 

pertimbangan untuk mengembalikan kepada pemilik sah sebelumnya, 

memberikan kompensasi kepada korban kejahatan. Apabila pantas, setelah 

dipotong biaya yang sewajarnya. 

Ketika satu negara melayangkan permintaan ke negara lain dalam rangka 

pembekuan aset, atau mendapatkan bukti untuk penuntutan atau perintah 

pembekuan dan penyitaan, maka surat formal permintaan bantuan hukum 

harus terlebih dahulu disiapkan yang berisi daftar pertanyaan atau tindakan 

yang akan dilakukan, dan lalu dikirimkan ke institusi berwenang ke negara 

tempat di mana permintaan diajukan.158  

Supaya bantuan hukum timbal balik itu berjalan efektif dalam hal 

pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset seyogyanya hal 

tersebut didasarkan Konvensi atau perjanjian internasional yang memungkinkan 

terjadinya bantuan hukum timbal balik. Untuk maksud ini, dorongan pada 

negara agar mengikatkan diri pada suatu perjanjian dan/atau melakukan 

perjanjian regional atau bilateral.159 

Dalam hal kerjasama internasional di bidang pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang, MLA merupakan merupakan sarana penting. Perjanjian 

                                                           
158 Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, sumber: www.cifor.cgiar.org/ilea, (diakses 20 
Oktober 2012). 
159 Ibid. 
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internasional yang mengatur masalah MLA dalam hal pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang, antara lain: 

a. FATF 40 Recommendation butir 36, 37 dan 40 (beserta interpretative note to 

recommendation 40); 

b. 1988 UN Convention Against Illicit Traffic Narcotics Drugs and Psychotropic 

Substances article 7; 

c. 2000 UN Convention on Transnational Organized Crime article 7, 18, 27; 

d. 2003 UN Convention Against Corruption article 14, 46, 47 dan 48; 

e. The 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the 

Member States of the EU article 3, 4, 5, 6 dan 7; 

f. Council of the EU Framework Decision on Money Laundering, the 

identification, tracing freezing, seizing, and confiscation of instrumentalities 

and the proceeds of crime article 4; dan 

i. The Protocol to the 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal 

Matters between the Member States of the EU article 1-9. 

Secara spesifik FATF Recommendation mengatur beberapa point penting 

mengenai MLA, dimana setiap negara:160 

a. diminta untuk menjamin terlaksananya bantuan timbal balik masalah pidana 

untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan terkait 

dengan masalah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; 

b. secara khusus tidak diperkenankan menetapkan pembatasan, persyaratan dan 

pencantuman alasan yang tidak berdasar pada ketentuan mengenai MLA; 

c. menjamin agar permintaan MLA dapat diproses secara efektif;  

d. tidak diperkenankan menolak permintaan MLA (dari negara lain) karena alasan 

terkait masalah fiskal maupun ketentuan kerahasiaan bank; 

e. menjamin bahwa central authority memiliki kewenangan untuk memproses 

permintaan MLA dari negara lain, termasuk di dalam membantu memenuhi 

                                                           
160 Yunus Husein, Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik 
Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), (mÁËÁÌÁÈ ÄÉÓÁÍÐÁÉËÁÎ ÐÁÄÁ Ȱ3ÅÍÉÎÁÒ 
4ÅÎÔÁÎÇ "ÁÎÔÕÁÎ 4ÉÍÂÁÌ "ÁÌÉË ÄÁÌÁÍ -ÁÓÁÌÁÈ 0ÉÄÁÎÁȱ ÙÁÎÇ ÄÉÓÅÌÅÎÇÇÁÒÁËÁÎ ÏÌÅÈ "0(. ÐÁÄÁ 
tanggal 29-30 Agustus 2006, di Bandung). 
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permintaan yang disampaikan oleh penegak hukum negara lain kepada 

counterpart-nya di dalam negeri. 

 
C.3. Transfer Proses Peradilan / Transfer of Proceeding 

Transfer of proceeding merupakan alternatif solusi untuk memastikan, 

bahwa setiap pelaku kejahatan harus mempertanggung-jawabkan setiap 

kejahatan yang dilakukannya. 

Transfer of proceeding pada hakikatnya menegaskan, bahwa proses 

penuntutan dilakukan terhadap suatu perkara pidana dilakukan berdasarkan 

hasil penyidikan atau pengumpulan alat bukti yang dilakukan di negara atau 

yurisdiksi lain. 

Transfer of proceeding atau pengalihan perkara merupakan hal baru dalam 

sistem peradilan pidana internasional. Didalam prakteknya baru ada satu 

konvensi yang mengatur mengenai  ini yaitu European Convention on Transfer 

of Proceeding in Criminal Matters,161 dalam konvensi ini tidak disebutkan 

dengan jelas apa definisi dari Transfer of Proceedings itu, namun dalam 

Explanatory Report di sebutkan jika Transfer of Proceedings adalah kerjasama 

internasional yang berbentuk mutual legal assistance dimana setiap negara bisa 

meminta negara lain  untuk memperoses seseorang yang diduga telah 

melakukan tindakpidana. Yang dimaksud dengan proses atau Proceedings 

adalah kegiatan yang diilakukan oleh penegak hukum untuk menegakan hukum. 

Jadi dapat disimpulkan jika Transfer of Proceedings adalah bentuk kerjasama 

internasional dimana sebuah negara meminta negara lain untuk menerapkan 

hukum pidananya kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak 

pidana.162 

Kunci dari penerapan bentuk kerjasama ini adalah kompetensi yang diatur 

Pasal 2 ayat (1) Convention of the Transfer of Proceedings in Criminal Matters, 

yang menyebutkan jika negara peserta konvensi harus mempunyai kompetensi 

                                                           
161 The European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters, disusun oleh the 
Council of Europe berdasarkan kewenangan dari European Committee on Crime Problems (ECCP), 
ditandatangani di Strasbourg, pada tanggal 15 Mei 1972, pada sidang ke-50 Committee of Ministers 
of the Council. Sumber http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/073.htm ). 
162 Afitrahim MR, Yuridiksi dan Transfer of Procedding Dalam Kasus Cybercrime, (Tesis, Program 
Studi Magister Hukum Universitas Indonesia, 2012). 
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untuk memperoses semua kejahatan dimana hukum negara peserta lainnya 

dapat digunakan. Lalu untuk menghindari adanya ne bis in idem, konvensi ini 

juga mengaturnya di Pasal 3, yang berbunyi: 

άany contracting state having competence under its own law to 
prosecute an offence may, for the purpose of applying this convention, 
waive or desist from proceedings against a suspected person who is 
being or will be prosecuted for the same offence by another contracting 
state. Having regard to article 21, paragraph 2, any such decision towaife 
or desist from proceedings shall be provisional a final decision in the 
other contracting stateΦέ 

Dalam pasal ini dinyatakan bahwa negara peserta konvensi harus 

mempersiapkan segala proses hukumm kepada seseorang yang telah di proses 

hukum kepada seseorang yang telah di proses untuk kejahatan yang sama di 

negara peserta konvensi lainnya. 

1. Permintaan Transfer of Proceedings 

Apabila seseorang diduga telah melakukan kejahatan menurut hukum negara 

peserta, maka sesuai dengan kondisi yang di syaratkan oleh konvensi ini bisa 

meminta negara peserta lainnya untuk memproses orang tersebut. Adapun 

kondisi yang memungkinkan seseorang dimintakan untuk diproses di negara 

peserta lainnya adalah: 

a) Apabila terduga tinggal di negara yang dimintakan (Requested State); 

b) Apabila terduga merupakan warga negara yang dimintakan atau  berasal 

dari negara yang dimintakan; 

c) Apabila terduga sedang menjalani hukuman berupa pencabutan 

kebebasan (kurungan atau penjara); 

d) Apabila terduga sedang menjalani proses peradilan atas kejahatan yang 

sama di negara yang dimintakan; 

e) Apabila Transfer of Proceedings ditujukan untuk lebih memperjelas 

permasalahan atau bukti yang paling jelas ada di negara yang dimintakan;  

f) Apabila penegakan hukum di negara yang dimintakan dirasa mampu 

untuk merehabilitasi yang bersangkutan; 

g) Apabila terduga/terdakwa dipastikan tidak mampu untuk menghadiri 

persidangan di negara yang meminta;  
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h) Apabila cara yang lain (ekstradisi ) dirasa tidak mampu untuk 

menghadirkan terduga/tersangka; 

2. Prosedur Transfer of Proceedings 

1) Permintaan diajukan oleh negara peminta melalui kementerian 

kehakiman ke kementerian negara yang diminta; 

2) Apabila permintaan tersebut terkait dengan kasus yang memerlukan aksi 

cepat, maka permintaan dapat diajukan melalui interpol;  

3) Apabila negara yang diminta merasa dokumen permintaan yang 

dilampirkan belum cukup, maka mereka bisa meminta negara peminta 

untuk melengkapi dokumen tersebut dalam jangka waktu tertentu; 

4) Setiap permintaan harus disertai dengan dokumen-dokumen hukum yang 

sah baik berupa ddokumen asli maupun salinan yang telah di legalisisr, 

namun apabila tersangka sudah terlebih dahulu ditangkap, maka 

dokumen tersebut dapat  dikirimkan menyusul. 

Jika kita melihat kembali definisi yang terdapat dalam Convention of 

Transfer of Proceedings bahwa Transfer of Proceedings itu sendiri adalah bentuk 

kerjasama internasional yang berbentuk Mutual legal Asisstance yang terdapat 

dalam Pasal 25 Convention on Cybercrime dapat berlaku untuk Transfer of 

Proceedings. 

 
C.4. Transfer Narapidana / Transfer of Sentece Person (TSP) 

TSP merupakan pengalihan pelaksanaan hukuman yang telah diputuskan 

oleh lembaga peradilan negara pentransfer untuk dijalani di negara ditransfer. 

TSP tidak berarti menghapuskan atau mengabaikan putusan lembaga peradilan 

yang sah. Pengalihan dimaksud lebih banyak didasarkan pada pertimbangan 

kemanusiaan atau HAM. 

Perjanjian Transfer of Sentenced Person meliputi pemindahan orang yang 

sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa 

masa hukuman yang belum dijalaninya di negaranya. 

Hukum hak asasi manusia menegaskan, ada 3 (tiga) kewajiban negara, yaitu 

kewajiban menghormati (obligation to respect), kewajiban melindungi 

(obligation to protect), kewajiban memenuhi (obligation to fullfil) hak warga 
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negara. Dalam hukum ketatanegaraan kita, secara yuridis konstitusional 

kewajiban negara itu diatur dalam Pasal 28I (4) Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 8, serta Pasal 71 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan bahkan 

kewajiban negara tersebut ditambah dengan kewajiban memajukan, dan 

menegakkan. Sehubungan dengan kewajiban negara tersebut, maka menjadi 

relevan atau bahkan wajib bagi setiap negara untuk mengupayakan perjanjian 

pemindahan narapidana (Transfer of Sentenced Persons) untuk melaksanakan 

kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara 

masing-masing, dalam hal ini warga negara yang sedang 

bermasalah/berhadapan dengan hukum dan sedang menjalani 

hukuman/penjara di negara lain. Indonesia sendiri masih mengkaji 

kemungkinan-kemungkinan tersebut mengingat payung hukum tentang transfer 

of sentenced persons tersebut masih belum diatur. 

Secara umum, payung hukum yang mengatur mengenai pengalihan  

narapidana dari atau ke luar negeri belum ada. Peraturan perundang-undangan 

Indonesia khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada prinsipnya tidak mengenal 

adanya putusan Hakim Asing diperlakukan di Indonesia sebagimana tersirat 

dalam ketentuan Pasal 2 KUHP, Pasal 1 angka 8 jo angka 11, Pasal 270 serta 

Pasal 277 KUHAP. 

Perkembangan yang terjadi khusus keterlibatan RI sebagai negara 

penandatangan UN Convention against TOC dan UN Convention against 

Corruption (kedua konvensi tersebut mengatur mengenai pemindahan 

narapidana sebagai salah satu bentuk kerjasama di bidang hukum dalam 

perkara pidana atau legal cooperation in criminal matters), membawa 

konsekuensi agar RI sebaiknya mengakomodasi hal tersebut dalam peraturan 

perundang-undangan nasional Indonesia. 

C.5. Transfer Hasil Kejahatan / Transfer of Asset Recovery 
LǎǘƛƭŀƘ άǇŜƴƎŜƳōŀƭƛŀƴ ŀǎŜǘέ ǘŜǊƪŀƴŘǳƴƎ ǇŜƴƎŜǊǘƛŀƴ ōŀƘǿŀ ǇŜƴƎǳŀǎŀŀƴ ŀǎŜǘ 

oleh pelaku tindak pidana tidak didasarkan pada alas hak yang sah. Karena 

merupakan hasil kejahatan. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada pihak 
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yang memiliki hak yang sah atas aset tersebut, yakni negara. Jadi, lewat 

tindakan pengembalian aset itu negara mengambil kembali atau memulangkan 

aset yang menjadi haknya dari pelaku tindak pidana korupsi yang telah 

menguasai aset tersebut secara tidak sah. Berkaitan dengan luas cakupan 

pengembalian aset ini. Perkembangan dewasa ini menunjukkan masalah 

pengembalian aset tidak hanya mencakup aset-aset hasil tindak pidana korupsi, 

tetapi juga mencakup aset-aset hasil tindak pidana lainnya yang umumnya 

tergolong dalam kejahatan transnasional, di antaranya terorisme, perdagangan 

gelap narkoba, perdagangan senjata, perompakan di laut, pencucian uang, 

penyelundupan dan perdagangan manusia, kejahatan dunia maya (cyber crime), 

dan kejahatan ekonomi internasional. Semua kejahatan yang bermotif dan 

bertujuan mendapatkan keuntungan berupa hasil-hasil kejahatan merupakan 

ranah pengembalian aset ini. Sehingga penciptaan dan pengembangan sistem 

hukum pengembalian aset haruslah mencakup aset hasil semua kejahatan ini. 

Tidak hanya terbatas pada aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Berkaitan 

dengan kecenderungan pandangan tentang pengembalian aset yang hanya 

menyangkut masalah pengembalian aset hasil tindak pidana yang disimpan atau 

ditempatkan di luar negeri. Kecenderungan pandangan ini dipengaruhi oleh asal 

mula munculnya masalah pengembalian aset ini sebagai isu hukum dalam 

pembahasan sampai dengan dirumuskannya Konvensi Anti Korupsi 2003.163 

Pengembalian aset negara yang telah dikorupsi (stolen assets recovery, 

StAR) telah ditempatkan sebagai tujuan penting dalam pemberantasan tindak 

pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya 

diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, 

namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara 

yang telah dikorupsi. Secara internasional, konsep StAR ini telah memperoleh 

penekanan setidak-tidaknya melalui United Nations Convention Against 

Corruption, 2003 (UNCAC). StAR tersebut menjadi salah satu prinsip (asas) 

penting dari 4 (empat) prinsip UNCAC. Tiga prinsip penting lain, yaitu: 

                                                           
163 Purwaning M. Yanuar, Pentingnya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana, (makalah disampaikan 
pada Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, diselenggarakan 
oleh BPHN, di Solo, tanggal 18-19 Agustus 2009). 
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pencegahan (prevention), kriminalisasi (criminalization), dan kerjasama 

internasional (international cooperation). Konsep StAR ini dapat diketahui dari 

Chapter V ό.ŀō ±ύ ƳŜƴƎŜƴŀƛ άAsset Recoveryέ όtŜƴƎŜƳōŀƭƛŀƴ !ǎŜǘύΣ ƪƘǳǎǳǎƴȅŀ 

Article 51 of the UNCAC: 

The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental 
principle of this Convention, and State Parties shall afford one another 
the widest measure of cooperation and assistance in this regard.  

Asas atau prinsip pencegahan (prevention), tidak berhubungan langsung 

untuk pengembalian aset, namun merupakan kondisi yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan pengembalian. Prinsip ini diatur dalam Bab II 

(Chapter II, Preventive Measures), mulai Article 5 sampai Article 14 UNCAC. Di 

samping mewajibkan Negara Peserta membangun dan melaksanakan kebijakan 

dan praktik pencegahan Antikorupsi, UNCAC juga menyatakan pentingnya 

mengadakan badan-badan pencegahan Antikorupsi, mengadopsi sistem 

rekruitmen pegawai negeri dan pejabat publik, pembentukan standar perilaku 

fungsi publik (codes or standards of conduct), membangun sistem pengadaan 

barang yang transparan dan objektif, meningkatkan transparansi administrasi 

publik, mencegah kesempatan lembaga peradilan melakukan korupsi, 

keterlibatan swasta dalam korupsi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta 

tindakan-tindakan mencegah pencucian uang.164 

Dalam kaitan dengan prinsip pengembalian aset melalui kerjasama 

internasional (international cooperation), UNCAC memungkinkan dilakukannya 

tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pemidanaan (without a 

criminal conviction), dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan 

meninggal dunia, lari (kabur) atau tidak hadir atau dalam kasus-kasus lain yang 

sama. Prinsip tersebut diatur dalam Article 54 (1) (c) of the UNCAC. Prinsip ini 

menunjukkan bahwa gugatan perdata dilakukan ketika mekanisme peradilan 

pidana gagal melakukan penuntutan karena kondisi-kondisi terdakwa meninggal 

dunia, lari (kabur), atau inabsentia. Dengan ungkapan lain bahwa Article 54 (1) 

                                                           
164 Hari Purwadi, Konsepsi Keberadaan Lembaga Yang Berwenang Dalam Penyelamatan Aset Negara 
Hasil Tindak Pidana Korupsi, (makalah disampaikan pada Lokakarya tentang Pengembalian Aset 
Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, diselenggarakan oleh BPHN, di Solo, tanggal 18-19 Agustus 
2009). 
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(c) of the UNCAC merekomendasi Negara Peserta menggunakan/mengatur non-

criminal systems of confiscation. Article 54 (1) (c) of the UNCAC : 

Each State Party, in order to provide mutual legal assistance pursuant 
to article 55 of this Convention with respect to property acquired 
through or involved in the commission of an offence established in 
accordance with this convention, shall, in accordance with its domestic 
law : consider taking such measures as may be necessary to allow 
confiscation of such property without a criminal conviction in cases in 
wich the offender cannot be prosecuted by reason of death, fligh or 
absence or in other appropriate cases.  

Prinsip sebagaimana diatur dalam Article 54 (1) (c) of the UNCAC kemudian 

ōŜǊǎƛƴŜǊƎƛ ŘŜƴƎŀƴ ƪƻƴǎŜǇ άIn Rem forfeitureέ ŀǘŀǳ άforfeiture actions to be 

brought against the stolen property it selfέΣ ǎŜǇŜǊǘƛ ŘƛǘŜǊŀǇƪŀƴ Řƛ !ŦǊƛƪŀ {Ŝƭŀǘŀƴ 

dan Amerika Serikat.165 In rem forfeiture lebih condong pada civil forfeiture, 

yaitu perampasan atau pengambilalihan aset melalui gugatan in rem atau 

gugatan terhadap aset. Konsep civil forfeiture ŘƛŘŀǎŀǊƪŀƴ ǇŀŘŀ άtaint doctrineέ ς 

ǎǳŀǘǳ ǘƛƴŘŀƪ ǇƛŘŀƴŀ ŘƛŀƴƎƎŀǇ άtaintέ όƳŜƴƻŘŀƛύ ǎǳŀǘǳ ŀǎŜǘ ȅŀƴƎ ŘƛǇŀƪŀƛ ŀǘŀǳ 

merupakan hasil dari tindak pidana tersebut. Walaupun mempunyai tujuan 

yang sama, yaitu untuk merampas atau mengambil alih aset hasil kejahatan, 

civil forfeiture berbeda dengan criminal forfeiture yang menggunakan tuntutan 

in personam (tuntutan terhadap orang) untuk merampas dan mengambil alih 

suatu aset.166 Konsep ini belum diatur dalam tata hukum Nasional, terutama 

dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi. 

Dalam sistem hukum nasional kita, khususnya yang menyangkut tindak 

pidana korupsi, terdapat berbagai ketentuan yang berhubungan dengan soal 

pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ini. Tetapi ketentuan-ketentuan 

tersebut tidak secara khusus dan eksplisit ditujukan untuk pengembalian aset 

hasil tindak pidana korupsi. Ketentuan-ketentuan merupakan bagian dari 

hukuman dan seringkali merupakan hukuman tambahan atas pidana pokok 

berupa penjara bagi para pelaku. Ini merupakan konsekuensi logis dari 

ǇŜǊǎǇŜƪǘƛŦ ƘǳƪǳƳ ǇƛŘŀƴŀ ȅŀƴƎ άsuspect-oriented perspectiveέΦ  

                                                           
165 U4 ɀ Anti-corruption Resource Centre, http://www.u4.no/themes/uncac/asset -recovery.ctm, 24 
Pebruari 2008. 
166 Ario Wandatama dan Detania Sukarja, Implementasi Instrumen Civil Forfeiture di Indonesia untuk 
Mendukung Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, (Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, 
Hotel Millenium, Jakarta, 28 Nopember 2007). 
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Di samping itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya 

mengandung ketentuan yang berkaitan dengan pengembalian aset memiliki 

beberapa kelemahan, antara lain: Pertama, fokus utama ketentuan-ketentuan 

pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih terbatas pada 

pengembalian aset di dalam negeri dan tidak ada ketentuan yang mengatur 

pengembalian aset dan ketentuan tentang mekanisme pengembalian aset hasil 

tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; Kedua, pengembalian 

aset hasil tindak pidana korupsi tidak dihubungkan dengan kerja sama 

internasional; Ketiga, di dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum 

diatur tentang otoritas sentral yang memiliki wewenang untuk melakukan kerja 

sama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi; 

Keempat, ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana 

korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut belum memadai 

jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset167 

dalam Konvensi Anti Korupsi 2003.168 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya 

hukum untuk mengembalikan (termasuk perampasan) aset negara yang 

dikorupsi, juga perampasan aset yang dipergunakan untuk memfasilitasi tindak 

pidana korupsi dilakukan oleh jaksa (sebagai penuntut umum maupun 

pengacara negara) di satu pihak serta kemungkinan dapat dilakukan oleh 

                                                           
167 Di dalam KAK 2003, ketentuan tentang pengembalian aset diatur dalam Bab V masing-masing 
dalam Pasal 51 mengenai Ketentuan umum; Pasal 52 mengenai Pencegahan dan deteksi transfer 
hasil kejahatan; Pasal 53 mengenai Tindakan-tindakan untuk pengembalian langsung atas 
kekayaan; Pasal 54 mengenai Mekanisme untuk pengembalian kekayaan melalui kerja sama 
internasional dalam perampasan; Pasal 55 mengenai Kerja sama internasional untuk tujuan-tujuan 
perampasan; Pasal 56 mengenai Kerja sama khusus; Pasal 57 mengenai Pengembalian dan 
penyerahan aset-aset; Pasal 58 mengenai Unit intelijen keuangan dan Pasal 59 mengenai Perjanjian-
perjanjian dan pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral. Dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 yang merupakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat 5 (lima) pasal yang mengatur tentang 
pengembalian aset. 
168 Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi .........., Disertasi, 2007, 
Universitas Padjadjaran, Bandung. 
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instansi yang dirugikan di pihak lain. Jaksa memiliki peran baik dalam proses 

peradilan pidana maupun upaya gugatan perdata, sedangkan instansi yang 

berwenang berperan hanya dalam ikhwal gugatan perdata. Persoalan yang 

sering muncul dalam praktik, terutama berkaitan dengan kerugian keuangan 

daerah, yaitu tidak secara serta merta keberhasilan jaksa penuntut umum 

ataupun sebagai pengacara negara dalam menarik aset yang telah dikorupsi 

diikuti dengan pengembalian kepada daerah yang dirugikan. Selama ini 

keberhasilan pengembalian kerugian daerah melalui proses pembayaran uang 

pengganti, hasilnya diserahkan oleh penyidik kejaksaan negeri kepada 

Kejaksaan Agung, kemudian diserahkan kepada Pemerintah Pusat. Oleh karena 

itu, keberhasilan itu tetap menyisakan persoalan bagi kepentingan daerah 

secara langsung. Seyogyanya, dalam kasus-kasus seperti diatur dalam Pasal 32, 

33, 34, dan 38 C UNDANG-UNDANG PTPK, pengutamaan gugatan perdata 

dilakukan oleh instansi yang dirugikan, terutama daerah yang dirugikan. Juga, 

keberhasilan tuntutan pidana tambahan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat langsung diakses 

oleh instansi yang dirugikan atau daerah pada jaksa penuntut umum. Sehingga, 

keberhasilannya dapat langsung dimanfaatkan oleh instansi atau daerah. 

Kondisi tersebut tidak dapat secara serta merta dipahami sebagai perlunya 

institut pengelola aset Ƙŀǎƛƭ άasset forfeitureέΦ {ŜǇŀƴƧŀƴƎ ǇŜƴƎŜƭƻƭŀŀƴ ŀǎŜǘ 

dapat diintegrasikan dengan peran institut-institut penegakan hukum, 

khususnya kejaksaan, institut tersebut tidak niscaya adanya. Dibandingkan 

dengan negara lain, peran Jaksa Agung, Departemen Keuangan, dan lembaga-

lembaga negara terkait dengan lingkungan dilakukannya tindak pidana yang 

ƳŜƳǳƴƎƪƛƴƪŀƴ άasset forfeitureέ ƳŜƴƎŀƳōƛƭ ōŀƎƛŀƴΦ169 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
169 Hari Purwadi, Op.Cit. 
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BAB VI 
PENERAPAN KERJASAMA INTERNASIONAL DI DALAM HUKUM NASIONAL 

 
 
A. Mekanisme Pembentukan Kerjasama Internasional 

Pembentukan kerjasama internasional dalam bentuknya yang nyata adalah 

pembuatan perjanjian internasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Nasional menentukan tahapan-tahapan pembuatan perjanjian 

internasional, sebagai berikut:170 

- tahap penjajakan,  

- tahap perundingan, 

- tahap perumusan naskah, 

- tahap penerimaan, dan 

- tahap penandatanganan. 

Sebelum memasuki tahapan tersebut, lembaga negara dan lembaga 

pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan 

daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, dengan 

mengacu pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan 

kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan hukum nasional maupun 

hukum internasional yang berlaku, terlebih dahulu harus mempelajari dan menjajaki 

permasalahan-permasalahan yang akan menjadi objek dalam kerjasama 

internasional tersebut. Kemudian lembaga negara, dan lembaga pemerintah, baik 

departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah melakukan 

konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri terkait.171 

Lembaga negara atau lembaga pemerintah yang mewakili kepentingan 

Pemerintah Republik Indonesia, kemudian  terlebih dahulu harus menetapkan posisi 

Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi 

                                                           
170 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. 
171 Mekanisme konsultasi dengan Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana 
hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan 
mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kebijakan politik 
luar negeri Republik Indonesia, dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional. Mekanisme konsultasi tersebut 
dapat dilakukan melalui rapat antar departemen atau komunikasi surat-menyurat antara lembaga-
lembaga dengan Departemen Luar Negeri untuk meminta pandangan politis/yuridis mengenai 
rencana pembuatan perjanjian internasional tersebut. 
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Republik Indonesia; Pedoman delegasi Republik Indonesia yang perlu mendapat 

persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut:172 

a. latar belakang permasalahan; 

b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang 

dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia; 

c. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai 

kesepakatan. 

Pedoman delegasi Republik Indonesia perlu mendapat persetujuan Menteri 

sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri. Hal ini diperlukan bagi 

terlaksananya koordinasi yang efektif di dalam membuat dan mengesahkan 

perjanjian internasional. Materi yang dimuat dalam pedoman delegasi Republik 

Indonesia tersebut disusun atas kerjasama lembaga negara dan lembaga pemerintah 

terkait yang menangani substansinya, dan Kementrian Luar Negeri yang 

memberikan pertimbangan politisnya. 

Tahapan Pembuatan Perjanjian International: 

Tahap Penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang 

berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional. 

Tahap Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan 

masalah2 teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. Pada tahap 

Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi 

Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan 

materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing. 

Satu atau beberapa orang yang menghadiri tahap perundingan,  memerlukan Surat 

Kepercayaan. Surat Kepercayaan dapat diberikan secara terpisah atau disatukan 

dengan Surat Kuasa, sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu 

                                                           
172 Pedoman delegasi Republik Indonesia dibuat agar tercipta keseragaman posisi delegasi Republik 
Indonesia dan koordinasi antar departemen/lembaga pemerintah di dalam membuat perjanjian 
internasional. Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri. Pedoman tersebut pada umumnya 
dibuat dalam rangka sidang multilateral. Namun demikian, pedoman itu juga dibuat dalam rangka 
perundingan bilateral untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Ketentuan ini 
mewajibkan delegasi Republik Indonesia ke setiap perundingan, baik multilateral maupun bilateral, 
untuk membuat pedoman yang mencerminkan posisi delegasi Republik Indonesia sebagai hasil 
koordinasi antar departemen/instansi terkait dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. 
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perjanjian internasional atau pertemuan internasional. Surat Kuasa sendiri 

dibutuhkan oleh utusan yang mewakili Pemerintah Indonesia untuk menerima atau 

menanda tangani suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian 

internasional.173 

Praktek penyatuan Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan biasanya terjadi dalam 

prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian multilateral yang diikuti oleh 

banyak pihak. Praktek semacam ini hanya dimungkinkan apabila telah disepakati 

dalam konferensi yang menerima (adopt) suatu perjanjian internasional dan 

ditetapkan oleh perjanjian internasional tersebut. 

Tahap Perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan suatu 

perjanjian internasional. 

Tahap Penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah 

dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, 

kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "Penerimaan" yang 

biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian 

internasional oleh ketua delegasi masing-masing.  

Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (acceptance / approval) 

biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan 

perjanjian internasional. 

 
B. Ratifikasi Kerjasama Internasional Dalam Perjanjian Internasional 

aŜƴƎŜƴŀƛ ǇŜƴƎŜǊǘƛŀƴ άǊŀǘƛŦƛƪŀǎƛέΣ tŀǎŀƭ м ŀȅŀǘ όмύ ƘǳǊǳŦ όōύΣ tŀǎŀƭ мп Řŀƴ tŀǎŀƭмр  

Konvensi Wina 1969 mengaturnya, antara lain: 

Pasal 1 ayat (1) huruf (b): 
άǊŀǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴέΣ έŀŎŎŜǇǘŀƴŎŜέΣ άŀǇǇǊƻǾŀƭέ ŀƴŘ ŀŎŎŜǎǎƛƻƴέ ƳŜŀƴ ƛƴ ŜŀŎƘ 
case the international act so named whereby a state establishes on the 
international plane its consent to be bound by a treaty. 
(ratifikasi, penerimaan, persetujuan dan aksesi berarti setiap tindakan 
internasional yang dinamakan demikian  yang dengan tindakan itu 
negara menentukan di tataran internasional persetujuannya untuk 
terikat pada perjanjian internasional). 

 

Pasal 14 : 

                                                           
173 Presiden dan Menteri dikecualikan mendapatkan Surat Kuasa dalam menandatangani,menerima 
suatu perjanjian internasional (Pasal 7 ayat 2); 



166 
 

1. The consent of the State to be bound by a treaty is expressed by 
ratification, when: 
a. The treaty provides for such consent to be expressed  by means of 

ratification; 
b. It is otherwise established that the negotiating States were agreed 

that ratification should be required; 
c. The representative of the State has signed the treaty subject to 

ratification; or 
d. The intention of the States to sign the treaty subject to ratification 

appears from the full power of its representatives or was expressed 
during the negotiation.  

2. The consent of a State to be bound by treaty  is expressed by 
acceptance or approval under conditions similar to those which apply 
to ratification. 

 
1. Persetujuan Negara untuk terikat oleh perjanjian dinyatakan dengan 

ratifikasi, apabila: 
a. Perjanjian international itu menyatakan bahwa persetujuan 

demikian dinyatakan dengan cara ratifikasi; 
b. Ditentukan secara lain bahwa negara-negara itu telah 

menandatangani perjanjian internasional yang tunduk ada 
ratifikasi; 

c. Wakil negara-negara itu telah menandatangani perjanjian 
internasional yang tunduk pada ratifikasi; atau 

d. Maksud negara itu untuk menandatangani perjanjian internasional 
yang tunduk ada ratifikasi tersebut tampak dari surat kuasa 
wakilnya atau dinyatakan selama perundingan; 

2. Persetujuan Negara untuk terikat pada perjanjian internasional 
dinyatakan dengan penerimaan, atau persetujuan menurut kondisi 
yang sama dengan kondisi yang berlaku bagi ratifikasi. 

 

Pasal 15: 
1. The consent of a State to be bound by a treaty  is expressed by 

accession, when: 
a. The treaty provides that such consent may be expressed  by that 

State by means of accession; 
b. it is otherwise established that the negotiating States were agreed 

that such consent may be expressed by accession; or 
c. all the parties have subsequently agreed that such consent may be 

expressed by that State  by means of accession. 
       

1. Persetujuan Negara untuk terikat pada perjanjian internasional 
dinyatakan dengan aksesi apabila: 
a. perjanjian internasional itu menetapkan pertujuan demikian dapat 

dinyatakan oleh Negara tersebut dengan cara aksesi; 
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b. ditentukan secara lain bahwa negara-negara yang melakukan 
perundingan setuju bahwa persetujuan demikian dapat dinyatakan 
dengan cara aksesi; atau 

c. semua pihak kemudian menyetujui bahwa persetujuan demikian 
dapat dinyatakan oleh Negara tersebut dengan cara aksesi. 

 

Berdasarkan defenisi yang digariskan oleh ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 

1969 tersebut diatas, maka dapatlah diǎƛƳǇǳƭƪŀƴ ōŀƘǿŀ ǘŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛ άǊŀǘƛŦƛƪŀǎƛέ 

seharusnya diartikan sebagai tindakan yang merujuk pada proses di tataran 

internasional, sedangkan untuk proses di tataran nasional seharusnya digunakan 

ƛǎǘƛƭŀƘ άǇŜƴƎŜǎŀƘŀƴέ. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional telah secara rancu  mencampur adukan antara prosedur nasional dan 

prosedur internasional dalam proses pengikatan diri negara pada perjanjian 

internasional, antara lain  dapat dilihat  dari: 

- rancunya defiƴƛǎƛ ƛǎǘƛƭŀƘ άǇŜƴƎŜǎŀƘŀƴέ dalam Pasal 1 angka (2)  Undang-Undang 

No. 24 Tahun 2000 ini; 

- tidak konsistennya defiƴƛǎƛ ƛǎǘƛƭŀƘ άǇŜƴƎŜǎŀƘŀƴέ ŘŀƭŀƳ ƪŜǘŜƴǘǳŀƴ ƛƴƛ ŘŜƴƎŀƴ 

ketentuan-ketentuan Bab III yang berjudul άtŜƴƎŜǎŀhan Perjanjian 

LƴǘŜǊƴŀǎƛƻƴŀƭέ όtasal 9 - Pasal 14) terutama dengan Pasal 9 - Pasal 13 yang jelas-

jelas proses ditataran nasional; 

- ƪŜǘƛŘŀƪ ŀƪǳǊŀǘŀƴ ǇŜƴƎƎǳƴŀŀƴ ƛǎǘƛƭŀƘ άǇƛŀƎŀƳ ǇŜƴƎŜǎŀƘŀƴέ  ŘŀƭŀƳ Ǉŀǎŀƭ мпΣ 

ȅŀƴƎ ǎŜƘŀǊǳǎƴȅŀ ōŜǊōǳƴȅƛ άǇƛŀƎŀƳ ǊŀǘƛŦƛƪŀǎƛέΣ άǇƛŀƎŀƳ ǇŜƴŜǊƛƳŀŀƴέΣ άǇƛŀƎŀƳ 

ǇŜǊǎŜǘǳƧǳŀƴέΣ ŀǘŀǳ άǇƛŀƎŀƳ ŀƪǎŜǎƛέ ȅŀƴƎ ƳŜǊǳǇŀƪŀƴ ƛƴǘǊǎǘǊǳƳŜƴ  ȅŀƴƎ 

diperlukan dalam proses di tataran internasional bagi pengikatan diri pada 

perjanjian internasional.174   

Pendapat Enny Soeprapto tentang istilah ratifikasi, penerimaan, persetujuan 

dan aksessi yang merupakan tindakan negara dalam proses di tataran internasional, 

juga didasari oleh pendapat Anthony Aust, yang menyatakan :175 

ά aŜǎƪƛǇǳƴ ǇŜǊǎŜǘǳƧǳŀƴ ǇŀǊƭŜƳŜƴ ŀǘŀǎ ǇŜǊƧŀƴƧƛŀƴ ƛƴǘŜǊƴŀǎƛƻƴŀƭ 

disyaratkan ς dan dirujuk, secara menyesatkan dengan ratifikasi, - hal 

                                                           
174  Enny Soeprapto, Pokok-pokok Komentar atas Rancangan Undang-undang tentang Pembuatan 
dan Pengesahan Perjanjian Internasional, (Makalah disampaikan pada Diskusi Panel tentang 
Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 
Surabaya 15 April 2000, paragraf 7 dan 10). 
175 Aust, Anthony, Handbook of International Law, (Cambridge University Press, 2005), hlm. 63-64. 
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yang demikian adalah sebuah proses yang sangat lain, yakni proses 

domestik.  Ratifikasi adalah tindakan internasional, yang terdiri atas: 

(1) Pembuatan instrumen ratifikasi oleh atas nama negara, dan 

(2) dipertukarkan dengan piagam ratifikasi negara lain (perjanjian 

internasional bilateral) atau disimpan pada penyimpanan. 

 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Konvensi Wina, persetujuan 

(acceptance), atau persetujuan (approval) berdasarkan kondisi yang berlaku bagi 

ratifikasi dewasa ini merupakan hal yang umum bagi perjanjian internasional 

multilateral, tunduk pada aturan yang berlaku bagi ratifikasi, kecuali perjanjian 

internasional menetapkan lain. 

Berdasarkan definisi itu, proses pengikatan diri suatu negara pada suatu 

perjanjian internasional ditempuh melalui dua tahap, di dua tataran, serta dalam 

dua bentuk tindakan dan dua bentuk instrumen perwujudannya untuk masing-

masing tahap dan tataran, sebagaimana digambarkan dibawah ini:176 

No. Tahap Tataran Bentuk Tindakan Bentuk Instrumen & Bentuk 
Penanganan Instrumen 

1. 
 
 
2. 

Pertama 
 
 
Kedua/ 
Final 

Nasional 
 
 
Internasional 

Pengesahan 
 
 
(a) Ratifikasi; atau 
(b) Penerimaan; atau 
(c) Persetujuan; atau 
(d) Aksesi 

(a) Undang-undang 
(b) Keppres 
 
(a) Piagam Ratifikasi; atau 
(b) Piagam Penerimaan; atau 
(c) Piagam Persetujuan; atau 
(d) Piagam Aksesi 
Dipertukarkan (untuk perjan jian 
internasional bilateral) 
Disimpan pada lembaga 
penyimpanan ic. Negara atau 
organisasi internasional (untuk 
perjanjian internasional multila 
teral)  

 

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila 

berkenaan dengan:177 

                                                           
176 Enny Soeprapto, Tersusunnya Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Tentang Pengesahan 
Internasional International Convention on The Protection Of The Right of All Migrant Workers And 
Their Families (Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan 
Anggota Keluarganya) sebagai langkah pertama menuju Pengesahan Konvensi, (Paparan Singkat 
disampaikan pada Expert Forum: Sosialisasi Pentingnya Perlindungan Pekerja Migran yang Peka 
terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Hotel Harris, Jakarta 12 Mei 2010). 
177 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 
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a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; 

b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; 

c. kedaulatan atau hak berdaulat negara; 

d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; 

e. pembentukan kaidah hukum baru; 

f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri. 

Sedangkan pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk 

materi sebagaimana disebutkan diatas, dilakukan dengan keputusan presiden. 

Salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional, 

disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk 

dievaluasi.178 

 
C. Akibat Hukum Kerjasama Internasional terhadap Sistem Hukum Nasional 

Penandatanganan suatu perjanjian internasional oleh suatu negara merupakan 

manifestasi niat (intent) negara tersebut untuk terikat pada perjanjian internasional 

yang ditandatanganinya tersebut. Pasal 18 Konvensi Wina tentang Perjanjian 

Internasional 1969, menetapkan sebagai berikut: 

άNegara wajib untuk tidak melakukan tindakan yang akan 
menggagalkan objek dan maksud perjanjian internasional apabila: 
(a) Negara telah menandatangani perjanjian internasional atau telah 

mempertukarkan instrumen-instrumen yang menciptakan perjanjian 
internasional itu yang tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau 
persetujuan sampai negara tersebut membuat niatnya jelas untuk 
tidak menjadi pihak pada perjanjian itu; atau 

(b) Negara telah menyatakan persetujuannya untuk terikat pada 
perjanjian internasional tersebut, seraya menantikan mulai 
berlakunya perjanjian internasional  itu dan dengan ketentuan  
bahwa mulai berlakunya perjanjian internasional tersebut tidak 
ǘŜǊǘǳƴŘŀ ǎŜŎŀǊŀ ǘƛŘŀƪ ǎŜƳŜǎǘƛƴȅŀΦέ  

 

Ketentuan Pasal 18 Konvensi Wina tersebut menggambarkan bahwa 

penandatanganan suatu perjanjian internasional mempunyai arti yuridis yang 

penting. Kecuali naskah perjanjian internasional memuat beberapa reservasi lain, 

sebuah perjanjian internasional mulai berlaku pada saat penandatanganan. Dampak 

penandatanganan perjanjian internasional bergantung pada apakah perjanjian 

                                                           
178 Ibid., Pasal 11. 
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internasional tersebut ditundukan pada ratifikasi atau tidak. Jika perjanjian 

internasional tersbut ditundukan pada ratifikasi, dengan penandatanganan itu 

berarti bahwa para delegasi telah menyetujui sebuah naskah yang akan dirujuk 

kepada pemerintah-pemerintah untuk tindakan yang mungkin dipilih oleh 

pemerintah mereka untuk dilakukan, yaitu menerima atau menolaknya atau 

mempelajarinya dari awal dan secara penuh dengan tujuan mengajukan perubahan-

perubahan sebelum akhirnya menerimanya.179 

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional 

Yang Terorganisasi (United Nation Convention Against Transnational Organized 

Crime / UNTOC) disepakati di Palermo Italia. Sesuai dengan ketentuan Pasal  36 ayat 

1  UNTOC  terbuka bagi semua negara untuk menandatanganinya  dari tanggal 12 ς 

15 Desember 2000 di Palermo, Italia dan selanjutnya di Markas Besar PBB di 

NewYork sampai dengan tanggal 12 Desember 2002.180  Penandatanganan ini 

merupakan tahap penerimaan dan persetujuan atas naskah perjanjian oleh wakil 

wakil dari negara-negara yang menghadiri konperensi, sebagai naskah yang final dan 

otentik. Namun sampai dengan penanda tanganan ini, UNTOC belum berlaku atau 

belum mengikat negara-negara penandatangan sebagai hukum internasional positif.  

Untuk dapat berlaku atau mengikat sebagai hukum internasional positif, maka 

berdasarkan Pasal 36 ayat (3) UNTOC, negara-negara diberi kesempatan untuk 

menyatakan persetujuannya untuk terikat pada Konvensi (consent to be bound by 

convention) dengan cara melakukan peratifikasian (ratification), penerimaan 

(acceeptance), persetujuan (approval), atau aksesi (accession).  Selanjutnya 

berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UNTOC, Konvensi ini akan mulai berlaku (entry into 

force) pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyimpanan  instrument 

ratifikasi (ratification), penerimaan (acceeptance), persetujuan (approval), atau 

aksesi (accession) yang keempat puluh.  Dengan telah terpenuhinya ketentuan Pasal 

38 ayat (1), maka UNTOC sudah berlaku sebagai hukum internasional positif.  Akan 

tetapi sesuai dengan prinsip hukum internasional, yaitu pacta tertiis nect nosent nec 

                                                           
179 Openheim, L, International Law, A Treatise, Vol I Peace, Eight Edition, Edited by H. Lauterpacht, 
English Lamguage Book Society and Logmans, 1966, hlm. 348 dikutip dari  Enny Soeprapto, 
Tersusunnya Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Tentang Pengesahan Internasional 
International Convention on The Protection Of The Right of All Migrant Workers And Their Families. 
180 Pasal 36 ayat (1) UNTOC. 
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prosunt, UNTOC haya berlaku dan mengikat terhadap negara-negara  yang sudah 

menyatakan persetujuannya untuk terikat, baik hal itu dilakukan dengan 

peratifikasian, penerimaan, persetujuan, ataupun pengaksesian.   

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang sering  

menghadapi kasus-kasus kejahatan transnasional terorganisasi yang terus 

berkembang dengan segala akibatnya, juga telah meratifikasi Konvensi PBB ini dan 

selanjutnya memberlakukan (mengesahkan dan mengundangkan)  ke dalam hukum 

nasionalnya melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan 

ά¦ƴƛǘŜŘ bŀǘƛƻƴ /ƻƴǾŜƴǘƛƻƴ !Ǝŀƛƴǎǘ ¢Ǌŀƴǎƴŀǎƛƻƴŀƭ hǊƎŀƴƛȊŜŘ /ǊƛƳŜέ (Konvensi PBB  

Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi) pada tanggal 12 Januari 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4960). Dengan demikian, maka sejak itu, UNTOC 

secara yuridis formal telah menjadi bagian dari hukumnasional Indonesia. 

Sebagai konsekwensi dari ratifikasi, maka konvensi tersebut perlu 

ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional yaitu dengan 

membuat ketentuan-ketentuan untuk mengakomodir apa yang diatur dalam 

Konvensi yang telah diterima dan disahkan. Asas-asas hukum pidana internasional 

yang baru, sebagaimana dimuat dalam Konvensi, akan membuka wawasan baru 

dalam perkembagan praktek penerapan hukum pidana nasional. 

UNTOC sebagai sebuah konvensi dalam ruang lingkup hukum pidana 

internasional, sebenarnya dampaknya terhadap hukum pidana nasional Indonesia, 

sama saja seperti dampak dari konvensi-konvensi lainnya dalam bidang hukum 

pidana internasional, terhadap hukum atau undangundang pidana nasional 

Indonesia. Dampak tersebut akan cukup besar terjadinya terutama yang berkenaan 

dengan ketentuan UNTOC yang bersifat imperatif. Sedangkan ketentuan UNTOC 

yang bersifat fakultatif, dampaknya itu relatif kecil. Namun, meskipun kecil, tetap 

harus diberikan perhatian yang sungguh-sungguh karena bersentuhan dengan 

peraturan perundang-undangan nasional yang ada hubungannya dengan ketentuan 

UNTOC tersebut. Untuk menyelesaikan dampak ini, maka Indonesia harus 

mentransformasikan substansinya ke dalam hukum atau peraturan perundang-
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undangan nasionalnya. Secara sistematika, pentransformasian itu dapat 

disistematikakan sebagai berikut:181 

Pertama; ada ketentuan UNTOC yang baru sama sekali dan tidak ada padanan atau 

pengaturannya di dalam hukum nasional Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia harus 

membuat undang-undangnya yang baru. Hal ini terutama berkenaan dengan 

substansi yang berupa kaidah hukum pidana materiilsubstansial, seperti tentang 

kejahatan atau tindak pidana yang ditegaskan di dalam salah satu atau beberapa 

pasalnya. 

Kedua; ada ketentuan UNTOC yang sudah ada padanan atau pengaturannya di 

dalam hukum nasional Indonesia. Jika demikian halnya, maka ada kemungkinan 

ketentuan UNTOC lebih lengkap atau lebih sempurna pengaturannya. Dalam hal ini, 

Indonesia haruslah menyesuaikan atau menyelaraskan ketentuan undang-undang 

nasionalnya dengan ketentuan UNTOC. Jika ketidak-sesuaian atau ketidak-selarasan 

itu sedemikian besarnya, Indonesia harus mengubah undang-undangnya tersebut 

bahkan harus membuat undang-undang baru yang substansinya sesuai/selaras 

dengan UNTOC untuk menggantikan undang-undang yang lama itu. 

Ketiga; sebaliknya jika pengaturan substansinya di dalam hukum atau undang-

undang nasional justru sudah lebih lengkap sedangkan di dalam UNTOC justru tidak 

ada pengaturannya, hal ini tentulah sangat positif dan bisa dipertahankan terus. Bila 

perlu, diusulkan supaya ketentuan tersebut dimasukkan menjadi ketentuan UNTOC 

dengan melakukan pengamendemenannya 

 

Pelaksanaan ketentuan UNTOC dalam konteks Kerjasama Internasional Dalam 

Penegakan Hukum Pidana Internasional 

        Sebagaimana telah kami kemukakan pada makalah terdahulu182, mengenai 

kerjasama internasional dalam penegakan hukum pidana internasional pada 

umumnya, beberapa institusi hukum yang disebutkan dalam United Nations 

                                                           
181 I Wayan Parthiana, Ramelan, Surastini Fitriasih, Kajian Tentang Kesenjangan Antara United 
Nations Conventions Against Transnational Organized Crime Dengan Peraturan Perundang-Undangan 
Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010), hlm. 7. 
 
182  Konsepsi Tindak Pidana Transnasional & Kerjasama Internasional Dalam Penegakan Hukumnya. 
hlm. 14-17. 
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Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) seperti ekstradisi (Pasal 

16), pemindahan narapidana (Pasal 17), bantuan hukum timbal balik (Pasal 18), 

penyelidikan bersama (Pasal 19), kerjasama dalam melakukan tehnik-tehnik 

penyelidikan khusus (Pasal 20), pemindahan proses pidana (Pasal 21) sebenarnya 

sudah termasuk dalam pengertian ruang lingkup kerjasama penegakan hukum 

sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 27 UNTOC dan  sudah dilakukan oleh 

Indonesia, terutama oleh Kepolisian RI, baik secara langsung dengan Kepolisian 

negara-negara sahabat (billateral) ataupun kerjasma melalui INTERPOL/ICPO 

(International Criminal Police Organization). Hanya saja terhadap instrumen hukum 

yang telah ada diperlukan penyesuaian disana-sini dengan asas-asas dan ketentuan 

hukum internasional baru yang terkandung dalam UNTOC. 

 
D. Kendala Dalam Pelaksanaan Kerjasama Internasional 

Laporan penelitian ADB/OECD 2007183 mengenai implementasi dan efektivitas 

bentuk kerjasama penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas  menunjukkan 

bahwa, prinsip-prinsip umum ekstradisi dan mutual assistance in criminal matters 

yang telah diakui dalam hukum internasional khusus tentang kedua bentuk 

perjanjian kerjasama penegakan hukum, di dalam praktik hubungan baik bilateral 

maupun multilateral banyak mengalami hambatan-hambatan tidak hanya bersifat 

teknis hukum melainkan juga bersifat teknis operasional. Selain hambatan tersebut 

juga dalam praktik, tidak banyak permintaan ekstradisi atau bantuan timbal balik 

dalam masalah pidana termasuk negara yang telah memiliki perjanjian tersebut. 

Namun demikian kepentingan ada tidak adanya perjanjian ekstradisi dan atau 

bantuan timbal balik dalam masalah pidana bukan ditentukan oleh fakta kurangnya 

permintaan untuk penyerahan pelaku kejayan atau bantuan dalam penyidikan dan 

penuntutan akan tetapi juga ditentukan oleh kepentingan politik  dan meningkatkan 

efektvitas dan efisiensi penegakan hukum di dalam negeri.184 

                                                           
183 ADB-OECD, Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia 
and Pacific: Frameworks and Practices In 27 Asian And Pacific Jurisdictions; Tahun 2007. 
184 Romli Atmasasmita, Kebijakan Hukum Kerjasama Di Bidang Ekstradisi Dalam Era Globalisasi: 
Kemungkinan Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1979, Makalah disampaikan dalam seminar sehari, 
Ȱ0ÅÒÌÕÎÙÁ 0ÅÒÕÂÁÈÁÎ 55 .ÏÍÏÒ ρ ÔÁÈÕÎ ρωχω ÔÅÎÔÁÎÇ %ËÓÔÒÁÄÉÓÉȠ ÄÉÓÅÌÅÎÇÇÁÒÁËÁÎ ÏÌÅÈ +ÅÊÁËÓÁÁÎ 
Agung RI; tanggal 27 Nopember 2007 di Jakarta. Makalah ini merupakan editing atas makalah yang 
ÔÅÌÁÈ ÄÉÓÁÍÐÁÉËÁÎ ÐÁÄÁ 3ÅÍÉÎÁÒ Ȱ+ÅÂÉÊÁËÁÎ .ÁÓÉÏnal Dalam Pembentukan Perjanjian Ekstradisi 
!3%!.ȱȠ ÄÉÓÅÌÅÎÇÇÁÒÁËÁÎ ÏÌÅÈ "0(. ÄÉ *ÁËÁÒÔÁȟ ÔÁÎÇÇÁÌ ςρ-22 Mei 2007. 
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Dalam era globalisasi saat ini, pelarian aset hasil kejahatan dan para pelaku 

kejahatan sangat mungkin terjadi dengan bantuan alat telekomunikasi modern dan 

sistem sistem online internasional terutama di bidang perbankan. Atas dasar 

pertimbangan tersebut maka sistem pencegahan yang bersifat komprehensif 

dengan dukungan teknologi informasi modern sangat menentukan keberhasilan 

sistem represif (penindakan) terhadap para pelaku kejahatan. Untuk memperkuat 

sistem pencegahan komprehensif dimaksud diperlukan perkuatan undang-undang 

pemberantasan korupsi; undang-undang pencucian uang, dan undang-undang 

kelembagaan anti korupsi dan anti pencucian uang yang terorganisasi dan 

terkoordinasi dengan baik. Penetapan Kementerian Hukum dan HAM sebagai 

άCentral Authorithyέ ƳŜǊǳǇŀƪŀƴ ƪǳƴŎƛ ƪŜōŜǊƘŀǎƛƭŀƴ ŘŀƭŀƳ ǇŜƭŀƪǎŀƴŀŀƴ ǇŜǊƧŀƴƧƛŀƴ 

ekstradisi dan bantuan timbale balik dalam masalah pidana. Untuk tujuan tersebut, 

Kementerian Hukum dan HAM harus membentuk suatu task-force yang mewakili 

unsur kementerian yang relevan dan lembaga penegak hukum serta melibatkan 

seluruh pakar hukum pidana dan hukum perbankan yang kredibel serte memiliki 

integritas. Penguatan sisi integritas aparatur penegak hukum dan aparatur 

kementerian hukum dan ham turut menentukan keberhasilan proses permintaan 

ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana terutama untuk tujuan 

pengembalian aset hasil kejahatan. Penguatan ini sangat penting mengingat musuh 

ǳǘŀƳŀ ƴŜƎŀǊŀ ŘŀƭŀƳ ŜǊŀ Ǝƭƻōŀƭƛǎŀǎƛ ōǳƪŀƴ ǇŜǊƻǊŀƴƎŀƴ ŀǘŀǳ άwhite collar crimeέ 

melainkan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam dunia kejahatan 

dengan menggunakan legalitas korporasi  dengan  jaringan yang sangat luas, sebagai 

tempat persembunyian yang sangat aman dan terlindungi.185 

Terkait dengan efektivitas pelaksanaan kerjasama internasional dalam hal 

ekstradisi, menurut Romli Atmasamita perlu dikaji secara mendalam perubahan 

terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 terkait dengan prinsip-prinsip dan 

prosedur ekstradisi yang seharusnya memadai untuk tujuan meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan pemulangan tersangka/terdakwa/terpidana dari (negara 

lain)dan ke Indonesia. Sebagai contoh, prinsip nasionalitas (nationality principle), 

dalam praktik prinsip proteksi untuk tidak mengekstradisikan warga negara nya 

                                                           
185 Ibid. 
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sendiri ke negara lain telah ditiadakan dalam perjanjian Thailand dan USA, dan 

ŘŀƭŀƳ ǇŜǊƧŀƴƧƛŀƴ ŜƪǘǊŀŘƛǎƛ ŀƴǘŀǊŀ ƴŜƎŀǊŀ ¦ƴƛ 9ǊƻǇŀΦ /ƻƴǘƻƘ ƪŜŘǳŀΣ ǇǊƛƴǎƛǇ άnon-

political crimeέΣ ƧǳƎŀ ƳŀǎƛƘ ŘŀƭŀƳ ǇŜǊŘŜōŀǘŀƴ ŀǇŀƪŀƘ ȅŀƴƎ ƳŜƴƧŀŘƛ άƪŜƧŀƘŀǘŀƴ 

Ǉƻƭƛǘƛƪέ ǘŜǊǎŜōǳǘΣ ŀǇŀƭŀƎƛ ǘŜǊƪŀƛǘ ŘŜngan penyuapan atau korupsi dalam proses 

pemilihan umum; apakah kejahatan semacam ini masih dapat dijadikan sebagai 

alasan untuk tidak menyetujui permintaan ekstradisi? Contoh ketiga, mengenai 

ƪƭŀǳǎǳƭ άundue delayέ ȅŀƴƎ ƳŜǊǳǇŀƪŀƴ ƪŜǘŜƴǘǳŀƴ ǳƴƛǾŜǊǎŀƭ ŘŀƭŀƳ prosedur 

pelaksanaan suatu kerjasama bilateral atau multilateral dalam penyerahan 

tersangka/terdakwa/terpidana; apakah ketentuan seperti itu masih perlu dimuat 

dalam setiap perjanjian ekstradisi? Contoh keempat, mengenai kepentingan negara 

ketiga di dalam proses permintaan ekstradisi, sampai saat ini belum ada payung 

hukum yang mengatur mekanisme dan prosedur penyelesaiannya, terutama apabila 

negara pihak ketiga memiliki hubungan bilateral yang lebih baik dari negara peminta 

esktradisi? Perubahan ketentuan yang sangat penting dalam UNDANG-UNDANG 

Ekstradisi yang akan datang adalah, pertama, model ekstradisi; apakah akan dianut 

ƳƻŘŜƭ ŜƪǎǘǊŀŘƛǎƛ ȅŀƴƎ ƳŜǊǳƧǳƪ ƪŜǇŀŘŀ ǎƛǎǘŜƳ ƘǳƪǳƳ άCommon LawέΣ Řƛ Ƴŀƴŀ 

ǇǊƻǎŜǎ ŜƪǘǊŀŘƛǎƛ ǎǳƴƎƎǳƘ ƳŜǊǳǇŀƪŀƴ άjudicial processέΣ ŀǘŀǳ ǘŜtap mengacu kepada 

ǎƛǎǘŜƳ ƘǳƪǳƳ άCivil Lawέ Řƛ Ƴŀƴŀ ǇǊƻǎŜǎ ŜƪǎǘǊŀŘƛǎƛ ƳŀǎƛƘ ƳŜǊǳǇŀƪŀƴ 

άadministrative processέΚ YŜŘǳŀ ƳƻŘŜƭ ŜƪǎǘǊŀŘƛǎƛ ǘŜǊǎŜōǳǘ ƳŀǎƛƴƎ-masing memiliki 

kelemahan dan kekuatan hukum tertentu. Model pertama, mementingkan masalah 

efisiensi proses ekstradisi dengan memasukkan kepentingan hak asasi 

tersangka/terdakwa/terpidana sebagai bagian penting dari proses ekstradisi, yaitu 

ŘŜƴƎŀƴ ƳŜƴŜƳǇŀǘƪŀƴ ǘŜǊǎŀƴƎƪŀκǘŜǊŘŀƪǿŀκǘŜǊǇƛŘŀƴŀ ǎŜōŀƎŀƛ άǎǳōƧŜƪ ƘǳƪǳƳέΤ Řŀƴ 

negara hanya merupakan fasilitator terhadap proses esktradisi semata-mata. 

Sedangkan model kedua, mementingkan efektivitas proses ekstradisi dengan 

άƳŜƴƎŀōŀƛƪŀƴέ ƪŜǇŜƴǘƛƴƎŀƴ Ƙŀƪ ŀǎŀǎƛ ǘŜǊǎŀƴƎƪŀκǘŜǊŘŀƪǿŀκǘŜǊǇƛŘŀƴŀΣ ȅŀƛǘǳ ŘŜƴƎŀƴ 

ƳŜƴŜƳǇŀǘƪŀƴ ǘŜǊǎŀƴƎƪŀκǘŜǊŘŀƪǿŀκǘŜǊǇƛŘŀƴŀ ǎŜōŀƎŀƛ άƻōƧŜƪέ ŘŀǊƛ ǎǳŀǘǳ ǇǊƻǎŜs 

ekstradisi. Model pertama, pengambil keputusan terakhir dalam proses ekstradisi 

berada pada Putusan Pengadilan; sedangkan model kedua, pengambil keputusan 

terakhir dalam proses ekstradisi adalah, Presiden selaku kepala negara. Secara 

politis, model pertama memiliki posisi yang lebih menguntungkan suatu negara, 
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dalam arti tidak akan rentan terhadap tekanan politik negara lain; sedangkan model 

kedua sebaliknya. Dengan lain perkataan, model pertama, sangat relevan dan 

sejalan dengan perkembangan hukum modern abad 21 terutama perlindungan hak 

ŀǎŀǎƛ Ƴŀƴǳǎƛŀ Řŀƴ ƳŜƴŜƎŀƪƪŀƴ ǎǳǇǊŜƳŀǎƛ ƘǳƪǳƳ Řŀƴ ǇǊƛƴǎƛǇ έstate-sovereigntyέΦ 

Sedangkan model kedua, sudah tidak sejalan dengan perkembangan  hukum 

modern abad 21 dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi 

tersangka/terdakwa/terpidana, dan melemahkan supremasi hukum serta penguatan 

ǘŜǊƘŀŘŀǇ ǇǊƛƴǎƛǇ άstate sovereigntyέΦ tŜǊǳōŀƘŀƴ ǇŜƴǘƛƴƎ ƪŜŘǳŀ ȅŀƴƎ Ǉŀǘǳǘ ŘƛƧŀŘƛƪŀƴ 

bahan pertimbangan dalam perubahan UNDANG-UNDANG Ekstradisi yang akan 

datang adalah, prinsip selektifikasi dan prioritisasi kasus-kasus pidana untuk mana 

permintaan ekstradisi dapat disetujui atau tidak dapat disetujui. Perkembangan 

kejahatan transnasional terorganisasi dan khususnya terorisme dan korupsi serta 

pencucian uang yang sangat pesat dan memiliki daya rusak yang sangat tinggi 

terhadap perkembangan peradaban dan kesejahteraan manusia, maka perlu 

dikembangkan model baru ekstradisi berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. 

Pertimbangan pengenalan prinsip baru dimaksud agar pemerintah dapat bekerja 

efisien dan efektif serta memiliki posisi hukum dan posisi tawar yang memadai 

dalam hubungan internasional. Perubahan penting ketiga, adalah diperlukan 

mekanisme baru dalam proses penyelesaian permintaan ekstradisi dari negara lain 

atau ke negara lain, di mana perlu ditegaskan ketentuan mengenai standar 

operasional yang diberlakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara 

lembaga terkait dalam proses ekstradisi tersebut.186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
186 Ibid. 
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BAB VII 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan  
Ada beberapa karakteristik yang bisa ditemukan dalam setiap kejahatan 

transnasional secara umum. Pertama, sebagian besar dari pelaku kejahatan 

transnasional terhubung dengan organisasi kriminal dalam sekala besar. Kedua, 

sebuah organisasi kejahatan transnasional pada umumnya memiliki latar belakang 

keesamaan etnis tertentu. Ketiga, melakukan hubungan kerjasama secara teratur 

dengan organisasi kriminal di negara lain. Keempat, jaringan kejahatan internasional 

pada umumnya merambah hingga ke dalam bisnis yang sah dan pemerintah. 

Definisi kejahatan transnasional, diantaranya: "Kejahatan lintas batas 

(transnasional) adalah perilaku yang membahayakan kepentingan yang dilindungi 

oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan yang dikriminalisasi dalam 

setidaknya satu dari negara yang bersangkutan". Definisi lain: άYŜƧŀƘŀǘŀƴ 

Transnasional adalah perilaku, yang dikriminalisasi dalam setidaknya satu dari 

yuridiksi dan membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari 

satu yurisdiksi yang bersangkutan atau dalam satu yurisdiksi sementara itu mirip 

dengan tindakan yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di 

ǎŜōŀƎƛŀƴ ōŜǎŀǊ ƴŜƎŀǊŀέΦ 5ŀƭŀƳ ǇŜǊǎǇŜƪǘƛŦ ƘǳƪǳƳ ƪŜƧŀƘŀǘŀƴ ǘǊŀƴǎƴŀǎƛƻƴŀƭ ό¦b¢h/ύ 

diartikan sebagai tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara atau 

negara-negara lain, tetapi akibat yang ditimbulkannya terjadi di negara atau negara-

negara lain, atau tindak pidana yang pelaku-pelakunya berada terpencar di wilayah 

dua negara atau lebih, dan melakukan satu atau lebih tindak pidana serta baik 

pelaku maupun tindak pidananya itu sendiri saling berhubungan, yang menimbulkan 

akibat pada satu negara atau lebih. Didalam UNTOC disebutkan lima jenis tindak 

pidana transnasional yang terorganisasi, yaitu: Berpartisipasi dalam kelompok 

pelaku tindak pidana terorganisasi (Pasal5); Tindak pidana yang merupakan 

pencucian hasil tindak pidana (Pasal 6); Tindak Pidana Korupsi (Pasal 8); Tindak 

Pidana yang merupakan gangguan terhadap proses peradilan (pasal 23); Tindak 

pidana serius (serious crime) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf b. 
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Didalam kejahatan transnasional, penting adanya pembagian aktor/pelaku 

kejahatan kedalam dua macam, aktor legal dan aktor ilegal. Dengan pembagian 

tersebut akan dapat diidentifikasi bentuk-bentuk hubungan yang terjadi diantara 

keduanya baik itu yang bersifat simbiosis (saling menguntungkan) atau hubungan 

antitesis (berlawanan antar aktor). Dalam suatu kejahatan transnasional pelaku 

kejahatan tidak selalu nation-state actor, tetapi juga individu, dan kelompok. Peran 

dari aktor kejahatan tersebut tidak selalu sebagai pelaku utama tetapi juga sebagai 

penyumbang dana, maupun pikiran untuk melancarkan aksinya.  

Tindak pidana transnasional dibedakan dengan tindak pidana internasional, 

Perbedaan diantara keduanya terletak pada unsur internasional yang tidak dimiliki 

tindak pidana transnasional. Unsur internasional yaitu sifat mengancam (langsung 

maupun tak langsung) perdamaian dan keamanan dunia atau menggoyahkan rasa 

kemanusiaan. Dilihat dari perkembangan dan asal-usul definisi kejahatan 

internasional dapat dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu kejahatan internasional 

yang berasal dari kebiasaan yan berkembang dalam praktik hukum internasional; 

kejahatan internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional; 

kejahatan internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai 

HAM. 

Penegakan hukum kejahatan transnasional ataupun kejahatan internasional 

yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum yang berbeda, mau tidak mau akan 

menimbulkan saling ketergantungan antar negara di dunia ini, yang kemudian 

mendorong dilakukannya kerjasama-kerjasama internasional yang dalam banyak hal 

dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian 

international sebagai wujud kerjasama internasional utamanya di bidang penegakan 

hukum sebagai keniscayaan, namun dalam setiap proses pembuatannya tetap harus 

berangkat dari kepentingan nasional dan memperhatikan prinsip-prinsip kesamaan 

kedudukan, saling menguntungkan dan prinsip-prinsip yang dianut oleh hukum 

nasional maupun internasional.  

Dari perspektif ruang lingkupnya, kerjasama international dapat dibedakan 

berdasarkan jumlah negara-negara atau berdasarkan aspek kewilayahan negara-
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negara yang menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian international, dalam 

hal ini dapat dikalsifikasikan menjadi kerjasama bilateral, regional dan multilateral. 

Dari persfektif jenis kerjasama internasional dalam penegakan hukum tindak pidana 

internasional, banyak pilihan yang dapat dipakai berdasarkan jenis tindak pidannya, 

yaitu kerjasama Tranfer Pelaku Kejahatan / Ekstradisi; Transfer Barang Bukti / 

Mutual Legal Asisstance; Transfer Proses Peradilan / Transfer of Proceeding; 

Transfer Narapidana / Transfer of Sentece Person (TSP); Transfer Hasil Kejahatan / 

Transfer of Asset Recovery. 

Kerjasama internasional berdasarkan tipologi budaya hukum, mengasumsikan 

bahwa kerjasama internasional akan bisa terjadi dengan baik, apabila terjadi 

rekonsiliasi budaya. Rekonsiliasi budaya terjadi dengan baik apabila terjadi 

pemahaman akan tipologi budaya hukum negara yang bersangkutan dengan tipologi 

budaya hukum mitra kerjasamanya, dan keinginan yang kuat untuk bekerjasama 

atau bertemu di suatu titik, daripada mempertahankan ego atau interest belaka. 

Kerjasama internasional berdasarkan tipologi dependensi antar Negara,Tipologi 

ini berguna untuk menentukan apakah kerjasama internasional tersebut berbentuk 

unilateral, bilateral, regional atau multilateral. Dalam konteks ini, efektifitas hasil 

yang didapat dari kerjasama internasional dilihat berdasarkan tingkat 

ketergantungan satu negara dengan negara yang lain.  

Dalam tipologi budaya hukum yang berdasarkan 2 variabel determinan (Power 

Distance dan Universalism versus Particularism), Indonesia termasuk kategori 

Kuadran III, yang berarti memiliki Power Distance rendah namun Universalism 

versus Particularism yang tinggi, sedangkan dalam tipologi berdasarkan dependensi 

antar Negara yang dilihat dari 2 variabel independen pembentuknya (Symmetry dan 

Salience), Indonesia masuk kategori Kuadran II, yang berarti memiliki Symmetry 

tinggi namun Salience yang rendah. Dari sini, Indonesia direkomendasikan untuk 

memilih strategi kerjasama bilateral yang berorientasi pada fulfilment-oriented. Di 

mana upaya kerjasama internasional dalam penegakan hukum hanya akan bisa 

tercapai dengan baik, apabila upaya penegakan hukum nasional di Indonesia sudah 

baik. 
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B. Rekomendasi 
Dari uraian pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam hal kerjasama 
internasional di bidang penegakan hukum, dapat direkomendasikan sebagai berikut: 
a. Perlu penelitian lebih lanjut tentang jenis-jenis kejahatan transnasional yang 

belum dibahas dalam kompedium. 
b. Perlu kajian lebih lanjut untuk dilakukan pengaturan tentang penegakan hukum 

kejahatan transnasional. 
c. Perlu pengkajian mengenai tipologi kerjasama internasional dilihat dari budaya 

hukum dan depedensi antar negara. 
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Lampiran:  
Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait  

Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum 
(Ditulis berdasarkan kronologis waktu / tidak berdasarkan hierarki  

peraturan perundang-undangan) 
 

1. Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkotika dan Terorime 
No. Jenis Peraturan Tanggal Perihal 

 Pencucian Uang :   

1 UU No. 15 Tahun 2002 
(Diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003) 

17 April 2002  Tindak Pidana Pencucian Uang 

2 Kep. Ketua Badan Pengawas 
Pasar Modal No. Kep-
02/PM/2003 

15 Januari 2003 Prinsip Mengenal Nasabah 

3 Kep. Menteri Keuangan No. 
45/KMK.06/2003  

30 Januari 2003 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi 
Lembaga Keuangan Non Bank 

4 UU No. 25 Tahun 2003 
(Dicabut dengan UU No. 8 Tahun 2010) 

13 Oktober 2003 Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 ttg 
Tindak Pidana Pencucian Uang 

5 UU No. 3 Tahun 2004 15 Januari 2004 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 ttg Bank 
Indonesia 

6 Surat Keputusan bersama Jaksa 
Agung RI, Kepala Kepolisian 
Negara RI dan Gubernur Bank 
Indonesia 
No. KEP-902/A/J.A/12/2004 
No.POL : SKep/924/XII/2004 
No. 6/91/KEP.GBI/2004 

20 Desember 2004 Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang 
Perbankan 

7 Peraturan Bank Indonesia No. 
11/28/PBI/2009 -  

1 Juli 2009 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 
Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank 
Umum 

8 Peraturan Bank Indonesia 
No.12/3/PBI/2010 -  

1 Maret 2010 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 
Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada 
Pedagang Valuta Asing Bukan Bank 

9 Peraturan Bank Indonesia 
Nomor: 12/20/PBI/2010 -  

4 Oktober 2010 Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) 
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) 
bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank 
Pembiayaan Rakyat 

10 UU No. 8 Tahun 2010 22 Oktober 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang 

11 UU No. 3 Tahun 2011 23 Maret 2011 Transfer Dana 

12 UU No. 7 Tahun 2011 28 Juni 2011 Mata Uang 

13 Keppres No.  23 Tahun 2011 1 Agustus 2011 Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Asia 
Pacific Group on Money Laundering 

14 Keppres No.  24 Tahun 2011 1 Agustus 2011 Penetapan keanggotaan Indonesia pada 
Egmont Group 

15 Perpres No. 50 tahun 2011 
 

12 Agustus 2011 Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

16 UU No. 21 Tahun 2011 22 November 2011 Otoritas Jasa Keuangan 

17 Perpres No. 6 Tahun 2012 11 Januari 2012 Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

18 Peraturan Bank Indonesia 
No.14/3/PBI/2012  

29 Maret 2012 Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa 
Sistem Pembayaran Selain Bank 

19 40 Rekomendasi dan 9 
Rekomendasi Khusus Financial 
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Action Task Force (FATF) on 
Anti Money Laundering and 
Counter Terrorist Financing. 

    

 Narkotika   

1 UU No. 8 Tahun 1976 26 Juli 1976 Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 
Beserta Protokol Yang Mengubahnya 

2 UU No. 9 Tahun 1976 
(Diubah dgn UU No. 22 Tahun 1997) 

26 Juli 1976 Narkotika 

3 UU No. 8 Tahun 1996 7 November 1996 Pengesahan Convention On Psychotropic 
Substances 1971 (konvensi Psikotropika 1971)  

4 UU No. 7 Tahun 1997 24 Maret 1997 Pengesahan United Nations Convention Against 
Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic 
Substances, 1988 (konvensi Perserikatan 
Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan 
Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 
1988)  

5 UU No. 22 Tahun 1997 
(Dicabut dgn UU No. 35 Tahun 2009) 

1 September 1997 Narkotika 

6 UU No. 35 Tahun 2009 12 Oktober 2009 Narkotika 

7 Perpres No. 23 Tahun 2010 12 April 2010 BNN 

8 PP No. 25 Tahun 2011  18 April 2011 Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika  

    

 Teroris :   

1 Perpu No. 1 Tahun 2002  18 Oktober 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

2 UU No. 15 Tahun 2003 4 April 2003 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 ttg 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
menjadi UU 

3 UU No. 5 Tahun 2006 5 April 2006 Pengesahan International Convention For The 
Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 
(konvensi Internasional Pemberantasan 
Pengeboman Oleh Teroris, 1997)  

4 UU No. 6 Tahun 2006 5 April 2006 Pengesahan International Convention For The 
Suppression Of The Financing Of Terrorism, 
1999 (konvensi Internasional Pemberantasan 
Pendanaan Terorisme, 1999)  

5 UU No 5 Tahun 2012 9 April 2012 Pengesahan Asean Convention On Counter 
Terrorism (konvensi Asean Mengenai 
Pemberantasan Terorisme)  

6 Perpres No.  46 Thn 2010  16 Juli 2010 Badan Penanggulangan Teroris 

7 Perpres No.  12 Thn 2012 3 Februari 2012 Perubahan atas Perpres No 46 Thn 2010 ttg 
Badan Penanggulangan Teroris 

    

 

2. Korupsi 

No. Jenis Peraturan Tanggal Perihal 

1 UU No. 3 Tahun 1971 
(Dicabut dgn UU No. 31 Tahun 1999) 

29 Maret 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

2 Inpres No. 30 Tahun 1998 2 Desember 1998 Pemberantasan KKN 

3 UU No. 28 Tahun 1999 19 Mei 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan 
Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme  

4 UU No. 31 Tahun 1999 16 Agustus 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  

5 PP No. 19 Tahun 2000 5 April 2000 Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi 

6 UU No. 20 Tahun 2001 21 November 2001 Perubahan Atas Uu Nomor 31 Tahun 1999 
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Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi 

7 UU No. 30 Tahun 2002 24 Desember 2002 KPK 

8 Keppres No. 11 Tahun 2005 2 Mei 2005 Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi 

9 UU No. 7 Tahun 2006 18 April 2006 Pengesahan United Nations Convention 
Against Corruption, 2003 (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 
2003)  

10 UU No. 5 Tahun 2009 12 Januari 2009 Pengesahan United Nations Convention 
Against Transnational Organized Crime 
(konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa 
Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang 
Terorganisasi) 

11 Perpu No. 4 Tahun 2009 21 September 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi  

12 UU No. 46 Tahun 2009 29 Oktober 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

13 UU No. 3 Tahun 2010 15 Juni 2010 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

14 Inpres No. 29 Tahun 2011 12 Mei 2011 Rencana Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi 

 Inpres No. 17 Tahun 2011 19 Desember 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
Tahun 2012 

15 Perpres No. 9 Tahun 2012 20 Januari 2012 Penugasan Kepada Menteri Hukum Dan Hak 
Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, 
Menteri Keuangan, Dan Jaksa Agung Untuk 
Melakukan Penanganan Pengembalian Aset 
Hasil Tindak Pidana Terkait Kasus Pt Bank 
Century, Tbk.,  
Yang Berada Di Luar Negeri 
 

16 Perpres No. 55 Tahun 2012 23 Mei 2012 Strategi Nasional Pencegahan Dan 
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 
Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah 
Tahun 2012-2014 

    

    

 

 

3. Perdagangan Orang 

No. Jenis Peraturan Tanggal Perihal 

1 UU No. 21 Tahun 2007  19 April 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Orang 

2 UU No. 14 Tahun 2009 5 Maret 2009 Pengesahan Protocol To Prevent, 
Suppress And Punish Trafficking In 
Persons, Especially Women And Children, 
Supplementing The United Nations 
Convention Against Transnational 
Organized Crime (protokol Untuk 
Mencegah, Menindak, Dan Menghukum 
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Perdagangan Orang, Terutama 
Perempuan Dan Anak-anak, Melengkapi 
Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa 
Menentang Tindak Pidana Transnasional 
Yang Terorganisasi)  

3 UU No. 15 Tahun 2009 16 Maret 2009 Pengesahan Protocol Against The 
Smuggling Of Migrants By Land, Sea And 
Air, Supplementing The United Nations 
Convention Against Transnational 
Organized Crime (protokol Menentang 
Penyelundupan Migran Melalui Darat, 
Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi 
Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang 
Tindak Pidana Transnasional Yang 
Terorganisasi)  

5 Perpres No. 69 Tahun 2008 6 November 2008 Gugus Tugas Pencegahan dan 
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang 

    

    

 

 

4. Kerjasama Internasional  

No. Jenis Peraturan Tanggal Perihal 

1 UU No. 9 Tahun 1974 26 Desember 1974 Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah RI dgn Pemerintah Malaysia 
Mengenai Ekstradisi 

2 UU No 10 Thn 1976   26 Juli 1976 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara 
Pemerintah RI dgn Pemerintah Philippina 
serta Protocol 

3 UU No 2 Tahun 1978  18 Maret 1978 Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah RI dgn Pemerintah Thailand 
ttg Ekstradisi 

4 UU No. 1 Tahun 1979 18 Januari 1979 Ekstradisi 

5 UU No. 8 Tahun 1994  2 November 1994 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara 
Republik Indonesia dgn Australia 

6 UU No. 1 Tahun 1999  27 Januari 1999 Pengesahan Perjanjian antara Republik 
Indonesia dan Australia mengenai 
Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah 
Pidana (Treaty between the Republic of 
Indonesia and Australia on Mutual 
Asisstance in Criminal Matters) 

7 Keppres No. 64 Tahun 1999 24 Juni 1999 Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi 
Pemerintah Republik Indonesia Pada 
Organisasi-organisasi Internasional 

8 UU No. 37 Tahun 1999 14 September 1999 Hubungan Luar Negeri 

9 UU No. 24 Tahun 2000 23 Oktober 2000 Perjanjian Internasional 

10 UU No. 1 Tahun 2001 8 Mei 2001 Pengesahan Persetujuan antara 
Pemerintah Indonesia dengan 
Pemerintah Hong Kong untuk 
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penyerahan Pelanggar Hukum yang 
melarikan diri 

11 UU No. 1 Tahun 2006  3 Maret 2006 Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah 
Pidana 

12 UU No. 8 Tahun 2006 18 April 2006 Pengesahan Perjanjian antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan 
Republik Rakyat China Mengenai Bantuan 
Hukum Timbal Balik Dalam Masalah 
Pidana (Treaty Between the Republic 
LƴŘƻƴŜǎƛŀ ŀƴŘ ǘƘŜ tŜƻǇƭŜΩǎ wŜǇǳōƭƛŎ ƻŦ 
China on Mutual Legal Assistance in 
Criminal Matters) 

13 UU No. 42 Tahun 2007 18 Desember 2007 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara 
Republik Indonesia dan Republik Korea 
(Treaty on Extradition between the 
Republic of Indonesia and the Republic of 
Korea) 

14 UU No. 15 Tahun 2008 30 April 2008 UU No 15 Thn 2008 ttg Pengesahan 
Treaty on Mutual Legal Assistance in 
Criminal Matters (Perjanjian ttg Bantuan 
Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) 

15 Keppres No. 25 Tahun 2009  16 September 2009 Perjanjian Ekstradisi (personal) 

16 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2012  

28 Maret 2012 Pengesahan Persetujuan antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pemerintah Daerah Administrasi Khusus 
Hong Kong Republik Rakyat China 
Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik 
Dalam Masalah Pidana (Agreement 
Between The Government Of The 
Republic Of Indonesia And The 
Government Of The Hong Kong Special 
!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜ wŜƎƛƻƴ hŦ ¢ƘŜ tŜƻǇƭŜΩǎ 
Republic Of China Concerning Mutual 
Legal Assistance In Criminal Matters) 

    

 

 

 


